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Kata Pengantar

Dr. Raden Siliwanti MPIA
Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS RI

Demokras konon adalah pemenang fina dari pergulatan historisantar
ideologi di duniaini, terutama setelah runtuhnya Tembok Berlin tahun
1989. Paling tidak, demikianlah tema ringkas yang dijelaskan Francis
Fukuyama dalam bukunya yang terkenal “The End of History and the
Last Man” (1992). Fukuyama mungkin agak melebihkan hasil
pengamatannya, namun kenyataannya dapat dilihat bahwa demokrasi
memang makin menguat di duniaini.

K ekuatan demokrasi justru terletak padakesederhanaan dan kejujuran
konsepnya tentang manusia dan masyarakat, dan disanalah letak
kecanggihannya, karena menyediakan mekanisme check and balances
yang dapat melakukan koreksi, kritik dan perbaikan di dalam dirinya
sendiri. Mekanismeinilah yang tidak pernah dipunyai oleh sistem politik
manapun secaramemadai sebelumnya.

Parapenguasayang mempercayai demokrasi, dan meyakini prinsip-
prinsipnya harus bersediatunduk pada aturan-aturannya. Apabilatidak,
maka akan muncul ketidakpuasaan yang dapat berujung pada kejatuhan
rejim yang berkuasa. Mereka yang tidak percaya pada demokrasi,
pengalaman global membuktikan bahwa mereka akan mengalami nasib
kejatuhan dengan menyakitkan bersama sistem otoriter yang dibangun
sendiri.

K ebanyakan kitatidak pernah menyangkabahwagel ombang kekuatan
masyarakat sipil dapat menjadi arus tidak terbendung, bahkan oleh
kekuatan despotis sekalipun, seperti yang terjadi di sgumlah negaraTimur
Tengah selamasetahun terakhir ini. Kebangkitan rakyat telah membawa
dampak kejatuhan rejim pemerintahan yang berkuasa. Bantuan dari



kekuatan luar mungkin diperlukan, tapi kalau rakyat sendiri tidak
menghendaki perubahan, tidak akan berarti banyak. Lihat sgja Tunisia,
Mesir, Libyayang rejim pemerintahannyatel ah terguling dengan keras,
dan sekarang Suriah sedang dalam proses demokratisasi juga.

Timur Tengah adalah gelombang terakhir dari beberapa gel ombang
kekuatan masyarakat sipil yang menuntut demokras setelah perang dunia
kedua berakhir, setelah gel ombang bangkitnyademokrasi di EropaTimur
dan Amerika L atin pada era 80-an dan 90-an menggulingkan komunisme
danfasismerezim diktator di kawasan itu. Hal ini merupakan tanda-tanda
penting dari kecenderungan masyarakat sipil di dunia, termasuk Indonesia
tentunya sejak akhir 1990-an.

Apa-apayang kitalihat terjadi di negara-negara Timur Tengah sejak
awal tahun ini tidak banyak berbeda dengan yang pernah terjadi di
Indonesiapada 1998. Peristiwa dan rangkaian pergol akan seperti ini kita
dugamasih akan terus bergulir di Timur Tengah. Salah satu hal menarik
dari bangkitnya masyarakat Indonesia dan Timur Tengah selama satu
dasawarsa ini adalah dapat ditepisnya stigma bahwa masyarakat yang
mayoritas penduduknya beragama Islam selama berabad-abad tidak
mungkin menjadi demokratis karenadianggap kolot, tidak mau berubah,
berorientas pada masa lalu, anti modernitas, tidak efisien dan hanya
“pasrah” padanasib. Faktamembuktikan hal yang berbeda.

Selama beberapa dasawarsaterakhir, negara-negarayang mayoritas
penduduknya beragama Islam ternyata mengalami peningkatan berarti
pada kualitas dan kuantitas lapisan masyarakat sipil terpelajar,
berkemampuan ekonomi sertabervis politik egaliter, dengan kemampuan
berorganisasi yangtinggi. Satu lapisan yang tidak mau didikte begitu sgja
oleh kehendak penguasayang merekaanggap tidak mewakili siapa-siapa,
kecuali diri merekasendiri, dan sertakroni-kroni nya. Bagian inti lapisan
ini adal ah lapisan kel as menengah urban yang kosmopolit, bervisi global
sertamempunyai jaringan sosid yang melewati batas-batas negara, dibantu
oleh jaringan komunikasi daninformasi duniamayayang makinluas. Ini
semua adalah modalitas yang positif bagi bangkitnya masyarakat sipil
yang berjuang bagi demokrasi. Merekajugamampu mel akukan bargaining
dengan kekuatan-kekuatan asing yang mempunyai kepentingan strategis
di negara mereka. Walaupun, tentu belum sekuat masyarakat sipil di
negara-negara demokrasi liberal yang sudah lebih mapan dalam
berorganisasi, membentuk jaringan dan mengelola sumber-sumber
pendanaan secaramandiri.
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Dengan demikian, salah satu tantangan utama bagi semua negara
demokrasi adalah bagaimana memelihara keberlanjutan organisasi
masyarakat sipilnya, yakni dengan mengoreks keadaan warisan yang akut
pada perimbangan antara kekuatan negara dan masyarakat. Pada satu
sisi, masyarakat sipil harus mengisi peran-peran yang dulunyadiisi oleh
negara. Pada lain sisi, ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki dari
organisasi masyarakat sipil, karenawarisan politik masalalu yang tidak
bersahabat terhadap pluralism kekuatan di luar kekuatan negara.

Dilemanyaadal ah organi sasi masyarakat sipil berada dalam keadaan
paling tidak siap pada saat mereka paling dibutuhkan agar dapat menjadi
pemeran utama menggalang partisipasi masyarakat secara substansial
dalam proses konsolidasi demokrasi. Apabila keadaan ini tidak diatasi
secara terencana dan terukur, maka akan terjadi dilema lainnya, yakni
akan kembali lagi dominasi negara pada masyarakat sipil, padahal hal
inilah yang sebelumnyaingin dikoreksi oleh gerakan reformasi politik di
Indonesia sgjak 1998. Masyarakat sipil yang mampu menggulingkan
kekuatan otoriter seharusnyajuga mampu apabiladibangun secaratepat
untuk mengisi demokrasi yang mereka perjuangkan sejak awal.

Sgak awal kami sudah menyadari pentingnyameningkatkan kapasitas
organisasi masyarakat sipil apabilakonsolidasi demokrasi ingin berhasil
dalam pembangunan jangka panjang. Oleh karenaitulah RPIMN 2010-
2014 memberikan porsi bagi penguatan organisas masyarakat Spil sebagai
wadah masyarakat sipil untuk berkiprah dalam mengurusi kepentingan
mereka sendiri, terutama pada saat wakil merekadi dunia politik makin
tidak dapat memenuhi harapan mereka.

Dalam konteks demikian itulah maka Indeks Masyarakat Sipil ini
menjadi sangat penting, untuk menjadi salah satu basis kita mengukur
dan menimbang kekuatan dan kesehatan masyarakat sipil kita. Produk
indeksini sangat strategisbagi pengembangan demokras kita. Sayasangat
menghargai upayaini, karenaproduk sgjenishampir tidak tersedia sebagai
referensi pemerintah untuk menjadi benchmark yang kuat untuk
mendorong keberlanjutan peran masyarakat sipil sebagai bagian sangat
penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.
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Kata Pengantar

Paul Boon
Direktur Program ACCESS Tahap 11

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan dan
kehidupan demokratis dirasakan semakin baik dari waktu ke waktu.
Peletakan peran (role enactment) masyarakat sipil sangat menentukan
kualitasdemokrasi sebuah Negara. Membangun pemerintahan yang maju
tidak dapat diabaikan dari peran masyarakat sipil sebagai bagian utama
dari sistem tatakepemerintahan lokal yang baik (local good governance).
Demokrasi sebagai sebuah sistem menuntut tumbuhnya masyarakat
beradab yang bersemangat, gigih dan pluralis (Diamond, 1992). Dengan
demikian civil society mempunyai peran yang strategis dalam mengawal
konsolidasi demokrasi di tingkat daerah.

Australian Community Devel opment and Civil Society Srengthening
Scheme (ACCESS) selama lebih dari tujuh tahun ikut menyumbang
pembangunan masyarakat sipil untuk lebih aktif dalam setiap proses
pembangunan. Warga dan organisasinya berdaya serta berinteraksi aktif
dengan pemerintahan untuk mendorong pembangunan yang berpihak
kepada perempuan, warga miskin dan kelompok marginal, merupakan
pernyataaninti (core statement) dalam kontribus pembangunan demokrasi
dan peran masyarakat sipil yang berarti di 16 kabupaten/kota tertinggal
di kawasan timur Indonesia. Dari yang tidak berdaya menjadi aktor yang
aktif, dari perempuan yang lemah menjadi perempuan yang berani dan
tangguh, dari yang miskin dan seolah tanpa harapan menjadi aktif dan
mengangkat ekonomi keluarga, dari yang pasif menjadi aktif terlibat dalam
diskusi kebijakan, adalah contoh-contoh yang banyak dijumpai di 16
kabupaten/kota mitra program ACCESS di provinsi NTT, NTB, Sulsdl,
dan Sultra.

Keaktifan masyarakat sipil terlibat dalam proses pengambilan
keputusan menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam pembangunan
demokrasi. Sesuatu yang sebelumnyatidak terbayangkan, bahwawarga
marginal dan lemah mampu terlibat dalam penetapan kebijakan baik di



tingkat desa hingga di kabupaten/kota. Substansi pengetahuan dan
pengalaman memfasilitas adal ah sal ah satu kunci perubahan penting dalam
membangun masyarakat sipil yang lebih berdaya. Perubahan tersebut
mampu menginspirasi banyak aktor lainnyasehinggalahir hal-hal di luar
kebiasaan , seperti 1bu Jumilah yang tidak lulus SD namun merintis
pendidikan kaum perempuan, Ibu Saidah yang berjuang melawan para
perusak lingkungan hidup dan kekerasan alam di Buton, mama Martha
yang menyelamatkan hutan, ibu Gandu yang ikhlas mendorong community
center dan membantu kaumnyayang lemah, atau pemuda Harisun yang
gigih membangun semangat merintiskembali ekonomi dan kemandirian
desanya. Dan masih banyak aktor lain yang gigih merintis pembaharuan
sistem di lingkungannya.

Membangun masyarakat sipil membutuhkan waktu dan kesabaran.
Perubahan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya
adalah komitmen pemerintah dan tokoh politik daerah. Pasang-surut peran
masyarakat sipil dalam pembangunan tidak menyusutkan semangat
perubahan yang ingin dicapai meskipun terkadang cukup melelahkan.
Demikian puladengan indeks masyarakat sipil (IMS) yang dialami oleh
16 kabupaten/kotamitraACCESS, tidak jarang dijumpai adayang turun
atau naik. Ini adalah hal yang biasakarenaindeks masyarakat sipil bukan
sebuah perubahan yang linier, melainkan sangat dinamis.

Namun perubahan peran masyarakat sipil adalah sesuatu yang perlu
terus diperjuangkan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik.
Kesetaraan menghormati seluruh warga, termasuk perempuan, warga
miskin dan marginal sangat penting diperjuangkan. Dan Indonesiayang
telah berhasil memancarkan cahayademokras di Asaakan menginsipiras
dan membuka mata dunia. Tentu prosesini belum berhenti dan semakin
menarik di waktu yang akan datang. Indeks Masyarakat Sipil sebagai
salah satu parameter pembangunan membutuhkan dukungan terus-
menerus sehingga mampu meningkatkan peran warga di segala lini.
Dengan demikian kemungkinan kesenjangan pembangunan dapat
diperkecil.

Kami sangat berterimakasih kepada Yappika yang telah
mengembangkan studi IndeksMasyarakat Sipil di wilayah mitraACCESS.
Kami berharap studi ini dapat menyumbang pada pembangunan manusia
dan demokrasi di Indonesiayang semakin baik. Indeks Masyarakat Sipil
adalah parameter bagaimana antar warga, pemeritah, dan swastaterjadi
interaksi dan saling menghormati perbedaan.



Kata Pengantar

FransiscaFitri
Direktur Eksekutif Yappika

Pada tahun 2004, empat tahun mulai berjalannya era desentralisasi,
Yappika, dengan dukungan Program ACCESS/AusAlI D telah melakukan
penilaian Indeks Masyarakat Sipil (IMS) tingkat kabupaten/kota. Indeks
Masyarakat Sipil merupakan sebuah alat analisis partisipatif untuk
mengukur “kesehatan” masyarakat sipil di sebuah wilayah. Pada saat itu,
IMS dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng — Sulawesi
Selatan, Kabupaten Buton dan Muna — Sulawesi Tenggara, Kabupaten
Lombok Barat dan Lombok Tengah — NTB, Kabupaten Sumba Barat
dan Sumba Timur —NTT, melalui kegiatan |lokakaryadi masing-masing
daerah untuk mendial ogkan berbagai persoalan yang menyangkut status
masyarakat sipil. Lokakaryatersebut, selain menghasilkan pengetahuan
tentang kondisi masyarakat sipil, juga menjadi ajang refleksi bagi
organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) dan stakeholdernyayang
terlibat, sertamenumbuhkan koalisi/jaringan masyarakat sipil kabupaten
untuk advokasi. Pengukuran ulang Indeks Masyarakat Sipil dilaksanakan
kembali di kedelapan wilayah tersebut pada 2007, untuk melihat apakah
refleksi masyarakat sipil pada 2004 mewarnai gerakan masyarakat sipil
pada masa setel ahnya dan sgjauhmanakontribusinyadalam mengis ruang-
ruang yang terbukakarena pel aksanaan desentralisasi maupun reformasi.

Padatahun 2009, pemanfaatan alat M S diperluas ke del apan daerah
lain, yaitu Kabupaten Gowadan Takal ar — Sulawes Selatan, K otaBaubau
dan Kabupaten Buton Utara— Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bimadan
Dompu — NTB, dan Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan —
Sulawesi Selatan. Sementara pada delapan kabupaten sebelumnya
dilakukan peninjauan ulang skor IMS. Serupadengan inisiatif di tahun-
tahun sebelumnya, lokakaryal M S 2009 jugamenghasi|kan sebuah tinjauan
terhadap kekuatan dan kel emahan masyarakat sipil di 16 wilayah tersebut,
sertaperan-peran yang seharusnyadisandangnyadalam mendorong proses
desentralisasi menjadi |ebih demokratis.



Sementaraitu, hinggaakan berakhirnya dekade pertama pel aksanaan
desentralisasi menunjukkan bahwaotonomi daerah yang dikembangkan
pemerintah Indonesiatidak diiringi dengan perubahan paradigmadalam
pengelolaan pemerintahan oleh aparatur negara. Pada satu sisi, ruang
partisipas masyarakat memang menjadi |ebih terbukatetapi padasisi lain
masih banyak aparat birokrasi yang bekerja dengan menegasikan
kepentingan dan kebutuhan masyarakat |uas sebagai warga negarayang
seharusnya mendapatkan pelayanan. Sebagai akibatnya, asumsi bahwa
otonomi daerah akan | ebih meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk
kesgj ahteraan masyarakat |uas, dalam banyak kasusternyatatidak terbukti
kebenarannya.

Dalam situasi tersebut, adakah masyarakat sipil berkontribusi positif
di dalam mengarahkan perubahan tatanan demokrasi di tingkat lokal?
Peran-peran apa sajayang telah dimainkan dalam perubahan itu? Sejauh
apa keberhasilan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik dan
mendorong tanggung-jawab negara untuk menanggulangi masalah-
masal ah sosial saat ini”? Bagai mana dengan perkembangan situasi politik
saat ini (Iahirnyabeberapa UU yang bernuansa positif bagi peran OMS,
sertaUU yang mereduksi/membatas kehidupan dan peran OM S, termasuk
terjadinya krisis ekonomi yang melanda beberapa belahan dunia) akan
mempengaruhi peran masyarakat sipil melakukan pemberdayaan rakyat
dan memenuhi kebutuhan dasar warga-negara yang terpinggirkan? Dan
bagai manameningkatkan peran-peran positif masyarakat sipil ke depan?

Dalam edisi buku ini, beberapa pertanyaan refl ektif mengenai peran
dan kontribusi masyarakat sipil di atas dapat ditemukan jawabannya. Pada
bagian pertama, buku ini mengulas mengenai (1) Demokrasi Lokal dan
Masyarakat Sipil, (2) Kontradiks antaraasumsi terjadi perbaikan kuaitas
pel ayanan kepadamasyarakat dengan otonomi daerah, dan (3) Peran dan
kontribusi masyarakat sipil dalam tatakepemerintahan lokal demokratis.
Padabagian kedua, buku ini mengulas mengenai perspektif ataskontribusi
masyarakat sipil pada perubahan tata kepemerintahan lokal demokratis
di 16 kabupaten/kota. Pada bagian ini tersaji peta masyarakat sipil
berdasarkan tingkat pengaruh terhadap isu tata kepemerintahan lokal
demokratis dan tingkat kesehatan masyarakat sipil. Padabagian ini juga
disgjikan Grafik Intan Masyarakat Sipil sebagai parameter tingkat kel uasan
gerak masyarakat sipil per masing-masing kabupaten dan status
masyarakat sipil setiap dimens dalam Indeks Masyarakat Sipil. Pada
bagian ketiga, buku ini akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi
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bagi masyarakat sipil dalam memperkuat tata kepemerintahan lokal yang
demokratis.

Denganterbitnyabuku ini, kami berharap dapat menambah khasanah
perbincangan mengenal masyarakat sipil. Buku ini jugadiharapkan dapat
berkontribusi pada penguatan masyarakat sipil sebaga salah satu pilar
dalam pembangunan. Dan kami menyadari bahwa buku ini masih jauh
dari kesempurnaan, namun hal ini akan menjadi pemicu untuk bekerja
lebih keraslagi di masamendatang.

Terakhir ucapan terimakasih kami sampai kan kepada sel uruh pihak
—fadilitator, panitia, peserta, narasumber, peneliti — yang terlibat dalam
pel aksanaan L okakarya Indeks Masyarakat Sipil di 16 kabupaten/kota.

Jakarta, 22 November 2011
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Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif ini menampilkan temuan-temuan kunci hasil
IndeksMasyarakat Sipil (IMS) tahun 2009 di 16 daerah yang dilaksanakan
oleh YAPPIKA dengan dukungan Program ACCESS Fase Il. Ke-16
wilayah tersebut terdiri dari 8 wilayah kerja lama dan 8 wilayah kerja
baru Program ACCESS Fase | |. Wilayah kerjalamamencakup K abupaten
Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan,
Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton di Provins Sulawesi Tenggara,
Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi
NTB, dan Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat di Provinsi NTT.
Wilayah kerjabaru meliputi Kabupaten Gowadan Kabupaten Takalar di
Provins Sulawes Selatan, Kabupaten Buton Utaradan Kota Bau-Bau di
Provins Sulawes Tenggara, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bimadi
Provinss NTB, dan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah
Selatan di Provinsi NTT.

Hasil IMS di wilayah kerja lama merupakan kaji ulang hasil
pengukuran IMS di tahun 2007. Sementara di wilayah kerja baru, IMS
2009 ini merupakan pengukuran yang pertamakalinya. Di setiap wilayah
menghasilkan intan |M Syang merupakan visualisas dari tingkat kesehatan
(status) masyarakat sipil ditinjau dari struktur internalnya, lingkungan
eksternal yang berpengaruh pada tumbuh kembangnya, nilai-nilai yang
dianut; dipraktekkan dan dipromosikan, serta dampak kerja yang
dihasilkan. Secara umum skor dimensi nilai dan dimensi dampak di 16
kabupaten menunjukkan tingkat keberhasilan masyarakat sipil dalam
mempraktekkan dan mempromosikan nilai-nilai yang dianut; dan tingkat
capaian dampak kerja-kerjadalam berbagai sektor. Sementaraskor dimens
struktur mengindikasikan kelemahan di beberapa wilayah. Begitu pula
dengan dimensi lingkungan, masih lemah di beberapawilayah.



Secara umum temuan-temuan kunci di 16 kabupaten adalah
sebagai berikut:
1. Tingginyakedermawanan dan partisipas sosial dan politik
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war ga, baik secaraindividu maupun kelompok.

Kehidupan sosial kemasyarakatan masih diwarnai dengan
kedermawanan dan kerja sukarelamaupun gotong royong. Aksi-
aks kolektif wargadilakukan untuk menanggapi isu-isu sosial di
lingkungannya, seperti soal BOS atau Jamkesmas. Perempuan
meningkat partisipasinyadalam pertemuan di desa, kader-kader
desa cukup aktif mendorong masyarakat memberikan usulan
dalam implementasi pembangunan, dan organisasi masyarakat
di desadilibatkan dalam rapat-rapat perencanaan dan pengambilan
keputusan di tingkat desa.

Sumber daya masyarakat sipil terbatas untuk dapat
mendukung pencapaian visi-misinya.

Masyarakat sipil menghadapi persod an keterbatasan sumber daya
manusia, dana, dan teknologi. Selain itu, kemampuan untuk
melihat potens sumber dayalokal dan mengembangkannyauntuk
keberlanjutan organisasinya pun lemah. Lembaga donor dan
pemerintah masih menjadi sumber daya utama bagi masyarakat
spil.

Kualitasrelas masyarakat sipil dengan pemda meningkat,
terbalik dengan relas masyar akat sipil dengan sektor swasta.

Ruang berinteraksi dan dialog antara masyarakat sipil dengan
pemerintah semakin terbuka. Masyarakat sipil dapat berekspresi
mengemukakan pendapat dan mengembangkan organisasi
maupun jaringan relatif tanpa tekanan. Pemerintah melibatkan
OMS dalam program-program yang dilaksanakan di daerah.
Relas masyarakat sipil dengan sektor pasar bervariasi antar
kabupaten, mulai dari samasekali tidak adarelasi yang terjalin,
relasi mulai terbangun tetapi masih terbatas, sektor pasar telah
berkontribusi untuk masyarakat sipil tetapi diwarnai dengan
kepentingan politik, hingga relasi telah terjalin baik dengan
sebagian kecil sektor pasar di kabupaten dan mereka mulai
berkontribusi kepada kegiatan masyarakat sipil.



4. Terdapat kondisi eksternal yang kurang mendukung
masyar akat sipil untuk dapat berfungsi baik.

Konteks sosio-ekonomi memberikan tekanan pada masyarakat
sipil kabupaten untuk dapat berfungsi dengan baik. Kemiskinan
yang meluas akibat rendahnya pendapatan, kesenjangan sosia
yang semakintinggi, transaks ekonomi yang tidak adil, semakin
sering terjadi bencana alam, kenaikan bahan-bahan pokok
termasuk BBM, kasus gizi buruk, tingkat melek huruf, dan
infrastruktur teknologi infomasi yang minim. Sementara
kebebasan informasi belum berkembang sebaik hak dasar lainnya
(berekspresi, berkumpul, dan berserikat). Walaupun di tingkat
nasional telah adajaminan hukum untuk kebebasan memperoleh
informasi publik, kebijakan tersebut belum berjalan efektif.

5. Masyarakat sipil sebagai kekuatan pendorong nilai-nilai,

juga masih belum sepenuhnya mempraktekkan nilai-nilai
yang diyakini dan dipromosikannya.
Nilai-nilai demokrasi, transparansi, toleransi, anti kekerasan,
kesetaraan gender, penanggulangan kemiskinan, dan
keberlanjutan lingkungan adalah nilai yang diyakini, dipraktekkan
dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Praktek dan promosi
nilai transparansi berada pada posisi terendah di 16 kabupaten,
di beberapa kabupaten bahkan skornya kurang. Hanya sedikit
OM S yang mel aporkan keuangannya ke publik, termasuk yang
melakukan audit eksternal kelembagaan yang salah satunya
disebabkan ol eh keterbatasan sumber daya.

6. Masyarakat sipil menunjukkan keberhasilan dalam
mendorong dan mempengar uhi kebijakan, baik di tingkat
desa maupun kabupaten.

OM Sherhasi| melakukan advokasi mendorong kebijakan publik,
misalnya Perda Transparansi, Perda Perlindungan Anak, Perda
ADD, dan kenaikan anggaran ikatan bidan. Masyarakat sipil juga
cukup berhasil mendorong usulan melalui musrenbang dan
penyusunan RPIMDes untuk lebih menjamin pemenuhan
kebutuhan masyarakat.
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7. Rendahnya kinerja masyarakat sipil dalam mendorong
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akuntabilitas Negara dan sektor pasar.

Kinerjamasyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas Negara
dan sektor swasta mendapatkan skor terendah pada dimensi
dampak. Walaupun dayatawar OM Sbagi pemerintah meningkat,
yang tercermin dari diadopsi/diakomodasinya agenda OMS,
namum OM S kurang solid ketikamel akukan advokasi terhadap
kedua sektor ini, masing-masing bergerak sendiri. Juga, karena
keterbatasan sumber dayayang dimiliki oleh OM S menyebabkan
hambatan besar pada upaya mendorong terwujudnya tanggung
jawab pemerintah dan sektor swasta.
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Demokras Lokal
dan Masyarakat Sipil

1.1. Latar Belakang Program

1.1.1. Desentralisasi yang demokratis

K etikaotonomi daerah digulirkan di Indonesia, banyak yang berharap
bahwa hal ini akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat di
daerah. Harapan ini bukan tanpaal asan. Dalam banyak literatur disebutkan
bahwa otonomi daerah akan |ebih meningkatkan partisipasi politik rakyat
dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, otonomi daerah juga
akan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
sehingga berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat lebih cepat
dipenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Beetham (1996: 30)
berpendapat bahwa pemerintahan lokal berpotens |ebih demokratiskarena
memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab (responsiveness) dan
representatif (representativeness). Blair (2000: 21) jugamenyatakan hal
yang tidak jauh berbeda, yakni pemerintah di tingkat |okal akan menjadi
lebih responsif kepada tuntutan warganya, dan akan |ebih efektif dalam
penyelenggaraan pelayanan publiknya®. Sementara itu, Cornwall dan
Gaventa (2001) menyebutkan bahwasatu hal penting dalam desentralisasi
adalah pemerintahan lokal dapat menyediakan kesempatan bagi warga
negarauntuk bersama-samaberpartisipas dalam pemerintahan®. Partisipas
wargadapat didefinisikan sebagai perluasan agendamasyarakat, dimana
masyarakat dapat memobilisasi dan merumuskan tuntutannya.

" Lihat dalam Laporan Penelitian Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, Yappika, 2006
2 |bid
s Ibid
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Apayang tertuang dalam literatur tidak samadengan kenyataan yang
terlihat dalam proses desentralisasi di Indonesia. Otonomi daerah yang
berlangsung di Indonesia ternyata tidak membawa perubahan yang
signifikan terhadap kehidupan masyarakat, apal agi kelompok masyarakat
miskin dan kaum perempuan. Meskipun otonomi daerah sudah efektif
dilaksanakan sgjak tahun 2001, kondis daerah tidak bergerak seperti yang
diharapkan. Simak sgjabeberapahasil kgjian yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga yang menggeluti isu otonomi daerah. Hasil Survei Regional
Economic Development Institute di 23 Kotadari 12 Provinsi padatahun
2003 menunjukkan bahwa era desentralisasi telah meningkatkan beban
pajak, retribusi dan berbagai pungutan liar. Masyarakat pun mengeluhkan
proses perijinan yang masih tidak transparan dan mahal. Sangat sedikit
dari mereka yang melihat peningkatan layanan terhadap masyarakat
sebagai prioritas utama pemerintah daerah®.

Hasil riset YAPPIKA pada 2006 mengenai desentralisasi yang
dilakukan di 15 kabupaten/kota dari 8 propinsi menemukan hasil yang
senada. K ebijakan desentralisas tampaknyabaru menggeser kewenangan
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kurang bahkan kecil sekali
perhatian pada aspek yang terkait dengan desentralisasi kepadainstitus
lokal seperti desa, kelompok masyarakat, institusi adat. Bahkan ada
kecenderungan bahwaruang lingkup desentralisasi tidak termasuk aspek
yang terakhir ini, misalnya tercermin dari kebijakan terkait dengan
pengelolaan SDA di tiap sektor yang masih kurang memberikan ruang
yang cukup untuk menjamin hak-hak masyarakat setempat.

Dari sis anggaran, hasil riset YAPPIK A jugamemperlihatkan bahwa
alokas anggaran belum berorientas pada pemenuhan kebutuhan mayoritas
masyarakat. Dua sektor pokok yang dapat meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia yakni pendidikan dan kesehatan, belum dijadikan
rujukan utamadalam perumusan anggaran dan kebijakan alokasi APBD®.

Daam bidang pelayanan publik, masih menurut hasil riset YAPPIKA,
pemerintah daerah belum responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal,
pelayanannyapun belum efektif dan efisien, sertabelum banyak perubahan
dalam kuantitas dan kualitas pelayanan umum. Masyarakat merasabelum
mendapatkan akses|ayanan yang adil dan berkualitas, baik dalam bidang
pendidikan maupun kesehatan karena tidak ada atau minim kebijakan

4 Lihat “Kritik terhadap Otonomi.” Tajuk Koran Tempo, 9 April 2003
5 Lihat Laporan Penelitian Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, Yappika 2006

4
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daerah yang dibuat yang berorientasi pada perbaikan pelayanan. Perda
yang berkaitan dengan bidang kesehatan, sebagai misal, hanyamengatur
sod tarif atau biayaberobat. Akibatnya, masih ditemukan anak usiasekolah
yang tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, sementara di bidang
kesehatan masi h dikel uhkan soal mahal nya biaya pengobatan.

Repotnyalagi, amat sedikit akses dan kesempatan yang dimiliki oleh
masyarakat untuk mempersoal kan kinerja pemerintah daerah. Di semua
daerah yang diteliti YAPPIKA tidak ada mekanisme dan prosedur yang
terlembaga yang memungkinkan masyarakat mengontrol kinerja
pemerintah. Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme keluhan
(complaint mechanism) yang memungkinkan masyarakat menyampaikan
keluhan terhadap kinerjapemerintah. Tidak aneh jikakel uhan masyarakat
terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan daerah jugatidak pernah
diketahui hasilnya. Bahkan masyarakat pun tidak memperoleh gambaran
apakah keluhan yang disampaikan tel ah direspon dan ditindaklanjuti.

Studi USAID DRSP? yang berupayamemotret desentralisasi secara
lebih utuh melaporkan pengeluaran untuk biaya pelayanan publik pada
umumnyameningkat. Namun sebaliknya, perbaikan kualitas dan jangkauan
pelayanan hanyamengalami sedikit kemajuan. Beberapadaerah memang
melakukan upaya-upayainovatif tetapi berbagai kasus kelalaian terjadi
dalam hal kualitas dan jangkauan, misalnya imunisasi dan gizi anak.
Penyediaan infrastruktur untuk kesehatan, sekolah, jalan dan penyediaan
air tidak mendapatkan alokas investas cukup di beberapadaerah. Inovasi-
inovasi yang diciptakan, baik oleh pemerintah daerah secara mandiri
maupun kesempatan karena kebijakan pemerintah pusat, tidak cukup
diupayakan penyebarluasannyasebagai model dan pembelgjaran.

Tigatahun paska studi stock taking 2006 tersebut, upaya perbaikan
layanan publik dan proses perencanaan penganggaran terus dilakukan
oleh beberapa daerah seperti pengoperasian layanan satu atap di sekitar
150 kabupaten/kota, pertumbuhan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), disepakatinyakontrak layanan (citizen charter), pengembangan
mekanisme keluhan dan umpan balik, serta sistem voucher. Namun
demikian perbaikan ini belum menjadi gambaran umum se-Indonesia.’

6 Lihat Laporan USAID DRSP. Desentralisasi 2006: Membedah Reformasi Desentralisasi dli
Indonesia, DRSP 2006

7 Lihat Stock taking study terkini USAID-DRSP. Desentralisasi 2009: Membedah Reformasi Des
entralisasi di Indonesia, DRSP 2009
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Kgjianyang dilakukan oleh Sugeng Pujil eksono® menemukan beberapa
penyebab dari belum maksimalnya pelayanan publik, yaitu; pertama,
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum
sepenuhnyaberpihak padakepentingan publik, tetapi masih berpihak pada
kepentingan politik, kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan
pemilik kapital; kedua, sebagian penyelenggara pelayanan publik masih
kurang menyadari peran dirinya sebagai pelayan. Tidak jarang oknum
pelayan publik memberikan pelayanannyajikatelah memperoleh service
dari penerimalayanan; dan ketiga, tidak sedikit instansi pelayanan publik
yang dalam memberikan pelayanannya tidak mengedepankan azas
akuntabel dan transparansi, sehingga penerimalayanan tidak mengetahui
prosedur memperoleh layanan dan melakukan komplain.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Otonomi daerah yang
dikembangkan pemerintah Indonesia tidak diiringi dengan perubahan
paradigmadalam pengel ol aan pemerintahan oleh aparatur negara. Masih
banyak aparat birokrasi yang bekerja dengan menegasikan kepentingan
dan kebutuhan masyarakat luas sebagai warga negara yang seharusnya
mendapatkan pelayanan. Sebagai akibatnya, asums bahwaotonomi daerah
akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan
masyarakat |uas, dalam banyak kasusternyatatidak terbukti kebenarannya.
Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal —baik dari kalangan
pemerintah maupun DPRD— yang mempertontonkan semangat
mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabai kan pandangan dan kritik
masyarakat luas.

Situasi seperti ini membuktikan pendapat Mouzelis, yang
menggunakan argumen dasar teori perilaku organisasi (organization
behavior) untuk diaplikasikan padakonteksbirokrasi. Menurut Mouzelis,
organisas (termasuk di dalamnya organisasi pemerintah) terdiri dari
sejumlah individu yang memiliki tatanilai pribadi, ekspektasi, dan pola
perilaku tersendiri. Setiap individu yang tergabung di dalam organisasi
tersebut berusaha memperjuangkan pencapaian kepentingannya, dalam
keputusan atau kebijakan yang dibuat organisasi. Secaralebih detil, studi
yang dilakukan Syarif Hidayat menemukan sedikitnyaadatigakepentingan
individu élit lokal yangikut mewarnai kebijakan pemerintah daerah, yaitu
kepentingan ekonomi (seeking economic ends), kepentingan untuk

8 Artikel ‘Menuju Pelayanan Berpihak pada Publik’ dalam Pelayanan Publik bukan untuk Publik
(2006; hal. 1)
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pengembangan karir (career advancement), dan kepentingan untuk
sponsor politik (political sponsorship)®. Tiga hal ini, dalam beragam
dergjatnya, sangat nyataterlihat padaperilaku elit lokal di beberapadaerah
di Indonesia.

Melihat gambaran di atas, dibutuhkan upaya untuk mewarnai
perjalanan desentralisasi di Indonesiake arah yang demokratis, sehingga
desentralisasi yang berlangsung dapat menjadi media bagi tumbuh dan
berkembangnya iklim demokrasi di tingkat lokal. Desentralisasi yang
demokratistidak hanyamemandang otonomi daerah sebatas pengalihan
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi
mencakup konteksyang lebih luas, yakni hubungan negaradan masyarakat
(state-society relation). Masyarakat memiliki peluang untuk terlibat dalam
proses-proses pembuatan kebijakan (policy formulation) maupun
pel aksanaannya (policy implementation) termasuk dalam hal melakukan
pengawasan dan evaluasi atas pel aksanaan kebijakan tersebut. Pada sisi
lain, aparat pemerintah memiliki kesempatan untuk bisa berperan lebih
efektif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat
mendorong akuntabilitas mereka.

Setidaknya ada tiga aspek penting yang harus tercakup dalam
desentralisasi yang demokratis, yakni political equality, local
accountability, dan local responsiveness'®. Political equality merupakan
prinsip yang memberikan kesempatan besar kepada masyarakat untuk
mengekspresikan hak-hak sipil dan politiknya, seperti memberikan
suaranya dalam pemilihan kepala daerah dan pengambilan keputusan,
membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara
(Smith, 1985:24). Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi
masyarakat dalam era desentralisasi merupakan konsekuensi logis dari
perpindahan tempat pengambilan keputusan dari pemerintah nasional
kepadapemerintah lokal.

Hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks political
equality penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan refleks daya
tawar masyarakat terhadap berbagal keputusan yang diambil oleh lembaga-
lembaga formal pemerintahan. Masyarakat adalah pemilik kedaulatan

9 Syarif Hidayat (2000: 52), “Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan”, Pustaka
Quantum, Jakarta

0 Ketiga aspek ini merupakan konsepsi sekaligus alat ukur untuk mendorong desentralisasi yang
demokratis. Yappika menggunakan konsepsi ini dalam penelitian pelaksanaan Desentralisasi di
Indonesia, lihat Laporan Penelitian Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, Yappika, 2006
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sekaligus pemilik otonomi, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh
pemerintah daerah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk terlibat dan memberikan suaranya (local voice and choice).
Desentralisas tidak dimaksudkan memberikan otonomi hanya kepada
pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu harus memperkuat peran dan
kedudukan warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di
tingkat lokal. Dengan kata lain desentralisasi semakin meningkatkan
demokrasi partisipatif (participatory democracy). Sedangkan dalam
hubungan antaramasyarakat dengan masyarakat (society-society relation),
political equality dalam pemerintahan daerah mencirikan kesempatan yang
sama secara horizontal antar warga maupun kelompok warga untuk
partisipasi, memberikan suaradan pilihan dalam proses penyusunan dan
implementasi kebijakan. Kesetaraan politik antar wargaini penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena setiap orang sejatinya
memiliki hak yang samadalam hukum dan politik. Artinya, setiap warga
memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi setiap kebijakan
berdasarkan kepada preferensinya dan juga kepentingannya, menurut
rambu-rambu yang tel ah disepakati dalam berbagai peraturan perundang-
undangan.

Local accountability adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap
kegiatan penyel enggaraan pemerintahan di daerah dapat dipertanggung—
jawabkan secaraterbukakepada semua pihak yang terkenadampak atau
yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. M erupakan kewajiban
pemerintah daerah (termasuk DPRD) mendorong terciptanyamekanisme
dan sistem akuntabilitas sebagai refleks atas keberadaannya sebagai
pengemban mandat dari warga yang menjadi konstituennya maupun
sebagai respon atastuntutan pengelolaan birokras dengan ukuran-ukuran
berbasis kinerja. Kewagjiban ini antara lain mencakup mekanisme
pemberian informasi dan/atau menjelaskan kinerja pemerintah daerah,
baik dalam bentuk keputusan-keputusan yang dibuat dan tindakan-
tindakan yang diambil kepada berbagai kelompok dalam masyarakat.
Dengan informasi yang diberikan tersebut, para pemangku kepentingan
mengetahui tentang apayang tel ah dil akukan pemerintah sehinggamereka
memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, saran dan
kontrol yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pemerintah
daerah.

Dengan perkataan lain local accountability menyangkut relasi antara
desentralisasi dengan peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh
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informasi, transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,
terciptanya mekanisme untuk menyampaikan keluhan (complaint
mechanism), adanya konsultasi dan persetujuan yang diberikan
masyarakat sebelum program-program pemerintah dijalankan (free and
prior informed consent) serta adanya feed-back dan kontrol dari
masyarakat.

Prinsip akuntabilitasini, menurut Ljungman, merupakan perwujudan
atas kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga. Dengan
meminta akuntabilitas dari pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain atas
tindakan-tindakan merekayang berdampak terhadap hak-hak rakyat, telah
memberikan kontribusi bagi perubahan penyelenggaraan pembangunan
dari keadaan yang bersifat kemurahan hati atau amal baik pemerintah
terhadap rakyatnya menjadi kewajiban, sehingga menjadi lebih mudah
untuk dipantau. Akuntabilitas mewajibkan pemerintah untuk: (1)
menerimatanggung jawab atas dampak yang terjadi terhadap kehidupan
rakyat; (2) bekerjasamadengan menyediakan informasi, mel akukan proses
yang transparan dan mendengarkan pandangan-pandangan masyarakat;
dan (3) memberikan tanggapan yang cukup memadai terhadap pan—
dangan-pandangan tersebut. Dengan demikian akuntabilitas mengandung
arti bahwa penjabat negara dan figur-figur yang mempunyai kekuasaan
lainnyabertanggungjawab untuk menghormeati, melindungi, dan memenuhi
hak asasi manusia warga. Di pihak lain anggota-anggota masyarakat
yang memiliki hak tersebut bertanggungjawab pula untuk
mengkomunikasikan kebutuhan dan prioritas mereka dan bekerjasama
dengan yang lain dalam membangun proses untuk merealisasikan hak-
hak tersebut.

Dalam mengimplementasikan akuntabilitas, satu hal yang penting
adalah tersedianya kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya
transparans dan kesempatan untuk mendiskusi kan dan mencari perbaikan
atas kebijakan atau tindakan-tindakan yang mempunyai pengaruh negatif
terhadap hak-hak warga.

Local responsiveness merupakan prins p untuk memastikan kebijakan
dan praktek desentralisasi telah membuat pemerintah daerah semakin
responsif melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar
warganegara untuk mendapatkan pelayanan (misalnya pendidikan dan
kesehatan), terlibat dalam proses politik, serta mendapatkan kehidupan
yang layak dan lingkungan yang sehat, gunamenjamin keberlangsungan
perekonomian dan kehidupan sosial dan budayadari masyarakat setempat.
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Pengertian ini kadang-kadang dirujuk sebagai nilai ‘kesejahteraan’
(welfare) dari keberadaan pemerintah daerah.

Prinsip ini disusun berdasarkan argumen bahwa pemerintah daerah
tidak hanyaharusresponsif atau tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,
akan tetapi kebutuhan tersebut haruslah diidentifikasi berdasarkan
pengetahuan yang mendal am atas masal ah-masalah okal dan menjawab
kepenti ngan-kepentingan masyarakat |okal. Pengetahuan masal ah-masalah
lokal dilihat sebagai prasyarat dari resposiveness dan fleksibilitasdalam
menentukan prioritas-prioritas. Ini berarti bahwapemerintah daerah harus
mengembangkan informasi dua arah antara pemerintah dengan rakyat
yang merupakan salah satu ciri dari demokrasi (Smith, 1985: 28).

1.1.2. Peran OMS dalam Desentralisas yang
Demokratis

Membumikan gagasan desentralisasi yang demokratis merupakan
sebuah prosesyang harusterus menerusdijalankan, karenahal ini bukanlah
sesuatu yang bisa berlangsung dalam waktu sekejap. Tradisi pemerintah
lokal harus berubah dari prinsip menguasai menjadi melayani, sertapro-
aktif untuk mendorong partisipasi yang tinggi dari masyarakat,
mengedepankan dialog dan tidak alergi terhadap kritik. Sebaliknyapada
tingkat masyarakat perlu ada perubahan sikap dalam mendefinisikan
dirinya sebagai pihak yang memiliki hak dan kapasitas untuk
mempengaruhi jalannyapemerintahan. Dalam konteks seperti inilah maka
keberadaan organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan kapasitas yang
memadai menjadi sebuah prasyarat yang cukup penting. Berbagai kajian
menunj ukkan bahwa OM S merupakan sal ah satu aktor yang dapat menjadi
kekuatan dalam mendorong perubahan struktur pemerintahan demokratis
guna terciptanya perubahan sosial yang memberikan manfaat bagi
masyarakat yang terpinggirkan.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan peristilahan umum
yang mengakomodasi berbagai bentuk organisasi yang tumbuh di tengah
masyarakat untuk melakukan kegiatannya secaramandiri. Di Indonesia,
istilah organisasi masyarakat sipil sering jugadisebut dengan organisasi
warga, organisasi masyarakat madani. Terlepas dari berbagai perbedaan
konseps dibalik penggunaanistilah tersebut, secaraumum dapat dikatakan
bahwa Organisas Masyarakat Sipil merupakan organisas masyarakat yang
cenderung membatasi intervensi negaradan pengaruh pengusahadalam
pel aksanaan kegiatannya. OM Stidak hanyadiperuntukkan bagi Lembaga
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Swadaya Masyarakat (LSM) semata, tetapi juga mencakup organisasi-
organisas keagamaan, organisasi rakyat, kelompok sosial, organisasi
perempuan, organisasi kepemudaan, kelompok tani, organisasi buruh,
organisas profesi, dan lain-lain, termasuk L SM di dalamnya.

K eberadaan organisasi masyarakat sipil bukanlah sesuatu yang baru
di Indonesia. Seiring dengan gerakan kebangsaan sebagai akibat dari
kebijakan liberalisas politik dan modernisasi pemerintah Belanda, muncul
puluhan bahkan ratusan organisasi rakyat yang bergerak dalam bidang
pendidikan, sosia, keagamaan, ekonomi dan bahkan politik yang mewarnai
Indonesia dengan beragam tujuan, akan tetapi mencita-citakan sebuah
tuj uan bersamayakni memperol eh kemerdekaan dari Pemerintah Belanda.
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulamaadal ah contoh organisasi yang lahir
pada awal abad ke-20 dan masih bertahan hingga saat ini serta berhasil
mempertahankan perannya sebagai kekuatan penting di luar negara.

Perkembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesiaterus berlanjut
hingga masa awal kemerdekaan (dasawarsa 1950-an) dengan
berkembangnya organi sasi-organisas massadan kaum profesional seperti
organisasi buruh, pemuda, mahasiswa, wartawan, seniman dan lain-lain.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan OM S mengal ami
kemunduran dalam menjalankan peran-perannya. Atasnamastabilitasyang
dituj ukan gunamenjamin pertumbuhan ekonomi, Orde Baru menerapkan
berbagai kebijakan guna mengendalikan kekuatan pendukungnya dan
mengatasi kelompok oposisi dari aktivitas politik yang dianggap
‘mengganggu’ . Sedangkan untuk melegitimasi Demokrasi Pancasilayang
dikembangkannya, Orde Baru menyediakan ruang partisipasi melalui
organisasi-organisasi tunggal yang dibentuk/di bawah kontrol negara.

Meskipun Orde Baru menerapkan kebijakan yang tidak ramah
terhadap kemandirian masyarakat sipil yang independen, padamasaini
organisasi masyarakat sipil sebenarnya tidak mati sama sekali. Dalam
perkembangannya ada beberapa generasi |lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang pernah lahir selamaOrde Baru. Padaawal dasawarsa1970-
an muncul berbagai LSM pembangunan yang dimotori oleh para
cendekiawan muda (mahasi swadan sarjanayang baru lulus) yang memiliki
idealisme tinggi untuk membantu masyarakat. Sebuah paradigma yang
diyakini LSM adalah pemerintah tidak selayaknyamemonopoli penentuan
arah dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, LSM
memunculkan pendekatan pembangunan dari bawah (bottom-up
devel opment), sebagal alternatif model pembangunan dari atas (top-down
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devel opment) yang dikembangkan pemerintah. Untuk memberikan bukti
atas model pembangunan alternatif ini, banyak LSM yang bekerja pada
tataran praktis di desa-desa pedalaman dalam skala mikro.

Pada dasawarsa 1980-an mulai bermunculan LSM yang bergerak
dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pada
dasawarsaini mulai menonjol kegiatan-kegiatan L SM yang bergerak dalam
bidang advokasi. LSM-L SM ini mel akukan advokas terhadap pencemaran
lingkungan hidup yang mulai muncul sebagai akibat perkembangan
pembangunan danindustrialisas serta pertumbuhan penduduk yang pesat.

Pada dasawarsa 1990-an seiring dengan semakin berkembangnya
wacana dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan
demokratisasi secaraglobal, di Indonesiamuncul gerakan-gerakan L SM
yang bergerak dalam advokasi HAM dan demokrasi dengan berbagai
tuntutan seperti dipulihkannyahak-hak sipil dan politik rakyat, menentang
pelanggaran HAM yang dilakukan negara serta menuntut demokratisasi
politik. Advokasi juga dilakukan terhadap pelanggaran hak-hak sosial
dan ekonomi seperti hak atas tanah dan sumberdaya alam, hak-hak
masyarakat adat, hak-hak kaum perempuan serta kesetaraan gender, dan
sebagainya.

Jatuhnya pemerintah otoriter Soeharto yang diikuti dengan proses
transs menuju demokrasi; telah membawabanyak perubahan di Indonesia,
termasuk pertumbuhan yang sangat luar biasa dari masyarakat sipil.
Organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam beberapa tahun
terakhir sangat meningkat jumlahnya, baik di tingkat nasional maupun
lokal. Akan tetapi, “kebangkitan masyarakat sipil” di erareformas ini
sebenarnya menghadirkan sebuah tantangan baru yang berbeda dengan
tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dalam situasi represif Orde Baru.
Kini masyarakat sipil dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang
kontribusi positif mereka terhadap konsolidasi demokrasi saat ini,
khususnyakonsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

12
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2.1. Gambaran Umum Status Masyarakat
Sipil Kabupaten

Uraian pada bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang status
kesehatan masyarakat sipil di 16 kabupaten yang merupakan hasil
pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) tahun 2009, yang dilakukan
oleh YAPPIKA dengan dukungan Program ACCESS Fase Il. Informasi
hasil IMSyang disgjikan, mulai dari tingkat dimensi dan subdimens yang
menyumbang skor padamasing-masing dimens sertainterpretas ringkas
atas perolehan skor tersebut terhadap status masyarakat sipil di wilayah
yang dikaji.

Informasi hasil IMS yang disgjikan juga dibedakan berdasarkan
wilayah yang dikaji, yaitu kabupaten kerjalama Program ACCESS dan
kabupaten wilayah kerjabaru Program ACCESS Fase I l. Kabupaten lama
adal ah kabupaten yang sebelumnya pernah dilakukan pengukuran IMS
padatahun 2004 dan 2007, sehingga pengukuran padatahun 2009 sifatnya
adalah pengkajian ulang. Sementaraitu, kabupaten baru adal ah kabupaten
yang belum pernah dilakukan pengukuran IMS.
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2.1.1. Status Masyarakat Sipil di Kabupaten Baru

Secara keseluruhan, lokakarya IMS di 8 kabupaten wilayah kerja
baru, telah menghasilkan gambaran kondis masyarakat sipil kabupaten
dalam empat dimens Indeks Masyarakat Sipil dan interpretas atas hasi|
penilaian. Hasi| pengukuranini dapat memberikan gambaran kepadaaktor-
aktor masyarakat sipil tentang kondisi dirinya (internal) dan juga Situasi-
situas yang melingkupi wilayah kerjanya (eksternal). Berdasarkan hasil
pengukuran ini, pada setiap lokakarya IMS disusun rekomendasi-
rekomendas yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondis masyarakat
sipil kabupaten. Perolehan skor setiap dimens dari hasil pengukuran pada
setiap kabupaten dapat terlihat dalam tabel di bawahini.

Tabel 1 Skor Rata-Rata per Dimensi untuk
8 Kabupaten Wilayah Kerja Baru ACCESS Tahap I

No Kabupaten/kota DIMENSI
Struktur | Lingkungan | Nilai | Dampak

1. |Bau-bau 1,56 151 1,76 1,65
2. |Buton Utara 1,55 1,76 1,82 1,77
3. |Gowa 1,69 1,86 2,02 1,96
4. |Takalar 1,42 1,45 1,60 1,53
5. |Bima 1,34 1,37 1,65 1,66
6. [Dompu 1,65 1,71 1,92 1,92
7. |Timor Tengah Selatan (TTS) | 1,44 1,28 1,52 1,58
8. [Kupang 1,62 1,62 1,94 1,92

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada semua kabupaten perolehan
skor untuk setiap dimensi berada padakisaran kategori kurang sehat dan
cukup sehat*. Namun, jikamenengok pada perolehan skor tiap dimens,
terlihat bahwa untuk dimensi Nilai dan Dampak, semua kabupaten
memperoleh skor pada kategori yang sama, yaitu cukup sehat. Dengan
demikian bisa dikatakan, terlepas dari keragaman kondisi aktor-aktor
masyarakat sipil dan kondisi lingkungan yang melingkupinya, masyarakat
sipil cukup aktif mempraktekkan dan mempromosikan nilai-nilai yang
diyakininya dan cukup memberikan dampak pada situasi yang ada.
Penjelasan secara singkat perolehan skor pada masing-masing dimensi
adalah sebagai berikut:

T Pengukuran IMS menggunakan skor 0 hingga 3, yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu; (a) 0-0,75:
sakit; (b) 0,76-1,50: kurang sehat; (c) 1,51-2,25: cukup sehat; dan (d) 2,25-3,00: sehat.

2 Uraian lebih detil dapat dilihat pada hasil-hasil pengukuran setiap kabupaten, yang terdapat
dalam bagian ke-2 buku ini.
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Dimens Struktur:

Dimens struktur meninjau aktor-aktor di dalam arena masyarakat
sipil, mencakup keluasan dan kedalaman partisipasi warga, keragaman
dan tingkat keorganisasian OM S, serta sumberdayayang dimiliki aktor-
aktor tersebut dan relasi diantara mereka.

Skor tertinggi untuk dimens struktur diperolen Kabupaten Gowa
(1,69) dan terendah terlihat pada Kabupaten Bima (1,34). Terdapat tiga
kabupaten yang mendapatkan skor pada kategori kurang sehat, yaitu
Kabupaten Bima (1,34); Takalar (1,42); dan Timur Tengah Selatan/TTS
(1,44). Sementara lima kabupaten lain, yaitu Kabupaten Buton Utara
(1,55); Kota Bau-bau (1,56); Kabupaten Kupang (1,62); Dompu (1,65);
dan Gowa (1,69) mendapatkan skor dalam kategori cukup sehat. Perolehan
skor ini menunjukkan kondisi masyarakat sipil sebagal berikut:

O Relas antar aktor-aktor masyarakat sipil yang tercermin dalam
komunikasi dan kerjasamakegiatan maupun berjaringan/aliansi/
koalisi untuk merespon isu-isu sosial yang didasarkan padarasa
kepedulian dan solidaritasyang tinggi.

O Kuatnyarelas antar aktor MS, di antaranya LSM — organisasi
keagamaan — organisas kepemudaan — kelompok masyarakat,
dalam melakukan kerja-kerja advokasi yang berpihak kepada
kelompok rentan (miskin, perempuan).

O Kedermawanan dan kerjasukarelawargadalam kehidupan sosial
kemasyarakatan.

O Aksi-aks kolektif warga dalam menanggapi persoalan sosial di
lingkungannyatel ah menyentuh kelompok minoritaslintasagama
dan suku.

Sebaran OM S mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten.

o Tingginya keterlibatan perempuan dalam OMS dan berbagai
aktivitasnya.

@)

Dimensi Lingkungan:

Dimensi lingkungan menganalisis faktor-faktor eksternal yang
berkontribusi terhadap kekuatan/kelemahan masyarakat sipil, yang
mencakup konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan
kebijakan, kebebasan hak-hak dasar, sertarelasi masyarakat sipil dengan
negara dan pasar.
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Skor dimens lingkungan tertinggi diperoleh Kabupaten Gowa (1,86),
sedangkan skor terendah terdapat di Kabupaten TTS (1,28). Terdapat
tiga kabupaten yang memiliki skor dalam kategori kurang sehat, yaitu
Kabupaten TTS (1,28); Bima (1,37); dan Takalar (1,45). Sementaraitu,
limadaerah lainnyamendapatkan skor dalam kategori cukup sehat, yaitu
Kota Bau-bau (1,51); Kabupaten Kupang (1,62); Dompu (1,71); Buton
Utara(1,76); dan Gowa(1,86). Perolehan skor ini menunjukkan kondisi
lingkungan eksternal yang mendukung tumbuh kembangnya masyarakat
sipil sebagai berikut:

O Kebebasan pers dan kebebasan sipil (berkumpul, berekspresi,
berasosiasi) tidak adahambatan.

O MSdapat berekspres mengemukakan pendapatnyabaik berupa
masukan maupun kritik terhadap pemerintah, tanpa adatekanan
dari pemerintah maupun aparat keamanan, dalam rangka
memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

O Tolerans terhadap perbedaan kepercayaan maupun suku telah
menjadi budaya yang cukup terpelihara dalam kehidupan
keseharian masyarakat.

O Rasa percaya masyarakat kepada OMS tinggi, terutama pada
masyarakat yang mendapatkan manfaat dari bantuan/
pendampingan dari OM S

O  Pemerintah memberikan perhatian penuh kepada OM Syang ada
untuk melakukan kerja-kerja bersama dalam berbagai program
kemitraan.

Dimens Nilai

Dimensi nilai memfokuskan perhatian pada prinsip dan nilai-nilai
yang dianut, dipraktekkan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Nilai-
nilai yang dipilih merefleksikan satu satuan normasosial dan politik yang
diterima secara universal, yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, anti
kekerasan, kesetaraan gender, perlindungan keberlanjutan lingkungan dan
penanggul angan kemiskinan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwapada
semuakabupaten dimensi nilai berada padakategori cukup sehat, dimana
Kabupaten Gowa memperol eh skor tertinggi (2,02) dan Kabupaten TTS

menempati urutan terendah (1,52). Perolehan skor ini mencerminkan
kondisi masyarakat sipil sebagai berikut:

O Promosi dan praktek nilai anti kekerasan dan perdamaian oleh
OMSdi arenamasyarakat sipil cukup gencar dilakukan, terutama
terkait dengan isu KDRT
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O Kesadaran dan praktek nilai anti kekerasan cukup berkembang
terutamadalam mengel olakonflik kekerasan antar wargamaupun
mulal beraninya warga melaporkan kasus KDRT kepada pihak
kepolisian.

O Meningkatnya pemahaman kelompok perempuan terhadap isu
KDRT dan cukup tingginya peran perempuan dalam mencegah
sertamenyel esaikan konflik kekerasan antar warga

O Adakesadaran OM Suntuk mempraktekkan nilai anti kekerasan,
demokrasi, toleransi dan transparansi dalam kerja-kerjaOMS.

O Pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan secara
partisipatif

Dimensi Dampak

Dimens dampak merupakan tinjauan atas dampak yang ditimbulkan
dari kegiatan OMS terhadap kehidupan orang-per-orang, dan terhadap
masyarakat luas, yang mencakup mempengaruhi kebijakan publik,
mendesakkan terwujudnyatanggung jawab pemerintah dan sektor swasta,
respon terhadap kepentingan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa
mendapatkan skor tertinggi untuk dimensi dampak (1,96) dan skor
terendah diperoleh Kabupaten Takalar (1,53). Méelihat keseluruhan skor
maka sel uruh kabupaten memiliki skor yang masuk dalam katergori cukup
sehat. Hal ini menunjukkan kemampuan M S dalam menghasilkan dampak
kerjapadatata pemerintahan dan pembangunan cukup baik, seperti yang
tercermin dari kondisi-kondisi sebagai berikut:

O OMS berperan dalam memberdayakan masyarakat yang
diwujudkan melalui membangun modal sosial masyarakat dan
advokas kebijakan publik.

O OMStelah menaruh perhatian pada terwujudnya akuntabilitas
pemerintah dan sektor swasta dengan caramel akukan monitoring,
mendorong transparansi, dan melontarkan kritik-kritik.

O Kebijakan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis serta
perlindungan buruh migran memberikan jaminan hukum bagi
kelompok rentan (misalnya kelompok miskin dan perempuan)
untuk memperoleh hak-hak dasarnya.
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O Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan komoditi lokal
(kacang mete) serta dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

O Beberapa OMS berhasil melakukan advokasi mendorong
kebijakan publik yang bermanfaat untuk masyarakat (misal Perda
ADD, Perda Transparansi, Perda Perlindungan Anak, kenaikan
anggaran ikatan bidan)

o OMS mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal
peningkatan kapasitas berpendapat dalam forum-forum formal,
memperluasjaringan antar MS, membuat kontrak politik.

2.1.2. Status Masyarakat Sipil di Kabupaten Lama

Status masyarakat sipil kabupaten lamadiperlihatkan dalam Tabel 2.
Dari perolehan skor tahun 20009, terlihat bahwahampir seluruh kabupaten
mengalami peningkatan skor di semuadimens dibandingkan dengan hasil
pengukuran tahun 2007, kecuali untuk Kabupaten Sumba Barat pada
dimensi struktur dan Sumba Timur padadimensi lingkungan. Sementara
untuk Kabupaten Munadan Buton, skor IMS 2009 ini tetap samadengan
tahun 2007. Para peserta |lokakarya IMS di dua kabupaten tersebut
bersepakat bahwa perubahan kondisi di kabupaten merekatidak terlalu
signifikan sehinggatidak perlu dilakukan penilaian ulang, dan skor IMS
2007 dianggap masih relevan dengan kondisi yang ada.

Tabel 2 Hasil Pengukuran IMS di Kabupaten Lama

No|  Kabupaten Struktur [Lingkungan|  Nilai Dampak
2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2009 | 2007
1. | Bantaeng 148 | 153|172 1,78 (2,18 | 1,87 | 2,15 | 1,85
2. | Jeneponto 160|164 ]1,78|1,83(190(1,94|2,00|1,76
3. | Buton 126126144 /1,44(181 (157 |1,81|157
4. | Muna 1,36 |1,36]153|1,53(2,00 |1,74|2,00 (1,74
5. | Lombok Barat 161184152 |158(1,92(1,79]1.90 1,79
6. | Lombok Tengah 161|167 (162169196 (191|206 |1,77
7. | Sumba Barat 1,77 |11,75]11,75|1,83 (2,23 | 2,00 | 2,23 | 2,00
8. [ Sumba Timur 154|154 (1,72 1,69 |1,99 |1,87 201|180

Peningkatan skor hasil IMS di atas, tidak sekedar menunjukkan
perubahan angka-angkayang diperoleh dalam lokakaryalM S, tetapi juga
mencerminkan realitas keseharian yang terjadi pada setiap kabupaten.
Dalam dimens struktur, misalnya, perubahan sangat terasa dalam hal
keaktifan wargadan OM S melakukan aktivitas di tengah masyarakat dan
membangun interaksi antar sesama kalangan OMS. Pada kabupaten-
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kabupaten yang mengalami peningkatan nilai dimensi struktur, seperti
yang terjadi pada Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Lombok Barat dan
Lombok Tengah beberapa perubahan kondisi nyata yang terlihat adalah
sebagai berikut:

o)

Makin meluasnya sebaran OM S di tingkat desa yang lahir atas
inisiatif masyarakat setempat dan memiliki pengurus yang
mencerminkan keterwakilan kelompok perempuan, kelompok
miskin dan komponen lain yang adadi desa. Partisipas perempuan
dalam pertemuan-pertemuan di desa semakin meningkat,
sementarakal angan muda cukup aktif di organisasi kepemudaan
maupun organisasi underbow partai politik

Organisasi masyarakat di desa-desa semakin berkembang dan
selalu dilibatkan dalam rapat-rapat perencanaan, pengambilan
keputusan dan evaluasi program-program yang dilaksanakan di
desa.

Kader-kader desa cukup aktif mendorong masyarakat untuk
memberikan usulan-usulan terkait implementasi program
pembangunan (misalnyaPNPM).

Semakin banyak aksi masyarakat sipil mempertanyakan
pemenuhan hak-haknya, misalnyaterkait dengan danaBOSdan
Jamkesmas melalui aksi-aks damai

Jaringan kerja, intensitas pertemuan/komunikasi dan kerjasama
antar OMS semakin meningkat, bukan sekedar antar aktor
mel ainkan antar lembaga.

Situasi-situasi di atas, didukung pula oleh keluasan partisipasi
wargadalam bentuk kerjagotong royong dan kerjasukarelayang
masih tinggi. Selain itu, kedermawanan/budaya menyumbang
masyarakat untuk membantu sesama, seperti sumbangan untuk
amal dan kepentingan sosial jugamasih cukup tinggi.

Pada dimensi nilai, perubahan yang menyolok terlihat pada upaya
OMSmenginternalisas nilai-nilai dalam lembaganyadan mempromosikan
nilai-nilai tersebut kepadamasyarakat |uas. Pada beberapa kabupaten yang
mengal ami peningkatan hasil IMSuntuk dimens nilai, seperti yang terjadi
di Kabupaten Jeneponto, Lombok Tengah, dan Sumba Timur beberapa
perubahan yang terlihat adalah sebagal berikut:

o)

Selain menerapkan kesetaraan gender padatingkat kepengurusan,
OMS juga aktif mempromosikan kesetaraan gender di ruang
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publik. Ada perubahan yang semakin membaik dalam hal
keseimbangan gender di dalam OMS, sehingga sudah banyak
perempuan yang menempati posisi kunci dalam organisasi
masyarakat di desa-desa (KSM), bahkan ada perempuan yang
menjadi kepaladesa. Kesempatan bagi perempuan untuk terlibat
dalam berbagai pertemuan pun semakin terbukalebar, termasuk
di ranah politik yang ditandai dengan munculnya caleg-caleg
perempuan dalam Pemilu

Nilai-nilai demokrasi sudah dipahami dan diinternalisasikan di
kalangan OMS, yang tercermin dalam pengelolaan organisasi
maupun proses-proses pemilihan kepemimpinan di dalam
organisas

Aksi-aksi MS untuk penanggulangan kemiskinan semakin
meningkat melalui berbagai program yang dilakukan oleh OMS,
Pemda maupun |lembaga donor. Begitu juga dengan upaya
pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat atas
dorongan OM S, kelompok keagamaan serta pemerintah.

Beberapa OMS lokal juga giat mempromosikan nilai-nilai
transparans kepadamasyarakat dampingan dan pemerintah desa,
terutama dalam menetapkan prioritas bantuan, pengelolaan
program dan pendanaan, seperti yang terlihat di Sumba Timur.

Padadimensi lingkungan terlihat bahwatelah terjadi perubahan yang

cukup signifikan. Di Kabupaten-kabupaten yang mengalami peningkatan
angka untuk dimensi lingkungan, seperti di Kabupaten Bantaeng,
Jeneponto, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Sumba Barat beberapa
perubahan kondisi yang terlihat adalah sebagai berikut:
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O OMS sudah menjadi mitra pemerintah secara positif. Ruang

berinteraksi dan dialog dengan pengambil keputusan semakin
terbuka dan ada tindak lanjut dari dialog-dialog yang telah
dilaksanakan. Pemerintah pun melibatkan OM S dalam program
yang dilaksanakan di daerah, misalnya dalam program PNPM.
Bahkan di Kabupaten Jeneponto, kerja-kerja advokasi yang
dilakukan OM Stelah menghasilkan |ahirnyaperdatatakelolaair
dan Komisi Irigasi yang menyebabkan perebutan air antar petani
semakin menurun.

Program desamandiri yang mengembangkan kredit usaharakyat
(KUR) semakin membuka akses kredit di Bank melalui
rekomendasi Bumdes (tidak perlu ada agunan).
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O Dalam konteks desentralisasi, desa mempunyai kewenangan
penuh dalam pengelolaan APBDes dengan adanya kebijakan
Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan di Kabupaten Lombok
Tengah, implementas ADD menyediakan anggaran untuk bantuan
sosial.

O Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informas Publik telah dimanfaatkan oleh OM S untuk mengakses
informasi dari pemerintah.

O Padatingkat masyarakat, adanya perubahan polapikir terhadap
pendidikan perempuan terutamadi pedesaan. Perempuan pun jauh
lebih berani dalam melakukan advokasi untuk memperjuangkan
kepentingannya pada pemerintah dan aparat hukum lain, terutama
untuk kasus-kasus KDRT. Masyarakat pun cukup leluasa
menggunakan hak-hak politiknya, sertakerjasamaantar etnisdan
agamayang semakin meningkat.

Terkait dengan dimensi dampak, peningkatan hasil IMS terjadi di
Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Lombok Tengah, Sumba Timur.
Beberapa perubahan yang terlihat pada daerah-daerah ini adal ah sebagai
berikut:

O Kapasitas Jaringan OMS dalam mempengaruhi sektor Negara
dan Pasar semakin meningkat, sehingga semakin meningkatkan
dayatawar OM S dan masyarakat terhadap pengambil keputusan
di tingkat kabupaten maupun desa. Hal ini tercermin dari beberapa
agenda kegiatan OMS diadopsi/diakomodasi  kedalam agenda
kegiatan Pemerintah.

O OMSsemakintanggap terhadap i su-isu yang adadi warga, seperti
isu air bersih, kesehatan, kebersihan lingkungan, dil. melaui
tindakan-tindakan fasilitasi, mediasi dan menyuarakan
kepentingan masyarakat yang mengalami persoal an/kasus.

o Terjadi peningkatan kualitas kemitraan antara OMS dengan
masyarakat, sehingga keterlibatan aktif warga (laki-laki,
perempuan) dalam musrenbang untuk mendorong pemenuhan
kebutuhan sosial makin meningkat.

Perubahan-perubahan pada setiap kabupaten yang tergambar dari
pengukuran tahun 2009 ini, dalam dergjat tertentu dikontribusikan dari
hasil-hasi| kerjaOM Sdi kabupaten bersangkutan paska pengukuran IMS
tahun 2007. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Indeks
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Masyarakat Sipil ini dikembangkan bukan hanya sebagai sebuah riset/
kegiatan yang menghasilkan pengetahuan semata. IM S diarahkan untuk
menjadi “alat” yang berorientasi aksi dan diharapkan memiliki dampak
politis- menguatkan masyarakat sipil menjadi arenayang potensial untuk
mendorong perubahan/transformasi sosial. Dengan demikian, dalam setiap
|okakaryapengukuran IM Sselau diakhiri dengan penyusunan rekomendas
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk memperbaiki kondis masyarakat
sipil di daerah bersangkutan, baik yang terkait dengan perbaikan kondisi
internal OM S maupun dalam mendorong perubahan kondisi lingkungan
di daerah kerja mereka masing-masing. Pelaksanaan atas rekomendasi-
rekomendasi inilah yang memberikan kontribusi terhadap perubahan
kondisi masyarakat sipil di suatu daerah.

2.2. Kontribusi Perubahan-Perubahan Di
Tingkat Kabupaten Terhadap
Desentralisas Yang Demokratis

Dikaitkan dengan tiga aspek penting dalam desentralisasi yang
demokratis®, kondisi saat ini maupun perubahan-perubahan yang terjadi
pada kabupaten-kabupaten yang menunjukkan peningkatan skor IMS|ebih
mengarah kepada aspek political equality. Sebagian besar perubahan yang
terjadi mencerminkan kondisi yang memberikan kesempatan besar kepada
masyarakat untuk mengekspresikan hak-hak sipil dan politiknya, baik
dalam hal pembentukan organisasi dan pengembangan jaringan di antara
organisasi-organisas tersebut, maupun aksi-aks yang dilakukan oleh aktor
masyarakat sipil. Pemerintah daerah tidak lagi membatas kerja-kerjayang
dilakukan oleh OMS. Berbagai OM S dapat melakukan kegiatan hingga
ke tingkat desauntuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pedesaan,
termasuk peningkatan partisipasi kelompok-kelompok perempuan dan
masyarakat miskin. Keberadaan OMS pun semakin diapresiasi dan
dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh kalangan pemerintah daerah, seperti terlibat dalam proses penyusunan
RPJM Des maupun Musrenbang. Kualitas kemitraan antara OM S dengan
kalangan pemerintah pun semakin meningkat, sehinggabanyak masukan
dari OM S yang diakomodasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah
daerah, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, tidak sedikit penggiat OMS

8 Lihat bagian I, setidaknya ada tiga aspek penting yang harus tercakup dalam desentralisasi yang
demokratis, yakni political equality, local accountability, dan local responsiveness.

24



Bagian Pertama
2 Analisis: Hasil Pengukuran IMS dan Perubahan di Tingkat Kabupaten

yang justru menjadi “tenagaahli” di instansi-instansi pemerintah daerah,
meskipun dilakukan secara informal. OMS dan kelompok-kelompok
masyarakat di pedesaan dapat secara leluasa memainkan peran sebagai
vocal point untuk mengungkapkan kepentingan masyarakat. Di dalam
internal OM Ssendiri, nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender semakin
menguat, sehinggamemungkinkan partisipas yang setaraantaralaki-laki
dan perempuan.

Gambaran lebih jauh menunjukkan bahwa partisipasi sosial warga
menampilkan kecenderungan yang meningkat, terlihat dari kerjagotong
royong dan kerjasukarelayang masih tinggi. Kedermawanan atau budaya
menyumbang masyarakat bagi sesama yang membutuhkan juga masih
cukup tinggi. Demikian pula dengan aksi-aksi kolektif warga dalam
menanggapi persodan sosia di lingkungannya. Jugacukup banyak contoh-
contoh partisipasi politik warga yang muncul di berbagai kabupaten,
misalnya partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan di desa
semakin meningkat, dan aksi-aksi masyarakat sipil mempertanyakan
pemenuhan hak-haknyaterkait jaminan pendidikan dan kesehatan.

Daam aspek tingkat keorgani sasian jugamemperlihatkan situas yang
positif, misalnya sebaran OMS di tingkat desa semakin meluas serta
mencerminkan keterwakilan kelompok perempuan, kelompok miskin dan
komponen lain yang adadi desa. Demikian pulakondisi relasi antar aktor
masyarakat sipil meningkat yang tercermin dalam komunikasi dan kerja
samakegiatan maupun berjaringan untuk merespon i su-isu sosial maupun
melakukan kerja-kerjaadvokas yang berpihak padakelompok rentan.

Sementara untuk dua aspek lainnya, yaitu local accountability dan
local responsiveness informasi atas perubahan-perubahan yang terjadi
minim disampaikan dalam lokakaryal M S. Hal ini dapat mencerminkan
relatif kecilnyaperubahan yang terjadi dibandingkan dengan aspek political
equality. Perubahan yang teridentifikasi masih sebatas upaya-upayayang
dilakukan OM S untuk terjadinyaakuntabilitas dan pelayanan yang prima
kepadamasyarakat, namun belum diikuti ol eh praktek-praktek nyatayang
dilakukan oleh Pemda. Meskipun beberapa kebijakan nasional sudah
mengarah pada reformasi birokrasi dan good governance, tetapi masih
belum diimplementasikan di daerah. Dalam batas-batas tertentu, kapasitas
birokras di tingkat loka pun masih belum sigp untuk mel akukan reformasi
birokras secarafundamental, sehinggalebih banyak menunggu (termasuk
menunggu desakan dari masyarakat) daripada berinisiatif melakukan
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perbaikan yang diperlukan masyarakat luas. Di beberapadaerah, inovasi-
inovas untuk mendorong terjadinyalokal accountability sudah dilakukan.
Pattiro Jeka, misalnya, berusahamendorong lahirnya Perda Transparans
di Kabupaten Jeneponto, sementara ICW melakukan kegiatan Citizen
Report Card (CRC) sebagai cara monitoring atas akuntabilitas
penyelenggara negara. Bebebapa OM S pun giat mempromosikan nilai-
nilai transparansi kepada pemerintah desa, terutama dalam menetapkan
prioritas bantuan, pengelolaan program dan pendanaan. Dari kegiatan
yang dilakukan ini hasilnyamemang sudah ada, misalnya, keluarnyaPerda
Transparans di Jeneponto, tetapi sifatnyamasi h terbatas dan tidak semasif
seperti yang terlihat pada aspek political equality.

Terkait dengan local responsiveness, perubahan yang teridentifikasi
dalam lokakarya IM S tahun 2009 menunjukkan bahwa aksi-akss OM S
semakin tanggap terhadap i su-isu yang adadi warga, seperti isuair bersih,
kesehatan dan keberlanjutan lingkungan, melaui kegiatanfasilitas, medias
dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang mengalami persoal an/
kasus. Begitu jugadengan upaya pel estarian lingkungan yang dilakukan
oleh masyarakat, OM S, kelompok keagamaan sertapemerintah. Program-
program penanggulangan kemiskinan juga semakin meningkat melalui
berbagai program yang dilakukan oleh OMS, Pemda maupun lembaga
donor. Program desa mandiri yang mengembangkan kredit usaharakyat
(KUR), misalnya, semakin membuka akses kredit di Bank melalui
rekomendasi Bumdes (tanpa perlu agunan). Program Jamkesda dan
BOSDA untuk masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh program
Jamkesmasdan BOSdari pemerintah pusat. M eskipun demikian, program-
program penanggul angan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemdamasih
sering mendapat kritik tajam dari masyarakat maupun OM Skarenakurang
tepat sasaran, terjadi penyelewengan anggaran, atau dijadikan kendaraan
politik kepaladaerah.

L ebih besarnya perubahan pada aspek political equality tidak dapat
dilepaskan dari perhatian aktor-aktor masyarakat sipil di kabupaten dalam
meningkatkan posis tawar merekakepadakal angan pemerintah mengenai
peran-peran strategis yang dapat dimainkan. Warisan rejim orde baru —
yang menganggap bahwa organisasi masyarakat sipil, khususnya LSM
sebagal musuh pemerintah— masih belum pupus sepenuhnyadi daerah.
Dalam situasi seperti inilah makaupaya-upayameningkatkan posisi tawar
organisasi masyarakat sipil menjadi perhatian utama bagi OMS di
kabupaten. Padasisi lain, kalangan OM S di kabupaten pun masih belum
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terlihat solid. Seringkali terjadi benturan antar OMS, baik pada tataran
ideol ogi/pendekatan maupun konflik-konflik personal antar aktivisnya

Selain itu, hasil-hasil pengukuran IMS di 16 kabupaten
memperlihatkan bahwa kel emahan utama masyarakat sipil berada pada
dimens struktur, yaitu dimensi yang mencerminkan struktur internal
masyarakat sipil. Kelemahan dimensi struktur ini cukup kentara
dikontribusikan oleh lemahnyakondisi sumber dayamasyarakat sipil. Di
seluruh kabupaten, kondisi sumber daya yang mencakup sumber daya
manusia, keuangan dan teknologi berpengaruh signifikan padakesel uruhan
lemahnya kondisi dimensi struktur ini. Sumber pendanaan bagi OMS
dapat berasal dari lembaga donor, pemerintah, anggotanya bagi yang
berbasi skeanggotaan, dan sumber dayalokal atau publik. Namun saat ini
sumber pendanaan yang relatif mudah diperoleh OMS masih banyak
bersumber dari lembaga donor dan pemerintah. Umumnya hanya
organisas berbasi s keagamaan sagjayang mendapatkan sumber danadari
anggotanya. Kapasitas individu belum merata, termasuk dalam melihat
potensi sumber dayaloka dan mengembangkannyauntuk keberlanjutan
organisasinya. K etidakcukupan sumber dayaini berkontribus negatif pada
kemampuan masyarakat sipil untuk mengorganisir diri padalevel yang
lebihtinggi. Sebagai contoh, keberadaan organisasi payung/federasi bagi
OMSdi kabupaten sangat terbatas jumlahnya. Jikaada pun kurang efektif
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rendahnya sumber daya
masyarakat sipil tampaknyajugamengakibatkan dampak kerjamasyarakat
sipil dalam berbagai sektor masih belum maksimal dan baru beradapada
kategori nilai cukup sgja (lihat kolom Dampak pada Tabel 1 dan 2).

konsep desentralisasi yang demokratis* yang membutuhkan kesadaran
dari semuastakeholder di daerah bersangkutan untuk saling berinteraksi
dan membangun komitmen bersama, lemahnya kondisi struktur
masyarakat sipil terutama pada aspek sumber daya akan menjadi
penghambat bagi masyarakat sipil untuk memenuhi perannyadi kabupaten.
Situasi-situasi seperti inilah yang dalam periode 2007-2009 berusaha
diatasi oleh kalangan OMS, yang kesemuanya itu masuk dalam aspek
political equality.

4 Lihat uraian di Bagian 1.
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Tidak dapat dipungkiri juga bahwa lembaga donor berperan dalam
agenda setting yang dimainkan oleh OMS-OMS di tingkat kabupaten.
Dalam konteks Program ACCESS Fase |, misalnya, fokus perhatiannya
memang lebih banyak memberikan perhatian terhadap peningkatan
kapasitas OM S untuk dapat berinteraks secaradinamisdengan kalangan
pemerintah dan penguatan organisasi-organiasi di tingkat desa, utamanya
organisasi-organisas perempuan, untuk terlibat dalam penyusunan rencana
pembangunan desa, yang lagi-lagi masih erat kaitannya dengan aspek
political equality. Begitu juga dengan lembaga-lembaga donor lainnya.
Dalam periode 2007-2009, masi h banyak lembagadonor yang memberikan
perhatian terhadap peningkatan bargaining position OM S melalui upaya-
upaya mengembangkan iklim politik yang kondusif, seperti misalnya
melalui program pemantauan Pemilu atau pendidikan pemilih. Kalaupun
ada program-program yang memberikan perhatian terhadap pelayanan
kepada masyarakat, sifatnya masih berupa penyediaan secara langsung
oleh lembaga donor bersangkutan, bukan mendorong tanggung jawab
negarauntuk penyediaan layanan publik tersebut.

Terlepas dari berbagai kelemahan yang ada, perubahan-perubahan
yang sudah terjadi, seperti uraian di atas, merupakan aset yang berharga
bagi kabupaten, karena telah menyediakan pra-kondisi yang memadai
bagi peningkatan peran OMS untuk merambah pada aspek |ocal
accountability dan local responsiveness pada masa-masa mendatang.

Untuk ke depan perhatian aktor-aktor masyarakat sipil kabupaten
penting diarahkan kepada kedua aspek ini. Peluang itu semakin terbuka
dengan |ahirnyaUndang-undang mengenai Pelayanan Publik dan Undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik. Kerja-kerja OMS harus
mengakseleras kebijakan nasiond ini terimplementas di kabupaten. Dalam
konteks program ACCESS pun, padaACCESS Fase I1 ini ada perhatian
khusus terhadap isu pelayanan publik dan penganggaran.

Program ACCESS Fasell ini bertujuan agar wargadan organisasinya
berdayauntuk melakukan interaks aktif dengan pemerintahan lokal dalam
upayameningkatkan dampak-dampak pembangunan di 16 kabupaten di
Kawasan Timur Indonesia. Melihat pada kelemahan utama masyarakat
sipil padadimens struktur, makapilihan Program ACCESS Fase Il untuk
membangun struktur masyarakat sipil, terutamapartisipas politik, tingkat
keorganisasian, relasi dan jaringan kerjasama, sertasumber daya sangat
relevan. Wilayah utama perubahan yang diinginkan adalah partisipasi
publik di dalam pembuatan keputusan, pelayanan publik yang berkualitas,
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transparansi/akuntabilitas dan akses terhadap informasi, dan keadilan
sosial/penegakan hukum. Beberapa program lain pun mula menukik pada
isu-isu local accountability dan local responsiveness ini. Tengoklah
program PNPM yang banyak memberikan dukungan pendanaan terhadap
penyediaan saranapublik. Belum lagi beberapakementerian sektoral yang
juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di
bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Kecenderungan-kecenderungan ini tentu saja penting menjadi
perhatian OM S ke depan. Sudah saatnya bagi OM S untuk memberikan
perhatian terhadap aspek local accountability dan local responsiveness
ini, untuk membumikan desentralisasi yang demokratis secara lebih
bermakna, tidak sekedar demokrasi prosedural seperti yang banyak
dikritik berbagai pihak selamaini. Untuk meningkatkan peran-perannya
berjalan efektif, makakemampuan-kemampuan yang bersifat teknokratis
menjadi kebutuhan yang diperlukan. Misalnya, bagaimanamemfasilitasi
masyarakat berdialog dengan SKPD tertentu mengenai maklumat
pelayanan seperti yang dimandatkan dalam Undang-undang Pelayanan
Publik. Selainitu, pandangan yang inklusif jugaharusmulai ditumbuhkan
di kalangan OM S dalam rangka membangun sinergi dengan berbagai
inisiatif lainyang dikembangkan di kabupatennyamasing-masing. Melaui
upaya-upaya seperti inilah diharapkan OM S memberikan peranan yang
cukup signifikan terhadap local accountability dan local responsiveness
dalam desentralisasi yang demokratis. Dan, hal-hal ini diharapkan
mewarnai perubahan yang akan dihasilkan dalam pengukuran ulang IMS
di kemudian hari.

2.3. Pembelgaran Berharga

Berdasarkan pengalaman YA PPIK A melakukan pengukuran IMSdi
16 kabupaten, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan IM S untuk melihat
kondis yang terjadi di sebuah kabupaten memberikan gambaran yang
komprehensif atasrealitasyang ada. Penggunaan IM Sini memandu semua
pihak untuk mengeksplorasi berbagai kenyataan yang terjadi melalui
diskusi-diskus antar pihak (masyarakat, OM S maupun stakeholder kunci)
atasdasar informasi dan pengetahuan yang merekamiliki. Selain terjadi
sharing, terjadi jugakoreks atas sebuah informasi yang disampaikan satu
pihak oleh pihak lainnya. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi
yang dirumuskan berbasi skan pada situasi/kondisi yang telah terkumpul
melalui diskusi-diskusi intensif yang berlangsung, utamanya pada saat
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interpretasi atas nilai-nilai yang diperoleh dalam pengukuran. Bisa
dikatakan bahwa secara kualitatif rekomendasi yang dihasilkan relevan
dengan persoalan yang dihadapi.

Beberapa pembel g aran berhargadari pel aksanaan Indeks Masyarakat
Sipil adalah;

O Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi/
situas masyarakat sipil di sebuah kabupaten tertentu melalui
prosespenilaian dan refleks atasM S saat ini (analisiskelemahan
dan kekuatan M'S), membangun visi bersamatentang MS, serta
mengembangkan strategi untuk mendorong perubahan yang
positif.

O Memberdayakan masyarakat sipil dan stakeholder kuncinya
dengan memberikan kesempatan berdial og dan mengembangkan
jaringan di antaramereka.

O Memperkuat kapasitasM S (melalui diskus dan dialog mendalam
atas nilai-nilai yang seharusnya diyakini, dipraktekkan, dan
dipromosikan oleh M S sertadial og atas dampak yang ditimbulkan
dari berbagai rangkaian kegiatan M S) sehinggamampu memenuhi
peran-peran positifnyadalam mendorong tata pemerintahan yang
baik.

Sebagai catatan akhir, adabeberapatantangan pokok dalam penggunaan
IndeksMasyarakat Sipil, yakni; (a) pendefinisian (konsep) masyarakat sipil
yang beragam dan masihterusdiperdebatkan; (b) seringkdi terjadi kerancuan
ketikamembahas“ realitas’” masyarakat sipil dengan “kondisi ideal” yang
diharapkan. K ecenderungannya, padasaat awal implementas |ndekssudah
memberi batasan padadefinis masyarakat Spil yang akandiandis's, sehingga
mengabai kan redlitasmasyarakat sipil yang begitu beragam, bervarias, dan
terkadang memiliki nilai-nilai, tujuan dan kepentingan yang saling
bertentangan; dan (c) khusus untuk perception based, masih muncul
keraguan di beberapa pesertatentang indeks berbasis persepsi, khususnya
menyangkut vaiditashasil penilaian yang didasarkan pada penga aman dan
pengetahuan dari orang-orang yang diundang dalam lokakarya.
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2.1. Konsepsi Masyarakat Sipil

Masyarakat Sipil merupakan konsep yang terus tumbuh dan
berkembang sesuai dengan masa maupun fokus perhatian dari paraahli
yang menggel uti isu masyarakat sipil.

Di Indonesia, setidaknya ada 3 konsepsi masyarakat sipil yang
berkembang, yakni?

1. Konseps masyarakat sipil yang menekankan aspek horisontal
—sangat terkait dengan konsep budaya. Konsep masyarakat sipil
didekatkan dengan “civility” atau keberadaban dan “fraternity”.
Aspek ini dibahas pemikir-pemikir Indonesia yang kemudian
menggunakan istilah Masyarakat Madani, dipopulerkan oleh
Nurcholish Madjid.

2. Konsepsi masyarakat sipil yang menekankan aspek vertikal —
sangat terkait dengan konsep politik dan menggunakan istilah
masyarakat wargaatau kewargaan digunakan oleh Ryaas Rasyid
dan Daniel Dhakidae. Konsep ini mengutamakan otonomi
masyarakat terhadap negara, dengan pertimbangan bahwaistilah
civil dipandang dekat dengan “citizen” dan “liberty”.
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3. Konsepsi masyarakat sipil yang mencakup aspek horisontal
maupun vertikal, yang dibahas oleh Afan Gaffar, PaulusWirutomo
dan Mochtar Mas oed.

Diagram 1 Masyarakat Sipil Sebagai Sebuah Arena
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Hal yang menarik dicermati dari keragaman konseps masyarakat sipil
yang berkembang adalah adanya perbedaan cara pandang terhadap
masyarakat sipil. Adayang memandang masyarakat sipil sebagai sebuah
entitas, namun ada pulayang melihatnyasebagai sebuah arenaterjadinya
interaksi, kontestasi dan negosiasi para pihak. Salah satu pihak yang
memandang masyarakat sipil sebagal arena adalah CIVICUS, sebuah
organisas internasional yang menaruh perhatian terhadap perkembangan
masyarakat sipil di berbagal negara. C1VICUS mendefinisikan masyarakat
sipil sebagai sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana
orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama
(CIVICUS, 2003). Secara skematis, definisi masyarakat sipil menurut
CIVICUS seperti terlihat dalam gambar di bawahini.

Beberapakatakunci yang terkandung dalam definisi tersebut adalah
sebagai berikut:

O Arenadimaksudkan sebagai ruang di dalam masyarakat dimana
individu-individu bertemu, berkumpul, berdiskusi dan berdebat
untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat yang lebih luas.
Arena menekankan pada pentingnya peran aktor-aktor
masyarakat spil dalam memperluasruang publik di manaberbagai
kepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu. Di dalam arena
jugaterkandung pengertian yang | ebih luas yang tidak membatasi
aktor-aktor masyarakat sipil hanyakepada organi sasi-organisasi
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yang formal tetapi juga kelompok-kelompok atau jaringan-
jaringaninformal di dalam masyarakat.

o Keluarga adalah wilayah kehidupan privat atau ranah domestik
dari kehidupan rumah tangga. Namun difahami bahwatidaklah
semua kehidupan dalam keluarga menjadi persoalan privat.
Kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, akan selalu menjadi
persoalan publik.

O Negaraadalah organisas kekuasaan yang menyandang monopoli
penggunaan kekuasaan secara legal untuk mengatur setiap
anggota masyarakat melalui hukum dan perundang-undangan,
termasuk wewenang untuk menggunakan kekerasan.

O Pasar atau sektor swastaadal ah ruang dimanaanggota-anggota
masyarakat bertemu untuk memperoleh penghasilan, mendapat
keuntungan dan kekayaan melalui proses produksi atau
pertukaran barang dan jasa, danlain-lain. Karenamotifnyaadalah
untuk mencari keuntungan maka pasar dikeluarkan dari definisi
masyarakar sipil.

O Berkelompok adalah kekuatan utamadari masyarakat sipil yang
terletak pada kemampuannya untuk membangun interaksi dan
interelasi antara satu dengan yang lain maupun dengan pihak
lainnya.

O Kepentingan bersama diartikan secara luas yang dapat berupa
promosi nilai, kebutuhan, identitas, norma, dan aspirasi-aspirasi
lainnya.

Dari definis di atasterlihat bahwa CIVICUS memandang masyarakat
sipil sebagal arenayang bebas dimasuki oleh berbagai aktor, tidak hanya
aktor-aktor (pelaku/pihak) yang “ beradab” (civilized) tetapi jugaterbuka
untuk dimasuki paraaktor yang uncivilzed. Hal ini sekaligus menjelaskan
bahwa CIVICUS memandang masyarakat sipil diisi oleh aktor yang tidak
homogen, tetapi |ebih merupakan arenayang kompleksdimananilai-nilai
dan kepentingan yang berbeda berinteraksi sehingga tidak tertutup
kemungkinan terjadi benturan kepentingan di dalamnya.

Konsepsi masyarakat sipil CIVICUS lebih mengarah sebagai arena
politik (daripada arena ekonomi yang menggunakan sebutan “ sektor
nonprofit”), karenaCIVICUS memfokuskan perhatian dalam aks publik
(relasi, interaksi, kontestasi) dalam kontekstata kel olapemerintahan dan
pembangunan yang |ebih luas dan tidak diutamakan pada peran ekonomi
organisasi nonprofit dalam masyarakat. Perspektif politis terhadap
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masyarakat sipil ini mengarah padatinjauan atas*relasi kekuasaan” , baik
di dalam arena masyarakat sipil sendiri, maupun di antara masyarakat
sipil dengan negara dan pasar.

CIVICUS jugatidak memfokuskan definist MS pada “ organisasi”
karena beberapa alasan. Pertama, selain orang-orang yang berasosiasi
dalam satu organisasi, adapulaorang yang bergabung dalam demonstrasi/
aks damai atau menjadi anggotakel ompok informal. Definisi yang secara
tegas menyebutkan “organisasi” akan gagal untuk menyertakan aksi
kolektif informal dan bentuk-bentuk yang bersifat sementara. Kedua,
definisi yang memfokuskan perhatian pada “organisasi” cenderung
menyebabkan penilaian M S menurut jumlah dan bentuk organisasi yang
ada, dibandingkan dengan menitikberatkan pada aksi publik secara
bersama.

Sebagal implikasinya, walaupun mengakui batasan-batasan teoritis
MS sebagai arena di luar negara, pasar dan keluarga, CIVICUS pun
mengakui bahwadalam kenyataannya batas antarasatu arenadengan arena
lainnya tidak betul-betul tegas (kabur) karena terdapat tumpang tindih
antara arena-arena yang berbeda. Dengan demikian, CIVICUS
mendefinisikan ‘ keanggotaan’ MSmenurut “fungsi” (aktivitasatau peran
yang diambil oleh paraaktor) daripada*“ bentuk” organisasi. Aktor-aktor
dapat bergerak dari satu arena ke arena yang lain (bahkan menempati
lebih dari satu arenasecarasimultan), tergantung padasifat/fungs aksinya.
Sebuah perusahaan swasta, misalnya, ketika melakukan aktivitas profit
akan masuk dalam arena pasar. Namun, ketika perusahaan yang sama
melakukan aktivitasfilantropi dapat dikatakan berperan dalam MS. Contoh
lainnyaadal ah ketika seseorang berdiskusi di dalam keluarganya (antara
anak, bapak, ibu), tidak dipandang sebagai masyarakat sipil. Namun bila
sang anak, sang bapak, atau sang ibu membawa masalah keluarganya
(misalnyakekurangan air) menjadi masal ah warga sebuah komunitas, yang
kemudian didukung oleh tetangga-tetangga mereka untuk disampaikan
kepada pemerintah setempat atau perusahaan penyediaair minum, maka
anggota keluarga tersebut dapat dikatakan menggunakan ranah publik
daniamenjadi bagian dari masyarakat sipil.
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2.2. Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil
Kabupaten

Untuk meningkatkan peran-peran OM S dalam tata kepemerintahan
lokal yang demokratis, Yappika merasa perlu untuk mengetahui kondisi
OMS di tingkat kabupaten melalui sebuah pengukuran yang sistematis
danterstruktur. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat yang
dikembangkan CIVICUS yang disebut Indeks Masyarakat Sipil (IMS).
Pilihan Yappikamenggunakan IM Sdilandasi dengan pertimbangan bahwa
IM S merupakan alat yang memungkinkan untuk menangkap realitasM S
secarautuh (termasuk sis “gelap” MS) dan berusahauntuk mencari upaya-
upaya bagi penguatan masyarakat sipil tersebut agar mencapai kondisi
masyarakat sipil yang sehat.

Metodol ogi

Ada2 (dua) macam pendekatan atau carauntuk mel akukan penilaian
status atau “tingkat kesehatan” masyarakat sipil dengan menggunakan
IndeksMasyarakat Sipil, yang dikembangkan oleh CIVICUS. Pendekatan
pertama, mel akukan penel ashan dengan memanfaatkan indikator-indikator
untuk mel akukan penilaian berdasarkan perseps parapihak yang dilibatkan
dalam prosesnya. Maksud dari proses penilaian berdasarkan perseps para-
pihak, yaitu sekelompok tokoh masyarakat sipil, stakeholder kunci
masyarakat sipil, dan orang-orang yang dipilih dan dipercayai oleh
masyarakat miskin dantermarjinalisasi karenatelah memberikan banyak
dukungan pada kelompok tersebut. Orang-orang yang terpilih menjadi
pesertal okakaryadianggap cukup memiliki pengalaman, kecakapan dan
pengetahuan tentang sektor masyarakat sipil (baik sebagai pengamat
maupun praktis), sehinggalaik menjadi sampel untuk merepresentasikan
kondisi masyarakat sipil di sebuah wilayah. Dengan demikian, indikator
yang digunakan pun dinamakan indikator |ndeks berbasis persepsi.

Pendekatan kedua, memanfaatkan indikator untuk mencari data-data
kuantitatif dan kualitatif, sebagai basisanalisis melakukan penilaian, bagi
parapihak yang secarakhususdipilih. Apabilakedua pendekatan tersebut
disinergikan, maka dibutuhkan data-data dasar (dalam bentuk numerik
maupun deskripsi) tentang berbaga aspek masyarakat sipil yang akan
ditelaah, yang dapat digali dari sumber-sumber hasil penelitian tentang
masyarakat sipil yang pernah ada, atau mel akukan sendiri sebuah pendlitian
yang komprehensif mengenai masyarakat sipil di sebuah wilayah.
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Meskipun alat ini ditujukan untuk mel akukan penelaahan terhadap kondis
kesehatan masyarakat sipil dengan pendekatan persepsi. Banyak sekali
keuntungan yang bisa diraih, bila para-pihak yang dilibatkan untuk
mel akukan penilaian atas dasar persepsi mereka, dapat menguji kembali
perseps tersebut dengan sehimpunan data kuantitatif dan kualitatif, yang
bi sa dikumpulkan ol eh seorang/sekel ompok peneliti. Penggunaan alat ini
diimplementasi kan pada pengukuran kondisi kesehatan masyarakat sipil
di 8 kabupaten wilayah kerja Program ACCESStahap || yang baru, yaitu
Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Kupang, Kabupaten
Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gowa, K abupaten Takal ar, Kota Bau-
bau dan Kabupaten Buton Utara.

KerangkaAnalisis

IMS menggunakan 74 indikator, dimana setiap indikator akan
mengukur setiap aspek yang dipandang penting mengenai keadaan
masyarakat sipil. Ke-74 indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 25
subdimensi dan 4 kelompok besar yang disebut dengan dimensi. Keempat
dimensi tersebut masing-masing adalah: struktur (structure), lingkungan
eksternal (external environment), nilai-nilai (values), dan dampak
(impact). Keempat dimensi tersebut secara grafik akan membentuk apa
yang disebut dengan intan masyarakat sipil (civil society diamond)
sebagaimanadigambarkan di samping ini.
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Diagram 2 Intan Masyarakat Sipil
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+ Konteks sosial-ekonomi

+ Konteks sosial-kultural

+ Hukum dan aspek legal

+ Relasi MS dengan negara

+ Relasi MS dengan pasar

Uraian dari masing-masing Dimensi dan Sub Dimensi IMS adalah
sebagai berikut:

Dimens Struktur

Dimens struktur melihat aktor-aktor di dalam arenaM S, karakteristik
utamanyadanrelas diantaramereka. Dimens ini terdiri dari 6 subdimensi
dan 21 indikator, yakni:

1) Keluasan partispas wargamenila prosentase/jumlahwargayang
terlibat dalam aktivitas M S. Indikator-indikatornya mencakup;
persentase warga yang mengambil bagian dalam aks politik,
donas amal, menjadi anggota OM S, melakukan kerja relawan
dan berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat.
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2)

3)

4)

5)

6)

Kedalaman partisipasi warga menilai seberapa sering/banyak
orang terlibat dalam aktivitas MS. Indikator-indikatornya
mencakup; berapa sering/banyak orang menyumbang untuk amal,
seberapa sering kerja relawan mereka lakukan dan seberapa
banyak merekamenjadi anggota OM S yang berbeda.

Keragaman MS menilai keragaman OMS di dalam arena
masyarakat sipil. Apakah semuakelompok sosial berpartisipasi
secara setara dalam arena MS? Apakah ada kelompok yang
dominan atau yang tersisihkan? Indikator-indikatornyamencakup
partisipas perempuan, kelompok minoritas dan kelompok sosial
lain dalam kepemimpinan dan keanggotaan OM S. Juga melihat
keberadaan OM S di daerah pedesaan atau region-region tertentul.

Tingkat organisasi menilai infrastruktur yang dimiliki MS
berkaitan dengan stabilitasdan kematangannya, sertakapasitasnya
untuk melakukan aksi bersama. Indikator-indikatornya
mencakup; eksistensi dan keefektifan lembaga payung, usaha
untuk memperbaiki diri sendiri, tingkat dukungan, dan jaringan
internasional.

Relasi antar OMS menilai ikatan dan hubungan kerja sama di
antaraaktor-aktor M S. Indikator-indikatornyamencakup; sharing
informasi dan pengembangan jaringan/aliansi.

Sumber daya (resources) menilai kapasitas sumberdaya yang
dimiliki OM Suntuk mencapai tujuannya. Indikator-indikatornya
mencakup; sumber dayafinansial, manusiadan teknologi.

Dimens Lingkungan

Dimensi lingkungan melihat berbagai faktor luar yang berpengaruh
atau memberikan kontribusi bagi perkembangan ke arah masyarakat sipil
yang kuat, atau sebaliknya. Dimensi ini dibagi ke dalam 7 subdimensi
dengan jumlahindikator 23, yakni:

1)

2)

Konteks politik menilai berbagai situasi politik dalam negaradan
dampaknya terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya
mencakup; hak politik warga negara, tingkat kompetisi politik,
aturan hukum, korupsi, keefektifan negaradan desentralisasi.

Kebebasan dan hak-hak dasar menilai hak-hak konstitusional
yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sipil.
Sejauhmana kebebasan dan hak ini dijamin oleh hukum dan
dilaksanakan dalam prakteknya. Indikator-indikatornya
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4)

5)
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mencakup; kebebasan sipil dan politik (kebebasan untuk
berekspresi, berkumpul dan berorganisasi), kebebasan pers dan
hak-hak atasinformasi.

Konteks sosial ekonomi menilal situasi sosia ekonomi dalam
negara dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Indikator-
indikatornya mencakup; kemiskinan yang meluas, perang sipil
atau konflik, krisisekonomi, ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan
tingkat buta huruf.

Kontekssosial budaya menilal seberapajauh norma-normasosial
budaya berpengaruh terhadap masyarakat sipil. Indikator-
indikatornya mencakup; tingkat kepercayaan, toleransi, budaya
patriarki, feodalisme dan kesadaran untuk mendahulukan
kepentingan umum.

Hukum dan aspek legal menilai sggauhmana hukum dan aspek
legal berpengaruh terhadap masyarakat sipil (mendorong tumbuh-
kembangnya atau justru malah mematikan). Indikator-
indikatornyamencakup; prosedur registras OM S, hambatan legal
pada aktivitas advokast OM S, aturan pajak dan filantropi.

Relas masyarakat sipil dan negara menilai sifat dan kualitas
relasi antara masyarakat sipil dengan negara. Indikator-
indikatornya mencakup; otonomi OMS, dialog dan kerjasama
antara OM S dan negara.

Relas masyarakat sipil dan pasar menilai sifat dan kualitas
relas antaramasyarakat sipil dengan pasar. Indikator-indikatornya
mencakup; sikap sektor swastaterhadap OMS, tanggung jawab
sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan
kedermawanan perusahaan (cor porate philanthropy).

Dimens Nilai

Dimens nila memfokuskan perhatian padaprins p dan nilai-nilai yang
dianut, dipraktekkan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Berbeda
dari dimensi-dimens lain, aspek ini tidak mendapatkan banyak perhatian
dalam literatur yang ada, sebagian karenadalam banyak konseptualisas,
nilai-nilai MS sebelumnya didefinisikan sebagai positif, progresif atau
demokratis karena definiss MS yang dipilih. Subdimens yang dipilih
merefleksikan satu satuan normasosial dan politik yang diterimasecara
universal (contohnya Deklarasi HAM). Indikator melihat baik pada
bagaimananilai-nilai ini dipraktekkan dalam M S dan upaya-upayaM$S
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untuk meningkatkan nilai-nilai dalam masyarakat luas. Dimens ini terdiri
dari 7 subdimensi dengan 14 indikator, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Demokras menilai sgjauhmanaaktor-aktor M'S mempraktekkan
demokrasi di internal organisasi mereka, dan seberapaaktif OMS
mempromosikan demokrasi kepada publik. Indikator-
indikatornyamencakup; praktek-praktek demokrasi dalam OMS
(misalnyamemilih pemimpin dan membuat keputusan), dan aksi-
aksi aktor dalam mempromosikan demokrasi pada tingkat
masyarakat.

Transparansi menilai sejauhmana aktor-aktor MS
mempraktekkan sekaligus mempromosikan transparansi.
Indikator-indikatornya mencakup; korupsi dalam MS,
transparansi keuangan dalam MS, dan aksi-aksi aktor MS
mempromosikan transparansi padatingkat masyarakat.

Tolerans menilai keseimbangan antara kekuatan toleran dan
intoleran dalam MS, juga tingkat keterlibatan MS dalam
meningkatkan toleransi dalam masyarakat luas. Indikator-
indikatornyamencakup; tolerans di dalam M Sdan aksi-aks aktor
M S dalam mempromosikan toleransi kepada masyarakat [uas.

Anti kekerasan menilai kehadiran kekuatan kekerasan di dalam
MS, sekaligus menilai usaha-usaha aktor-aktor M'S untuk
mempromosikan cara-caranon-kekerasan padatataran individu,
keluarga, dan publik. Indikator-indikatornya mencakup; anti
kekerasan di dalam MS dan aksi-aksi aktor MS dalam
mempromosikan anti kekerasan dan perdamaian.

Kesetaraan gender menilai penerapan kesetaran gender di lingkup
internal OMS, sekaligus usaha-usaha OMS untuk
mempromosikan nilai ini pada publik. Indikator-indikatornya
mencakup; kesetaraan gender di arena MS, praktek-praktek
kesetaraan gender di dalam OM S dan aksi-aksi mempromosikan
kesetaraan gender di dalam masyarakat |uas.

Penanggulangan kemiskinan menilai sgauhmanaaktor-aktor M S
terlibat dalam menangani isu kemiskinan dan mempromosikan
kebijakan yang berpihak pada orang miskin. Indikator-
indikatornya mencakup; aksi-aksi aktor MS menanggulangi
kemiskinan dan melakukan advokasi kebijakan yang berpihak
pada orang miskin.



7)
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Keberlanjutan lingkungan menilai sgjauhmana aktor-aktor MS
menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan
kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan kepada
publik. Indikator-indikatornya mencakup; aksi-aks aktor MS
menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan
pentingnyamenjagakeberlanjutan lingkungan kepadamasyarakat
luas.

Dimensi Dampak

Dimensi dampak mengukur dampak keberadaan masyarakat sipil
terhadap kehidupan warganegara dan masyarakat secara keseluruhan.
Dimensi ini, mengadops gagasan luas dari dampak, yang merujuk tidak
hanyapadahasil akhir (misalnyaberapabanyak pengaruh M Sterjadi pada
area khusus), tetapi juga pada proses (misalnya bagaimana keterlibatan
M S secaraaktif dalam areaitu). Dimens dampak terdiri dari 5 subdimensi
dan 16 indikator.

1)

2)

3)

4)

Mempengaruhi kebijakan publik menilai tingkat keaktifan dan
keberhasilan M S dalam mempengaruhi kebijakan publik, misalnya
dalam hal; kebijakan atas prioritas pembangunan wilayah, proses
penyusunan anggaran, dan sebagainya. Indikator-indikatornya
mencakup; tingkat pengaruh aktor-aktor MS dalam kebijakan
publik.

AkuntabilitasNegara dan Pasar menilai kemampuan aktor-aktor
M S memantau sektor negara dan pasar, dan mendorong sektor-
sektor itu lebih bertanggung-gugat. Indikator-indikatornya
mencakup; sejauhmana aktor-aktor MS mendesakkan
terwujudnya tanggung jawab Negara dan Pasar.

Respon terhadap kepentingan sosial menilai efektifitas OMS
sebagai “wakil” atau “artikulator” dari kepentingan publik.
Indikator-indikatornya mencakup; sejauhmana aktor-aktor
masyarakat sipil memberikan tanggapan terhadap isu-isu sosial
yang berkembang, dan seberapa besar kepercayaan masyarakat
terhadap aktor-aktor MS.

Pemberdayaan warga negara yaitu dengan menilai peran MS
dalam memperbesar/memperluas “pilihan-pilihan” yang bisa
diambil warganegara, sekaligus dalam meningkatkan kapasitas
warga negara dalam melakukan kontrol atas keputusan (atau
kebijakan) publik yang berdampak terhadap kehidupan mereka.
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5)

Indikator-indikatornya mencakup; memberikan informasi/
mendidik warga negara, membangun kapasitas untuk aksi
bersama, memberdayakan masyarakat terpinggirkan,
memberdayakan perempuan, membangun modal sosial,
mendorong penyediaan |apangan pekerjaan.

Pemenuhan kebutuhan sosial yaitu dengan menilai peran MS
dalam berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang
mendesak dari, terutama, kelompok miskin dan masyarakat yang
terpinggirkan atau termarjinali sasikan. Aspek bahasan dalam sub
dimensi ini mencakup kinerja M'S untuk memenuhi kebutuhan
dasar secaralangsung (memberi pelayanan langsung padarakyat
yang miskin atau terpinggirkan), dan untuk mel obby pemerintah
dalam rangka memperbaiki pelayanan sosial. Indikator-
indikatornya mencakup; melakukan lobby untuk penyediaan
pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan masyarakat yang
mendesak secaralangsung, dan memenuhi kebutuhan kel ompok-
kelompok terpinggirkan.

2.3. Langkah-Langkah Pokok

Pengukuran IMS

L angkah-langkah pokok pengukuran IMS di kabupaten terdiri dari:

1.

Pendefinisian Masyarakat Sipil: membahas tentang apa itu
masyarakat sipil, ditinjau dari realitas keberagaman aksi-aksi
warganegaradan berbagai kelompok masyarakat yang ada saat
ini di sebuahwilayah.

Menyepakati alat analisis: merupakan ulasan dan kesepakatan
terhadap substansi intan masyarakat sipil (dimensi, subdimensi,
dan indikator-indikator pengukuran di tigp dimensi) yang menjadi
basis atasidealisas fungsi dan peran-peran masyarakat sipil —
atau visi ideal yang dikembangkan bersamatentang masyarakat
spil.

Melakukan penilaian: atas status masyarakat sipil saat ini
dibandingkan dengan visi ideal yang diharapkan dari masyarakat
spil (menilai realitas masyarakat sipil meladui penilaianindividual
atastiap-tiap indikator yang disepakati). Sebelum penilaian, ada
presentasi hasil riset tentang kondisi masyarakat sipil kabupaten
dalam berbagai indikator-indikator IMS. Hasil riset tersebut
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diharapkan dapat menyediakan informasi tambahan bagi peserta
dalam melakukan penilaian.

4. Mendiskusikan hasil penilaian: menginterpretasikan (memberi
makna) atas skor hasil penilaian, memberi contoh dan
menyimpulkan status atau tingkat kesehatan masyarakat sipil saat
ini.

5.  Merumuskan rekomendasi agenda utama: menyepakati agenda-
agendautamayang menjadi prioritasdalam rangkameningkatkan
status atau “ menyehatkan” masyarakat sipil.

PENILAIAN DAN INTERPRETASI

Setelah terjadi kesepakatan atas alat analisis dan indikator-
indikator yang cocok untuk wilayah kabupaten tertentu, tiap-tiap
peserta akan diminta untuk menilai indikator-indikator tersebut,
atas dasar pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya dan
pengalaman-pengalaman pribadinya. Dengan kata lain, landasan
penilaian tiap peserta memang berdasarkan persepsi dia atas
pernyataan/kondisi yang tertera dalam indikator. Sebelum
melakukan penilaian, peserta perlu mengetahui tentang bentuk hasil
akhir Indeks Masyarakat Sipil. Ujung dari proses menilai status
atautingkat “ kesehatan” masyarakat sipil dengan Indeksini adalah
kelahiran beberapa “angka’, yang muncul dari agregat penilaian
individual peserta atas “kesehatan” masyarakat sipil saat ini.
Pengalaman implementasi Indeks dengan 4 skala (0, 1, 2dan 3 -
atau 1, 2, 3, dan 4) memunculkan adanya empat selang; masing-
masing selang memiliki lebar 0,75 (yang diperoleh dari 3 dikurang
O dandibagi 4, atau 4 dikurang 1 dan dibagi 4); dengan pemaknaan
sebagai berikut:

e O -0,75 atau 1,00 - 1,75 = sakit
e 0,76-150 atau 1,76 - 2,50 = kurang sehat
e 151-225 atau 2,51 - 3,25 = cukup sehat
e 226-3 aau 326-4 =seha

Untuk melakukan penilaian, panitia dan fasilitator akan
membagikan sebuah lembar penilaian, yang merupakan hasil diskus
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dan kesepakatan peserta atas indikator-indikator IMS (indikator-
indikator yang dipilih oleh peserta untuk menganalisis status
masyarakat sipil di wilayahnya). Caramenilai adalah membubuhkan
tanda di atas skor sebuah indikator yang dianggap sesuai atau
mencerminkan kondisi saat ini. Metoda yang digunakan untuk
perolehan akhir nilai di tigp subdimens dan dimens dilakukan dengan
matematika sederhana, penjumlahan dan pembagian untuk mendapat
nila rata-rata. Proses entry data, tabulasi dan penghitungan bisa
dilakukan dengan memanfaatkan program database khusus pada
program Microsoft Excel. Setelah proses penilaian dan pengolahan
data diselesaikan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis,
mendiskusikan, dan melakukan refleksi atas hasil penilaian peserta
di tiap dimensi dan subdimensi, dilanjutkan dengan menyusun
rekomendasi untuk tiap-tiap subdimens dan dimensi. Selang dan
pemaknaan atas selang yang telah ditetapkan pada langkah
sebelumnya, dan tabel-tabel hasil penilaian yang berisi nilai rataan
untuk tiap-tiap indikator, serta tingkat konsensus akan sangat
membantu peserta untuk memulai pembahasan dalam rangka
menginterpretasikan hasil dan merumuskan rekomendasi tersebut.
Proses menginterpretasikan hasil penilaian dan merumuskan
rekomendasi dapat dilakukan dengan diskusi kelompok berdasarkan
dimensi. Sgjumlah peserta berkumpul dan secarakhusus melakukan
sharing, refleksi, analisis, sekaligus mendiskusikan dan memberikan
rekomendas untuk masing-masing dimensi yang dibahasnya, untuk
kemudian disampaikan dalam pleno. Sama halnya dengan ketika
mendiskusikan alat analisis dan indikator, pleno bermanfaat untuk
mencari kesepakatan semua pesertaterhadap hasil diskus kelompok
serta melengkapi interpretasi dan rekomendasi-rekomendasi yang
disusun.
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Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Kupang
Kabupaten Sumba Timur
Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Dompu
Kabupaten Bima
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Buton Utara

K ota Baubau

Kabupaten Buton
Kabupaten Muna
Kabupaten Gowa
Kabupaten Takalar
Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Bantaeng







Kabupaten
Timor Tengah Selatan

Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi
NusaTenggara Timur. Secarageografis, kabupaten ini beradadi 124,49°
—124,09° Bujur Timur dan 9,26°— 10,10° Lintang Selatan. Luaswilayah
sebesar 3.947,00 Km?dengan batas-batas wilayah administratif sebagai
berikut:

m  Sebelah Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara

m  Sebelah Selatan : Laut Timor

m Sebelah Barat : Kabupaten Kupang

m  Sebelah Timur : Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah
penduduk K abupaten Timor Tengah Sel atan sementaraberjumlah 440.470
jiwa, yang terdiri atas perempuan 222.455 jiwa dan laki-laki 218.015
jiwa. Biladikaitkan dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di
Kabupaten ini sebanyak 112 jiwa per kilo meter persegi.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Peta organisasi masyarakat sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan
(TTS) yang disgjikan dalam bukuini adalah hasil pemetaan yang dilakukan
pada tahun 2009. Menurut para peserta diskusi terfokus, telah
teridentifikasi 40 organisasi masyarakat sipil (OMS) di Timor Tengah
Selatan. Jumlah tersebut terbagi dalam 5 (lima) kategori OMS yaitu:
organisasi keagamaan sebanyak 7 OMS, kelompok gerakan sosial
sebanyak 15 OMS, Forum/ jaringan/ koalisi/ perkumpulan sebanyak 3
OMS, kelompok tradisional berbasi skan suku dan etnis sebanyak 7 OMS,
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dan organisasi berbasis anggota seperti organisasi profesi, kelompok
representasional, kelompok sosial-budaya, dan kelompok swadaya
masyarakat sebanyak 8 OMS. Apabila dilihat dari tingkat pengaruh,
terdapat 2 organisasi yang masuk dalam kategori sangat ber pengar uh,
yaitu YSSP dan PIAR. Kedua OMS ini cukup banyak berkiprah pada
isu-isu advokasi hak-hak dasar perempuan. Sementaraitu, 8 OMSlain
yang diidentifikas berpengaruh di Kabupaten Timor Tengah Selatanialah
OAT, ORA, ANIMASI, Pemuda GMIT, KLASIS, Kolohunu, YPK dan
CD Bethesda.

Ditinjau dari kelompok atau konstituen yang diwakili, OMS-OMS
yang bekerjadi Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini bekerjauntuk
atau mewakili kelompok perempuan, pemuda (Islam, Kristen, Katolik),
remaja, masyarakat umum, kaum miskin, korban (KDRT, traficking,
pelanggaran HAM), guru, pegawai yayasan, petani, aparat desa,
masyarakat adat, masyarakat se-suku, pengusaha, tukang ojek, dan ibu-
ibupolis / PNS. Dari hasil pemetaan OM S, ditemukan sgjumlah kel ompok
rentan yang belumterwakili oleh OMSdi TTS. Kelompok rentan tersebut
ialah kelompok cacat, waria, kelompok HIV/AIDS, kelompok PSK dan
kelompok PKL (Pedagang Kaki Lima). Beberapa alasan yang
dikemukakan terkait dengan belum didampinginya kelompok rentan
tersebut adalah LSM-L SM di TTSsudah mempunyai fokus programlain.
Selainitu, belum adaSDM yang memadai jugamenjadi alasan mengapa
kurang perhatian padaisu kelompok rentan.

Kekuatan sosial masyarakat sipil terlihat dari kedekatan relasi yang
terbangun di antaraaktor-aktor masyarakat sipil. Pesertapemetaan OMS
menetapkan relasi di antara mereka sebagal “sangat dekat” dan “ dekat”
serta mengidentifikasi penggerak/simpul komunikasi dalam setiap
kelompok relasi. Ada empat kelompok OMS dari relas “sangat dekat”
ialah YSSPPIAR, FKLD Palil To dan Dharma Wanita. Sementara dari
kategori relas “dekat” adalah YPK, Animasi, OAT, Haumeni, Klasis,
Perempuan GMIT, Pemuda GMIT, CD Bethesda, ORA, Forum LPM
dan POS. Menurut analisis peserta pemetaan OMS, terdapat beberapa
alasan dasar dalam membangun relasi OM S karena persamaan isu dan
lembaga funding serta merupakan organisasi bentukan hasil program
OMS.
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Peserta juga melakukan pemetaan kekuatan OMS dalam isu tata
kepemerintahan lokal demokratis (TKLD), hasilnyaberbentuk Diagram
Venn di atas. Lingkaran pusat atau lingkaran terdalam menunjukkan
wilayah kerja/agenda perubahan utama kabupaten untuk mendorong
TKLD. Beberapa OMS yang teridentifikasi telah bekerja pada wilayah
ini adalah PIAR. Dari hasil pemetaan masyarakat sipil di Kabupaten TTS,
beberapa OMS yang teridentifikasi dalam agenda perubahan utama
kabupaten untuk program Tata K epemerintahan Lokal yang Demokratis
(TKLD) adalah PIAR, organisasi ini beradadi jantung M Syang bergerak
diisuTKLD. PIAR dengan organisas yang telah dibentuknyayaitu FKLD
(Forum Komunikasi Lintas Desa) dan forum warganya, gencar
mengadvokasikan isu-isu yang terkait dengan TKLD seperti misalnya
bersama SSP mengadvokasi anggaran fasilitas dan saranan kesehatan
untuk perempuan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan (PerdaK DRT
dan Pergub PUI), advokas perdapartisipas wargadalam musrembangdus
dan musrembangdes. Advokasi SOP pelayanan anak dan perempuan di
polisi, kejaksaan, dan rumah sakit, jugaadvokasi transparansi APBD.

Satus Masyarakat Sipil Kabupaten
Timor Tengah Selatan

STRUKTUR
3.00 +
225 T

1.50 1.44

DAMPAK LINGKUNGANMN

1.52

MILAI
Grafik 1 Intan IMS Kabupaten TTS
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Pada Grafik 1 tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kondisi
masyarakat sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2009
dinilai cukup. Hal ini ditunjukkan oleh hasil skor IMS di semuadimensi
berada pada kategori cukup baik, yaitu Dimensi Struktur (1,44), skor
Dimens Lingkungan (1,28), skor Dimensi Nilai (1,52) dan skor Dimensi
Dampak (1,58). Adapun gambaran masing-masing dimensi dapat
dijelaskan berikut ini.

Aset-aset utama masyar akat sipil yang bekerja di
Kabupaten Timor Tengah Selatan:

Dimensi Struktur
Relas aktor-aktor masyarakat sipil di Kabupaten TTS sangat
baik dalam kerjasamayang ditimbulkan dari rasakepedulian
dan solidaritastinggi terhadap isu sosial.

Dimens Lingkungan
Masyarakat sipil/OM S di Kabupaten TTS dalam berinteraksi
satu samalain tanpa memandang suku, agamamaupun RAS
yang merupakan konteks budayamerekayang harusdijunjung
tinggi.

Dimensi Nilai
Ruang-ruang OMS yang mempromosikan anti kekerasan
menjadi aset arena Masyarakat Sipil di Kabupaten Timor
Tengah Selatan dalam menangulangi masal ah kekerasan.

Dimens Dampak
Organisas masyarakat sipil / masyarakat sipil cukup tanggap
terhadap kepentingan sosial warga seperti isu perempuan,
HIV/AIDS.

DIMENSI STRUKTUR

Hasi| pengukuran Indeks Masyarakat Sipil Kabupaten Timor Tengah
Selatan Tahun 2009 menunjukkan kondisi masyarakat sipil di Kabupaten
Timor Tengah Selatan untuk Dimens Struktur memperoleh nilai buruk
(1,44). Ada empat subdimensi yang berkontribusi pada cukup baiknya
nilai Dimens Struktur, dimanakeempat subdimens ini memperol eh skor
cukup baik yaitu, subdimensi relasi antar aktor-aktor masyarakat sipil
(1,71), subdimensi keluasan partisipasi warga (1,68); subdimensi
kedalaman partisipasi warga (1,48). Sedangkan subdimensi yang
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mempunyai kategori rendah dan memerlukan perhatian khusus yaitu,

keanekaragaman MS (1,43), subdimensi tingkat organisasi (1,27) dan
subdimensi sumber daya(1,08).

DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi
warga

Kedalaman partisipasi
warga

Keanekaragaman OMS

Tingkat keorganisasian

Inter-relasi

Sumber daya
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Skor tertinggi Dimens Struktur ialah Subdimens Relas Antar Aktor-
Aktor Masyarakat Sipil. Subdimensi ini memperoleh nilai cukup baik
dengan skor yang paling tinggi dibandingkan empat subdimensi lainnya.
Tingginyanilai subdimens ini dikontribus oleh keduaindikatornya, yaitu
kerjasama (1,73) dan komunikasi (1,70) mendapatkan skor cukup baik.
Kondis cukup baik subdimensi ini dikontribusi oleh kerja sama yang
ditimbulkan dari rasakepedulian dan solidaritastinggi terhadap isu bencana
alam. I su tersebut menjadi ancaman masyarakat sehinggamerekadituntut
untuk bekerjasama, misalnya bekerjasama padabencana. Selainitu, ada
kesadaran yang timbul dalam diri masyarakat yang terpanggil untuk
memberikan informasi kepada sesama, misalnyainformasi terkait dengan
penyakit diare di Bena yang disebabkan oleh keracunan es di Bena.
Komunikasi umumnya dilakukan melalui surat dan telepon, pada saat
pertemuan dan kegiatan pelatihan. Namun sayangnya komunikas yang
dilakukan masih terbatas jika ada kebutuhan bersama.

Skor terendah di Dimensi Struktur ialah Subdimensi Sumber Daya
(1,08). Pada indikator sumber daya (1,15) berada pada kondisi kurang.
Kondis ini dikontribus oleh masih kurangnyasumber dayamanusiayang
disebabkan karenakurangnyaketerampilan khusus dan rendahnyatingkat
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pendidikan. Selainitu, padaindikator kemampuan OM S menggali sumber
daya(1,10) beradapadakurang baik, namun skornyaberada pada selang
yang rendah untuk kategori ini. Beberapa hal yang berkontribusi pada
rendahnya skor indikator ini adalah dalam segi finansial karena belum
mempunyai kemampuan untuk menggali sumber daya dari anggota
sehingga kondisi sosial ekonomi anggota OM S yang tidak mendukung.
Sebagian besar OM S yang sumber dayanya tergantung pada lembaga
donor, kecuali organisasi adat dan keagamaan sertakel ompok-kel ompok
pemberdayaan yang mendapatkan sumber dayadari iuran anggota.

Rekomendasi untuk merespon temuan dalam dimensi
struktur sebagai berikut:

e Membutuhkan organisasi payung (ALIANSI, JARINGAN )
sehingga dapat merespon isu-isu yang menjadi perhatian
bersama atau keberadaan organisasi payung disosialisasikan
secaraluas.

e Strategi-strategi utama yang harus didorong untuk
memperbaiki indikator-indikator yang kurang.

+ Penguatan kapasitas aktor-aktor organisas masyarakat sipil
lewat pel ati han-pel atihan.

+ Mensosiaisaskan OMSlewat mediacetak dan el ektronik.
+ Membangun kerjasamadan komunikasi antar OMS.
+ Membangun kerjasama OM S dengan Pemerintah.
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DIMENSI LINGKUNGAN
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Dimens lingkungan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukan
kategori buruk dengan skor 1,28. Hal ini menunjukkan bahwadukungan
lingkungan dalam aktifitas OM S kurang memberikan dukungan positif
bagi organisasi masyarakat sipil (OMS)/masyarakat sipil (MS) sebagai
ruang interaks antaranilai-nilai yang berkembang di masyarakat dengan
berbagai kepentingan. Namun masi h adakekuatan yang cukup memberi
kontribusi positif sebagai asset masyarakat sipil dan organisasi sipil di
Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni konteks sosial budaya (1,58) dan
kebebasan atas hak-hak dasar (1,52). Selain itu beberapaindikator yang
masi h perhatian khususialah konteks politik (1,47), relasi antaranegara-
masyarakat sipil (1,40), hukum dan kebijakan (1,16), relasi pasar-
masyarakat sipil (0,98) dan indikator yang mempunyai nilai terrendah
ialah konteks sosial ekonomi (0,88).

Konteks sosial budaya OMS/M S Kabupaten Timor Tengah Selatan
secaraumum menunjukan cukup berkontribusi positif dengan nilai antara
1,58 sampai 1,84. Toleransi (1,84) sudah merupakan budaya bagi
masyarakat sipil/OM Sdalam berinteraks satu samalain tanpamemandang
suku, agama maupun RAS. Hal ini ditunjukkan pada aktifitas perayaan
hari-hari raya agama Islam (Idul Fitri), tokoh-tokoh Islam, Protestan
maupun Katolik saling berkoordinasi untuk menjamin keamanan hari-
hari rayadengan terlibat sebagai panitiasekaligus bersilaturahmi. Setiap

56



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Timor Tengah Selatan

proses-proses tersebut, perempuan lebih banyak terlibat aktif dan lebih
cepat jikadibandingkan dengan laki-laki karenaperempuan menganggap
proses-proses tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa
pamrih.

Selainitu, Subdimens yang memiliki kategori rendah ialah Konteks
sosia ekonomi (0,88). Hal ini masih beredarnyaSistem ijon di Kabupaten
Timor Tengah Selatan masih sangat tinggi sehinggamerugikan masyarakat.
Contohnya, hasi| tanaman ekonomi produktif misalnyasayur-mayur, jeruk,
bawang, sudah dibeli sebelum hasil panen. Hal ini disebabkan oleh
kebutuhan pendidikan anak, kesehatan kel uarga sehingga menjual hasil
sebelum panen. Selain itu juga budaya pemborosan (urusan adat) yang
mendesak sehingga masyarakat menjual hasilnya sebelum panen.
Pendapatan keluarga sebagian besar di TTS berkisar 20.000- 30.000
ribu perminggu. Selain itu bantuan BLT yang dibantu oleh pemerintah
sering disalahgunakan oleh kaum | aki-laki misalnyadipakai untuk mabuk-
mabukan. Disisi lain bantuan pemerintah bersifat sementara dan
orientasinyaproyek sehinggatidak adakeberlanjutannya.

Rekomendasi untuk merespon temuan dalam dimensi
lingkungan sebagai berikut:

Berdasarkan potensi dan persoal an yang ada, makaadabeberapa
solusi yang perlu dilakukan oleh OM Syakni:

e OMS perlu mendorong Program pemerintah agar program-
program sesuai kebutuhan dan tepat saran (yang berhak
menerima) dengan memanfaatkan proses Musrenbang
sekaligus mengontrol dan mengkritisi mulai dari proses
Musrenbang sampai pada proses penganggaran ditingkat
kabupaten. OMS bekerjasama dengan pemerintah untuk
BIMTEK kepadal PM di desadan kelurahan dengan metode
P3MD Plus Penganggaran.

e OMS perlu melakukan pendampingan bagi kelompok anak
usiasekolah melalui program pendidikan usiasekolah dalam
rangka mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi yang
menimbulkan kemiskinan (buta aksara, menekan angka
pekerjaanak dibawah umur)

e  OMSperlu mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan

(peraturan Bupati) agar menghilangkan sistemijon sekaligus
melakukan pendampingan dan pel atihan bagi kel ompok tani.
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DIMENSI NILAI
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Dimens Nilai di Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapat skor
1,52 yang artinya cukup. Skor yang paling tinggi berkontribusi cukup
yaitu padasubdimensi anti kekerasan (1,80). Selain itu subdimensi yang
lain juga berkontribusi dalam dimensi nilai ialah subdimensi toleransi
(1,73), subdimensi penanggulangan kemiskinan (1,70), subdimensi
keberlanjutan lingkungan (1,52), subdimensi demokrasi (1,36), dan
subdimensi kesetaraan gender (1,34). Ada satu indikator yang
membutuhkan perhatian yang seriusiaah subdimens transparansi (1,23).

Ruang-ruang OM Syang mempromosi kan anti kekerasan menjadi aset
arena Masyarakat Sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam
menangulangi masalah kekerasan. Banyak OMS yang aktif
mempromosikan anti kekerasan seperti SSP, Plan Nasional, Toga (Lewat
khutbah digerejamaupun magjid), lembaga-|embaga pendidikan (sekolah)
dan Pers. Dampak dari promosi anti kekerasan olen OM S di Kabupaten
Timor Tengah Selatan (TTS) adalah persoalan kekerasan antar OMS
maupun OM S dan Pemerintah sangat minim sekali. Terakhir persoalan
kekerasan terjadi pada tahun 2007, ketika masyarakat menuntut
pemerintah menyel esaikan kasus pertambangan (marmer). Kasusini terjadi
karena pemerintah merebut hak-hak masyarakat. Dampak dari konflik
tersebut (antaraM S dan Perusahaan) adayang terluka, karenaaks tersebut
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beberapa OM S di Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan protes.
Jadi terkadang cara kekerasan dimanfaatkan karena hak-hak M'S yang
paling dasar direbut. Alasan lain sehinggakonflik antar OM S hampir tidak
pernahterjadi di Soekarenaorang TTStidak sukakonflik, dan jikasampai
terjadi konflik makaadaaturan adat yang akan menngatur konflik tersebut.

Pada subdimens transparans merupakan subdimens dengan kategori
buruk dengan skor 1,23. Di Kabupaten K abupaten Timor Tengah Selatan
para aktor MS kurang mempromosikan transparansi karena ada satu
budaya TTSyakni “ uwabakuba” yakni ketikaberbicarauntuk menegur
orang bukan dilakukan secara langsung tetapi melalui bahasa-bahasa
sindiran sehingga butuh waktu untk perenungan dan diduga sulit untuk
berbicara tentang transparansi. Pada kegiatan-kegiatan (seminar,
lokakarya),masyarakat sipil dapat mempromosikan transparansi tapi pada
tataran konsepnya sagja, karena hal tersebut tidak diikuti pada tataran
implementasi, masyarakat TTSjugatidak biasaberbicara“ to the point”
jadi ketika mau mengkritik seseorang bahasa yang digunakan tidak
langsung tetapi masih berputar-putar jadi masih sulit untuk masyarakat
TTShisatransparan. Padaindikator transparans keuangan, semuapeserta
lokakarya IM S tahun 2009 mengatakan pentingnya transparansi tetapi
dalam penilaian dapat dilihat bahwa nilai tersebut sangat kurang yakni
0,76, namun walaupun transparansi yang kurang tetapi korupsi di arena
OMS minim (atau karena tidak terungkap). Hal ini bisa terjadi akibat
kurangnya pengawasan dari organisasi itu sendiri sehingga bisaterjadi,
mi sal nyabantuan-bantuan berupamaterial yangtidak terdistribusi dengan
baik ke OMS.

Rekomendasi untuk merespon temuan dalam dimensi nilai

sebagai berikut:

e Pendampingan yang aktif dari OMS terhadap anggota
masyarakat yang mendapat bantuan sehingga
bertanggungjawab untuk mengembalikan bantuan tersebut
agar dapat di gulirkan.

e Perlu ada sanksi bagi MS yang melanggar aturan dalam
mengelola bantuan (tertuang dalam MoU).

e Laporan pertanggungjawaban dari OMS harus di publikasi
melalui mediacetak dan elekronik.
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OMS, pemerintah  bertanggung jawab dalam
mempromosikan transparansi dalam berbagai bentuk,
jenjang, struktur dan parktek melalui diskusi-diskusi,
lokakaryadan dialog-dial og.

Kesadaran dan tindakan untuk mempromosikan nilai anti
kekerasan oleh Masyarakat Sipil yang harus dicerminkan
dalam sikap dan perilaku, dimula dari keluarga, OMS
maupun negara, dan ketikaterjadi pelanggaran-pelanggran
maka perlu ada penegakan hukum yang tegas.

Perlu regulasi di tingkat desa, untuk antisipasi berbagai
bentuk kekerasan ditingkat desa/kel urahan.

Mendorong Pemerintah mengal okasikan danabagi OM S-
OM Syang mengkampanyekan anti kekerasan.

DIMENSI DAMPAK

Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab
pemerintah dan perusahaan swasta

Secarakeseluruhan, kondis MSdi Kabupaten TTStahun 2009 dalam
dimensi dampak mendapatkan skor cukup (1,58). Subdimensi yang
berkontribus dalam dimens dampak ialah pemberdayaan masyarakat yang
memiliki skor tertinggi 1,70. Selain itu, subdimensi lainnya juga
berkontribusi adalah respon terhadap kepentingan sosial (1,62),
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subdimensi mempengaruhi kebijakan publik (1,58), subdimensi
pemenuhan kebutuhan masyarakat (1,56). Subdimensi yang masih
dianggap buruk adalah mendesakkan terwujudnya tanggung jawab
pemerintah dan perusahaan swasta (1,45)

Subdimensi pemberdayaan masyarakat (1,70) dalam kategori paling
baik karena cukup banyak jumlah OMS yang kemudian memberikan
dukungan terhadap masyarakat miskin, dalam bentuk peningkatan
ekonomi dan pemberian pengetahuan. Pemberdayaan masyarakat paling
banyak di Kab.TTS ialah terkait pemberdayaan perempuan.
Pemberdayaan perempuan didorong untuk terlibat dalam berbagai
kegiatan baik dalam bantuan modal maupun penguatan kapasitas. Salah
satu contoh konkret keberhasilan pemberdayaan, ketika demo tambang
marmer, banyak perempuan yang berada di depan, dan mereka berani
menyatakan bahwakeberadaan perusahaan marmer tersebut merebut hak-
hak dasar mereka untuk air bersih, dan lain-lain. Selain itu, ada kisah
tentang limaorang perempuan yang sekarang terpilih menjadi legidlatif
semua pernah terlibat dalam OMS. Perempuan di Kabupaten TTS
didorong untuk berorganisasi agar mampu menduduki posisi-posisi
strategisdi organisasi.

Pengambil kebijakan jugasekarang mulai berubah pemikirannya, dan
mulai menyatakan bahwa perempuan juga berkemampuan. Dalam isu
kekerasan terhadap perempuan, makin banyak perempuan yang berani
mengadukan terjadinyakekerasan terhadap merekadalam rumah tangga.
Dalam bidang pendidikan, tutor untuk Keaksaraan Fungsional saat ini
lebih banyak perempuan, ketika berkumpul di tingkat Kabupaten, lebih
dari 60% tutor untuk Keaksaraan Fungsional adalah perempuan.

Daam hal membangun modal sosia (1,76), aksi-aks yang dilakukan
oleh OMS misalnya kelompok masyarakat untuk membangun rumah
(seperti arisan), dan proses pembuatan rumahnya pun dikerjakan secara
bersama. Pernah ada kel ompok yang kemudian bergotong-royong untuk
membangun rumah bagi para janda, terutama bagi rumah-rumah yang
tidak memenuhi standar sehat. Indiktor dukungan terhadap lapangan
pekerjaan (1,70) dilakukan oleh OM S ketika para petani berkelompok
dan kemudian membukalahan untuk ditanami sehinggaberproduks dan
memberikan penghasilan. OM Sjuga mengajak petani untuk mengelola
hasil buminyamenjadi bahan-bahan yang |ebih tahan lamauntuk dijual.
Ada OMS yang mengenalkan teknologi pengolahan ubi keladi, yang
kemudian sekarang bisa menjadi usaha masyarakat. Dalam hal
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memberikan informasi dan mendidik warganegara(1,73), rata-rataL SM
akan memiliki pertemuan-pertemuan reguler dengan kelompok
dampingannya untuk mendiskusikan isu-isu seputar apa yang ada
dikelompok, maupun isu-isu baru yang dianggap penting untuk ditransfer.
Ada juga dilakukan studi banding, sehingga masyarakat bisa melihat
langsung perkembangan di kelompok laindi wilayahlain. AdapulaOM S
yang punya berbagai jenis media (radio komunitas, buletin, dan
sebagainya), dimana masyarakat turut terlibat dalam hal mengisi acara
dengan menceritakan kejadian-kejadian di masyarakat. Saat ini baru mau
memulai untuk membuat daftar LSM/OMS yang bergerak di berbagai
Isu, apa yang dikerjakan,dan perkembangan pekerjaan mereka. Ini
dilakukan agar masyarakat tahu kepada siapa mereka bisa meminta
dukungan dengan lebih jelas.

Dalam ha membangun kapasitas untuk aksi bersama (1,73), SSP
misalnya menggerakkan peringatan hari AIDS nusantara, dengan
melakukan gerakan 1,000 lilin, yang sebelumnyadimula dengan lomba-
lomba. Memang tidak semua aksi-aksi bersama yang digerakkan oleh
MS yang memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Ada juga
aksi-aks bersamayang ditujukan untuk proses pemenangan calon-calon
tertentu di Pemilu, yang sebenarnyajugadiorganisir dengan cukup baik.
Daam ha memberdayakan masyarakat terpinggirkan (1,55), hampir
semuaOM Sdi Kabupaten TTS menyasar padamasyarakat margina dalam
hal ini kaum miskin. Program-progam yang dicanangkan pun sebenarnya
ditujukan untuk pemberdayaan rakyat marginal (miskin) seperti terasering,
peningkatan ekonomi rumah tangga, padat karya, pangan, dll. Selain hal
tersebut pemberdayaan kaum terpinggirkan ini juga dilakukan melalui
peningkatan pengetahuan mereka untuk meningkatkan posisi tawar.

Feodalisme memberikan pengaruh terhadap rendahnya keberanian
OM Suntuk mel akukan desakan-desakan terhadap negaradan pengusaha.
Misal, kasus marmer di Fatumnasi, ada yang pro dan ada yang kontra,
sehinggaterjadi benturan antara keduanya. Hal ini terjadi karenayang
berkuasa (ketua adat yang punya pengaruh meluas) kemudian didekati
oleh pengusaha marmer dan aparatur pemerintah yang menginginkan
adanya perusahaan marmer. Terjadilah manipulasi budayauntuk kebutuhan
perusahaan marmer. Disisi lain, bergerak sendiri juga menyebabkan
kendala dalam hal sumber daya (terbatas sumber pendanaan untuk
melakukan aksi berkaitan dengan mendesak tanggung-jawab). Hal lain
lagi adalah masih kurangnya pengetahuan sebagian besar OM S dalam hal
dasar-dasar hukum yang bisa dimanfaatkan untuk menuntut/
mempertanyakan kebijakan dan praktek kebijakan negara dan pasar.
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Rekomendasi untuk merespon temuan dalam dimensi

dampak sebagai berikut:

e Membangun komunikas dan sharing diantaraOM Syang lebih
sering dan lebih regul er, sehinggabisamencari strategi bersama
untuk proses-proses pemberdayaan wargayang lebih baik dan
terintegrasi.

e Memberikan kesempatan kepada berbagai OMS untuk bisa
melakukan studi banding/magang, bahkan didalam K abupaten
sendiri juga, sehingga bisa menggerakkan kreatifitas untuk
mengembangkan hal-hal baru.

e Masih terus dibutuhkan proses-proses meningkatkan
pengetahuan dan kebijakan-kebijakan masyarakat untuk
mengenali lingkungannyadan mencari solusi atas persoal an-
persoalannya.

e OMS masih membutuhkan penguatan kapasitas dalam hal
“berkomunikasi” dan melobby pihak lain, termasuk dalam hal
pembekalan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk
mengatasi isu tertentu.
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Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tengggara Timur mencakup
wilayah seluas 53.958,28 km? yang terdiri dari wilayah daratan seluas
7.178,28 km? dan wilayah laut seluas 46 780 km? dengan garis pantai
kurang lebih 492,4 km. Kabupaten ini memiliki 27 pulau, di mana 18
pulau di antaranyatelah bernamadan 9 pulau belum diberi nama. Saat ini
ada 5 pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Timor, Pulau Sabu, Pulau
Semau, Pulau Raijua, dan Pulau Kera.

Ditinjau secara geografis, posisi Kabupaten Kupang berada pada
121°30" - 124°11’ BT dan 9°19" - 10°.57' LS, dengan batas—batas
wilayahnya:

1. Sebelah Utaraberbatasan dengan Laut Sawu, Selat Ombai.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan SamudraHindia.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan K abupaten TTS dan Ambeno/
Timor Leste.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Rote Ndao dan Laut
Sawu.

Data Kabupaten Kupang dalam Angka 2009 menyebutkan wilayah
administratif kabupatenini terbagi ke dalam 29 kecamatan dan 240 desa/
kelurahan. Jumlah penduduk kabupaten pada tahun 2008 sebanyak
383.896 jiwayang terdiri dari 193.180 laki-laki dan 190.716 perempuan.
Wilayah Kabupaten Kupang sangat |uasjikadibandingkan dengan jumlah



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Kupang

penduduknya. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 65 orang/kmz,
dengan kepadatan tertinggi antara 250-280 orang/km? hanya di 4
kecamatan, yaitu K ecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, Raijua, dan
Hawu Mehara. Sementara sebagian besar kecamatan memiliki kepadatan
penduduk kurang dari 100/km?

Kabupaten ini cukup rawan terjadi bencana, seperti banjir, tanah
longsor, gelombang pasang, kebakaran, angin topan, daerah aliran sungai.
Wilayah rawan bencanaterdapat di 11 kecamatan.

Total jumlah penduduk =383.896 jiwa
Jumiah Penduduk tahun | Toa jumlah laki-laki = 193.180 jiwa
2008 Total jumlah perempuan =190.716 jiwa

Komposisi anggota 35 orang dari 11 partai politik, terdiri dari:
DPRD Kabupaten ¢+ Partai Hati Nurani Rakyat =4 orang
Kupang hasil Pemilu Partai Karya Peduli Bangsa =2 orang
2009° Partai Gerakan Indonesia Raya= 2 orang
Partai Karya Perjuangan =3 orang
Partai Demokrasi Kebangsaan = 1 orang

* & o o

Peta Organisasi Masyarakat Sipil
Kabupaten Kupang

Pemetaan OM Sdihasilkan melalui sebuah diskus kelompok terfokus
yang diikuti oleh OMS yang bekerja di Kabupaten Kupang. Menurut
peserta terdapat 6 kategori OMS yang bekerja di Kabupaten Kupang,
yaitu organisasi keagamaan, kelompok gerakan sosia, forum/jaringan/
koalisi/perkumpulan, kelompok tradisional berbasis suku dan etnis,
organisasi berbasis anggota seperti organisasi profesi, kelompok
representasional (kelompok sosial-budayadan kelompok swadaya), dan
kelompok pemuda. Pada proses pemetaan OMS, cukup banyak OMS
dalam kelompok gerakan sosial yang teridentifikasi. Selainitu jugacukup
banyak jaringan-jaringan berbasi skan isu yang dibentuk oleh OM S seperti

' Data dari Kabupaten Kupang dalam Angka 2009.
2 http://www.kab-kupang.go.id/dprd/web/dprdkab/index.php?mod=partai

66



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Kupang

Blok Politik Masyarakat Sipil NTT, Forum Kemanusiaan Timor Barat,
Alians Anti Korupsi NTT, Konsorsium Pembangunan Masyarakat Nusa
Tenggara (KPMNT), Forum DAS NTT, Forum Flobamora, Jaringan
Masyarakat Adat NTT, Asosiasi Pemdes dan BPD, Forum Perlindungan
PekerjaTerburuk NTT, Jaringan K esehatan Perempuan Indonesia Timur
(JKPIT). Beberapa isu yang menjadi fokus kerja OMS adalah
pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak-hak anak dan hak para
pengungsi (eks Timor-Timur), pengelolaan lingkungan dan ketahanan
pangan, advokas kebijakan, perdagangan perempuan, bantuan hukum
terhadap kasus hak atas tanah dan hak masyarakat adat, dan tata
pemerintahan lokal yang demokratis. Pada isu terakhir mencakup
perlindungan hak-hak dasar, kesetaraan gender, penguatan pemerintah
desa, pemantauan korupsi, dan partisipasi politik perempuan.

Ditinjau dari kelompok atau konstituen yang diwakili, OMS-OMS
yang bekerjadi Kabupaten Kupang saat ini bekerjauntuk atau mewakili
kelompok perempuan, pemuda (I1slam, Kristen, Katolik), remaja, kaum
miskin, masyarakat umum, korban (KDRT, trafficking, pelanggaran
HAM), PSK, ODHA, guru, petani, aparat desa, masyarakat adat,
masyarakat se-suku, pengusaha, tukang ojek, dan anak jalanan. Saat ini
masih ada kelompok rentan yang belum terwakili oleh OM S di Kupang
yaitu kelompok buruh. Menurut pesertapemetaan OM S, sebenarnyaada
beberapa OM S yang mencobamerespon isu tentang buruh (migran) jika
persoalan ini muncul. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi alasan
mengapa kurang perhatian padaisu buruh.

Bidang-bidang kerja yang dijalankan oleh OMS-OMS untuk
Kabupaten Kupang antara lain melakukan penguatan/pemberdayaan
masyarakat, pendidikan (pemberantasan butaaksara, anak putus sekolah,
politik dan demokrasi), menyediakan informasi, menyediakan layanan
kesehatan (KIA, kesehatan reproduksi, HIV/Aids, kesehatan lingkungan,
PMT, PMS, dll.), menyediakan kebutuhan mendesak masyarakat (air
bersih, posgizi, dil.), kredit mikro, dan advokasi.
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Diagram 3. Peta OMS di Kabupaten Kupang terhadap TKLD Tahun 2009
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Kekuatan sosial masyarakat sipil Kabupaten Kupang terlinat dari
kedekatan relasi yang terbangun di antara aktor-aktor masyarakat sipil.
Peserta pemetaan OMS menetapkan relasi di antara mereka sebagai
“sangat dekat” dan “dekat” serta mengidentifikasi penggerak/simpul
komunikasi dalam setiap kelompok relasi tersebut. Ada tiga kelompok
OMSdaamrelas “sangat dekat” yaitu (1) Keuskupan Agung Kupang,
KUB, DFI dan Justice and Peace KAK; (2) Sinode GMIT, CIS Timor,
GMKI, YAO, Rumah Perempuan, PIAR; (3) PIKUL, CISTimor, Rumah
Perempuan, PMPB, Sanlima, Bengkel Appek, PIAR. Sementaradalam
relas “dekat” lembagayang menjadi penggerak/simpul komunikas adalah
PKBI, Yasmara, Sanlima, YPPL, Asosiasi BPD, dan YTB. Menurut
analisis peserta pemetaan OMS, terdapat beberapa dasar dalam
membangun relas OM S seperti kesamaan program dan isu, komitmen,
struktur hirarki, kesamaan sumber dana, dan kedekatan emosional karena
pertemanan.

Persatuan
Ojek

7,
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Peserta juga melakukan pemetaan kekuatan OMS dalam isu tata
kepemerintahan lokal demokratis(TKLD), hasiInyasebagaimanatertuang
dalam bentuk diagram 3 di atas. Lingkaran pusat atau lingkaran terdalam
menunjukkan wilayah kerja/agenda perubahan utama kabupaten untuk
mendorong TKLD. Beberapa OM Syang teridentifikas telah bekerjapada
wilayah ini adalah PIAR, Bengkel Appek, Rumah Perempuan, YPPL,
PIKUL, dan Lap Timoris. Lingkaran lainnyamenunjukkan wilayah kerja
yang tidak langsung berkaitan denganisu TKLD.

Status Masyarakat Sipil Kabupaten Kupang

STRUKTUR
300 1

DAMPAK LINGKUNGAMN

1.94 +

NI-I.-AI
Grafik 2 Intan IMS Kabupaten Kupang

Diagram di atas merupakan Intan yang merepresentasikan kondisi
masyarakat sipil Kabupaten Kupang pada tahun 2009. Intan tersebut
menunjukkan kondis yang cukup sehat untuk seluruh dimensi masyarakat
sipil, namun duadimensinyayaitu Dimensi Struktur (1,62) dan Dimensi
Lingkungan (1,62) masih jauh dari skor tertinggi. Sementaraduadimensi
lainyaitu Dimensi Dampak (1,92) dan Dimensi Nilai (1,94) memiliki skor
lebih tinggi yang memperlihatkan bahwa kerja-kerja masyarakat sipil
dirasakan telah memberikan dampak bagi masyarakat; dan masyarakat
sipil menjadi aktor yang cukup aktif dan berhasil mempromosikan dan
mempraktekkan nilai-nilai universal di dalam dan di luar organisasinya

K ekuatan utamamasyarakat sipil Kabupaten Kupang adalah promosi
dan praktek nilai-nilai universal dalam arenamasyarakat sipil. Masyarakat
sipil merupakan aktor penting di kabupaten dalam promosi nilai anti
kekerasan, toleransi, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender,
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demokrasi, keberlanjutan lingkungan, dan transparansi. Meskipun
demikian, masyarakat sipil masih memiliki tantangan untuk mendorong
praktek anti kekerasan padatingkat individu dalam skala rumah tangga
karena masih banyak terjadi kasus kekerasan, baik secara fisik, psikis,
maupun seksual. Kredibilitas masyarakat sipil juga masih perlu
ditingkatkan melalui praktek transparansi keuangan tidak hanyakepada
lembaga donor atau di tingkat internal lembaga saja tetapi juga kepada
kelompok dampingan dan publik melalui mediayang terjangkau.

Tantangan utama masyarakat sipil Kabupaten Kupang adalah
kecukupan sumber daya (SDM, keuangan, teknologi) untuk pencapaian
vis mis lembagadan konteks sosial ekonomi sertarelas pasar-masyarakat
sipil yang kurang mendukung bagi tumbuh kembangnyamasyarakat sipil.
Meskipun pemkab telah memiliki website, ternyata hak konstitusional
wargauntuk mendapatkan informasi masih menjadi tantangan saat ini.

Aset-aset utamamasyar akat sipil yang bekerjadi Kabupaten

Kupang

Dimens Struktur

+  Relas antar aktor-aktor masyarakat sipil yang tercermin dalam
komunikasi dan kerja sama kegiatan maupun berjaringan/
aliansi/koalisi untuk merespon isu.

Dimens Lingkungan

+  Pdaksanaan hak konstitusiona bagi berfungsinyamasyarakat
sipil, yaitu kebebasan dan hak-hak dasar, cukup baik.
K ebebasan pers dan kebebasan sipil (berkumpul, berekspresi,
berasosiasi) tidak ada hambatan.

Dimens Nilai

+  Promosi dan praktek nilai anti kekerasan dan perdamaian oleh
OMSdi arenamasyarakat sipil

Dimensi Dampak

+  OMS berperan dalam memberdayakan masyarakat yang

diwujudkan melalui membangun modal sosia masyarakat dan
memberikan dukungan pekerjaan.

+  OMSteah menaruh perhatian padaterwujudnyaakuntabilitas
pemerintah dan sektor swasta dengan cara melakukan
monitoring, mendorong transparansi, dan melontarkan kritik-
kritik.
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Bagian berikut ini berisi uraian tentang empat dimensi masyarakat
sipil Kabupaten Kupang terkait dengan skor dan maknanya sertafaktor-
faktor yang berpengaruh bagi pertumbuhan masyarakat sipil.

DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi
warga

Kedalaman partisipasi
warga

Keanekaragaman OMS
Tingkat keorganisasian
Inter-relasi

Sumber daya

I

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

o

Dimensi Struktur masyarakat sipil Kabupaten Kupang berada pada
kondisi cukup sehat, dengan skor 1,62. Kondisi masyarakat sipil yang
cukup sehat ini dikontribusi oleh beberapa oleh subdimensi yang
kondisinya cukup sehat, yaitu subdimensi relasi antar aktor-aktor
masyarakat sipil (1,77); subdimens keluasan partisipasi warga (1,76);
subdimensi kedalaman partisipasi warga (1,64); dan subdimensi
keragaman arenamasyarakat sipil (1,62). Dari skor beberapasubdimens
tergambarkan bahwa struktur masyarakat sipil Kabupaten Kupang
memiliki karakter utamaberkemampuan menjalinrelasi, warganyaaktif
dalam kegiatan kolektif di komunitasnya, serta arena masyarakat sipil
yang cukup beragam. Namun, sebaliknyainfrastruktur masyarakat sipil
yaitu subdimensi tingkat organisasi mendapatkan skor rendah (1,53),
walaupun masih berada pada kondisi cukup baik. Masyarakat sipil
Kabupaten Kupang jugamenghadapi masalah sumber dayayang serius,
terlihat dari skor subdimensi sumber dayaburuk (1,41).

Salah satu kekuatan utamamasyarakat sipil Kabupaten Kupang pada
Dimens Struktur adal ah jalinan komunikasi (1,79) dan kerjasama(1,76)
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antar aktor. Kedua indikator ini memberi sumbangan positif pada skor
subdimens, yang memang hanyaterdiri dari duaindikator ini. Padakedua
indikator ini terjadi perbedaan penilaian antara peserta perempuan dan
laki-laki. Proses-proseskomunikas dan kerjasamaantar aktor kabupaten
dilakukan pada acara-acara adat dan keterlibatan kelompok-kelompok
komunitas dalam kegiatan OM Syang lain, misalnyadengan LSM.

Komunikas umumnya dilakukan secara langsung ketika bertemu
dalam pertemuan dan kegiatan pel atihan atau menggunakan media surat
dan telpon. Media komunikasi lainnya adalah milis Info Nusra. OMS
anggotamilisbiasanyamenggunakan milisini untuk memintadukungan
bagi kasus-kasus yang didorong lembaganya. Namun karena wilayah
kabupaten ini yang sangat luas, proses komunikasi antar aktor
sesungguhnyamas h menghadapi kendal aketerbatasan jangkauan wilayah,
disamping jugaisu, dana dan waktu. Hal ini mengakibatkan koordinasi
belum terjadi antar semua OM S kabupaten, walaupun koordinasi telah
terjadi pada wilayah tertentu. Kerja sama antar aktor masyarakat sipil
umumnya dilakukan dengan cara beraliansi/koalisi/konsorsium untuk
merespon berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Bentuk aliansi/
koalisi/konsorsium ini mulai dari yang bersifat tidak permanen seperti
Forum Kemanusiaan Timor Barat, Alians Anti Korupsi NTT, dan Jaringan
Anti Kemiskinan NTT; hingga bersifat permanen seperti Jarpuk, JPPR,
dan FORPA.

Hal lain yang menarik bagi kami di ClSadalah partisipasi aktif
bersama dengan OMSORMAS dalam melakukan aksi bersama,
misalnya bulan lalu kami advokasi bersama persoalan listrik di
Kupang yang pemadaman bergilirnya tak kunjung berhenti.
Selain itu kami juga bersama-sama dengan masyar akat
menuntut hak kepada pemerintah untuk pelayanan publik yang
lebih baik, dan kampanye anti korupsi.

Winston Neil Rondo, S. Pt - Direktur CIS Timor

Selain memiliki kekuatan di atas, masyarakat sipil Kabupaten Kupang
masi h menghadapi masal ah serius dalam kecukupan sumber daya untuk
dapat mencapai tujuannya, terutamaterkait keuangan. Menurut peserta
IMS, saat ini sebagian besar OMS menggantungkan sumber dayanya
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kepada lembaga donor. Hanya organisasi adat dan keagamaan serta
kelompok-kelompok pemberdayaan yang mendapatkan sumber dayadari
iuran anggota. Carakerjabanyak L SM internasiona yang langsung tanpa
melibatkan OM Slokal sebagai mitrakerjamenyebabkan OM Skehilangan
sumber daya, jugatidak menumbuhkembangkan OMS di tingkat lokal.
Hal lain adal ah terjadinya perubahan nilai dan perilaku OM S/aktivisdari
bersifat sukarela menjadi berorientasi uang serta adanya cara pandang
bahwa OMS (khususnya LSM) mempunyai banyak uang. Kebutuhan
sumber dayamanusiayang berkapasitasdi Kabupaten Kupang masih teris
dari OMS Kota Kupang. Mereka memiliki keahlian sebagai fasilitator,
legal drafting, penganggaran, hingga pengamat politik. Tetapi keahlian
ini belum merata kepada seluruh OM S karena masih kurangnyasharing
keahlian di antaramereka. Jeniskeahlian yang dirasamasih kurang adalah
community organizer. Selain jumlahnyakurang, tidak semuanyatinggal
di desa atau lokasi dampingannya, ada pula yang hanya berkomitmen
sebatas program.

Rekomendas untuk meningkatkan dimensi struktur sebagai

berikut:

e Pendataan OM S dan pengaktifan sekretariat bersama

e Memintaeksekutif dan legidatif membuat perdatransparans
dan perencanaan sehingga ada jaminan bagi partisipasi
masyarakat§ Peningkatan kapasitas untuk aparat desa dan
OoMS

e Mengidentifikasi kembali kearifan lokal di tiap wilayah8
Melakukan inventarisasi tokoh-tokoh M'S yang mempunyai
kapasitas pendidikan formal untuk difasilitas mendapatkan
pemenuhan pendidikan

e Mendorong komitmen dari organisasi payung dan institusi
pendukung dalam jaringan.

e Perlu penguatan kapasitas SDM

e Mendorong OMS punyausahamandiri (fundraising)
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DIMENSI LINGKUNGAN
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Dimens Lingkungan masyarakat sipil Kabupaten Kupang beradapada
kondisi cukup sehat dengan skor 1,62. Dimensi ini merupakan faktor
eksternal yang cukup berpengaruh positif atau cukup mendukung
perkembangan masyarakat sipil di Kabupaten Kupang. Hasil IMS
menunjukkan beberapafaktor eksternal yang berkontribusi menguatkan
masyarakat sipil Kabupaten Kupang adalah Subdimensi Kebebasan dan
Hak-hak Dasar (1,94), Konteks Politik (1,85), Konteks Sosial-budaya
(1,76), Rrelasi Negara-M S (1,76); dan subdimensi hukum dan kebijakan
(1,75) yang berada pada kondisi cukup sehat. Sebaliknya, masi h terdapat
faktor eksternal yang menghambat pertumbuhan masyarakat sipil
Kabupaten Kupang, yaitu subdimens konteks sosial ekonomi (1,07) dan
subdimensi relasi pasar-masyarakat sipil (1,18) yang berada padakondisi
kurang sehat.

Hak kongtitusional yang secaralangsung terkait dengan berfungsinya
masyarakat sipil, yaitu subdimensi kebebasan dan hak-hak dasar
merupakan satu faktor eksternal yang cukup kuat mendukung tumbuhnya
masyarakat sipil Kabupaten Kupang. Indikator yang mendukung adalah
kebebasan pers dengan skor 2,28 yang menunjukkan kondisi cukup
kondusif bagi persuntuk bekerja. Kaangan pers memahami aturan-aturan
terkait pers yang berlaku dan bebas mendapatkan informasi serta

74



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Kupang

mempublikasikan informasi tersebut kepada masyarakat. Walaupun
sebenarnyamedia-mediayang disebarkan di wilayah K abupaten Kupang
umumnya diproduksi dan disiarkan dari Kota Kupang, termasuk Radio
Pemkab Kupang. Indikator lain yang mendukung adal ah kebebasan sipil
dengan skor 2,14 berada padakondisi cukup baik. Hak konstitusional ini
menunjukkan adanyakebebasan sipil, yaitu kebebasan untuk berekspresi,
berkumpul, dan berasosiasi bagi masyarakat sipil Kabupaten Kupang.
Menurut peserta IMS, masyarakat desa sering berkumpul untuk
mendiskusikan kepentingan bersama. Masyarakat juga dapat
mengekspresikan pendapatnya secara terbuka kepada pemerintah,
contohnya pada kasus perusahaan mangan di Desa Oeniko, kasus air
minum Tilong, dan beberapakasuskecil 1ain, meskipun respon pemerintah
tidak selalu menyambut hangat hal tersebut. Selain itu masih terjadi
intimidasi oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan isu SARA,
misalnya isu agama agar pihak lain tidak mendapatkan dukungan dari
masyarakat luas.

Namun pada sisi lain, hak untuk memperoleh informasi bagi
masyarakat sipil menjadi satu faktor eksternal yang kurang mendukung
karena hanya mendapat skor 1,41 yang bermakna kurang sehat. Di satu
pihak, masyarakat merasa tidak penting untuk mencari tahu data dan
informas yang berkaitan dengan dokumen daerah maupun dokumen desa,
misalnyaAPBD, APBDes, atau dokumen kebijakan lainnya sertakurang
mengetahui prosedur/mekanisme mencari informasi publik. Sementara
di pihak lain, akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen kebijakan
tertentu pemerintah masih terbatas walaupun pemkab telah memiliki
website. Fakta ini sangat kontras dengan kenyataan bahwa pemerintah
telah mengatur tata cara pemenuhan hak konstitusional ini lebih lanjut
melalui UU No. 14 tahun 2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik.

Persoalan air bersih bagi kami masyarakat di Desa
Noelbaki di wilayah tertentu masih cukup sulit, pemenuhan air
bersih kepada masyarakat masih minim. Baru-baru ini kami
warga di Noelbaki berkumpul dan bergotong royong untuk
pembuatan dan pemasangan pipa air minum, sekaligus
membuat bak penampung air. Dengan terpasangnya pipa air
dan tersedianya bak penampung tersebut, maka kebutuhan air
bersih di wilayah kami sedikit teratasi.

Martha K ewuan - K etua Jaringan PengusahaK ecil InaFo'a
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Konteks sosial ekonomi ternyata menjadi faktor eksternal yang
menghambat tumbuh kembangnya masyarakat sipil Kabupaten Kupang.
Subdimensi konteks sosial ekonomi ini hanya mendapatkan skor 1,07
yang bermaknakondisi sosial ekonomi kurang sehat. Angkakemiskinan
cukup tinggi terlihat dari jumlah rumah tangga miskin sebesar 65.466
(81%) padatahun 2005 dan meningkat menjadi 65.539 padatahun 2007.
Kondis rawan pangan terjadi di daerah-daerah kantong kemiskinan yang
berlangsung pada awal musim tanam dan sebelum panen, yaitu sekitar
bulan Oktober-Februari. Kondisi ini seringkali dibarengi dengan
kekurangan air paling parah yang dialami pada puncak musim kemarau
(antara bulan Agustus-November), sehingga berakumulasi pada
kerentanan terhadap penyakit yang umumnyaberkaitan dengan masalah
air dan sanitasi berlangsung pada awa musim hujan (Februari-Maret).
Padamusim-musimini, kerawanan terjadi padakebutuhan manusiayang
sifatnya sangat mendasar dan mengancam kehidupan mereka, seperti
pangan, air bersih.

Rekomendasi untuk memperbaiki dimensi lingkungan

sebagai berikut:

e OMS harus proaktif mencari informasi tentang dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sipil,
selain itu OMS perlu memberikan penyadaran-penyadaran
kritisbagi masyarakat sipil tentang hak-haknya.

e OMS mendorong pemerintah di tingkat desa untuk
memanfaatkan diskusi-diskusi desa dan papan informasi
sebagal saranauntuk memberikan informasi berkaitan dengan
dokumen-dokumen publik bagi masyarakat desa untuk
pemenuhan hak-hak atasinformasi.

e OMSperlu mendorong aturan kebebasan aksesinformas bagi
masyarakat sipil di Kabupaten Kupang dengan melakukan
kerjasama dengan pemerintah dan DPRD.

e OMS perlu membangun jaringan dengan berbagai kelompok
OMS, mediamasa, perguruan tinggi dan DPRD untuk terus
mel akukan kontrol terhadap upaya penyel esaian kasus-kasus
korups sertamemberikan penyadaran kritis bagi masyarakat
tentang dampak dari korupsi.
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OM Sperlu advokas bersamadalam upaya penegakan hukum.

OM S perlu mengadvokas kebijakan daerah yang memberikan
ruang bagi desauntuk mengel olasumber dayaaam yang ada
di dalam desa serta melakukan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia aparat desadan BPD.

OMS membangun kerja sama dengan pihak pemerintah
Kabupaten Kupang (Dinas Pendidikan) untuk mendesain
kurikulum pendidikan berbasi s kesetaraan gender.

OMS memperkuat kapasitas perempuan tentang hak-hak
untuk terlibat dalam proses pembangunan termasuk menjadi
kepaladesaataupun menduduki posis kelembagaan di tingkat
desaatau wilayah setempat.

Pemerintah dalam membantu warga masyarakat sipil, perlu
melakukan studi kelayakan dan melalui suatu perencanaan
yang matang.

OM S perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah (kerja
kolaborasi) untuk melakukan pendidikan dan pel atihan serta
pendampingan rutin bagi kelompok OMS yang mendapat
bantuan.

OM S dan pemerintah perlu melakukan perencanaan bersama
dalam berbagai program agar tidak tumpang tindih dan salah
sasaran.

OM S terus mengontrol dan mendesak janji pemerintah agar
janji-janji pemerintah dapat direalisasikan.

Sosiadlisas undang-undang/aturan-aturan berkaitan dengan
pajak.

OMS perlu melakukan advokasi peraturan daerah yang
mengatur tentang tanggung jawab perusahaan dalam aspek
perbaikan ekologi lingkungan dan kontribusi pengusahabagi
masyarakat di sekitar lokasi galian C.
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DIMENSI NILAI

Demokrasi

TrunsparBHSi _

Toleransi
Anti kekerasan 217

Kesetaraan gender

e T
kemiskinan

Keberlanjutan
lingkungan

0.

2

0.75 1.50 2.25 3.00

Dimens Nilai masyarakat sipil Kabupaten beradapadakondis cukup
sehat dengan skor 1,94. Skor dimens ini menggambarkan nilai dan prinsip
yang dianut, dipraktekkan, dan dipromosikan oleh masyarakat sipil
Kabupaten Kupang cukup baik. Seluruh subdimensi berada padakondisi
cukup sehat, di mana subdimensi anti kekerasan (2,17), subdimensi
toleransi (2,14), dan subdimensi penanggulangan kemiskinan (2,00)
merupakan tiga subdimensi dengan skor tertinggi. Empat subdimensi lain
yang memiliki skor lebih rendah adalah subdimens kesetaraan gender
(1,80), subdimens demokrasi (1,86), subdimens keberlanjutan lingkungan
(1,93), dan subdimens transparansi (1,66) dengan nilai terendah.

Nilal anti kekerasan dan perdamaian menjadi salah satu kekuatan
utama masyarakat sipil Kabupaten Kupang. OMS dan tokoh-tokoh
masyarakat sipil tidak menggunakan cara-carakekerasan di dalam arena
masyarakat sipil. Hal ini ditunjukkan oleh skor indikator anti kekerasan
di arena masyarakat sipil sebesar 2,31 yang bermakna sehat. Dalam
kenyataannya, memang hampir tidak ada kejadian kekerasan yang
dilakukan oleh OMS dan tokoh-tokoh masyarakat sipil dalam
memperjuangkan kepentingan bersama. Kegiatan advokas yang dilakukan
oleh OMS memilih pendekatan dialog dengan pembuat kebijakan,
meskipun adakalanya menggunakan aksi damai mendatangi kantor
pemerintahan tetapi ditujukan untuk melakukan dialog. Walaupun dalam
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ranah masyarakat sipil kejadian kekerasan hampir tidak terjadi, namun
dalam skala rumah tangga masih terjadi banyak kasus kekerasan, baik
secarafisik, psikis, maupun seksual. Kasus kekerasan rumah tanggayang
cukup sering terjadi dalam bentuk ingkar janji menikah. Kasuskekerasan
dalam rumah tanggalainnyaadal ah kekerasan terhadap anak dan kekerasan
yang terjadi akibat konflik tanah warisan, yang kemudian melebar menjadi
konflik kelompok. Sementara hasil IMS menunjukkan indikator arena
masyarakat sipil untuk mempromosikan anti kekerasan dan perdamaian
mendapat skor 2,03 yang bermaknacukup sehat. Hal ini mengindikasikan
sosialisas UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan K ekerasan dalam
Rumah Tangga yang selama ini dilakukan oleh OMS belum cukup
mendorong praktek anti kekerasan di tingkat rumah tangga.

Nilai transparansi masyarakat sipil Kabupaten Kupang berada pada
kondis cukup sehat dengan skor 1,66 yang merupakan skor terendah
dalam Dimensi Nilai. Subdimensi ini menggambarkan kredibilitas
masyarakat sipil yang ditunjukkan oleh transparans keuangan dan korups,
pertanggunggugatan OMS kepada pemberi mandat/konstituen, serta
promosi transparansi kepada publik luas. Transparansi keuangan
merupakan indikator dengan skor terendah, yaitu 1,45 dan satu-satunya
yang berada pada kondisi kurang sehat. Meskipun OMS menyatakan
transparansi keuangan penting dalam pengel olaan program, tetapi pada
prakteknya proses transparansi yang dilakukan terbatas di internal
lembaga. Pada kelompok-kelompok yang dibentuk untuk menerima
bantuan dinas, keuangan kel ompok umumnyadiatur hanyaoleh pengurus
sedangkan anggota kel ompok hanya menyetujui tindakan pengurusnya.
Pengel olaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel, serta tidak
adanya pengawasan ini yang mengakibatkan terjadinya korupsi dan
penyalahgunaan. Sejauh ini masih sedikit organisasi yang transparan
kepadapublik.

Rekomendasi untuk memperbaiki dimensi lingkungan

sebagai berikut:

e Penting adanya keterbukaan dari pihak yang melakukan
kekerasan. Pihak berwenang menyel esaikan kasus dengan baik
sebagal proses pembelgjaran.

e Pentingdibuat pelatihan baik oleh L SM atau pemerintah untuk
meningkatkan pemahaman tentang tindak kekerasan dan
mendorong agar setiap orang berani mengungkapkan tindak
kekerasan yang terjadi di lingkungannya.
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Mendorong lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan
persoalan sampal tuntas.

Perlu membentuk forum untuk meningkatkan toleransi.

Perlu dilakukan penyadaran melalui bimbingan, pelatihan,
seminar atau diskusi oleh aktor apa saja.

Pemerintah harus punyaemergency respon terhadap persoalan
masyarakat, terutamayang berhubungan dengan penanganan
bencana, contohnya dalam kasus tanah turun di Fatuleu,
OebolahanyalL SM yang membantu.

Selain pemberian dana pemerintah juga diharapkan
memberikan pendampingan terhadap bantuan yang diberikan
supayadanatersebut bisaefektif.

Pemerintah diharapkan tidak mel akukan diskriminasi wilayah
(perlu optimalisasi Pemdes).

OM S memiliki payung hukum.

Melakukan penguatan kepada MS untuk terus-menerus
membenahi sumber dayanya.

Persyaratan mutlak untuk membentuk OMS adalah
transparans

Pendidikan gender harus sasmpai pada |apisan daerah yang
terpencil.

Pelatihan kesetaraan gender tidak hanya diberikan kepada
perempuan tetapi harus melibatkan laki-1aki.

Ada program dari pemerintah atau LSM di bidang
keterampilan dalam kel ompok-kel ompok dan perlu didukung
dengan pendanaan. Kelompok-kelompok tersebut harus
dibentuk oleh masyarakat sendiri.

Perlu mendorong pemerintah untuk mengal okasikan anggaran
untuk promosi gender.

Melakukan pendidikan politik terus menerus secara merata
di seluruh wilayah.

Perlu ada perdes tentang pengel olaan hutan, kawasan galian
C, retribusi galian C, lahan peternakan, dll.

Mendorong pemerintah kabupaten untuk membuat program
reboisasi.
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e Masyarakat berpartisipasi dalam program reboisasi termasuk
pengusaha.

e Perlumemperhatikan lingkungan pantai karenatelah terjadi
abrasi khususnya di wilayah Pantai Manikin dan pantai di
Kabupaten Kupang.

DIMENSI DAMPAK

Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab 74
pemerintah dan perusahaan swasta

Menanggapi kepentingan sosial

Memberdayakan warga negara

Memenuhi kebutuhan masyarakat

4 1 1 1 1 J
' = =

o

L

T

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

=

Dimensi Dampak masyarakat sipil Kabupaten Kupang berada pada
kondisi cukup sehat dengan skor 1,92. Kondisi ini memperlihatkan kerja-
kerjamasyarakat sipil telah menghasilkan dampak padakehidupan warga
maupun masyarakat luas. Kelima subdimens dalam dimensi ini berada
pada nilai cukup sehat, yaitu subdimensi memberdayakan masyarakat
(2,06); subdimens menanggapi kepentingan sosia (2,02); subdimensi
memenuhi kebutuhan masyarakat (2,01); subdimensi mempengaruhi
kebijakan publik (1,76); dan subdimensi mendesakkan terwujudnya
tanggung jawab pemerintah dan perusahaan swasta (1,74). Kelima
subdimens ini menggambarkan peran-peran sekaligus dampak masyarakat
sipil dalam prosestata kepemerintahan dan pembangunan.
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Hal yang paling mengesankan bagi saya yakni ketika saya
mulai terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh teman-teman LSV, terutama Rumah
Perempuan, seperti seminar-seminar, mengikuti TOT tentang
child trafficking untuk orang dewasa dan anak-anak serta
Pembentukan koperasi simpan pinjam.

Di Desa kami Matani Penfui — Timur, setelah melakukan
pendidikan komunitas tentang child trafficking yang melibatkan
tokoh agama, tokoh masyarakat, bidan, guru, pemerintah desa,

pemuda, dan anak-anak, kami membuat jaringan penanganan
child trafficking.

Pdt. Diana OEmatan - Siahaya, S.Th - Ketua M ajelis Jemaat Gereja
Ebenhaezer Matani - Ketua kelompok Fetnain, JKL PK

Hal yang paling membanggakan buat saya adalah baru-baru
(sekitar 1 tahun) saya dan teman-teman di Rumah Perempuan
melakukan pengorganisasian kel ompok perempuan yang
kemudian terbentuk dengan nama Kelompok Fetonai.
Kelompok ini mempunyai tujuan sebagai wadah penguatan
perempuan kampong dan juga bertujuan mengadvokasi air
bersih bagi perempuan dan kelompok masyarakat di Kampung
Matani. Segjak pembangunan tilong (bendungan) masyar akat
sekitar kekurangan air. Sementara pemanfaatan air bendungan
ini terutama air bersihnya ditujukan untuk masyarakat pinggir
kota (Tarus dan sekitarnya) dan masyarakat sekitar tidak
mendapat fasilitas air bersih ini. Kegiatan-kegiatan kelompok
yang dibangun bersama adalah mendiskusikan persoalan
mereka dan menyususn rencana aksi. Meskipun sampai
sekarang belum ada respon positif dari pemerintah setempat,
tapi masyar akat terutama Kelompok Perempuan Fetonai tetap
mempunyai semangat untuk memperjuangkan air bersih bagi
mereka.

Rahmawati Bagang - Saf Rumah Perempuan
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Subdimensi memberdayakan warga negara menjadi salah satu
kekuatan masyarakat sipil Kabupaten Kupang pada Dimensi Dampak.
Subdimensi ini mendapatkan penilaian cukup sehat (2,24). Peran
memberdayakan masyarakat dalam Indeks Masyarakat Sipil diartikan
sebagai berkontribus padaprosesagar masyarakat memiliki lebih banyak
pilihan dan lebih mampu melakukan kontrol atasberbagal keputusan yang
mempengaruhi kehidupannya. Tingginya skor subdimensi ini cukup
dipengaruhi oleh indikator membangun modal sosial masyarakat yang
menjadi satu kekuatan masyarakat sipil kabupaten. Indikator ini memiliki
skor 2,24 yang bermakna cukup sehat. Pertumbuhan aset sosial seperti
gotong royong, toleransi, dll. banyak dipengaruhi ol eh kegiatan-kegiatan
bersifat kerohanian, misalnya menyumbang untuk pembangunan gereja
atau mesjid, serta melalui kegiatan-kegiatan kelompok dasawisma.
Indikator lain adal ah dukungan terhadap |apangan pekerjaan yang berada
pada kondisi cukup sehat dengan skor 1,83, yang merupakan indikator
dengan skor terendah dalam subdimensi memberdayakan masyarakat.
Beberapabentuk dukungan OM Sterhadap |apangan pekerjaan masyarakat
Kabupaten K upang contohnya pel ati han dan pendampingan, penyediaan
peralatan kerja, dan penyediaan modal yang berupa dana maupun bibit.

Kekuatan lain dalam Dimensi Dampak adalah subdimensi
mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan
swastadengan skor 1,74. Subdimens ini beradapadakondis cukup sehat
meskipun dengan skor terendah. Beberapa OM Stelah melakukan peran-
peran monitoring, mendorong transparansi, dan mengkritik pemerintah
dan perusahaan swasta. Sebagai contoh PIAR mendorong pemda
memangkas anggaran dan realokasi untuk anggaran pendidikan dan
kesehatan gratis pada tahun 2007, dan masih berlangsung hingga tahun
2009. Masyarakat mendesak jika PT. Aquamor dibangun maka harus
merekrut pemuda setempat. Permintaan ini dipenuhi. Sekitar tahun 2006/
07 masyarakat mendesak pemkab untuk mengembalikan tanah yang
diambil oleh Dinas K ehutanan dengan cara melakukan hearing kepada
pemkab dan disepakati untuk dikembalikan.
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Rekomendasi untuk memperbaiki dimens dampak sebagai
berikut:

L SM/donor yang fokus untuk pemberdayaan warga lebih
meluaskan wilayah kerja ke daerah pelosok yang jauh dari
kota.

Pemerintah/LSM harus melakukan pendampingan kepada
kelompok-kelompok yang telah dibentuk dengan memberi
pelatihan pembuatan laporan pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan, sertapengelolaan administrasi.

Mendesak pemerintah untuk mengel uarkan aturan yang jelas
dan berpihak kepadamasyarakat untuk mengatur perusahaan
pertambangan, khususnyamangan.§ Pemerintah  perlu
memberi ruang bagi OMS untuk terlibat dalam kegiatan-
kegiatan pertambangan di daerah.

Pemerintah dan perusahaan harus mengadakan persiapan/
pelatihan bagi calon tenaga kerja lokal dari masyarakat di
lokasi-lokasi yang akan didirikan perusahaan.

Memberikan kesempatan kepada OM S di tingkat desa untuk
belgar/studi banding ke daerah lain atau hanya di dalam
kabupaten dan bahkan antar desa.

Pemerintah dan OMS bersinergi untuk menyusun database
kebutuhan masyarakat supaya program yang turun sesuai
dengan kebutuhan.

OMS jangan hanya memberikan ketrampilan kerja untuk
perempuan tetapi jugamelakukan pendidikan kritis.
Membangun hubungan/komunikasi antar OMS desa/
kecamatan/kabupaten untuk saling bagi informasi dan
kapasitas.

OMS dan pemerintah membangun hubungan/komunikasi
supayabisasaling bertukar informasi.
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Kabupaten
Sumba Timur

Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa
Tenggara Timur. Secara geografis, kabupaten ini berada di 119,45°-
120,52° Bujur Timur dan 9,16° — 10,20° Lintang Selatan. Luas wilayah
sebesar 7.000,50 Km? dengan batas-batas wilayah administratif sebagai
berikut:

e SecbelahUtara . Selat Sumba

e Secbelah Selatan . SamuderaHindia

e SebelahBarat . Kabupaten Sumba Barat
e SebelahTimur . Laut Sabu

Adapun secara kependudukan Kabupaten Sumba Timur tersaji
informasi sebagal berikut;

Total jumlah penduduk =227.835 jiwa
Total jumlah laki-laki =117. 656 jiwa
Total jumlah perempuan =110.179 jiwa

Jumlah Penduduk tahun
2010!

Tingkat Kesejahteraan Jumlah penduduk miskin = 175.986 keluarga
penduduk tahun 2008

Satus Masyarakat Sipil Sumba Timur

Melaui diskus, Pesertal okakaryaKgi Ulang IM SKabupaten Sumba
Timur 2009 menyepakati untuk menilai ulang sgfumlah indikator yang
diperkirakan mengal ami perubahan biladibandingkan dengan kondis tahun
2007. Indikator-indikator tersebut tertera pada tabel berikut:

" BPS, Sumba Timur dalam Angka 2010
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Table 3 Indikator IMS Kab. Sumba Timur yang Dinilai Ulang

No Indikator Subdimensi Dimensi

1 |Kemampuan menggali | Sumber daya STRUKTUR
sumber daya

2 |Konteks sosial ekonomi | Konteks sosial ekonomi

3 | Tanggung jawab sosial | Relasi pasar dengan LINGKUNGAN
perusahaan masyarakat sipil

A Aksi-aksi MS _untuk Transparansi
mempromosikan
transparansi NILAI
Aksi-Aksi MS dalam Keberlanjutan

5 Melestarikan |ingkungan

Lingkungan

6 | Pengaruh MS dalam Mempengaruhi
kebijakan publik Kebijakan Publik

7 Mendesakkan Mendesakkan
Tanggung Jawab Terwujudnya Tanggung DAMPAK
Pemerintah Jawab Pemerintah dan

Swasta

8 |Memberikan Menanggapi Kepentingan
tanggapan Sosial

9 |Kepercayaan Publik

Grafik 1 Intan IMS Kabupaten Sumba Timur
INTAN
STRUKTUR
3.00 1
DAMPAK ¢ { LINGKUNGAN

2007
NILAI 2009
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Grafik di samping ini menunjukkan bahwa secara umum, kondisi
masyarakat sipil di Kabupaten SumbaTimur padatahun 2009 dinilai cukup
sehat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil skor IMS di semuadimens berada
pada kategori cukup baik, yaitu Dimensi Struktur (1,54), skor Dimensi
Lingkungan (1,68), skor Dimensi Nilai (2,00) dan skor Dimensi Dampak
(1,87).

Apabila dibandingkan dengan hasil skor IMS tahun 2007, kondisi
masyarakat sipil pada tahun 2009 menunjukkan perubahan pada ketiga
dimens yang beberapaindikatornyadilakukan kaji ulang. Sebagian besar
indikator yang dikaji ulang mengalami peningkatan hasil skor IMS cukup
signifikan, yang menunjukkan perbaikan kondisi masyarakat sipil pada
indikator tersebut dibandingkan tahun 2007. Namun hasi| skor IMS pada
sebagian indikator lainnya mengalami penurunan. Artinya, pada tahun
2009, kondisi masyarakat sipil pada indikator tersebut memburuk
dibandingkan tahun 2007. Beberapaindikator yang mengalami penurunan
tersebut beradadi dalam Subdimens Konteks Sosia Ekonomi, Subdimens
Relas Pasar —Masyarakat Sipil (dalam Dimens Lingkungan). Penurunan
hasi| skor pada indikator dalam Subdimensi sosial ekonomi dan relasi
pasar-M S cukup signifikan sehingga berpengaruh pada penurunan total
skor di Dimensi Lingkungan.

Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Sumba Timur ada pada
Dimens Nila yang memperoleh skor tertinggi (2,00) atau masuk kategori
cukup sehat, walaupun jika dibandingkan pada pengukuran IMS tahun
2007, hasil skor dimensi ini menurun. Menurut para peserta lokakarya
IMS, cukup banyak aksi-aksi masyarakat sipil dalam promos transparang,
toleransi, dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan masyarakat sipil
Kabupaten Sumba Timur ada pada Dimens Struktur yang memperoleh
skor terendah (1,54).

DIMENSI STRUKTUR

Dimens Struktur Kabupaten SumbaTimur beradapadakondisi cukup
sehat (1,54) padatahun 2009 dan tidak mengalami kenaikan dari tahun
2007 (1,54). Nilai duasubdimensi yang berkontribus cukup padadimens,
yaitu Subdimens Inter-Relasi (1,73) dan Subdimens Keluasan Partisipas
Warga (1,66). Adaduasubdimensi lain yang masuk kategori kurang dan
masi h perlu memperol eh perhatian guna perbaikan di masadatang ialah
Subdimensi Keanekaragaman OMS (1,54), Subdimensi Kedalaman
Partisipasi Warga (1,53). Subdimensi yang memerlukan perhatian serius
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adalah Subdimensi Sumber Daya(1,38) dan Subdimensi Tingkat
Keorganisasian (1,37) karenamasuk kategori kurang sehat.

DIMENSI STRUKTUR

KELUASAN 1.66
PARTISIPAS] WARGA

KEDALAMAN 1.53
PARTISIPASI WARGA

KEANEKARAGAMAN 1.54
oMs

TINGKAT 137
KEORGANISASIAN

_
T ——

SUMBER DAYA

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

2007 W 2009

Skor tertinggi Dimensi Struktur diperoleh Subdimensi Inter-Relasi
yang masuk kategori cukup sehat (1,73) pada tahun 2009, tidak ada
perubahan dari kondis tahun 2007 (1,73). Inter-relasi antar OM Sterjalin
dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada partisipas aktif antar OMSdalam
musrenbang dus/des yang terjadi pada wilayah tertentu. Meskipun
hubungan inter-relasi dibatasi padakondisi topografi yang sulit dan dana
yang terbatastetapi semangat berinter-relasinyasangat tinggi. Sedangkan
Subdimensi yang paling rendah ialah Tingkat K eorganisasian (1,37),
meski subdimensi ini tidak dikaji ulang namun terdapat perkembangan
yang cukup menarik. Padatahun 2007 rendahnyanilai indikator prasarana
pendukung disebabkan ol eh prasarana pendukung bagi masyarakat sipil
terbatas sehingga masyarakat cenderung melakukan aksi-aksi secara
sendiri-sendiri dan dalam wilayah yang terbatas dan tidak terorganisir.
Pada 2-3 tahun terakhir ini dukungan terhadap OM S masi h terbatas pada
OM Stertentu yang kebetulan menjadi sasaran wilayah pelayanan. Melihat
kondisi pada tahun 2007, tentunya akan sangat berbeda dengan kondisi
tahun 2009. Ada beberapa catatan kekinian terkait dengan subdimensi
tingkat keorganisasian ialah terbentuknya GAPOKTAN dari beberapa
organisasi desa di Lewa (Rakawatu, Kambatawundut, Londamara,
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Lauhau) yang terbentuk pada akhir tahun 2008 sampai awal tahun 2009.
K elompok-kelompok ini mulai melakukan penjajakan dan perencanaan
sesuai kebutuhan kelompok dan mulai mendapat peningkatan kapasitas
dalam pengel olaan keuangan administrasi kelompok.

Pada penilaian tahun 2007 subdimensi sumber daya berada pada
kondis kurang sehat (1,38), yang menggambarkan bahwa sebagian besar
OMS belum mempunyai sumber daya mandiri yang memadai seperti
finansial, SDM, dan teknologi. Skor ini sedikit meningkat dibandingkan
tahun 2004 (1,25). Pada subdimensi sumber daya, indikator kemampuan
menggali sumber dayaperlu dikaji ulang karenaterjadi variasi gambaran
kondis padaindikator kemampuan menggali sumber daya(1,37). Sebagian
besar OM S seperti koperasi simpan pinjam, organisasi wanita Kristen,
KSM, kelompok tenun, dan L SM menyatakan mempunyai sumber dana
dari iuran anggota serta keuntungan usaha yang dilakukan, bantuan
pemerintah, bantuan donor, sertasumbangan individu. Sementarabeberapa
OM S memiliki keuangan lemah dan sangat tergantung dengan danadari
donor sehingga ketika tidak ada donor OMS tersebut hampir tanpa
aktifitas bahkan terancam bubar. Gambaran kondisi di tahun 2009 dalam
subdimensi sumber daya, antaralain beberaoa OM S/LSM masih sangat
tergantung pada pihak luar, baik keuangannya maupun sumber daya
lainnya. Kemampuan menggali dan mengel olasumber dayamasih sangat
terbatas. Tapi dibeberapa kel ompok masyarakat lainnyasudah adayang
mandiri dalam segi pengembangan usaha, seperti KSM dan kelompok
masyarakat lainnya di Desa Pambotanjara, M batakapidu, Wanggameti,
Tawui, dan Ramuk melakukan swadaya bagi pengembangan usaha
produktif (iuran simpan pinjam).

Aset-Aset Dimens Struktur

e Masyarakat sipil sudah mulai berani untuk menuntut
ketidakadilan dan ketidakberpihakan melalui penyampaian
menyampaikan persoalan sosial kemasyarakatan melalui
mediakomunikas radio. Sementaraingtitus penyedialayanan
sudah mulai merespon keluhan masyarakat.

e Tingkat kedermawanan masyarakat dalam memberikan
sumbangan sosial di kalangan masyarakat sipil masih cukup
tinggi sertamasih terpeliharabaik.
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e Propors wargayang terlibat dalam kegiatan kol ektif/gotong
royong cukup meluas, hal ini didukung oleh nilai-nilai lokal
(pawandang dan gotong-royong) yang cukup dipelihara
secarabaik oleh masyarakat.

e Cukup banyak OM Syang mendapatkan penguatan kapasitas
dari pemerintah, donor, sertalembagagereja.

DIMENSI LINGKUNGAN
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Dimensi Lingkungan Kabupaten Sumba Timur berada padakondisi
cukup sehat (1,68) padatahun 2009, mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2007 (1,72). M eskipun mengalami penurunan tetapi ada Subdimens
yang memberikan sumbangan positif pada hasil tersebut adalah
Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar (2,11) dan Subdimensi
Konteks Sosial Budaya (1,88). Sedangkan skor yang cukup sehat dalam
menunjang dimens ini namun masi h perlu ditingkatkan ialah Subdimensi
Konteks Politik (1,84), Subdimensi Hukum dan Aspek Legal (1,79), dan
Subdimensi Relasi Negara—Masyarakat Sipil (1,71). Sementaraitu, ada
duasubdimens yang beradapadakondis kurang sehat, yaitu Subdimensi
K onteks Sosio-Ekonomi (1,20) dan Subdimens Relasi Pasar—M asyarakat
Sipil (1,18). Buruknya nilai pada kedua subdimensi tersebut
mencerminkan lingkungan eksternal maupun internal yang dapat
menghambat atau menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat sipil.
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Dari hasil IM Stahun 2009, skor tertinggi pada Dimensi Lingkungan
diperoleh Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar yang beradapada
kondisi cukup sehat (2,11). Kondisi ini tetap sama penilaiannya dengan
kondisi tahun 2007 (2,11). Skor terendah pada Dimensi Lingkungan
diperoleh pada Subdimensi Sosio Ekonomi (1,20) yang mengalami
penurunan yang cukup sugnifikan dibandingkan padatahun 2007 (1,50).
Hal ini dapat dilihat dari masih sangat banyak persoal an sosial-ekonomi
yang ada di Sumba Timur belum terselesaikan, seperti meluasnya
kemiskinan dan rawan pangan di masyarakat. Meskipun sudah ada
program peningkatan perekonomian dan program kecukupan pangan yang
dilakukan pemerintah tetapi kenyataannya ada banyak masyarakat yang
tidak merasakan manfaatnya, bahkan tidak merasakan program-program
pemerintah. Program pemerintah sudah fokus pada masyarakat miskin
tetapi implementasi masih lemah karena partisipasi masyarakat tidak
dilibatkan pada perencanaan program. Realitanya memang terjadi
peningkatan aksesdi Sumba Timur terhadap bantuan pemerintah dan LSM
oleh masyarakat miskin dan perempuan. Namun bantuan ini tidak
menyumbang pada pengurangan angkakemiskinan. Selainitu, tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor kabupaten belum dapat
menurunkan angka kemiskinan sehingga saat ini banyak kebijakan yang
kurang ramah padaekonomi yang substien. Hal itu disebabkan kebijakan
bantuan ini tidak fokus pada upayauntuk mengurangi angkakemiskinan.,

Aset-Aset Dimensi Lingkungan

e Tingkat kepercayaan di masyarakat beberapa tahun terakhir
cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin aktifnya
masyarakat bergabung dalam kelompok atau organisasi
kemasyarakatan.

e Toleransi antara umat beragama, suku minoritas serta
kelompok lainnyatetap terjagabaik.

e Kaeterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan desa
semakin meningkat.

Skor terendah lainnyaialah Subdimensi Relasi Pasar - Masyarakat
Sipil yang berada pada kondisi kurang sehat (1,18). Kondisi ini dinilai
ulang padaindikator tanggung jawab sosial perusahaan karenamengalami
penurunan dibandingkan padatahun 2007 (1,21). Kondisi ini terlihat pada
lemahnya posisi masyarakat ketika berhadapan dengan kalangan usaha.
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Seperti yang terjadi pada Masyarakat Walakiri, mereka digak untuk
meluaskan |ahan oleh suatu perusahaan. Pada awalnya memang terjadi
dialog untuk membuat kesepakatan penggantian lahan tetapi realitanya
pergantiannya tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga masyarakat
menolak. Namun dari beberapakasusyang ada,masyarakat tidak kompak
dalam memperjuangkan kasus ini karena sebagian masyarakat menjadi
pekerja/buruh yang justru menikmati hasil usahaitu. Hal ini menyebabkan
perusahaan merasa aman-aman karena masih ada masyarakat yang
membelanya.

Pada pengukuran tahun 2007 Subdimensi konteks sosio ekonomi
berada pada kondisi relatif kurang sehat (1,50), sementara tahun 2004
berada pada kondisi yang sama (0,84). Kondisi ini dinilai ulang pada
indikator konteks sosial ekonomi karenamasih sangat banyak persoalan
sosial-ekonomi yang adadi SumbaTimur belum terselesaikan. Misalnya
dalam hal masih meluasnyakemiskinan dan rawan pangan di masyarakat.
Meskipun sudah cukup banyak program-program peningkatan
perekonomian dan program kecukupan pangan yang dilakukan pemerintah
tetapi kenyataannya ada banyak masyarakat yang tidak merasakan
manfaatnya, bahkan tidak merasakan program-program pemerintah
tersebut. Beberapa kasus membuktikan bahwa ada persoalan dalam hal
penyal uran bantuan ke masyarakat, mulai dari persoalan lambatnyawaktu
penyaluran, lambatnya respon dari pihak terkait, persoalan jumlah dan
jenisbantuan yang sering sekali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
sampai dengan persoalan biaya-biaya dan pajak yang harus dikeluarkan
masyarakat yang membuat perekonomian masyarakat semakin berat.
Permasal ahan lain yang berpengaruh dalam konteks sosial -ekonomi adalah
rendahnya harga komoditi pertanian. Masyarakat petani tidak pernah
diuntungkan secara ekonomi dalam hal harga komoditi pertaniannya.
Hargajual sangat tidak berimbang dengan biayayang harus dikeluarkan
petani selama masa tanam. Termasuk mahalnya biaya pupuk dan obat-
obatan. Perubahan kondis yang terjadi di tahun 2009 berdasarkan kondisi
tahun 2007 ialah terjadi peningkatan akses terhadap bantuan pemerintah
dan LSM oleh masyarakat miskin dan perempuan. Namun bantuan ini
tidak menyumbang pada pengurangan angka kemiskinan. Hal itu
disebabkan kebijakan bantuan ini tidak fokus pada upaya untuk
mengurangi angka kemiskinan. Program pemerintah sudah fokus pada
masyarakat miskin (mengurangi angkakemiskinan) tetapi implementasi
lemah, karenakendalanyamasyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan
program. Fokus penanggul angan kemiskinan belum fokusdi tingkat lokal.
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Intervensi dalam bentuk BLT, beras samadi semuawilayah padahal ada
daerah-daerah khususyang perluintervens khusus. Selainitu, tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor kabupaten belum bisa
menurunkan angka kemiskinan dan didukung pula dengan adanya
kebijakan yang kurang ramah pada ekonomi subsisten.

DIMENSI NILAI
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Dimens Nilai di Kabupaten Sumba Timur berada padakondis cukup
sehat (2,00) padatahun 2009, mengalami kenaikan dibandingkan tahun
2007 (1,99). Subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap
Dimensi Nilai adalah Subdimensi Anti Kekerasan (2,32), Subdimensi
Demokrasi (2,05) dan Subdimensi Toleransi (2,04). Selainitu adaempat
subdimensi yang cukup baik, namun masih memerlukan perhatian untuk
ditingkatkan ialah Subdimensi Keberlanjutan Lingkungan (2,00),
Subdimensi Pemberdayaan Masyarakat (1,97), Subdimensi Kesetaraan
Gender (1,89) dan Subdimensi Transparansi (1,75).

Subdimensi tertinggi dalam Dimensi Nilai ialah Subdimensi Anti
kekerasan. Hal ini ditunjukkan bahwatidak ada bentuk kekerasan yang
terjadi antara sesamamasyarakat sipil. Hal ini disebabkan oleh toleransi
antar masyarakat yang sangat tinggi dan menghargai perbedaan yang ada
dilingkungan sekitar. Sedangkan padadimens yang memiliki skor terendah
di dimensi nilai ialah Transparansi. Di tahun 2007 tel ah ada upaya-upaya
yang dilakukan OM S Sumba Timur untuk mendorong penegakan nilai-
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nilai transparansi. Namun demikian, terdapat pandangan bahwa meski
telah ada gerakan penting untuk mendorong transparansi, namun gerakan
tersebut masih bersifat sporadis (gerakan sendiri-sendiri) dan tidak meluas.
Upayayang dilakukan oleh OM S untuk mempengaruhi kebijakan publik
cukup besar tetapi masyarakat sipil merasa belum memiliki gerakan
tersebut, sehingga ini melemahkan perjuangan untuk mendorong
perubahan yang | ebih besar. Padaaspek transparansi pel aporan keuangan
OMS belum cukup baik, sebab OM S merasa belum melakukan sesuatu
yang baik. Selain itu, banyak OMS yang telah berupaya menerapkan
transparans namun disadari masih lemahnyaimplementasinya. Redlitanya,
LSM lokal tekun mempromosikan nilai-nilai transparansi kepada
masyarakat dampingan dan pemerintah desa, terutama prioritas bantuan,
pengel olaan program dan pendanaan tetapi di tahun 2009 dianggap tidak
ada perubahan padaindikator transparans keuangan OM S. Padalndikator
Aksi-Aksi MS untuk Mempromosikan Transparansi perlu dikaji ulang
karena kondisi ini mengalami peningkatan di tahun 2009 dibandingkan
padatahun 2007. Masyarakat sipil kini beriinisiatif untuk mengikuti dan
terlibat dalam proses sosialisasi APBD. Tahun 2008 sosialisas APBD
disarkan Radio Max FM, masyarakat ikut mengkritis APBD lewat telepon
dan SMS saat siaran. Media dijadikan strategi komunikasi dalam
mempromosi kan isu transparans melaui pers/lembagalokal seperti Radio
Max FM, Stimulant Ingtitut, Timor Express. Selainlewat media, bebebapa
LSM lokal juga tekun mempromosikan nilai-nilai transparansi kepada
masyarakat dampingan dan pemerintah desa, terutama prioritas bantuan,
pengel olaan program dan pendanaan.

Aset-Aset Dimens Nilai

e Adaupaya-upayayang dilakukan OM S Sumba Timur untuk
mendorong penegakan nilai-nilai transparansi. Hal ini dapat
terlihat pada Bebebapa LSM lokal tekun mempromosikan
nilai-nilai transparansi kepada masyarakat dampingan dan
pemerintah desa, terutama prioritas bantuan, pengelolaan
program dan pendanaan.

e Ada perubahan yang semakin membaik dalam hal
keseimbangan gender di dalam OMS. Kesempatan bagi
perempuan untuk terlibat dalam berbagai pertemuan telah
terbukalebar

e Secara umum sudah banyak upaya-upaya pelestarian
lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang didorong
oleh OM S, kelompok keagamaan serta pemerintah.
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Padasubdimens keberlanjutan lingkungan padaindikator Aksi-Aksi
M Sdalam melestarikan lingkungan perlu dinilai ulang. Kondis padatahun
2007, secara umum sudah banyak upaya-upaya pelestarian lingkungan
yang dilakukan oleh masyarakat yang didorong oleh OMS, kel ompok
keagamaan serta pemerintah. Sebagai contoh, Di Desa Kambatawundut
dan Kel. Lambanapu ada program cinta lingkungan sebagai upaya
pel estarian lingkungan (menanam tanaman umur panjang seperti tanaman
mahoni, gamal, jati). Bahkan di Desa Kambatwundut telah ada Perdes
tentang cintalingkungan. Dari DinasK ehutanan adaprogram hutan rakyat,
kel ompok-kelompok perempuan, anak dan kel uargamenggal akkan upaya
penanaman pohon yang didampingi olehlembagagerga, ingatif ini muncul
atas dorongan lembaga gereja dan pemerintah desa, LSM dan tokoh-
tokoh di masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat melakukan
penanaman bakau melalui program yang didukung oleh LSM dan
pemerintah untuk menjagakelestarian pesisir pantai di Kecamatan Haharul.
Di tahun 2009 terlihat bahwa keaktifan MS dalam usaha melestarikan
lingkungan meningkat, terlihat padafakta sebagai berikut dalam 2 tahun
terakhir ini terjadi peningkatan daya serap kelompok-kelompok
masyarakat untuk memanfaatkan berbagai bantuan anakan dan bibit
beraneka tanaman produktif umur panjang. Yayasan Sumba Sejahtera
pada beberapatahun terakhir ini semakin giat melayani, mengajak OM S
dan masyarakat umum untuk mel aksanakan gerakan menanam. Gerakan
menanam jugadiinisias oleh Pokmasdi Keurahan KamaaPuti, Kawangu,
dan Watumbaka dari tahun 2007-2008 telah mendorong aks masyarakat
untuk mendukung kelestarian lingkungan dengan menanam bakau
dilingkungan sekitar.

DIMENSI DAMPAK

Dimensi Dampak di Kabupaten Sumba Timur berada pada kondisi
cukup sehat (1,87) padalM Stahun 2009. Secaraumum, kondisi Dimens
Dampak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan
kondisi tahun 2007 (1,80). Subdimens yang memberikan sumbangan
positif terhadap pencapaian skor Dimensi Dampak adalah Subdimensi
Memberdayakan Warga Negara (2,07) dan Subdimensi Menanggapi
Kepentingan Sosia (2,03). Subdimens yang perlu memperoleh perhatian
untuk keperluan perbaikan adalah Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan
Publik (1,81), Subdimensi Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,78) dan
Subdimensi M endesakkan Tanggung Jawab Pemerintah dan Perusahaan
Swasta (1,67) walaupun nilai tersebut masih dalam kategori cukup sehat.
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DIMENSI DAMPAK
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Skor tertinggi pada Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi
Memberdayakan warganegara (2,07). Hal ini dapat dilihat dengan
terorganisirnya kegiatan yang berpusat untuk masyarakat terpinggir.
Semua perencanaan, pel aksanaan dan pengawasan melibatkan partisipasi
warga meskipun hasilnya belum maksimal. Skor terendah pada dimensi
dampak diperoleh Subdimensi M endesakkan Tanggung Jawab Pemerintah
dan Perusahaan Swasta (1,67) yang perlu dikgji ulang. Padatahun 2007
indikator mendesakkan tanggung jawab perusahaan swasta berada pada
kondis kurang sehat. Hal ini dapat dilihat dari beberapaperusahaan swasta
yang ada di Kabupaten Sumba Timur, antara lain adalah bank swasta,
PLN, Penerbangan, Aquamor, PDAM, Kontraktor, ASDP. Dalam upaya-
upayauntuk mendesak agar perusahaan swastalebih bertanggungjawab
tampaknya pemerintah lebih banyak menjadi sasaran dari upaya ini.
K eberhasilan upaya masyarakat sipil dalam mendesak tanggung jawab
perusahaan swasta melalui pemerintah ini dirasa masih menghadapi
kendaladi birokrasi, seperti upayamempersulit untuk berhubungan dengan
atasannya yang biasanya dilakukan oleh level birokras tertentu serta
adanyafaktor kedekatan yang mempengaruhi tanggapan pemerintah.
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Aset-Aset Dimensi Dampak

e Ada upaya OMS untuk menghasilkan Perdes Inisiatif.
Ranperdesini merupakan hasi| dari kegiatan pengel ol aan aset
desayang dilakukan oleh Stimulan. Substansi penting yang
diusulkan adalah bahwa semuaaset milik desawal aupun aset
ada di tangan kelompok

e Terjadi peningkatan kualitas kemitraan antara OMS pasca
pendampingan.

Di tahun 2007 subdimensi menanggapi kepentingan sosial berada
padakondisi cukup sehat (1,93), meningkat dari skor tahun 2004 sebesar
(1,65). Padatahun 2007 indikator memberikan tanggapan yang berada
pada kondisi cukup sehat (2,00) dan peserta merasaindikator ini perlu
untuk dikaji ulang. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur
adal ah dayatanggap yang diberikan baik oleh OM S maupun pemerintah
dalam pada isu-isu sosial pokok, seperti kemiskinan, kesehatan,
pendidikan, kekerasan terhadap perempuan biasanyaterbatas ketikaada
program sgja. Kondisi ini jugadipengaruhi oleh terbatasnyaisu-isuyang
dikerjakan oleh lembaga donor yang bekerja di Sumba Timur. Kondisi
agak berbeda pada dayatanggap kel ompok-kelompok yang tumbuh dari
masyarakat (bukan dibentuk karenaada program), kel ompok-kel ompok
ini umumnyalebih mampu bertahan. Tingkat dayatanggap yang diberikan
padakenyataannyajugadipengaruhi oleh tingkat informas yang tersedia
dari bawah. Misalnya kelompok-kelompok di desa yang bergabung di
CD Bethesdamembentuk organisasi payung FK Opang Madangu. Setiap
kelompok telah memiliki datadari wilayah masing-masing, yaitu jumlah
KK miskin dan data kesehatan seperti malaria, TBC, danfilariasis. Forum
akan menggunakan datadari kel ompok-kelompok ini untuk mendapatkan
dukungan bagi kelompok. Forum menyampaikan data ini kepada mitra
kerja yang lebih tinggi. Di tahun 2009 kondis indikator memberikan
tanggapan seperti beberapa usulan yang disampaikan oleh OMS yang
berasal dari kebutuhan masyarakat ditanggapi dengan baik oleh
pemerintah. Contohnya: Mengusulkan pembangunan jalan dan saluran
air yang merupakan kebutuhan Desa Ramuk langsung kepada Bupati
dan mendapat respon baik. Mengusulkan pengembangan biogas untuk
desa-desa yang berpotensi ternak kepada pemda. Di tahun 2008-2009
Dinas Peternakan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk
pengembangan biogas.

97



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Sumba Timur

Di tahun 2007 indikator kepercayaan publik yang beradapadakondis
cukup sehat (1,86) namun indikator ini perlu dikaji ulang. Di pedesaan
tingkat kepercayaan publik atau anggota kepada aktor OM S (pengurus)
dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam memimpin orang.
Kenyataannya masih cukup banyak pengurus yang belum memiliki
kapasitas dan hati nurani yang baik dalam menjalankan organisasi.
Sementarafaktor manajemen keuangan sering menjadi penyebab hilangnya
kepercayaan kepadamereka. Terdapat kenyataan jugabahwadi pedesaan
tingkat kepercayaan kepada pengurus OMS lokal rendah karena
eksistensinya sangat dipengaruhi adanya pendampingan dari luar.
Seringkali jika pendampingan berakhir aktivitas OMS lokal ini juga
berakhir. Di SumbaTimur jugaterdapat oknum-oknum dalam arenaM S
yang merugikan, misalnya karena tidak transparan mengakibatkan
anggota-anggota tidak percaya. Di Sumba Timur sendiri juga terdapat
kondis yang mempengaruhi keterbukaan di kalangan OM S, misalnyajika
sebuah organisasi dipimpin oleh orang dari wilayah tertentu maka akan
membuat segan pihak lain. Hal ini dipandang sebagai kelemahan utama
dalam arenaM S yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik, selain
itu juga karena tidak adanya otokritik dalam MS.Namun terdapat juga
kenyataan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat kepada OM S besar
masih tinggi berkaitan dengan dilakukannya penyebaran informasi,
pel aksanaan kegiatan yang tepat waktu, dan kegiatan pendampingan yang
dilakukan.Kondisi indikator kepercayaan publik di tahun 2009
menunjukkan pada Keberhasilan OMS masih ditentukan oleh figur
pemimpin sehinggabanyak OM Syang kehilangan kepercayaan dari publik
ketika pergantian kepemimpinan. Contoh KSM Tapawalambadi di Desa
M batakapidu.
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Kabupaten
Sumba Barat

Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa
TenggaraTimur. Kabupaten SumbaBarat memiliki luasdaerah 737,42 Kn,
dan letak geografis pada 9°22'24,47" LS — 9°47'50,14" LS dan
119°6'43,61" BT —119°32'5,87" BT, dengan batas-batas sebagai berikut:

e Utara : Selat Sumba

e Sdatan : Samuderalndonesia

e Baat : Kabupaten Sumba Barat Daya
e Timur : Kabupaten Sumba Tengah

Jumlah Penduduk tahun 2010 sebanyak 111.023 orang, Laki-laki
57.567 jiwadan Perempuan 53.456 jiwa. Pendapatan per kapita penduduk
pada tahun 2008 sebesar Rp. 145.289.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Kabupaten Sumba Barat memiliki spektrum OMS yang cukup
beragam. Hasil pemetaan OM S yang dilakukan pada tahun 2007 untuk
keperluan pengukuran IMS di kabupaten tersebut, berhasil menemukan
15 jenis OMS. Kelima belas jenis OMS tersebut adalah Kelompok
Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kadin Sumba
Barat, Organisasi Perempuan, KMPH (Kelompok Masyarakat Peduli
Hutan), Forum Kepala Desa, Forum BPD, Organisasi Tani, LSM,
Keompok DasaWisma, Kelompok K eagamaan, Kelompok K epemudaan,
PGRI, KTNA, dan Forum LSM. Keberadaan berbagai spektrum OMS
ini untuk mewakili dan bekerja untuk kelompok atau konstituennya
masing-masing, seperti perempuan, kepala desa, petani, kelompok
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ekonomi, anggotaBPD, guru, nelayan, orang miskin, dil. Namun menurut
peserta pemetaan OM S pada waktu itu, ternyata masih ada kelompok
sosia tertentu yang belum terwakili di dalam arena masyarakat sipil,
mi salnyakel ompok penyandang cacat dan kelompok Lansia(lanjut usia).
Selain itu juga masih terbatas OMS yang memperjuangkan hak dan
kepentingan anak.

Ditinjau dari tingkat pengaruh maka berbagai OM S yang berada di
Kabupaten SumbaBarat di tahun 2007 diklasifikasikan menjadi 4 kategori,
yaitu sangat berpengaruh, berpengaruh, agak berpengaruh, dan kurang
berpengaruh. Tingkat pengaruh OM S diklasifikasikan peserta pemetaan
berdasarkan kriteria keaktifan dalam isu yang berkembang, besarnya
keanggotaan/kelompok dampingan, danjaringan di tingkat desa. Sembilan
organisasi yang sangat berpengaruh adalah YWKW, Pakta, WV I, Satu
Visi, Yayasan Karitas, Yumerkris, KTNA, Yapnusda, dan Yapmas.
Sementaraorganisas yang masuk dalam klasifikasi berpengaruh adalah
Yayasan Bahtera, CCF, Pro Air, BLI, Foremba, Forum Jamatada,
Kelompok Tenun Dadi Ina, Y KK, PMKRI, Kolping, Yayasan Serafine,
Delsos, Komite Pemuda Jemaat, YAPPI, Organisasi Ojek, Komisi Anak
dan RemgaGKS, Mudika, MUI, dan PGRI.

Agenda-agenda pokok yang didorong di tingkat kabupaten pada
waktu itu adal ah memperjuangkan ADD, meningkatkan kesetaraan gender,
dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada orang miskin,
perempuan dan anak. Kerja-kerja OMS dalam agenda-agenda ini
mendapatkan dukungan dari Program ACCESS Tahap |. BeberapaOM S
yang diidentifikas telah bekerja sgalan dengan agenda-agenda pokok
ini, baik yang mendapat dukungan Program ACCESS Tahap | maupun
tidak, contohnya adalah Yayasan Bahtera, Forum Jamatada, Pakta,
Foremba, Satu Visi, CCF, YKK, KTNA, BLI, WVI, Pro Air, dan
Organisas Ojeg.

Pemetaan OM S di Kabupaten SumbaBarat tidak dilakukan kembali
di tahun 2009 ketika dilakukan pengukuran ulang IMS di kabupateniini.

Status Masyarakat Sipil

Melaui diskus, Pesertal okakaryaKgji Ulang IM S Kabupaten Sumba
Barat 2009 menyepakati untuk menilai ulang sgfumlah indikator yang
diperkirakan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi
tahun 2007. Indikator-indikator tersebut tertera pada tabel berikut:
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Table 4 Indikator IMS Kab. Sumba Barat yang Dinilai Ulang

NO INDIKATOR SUBDIMENSI DIMENSI
1 | Kerja Sama Interrelasi STRUKTUR
2 |Jaringan kerja Tingkat Keorganisasian
3 | Keberadaan Organisasi
4 | Payung Konteks sosio ekonomi | LINGKUNGAN
5 | Konteks sosio ekonomi | Konteks politik
Hak-hak politik

STRUKTUR
3.00 T

DAMPAK

{ LINGKUNGAN

23

| |-:-Iﬂﬂ?
Grafik 4 Intan IMS Kabupaten Sumba Barat

Diagram intan memperlihatkan status masyarakat sipil Kabupaten
Sumba Barat di tahun 2009 dan tahun 2007. Terlihat terjadi perubahan
skor Dimensi Struktur dan Dimens Lingkungan masyarakat sipil di tahun
2009. Skor Dimens Lingkungan meningkat dibandingkan dengan skor
tahun 2007, tetapi skor Dimensi Struktur mengalami sedikit penurunan.
Grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum, kondisi masyarakat
sipil di Kabupaten SumbaBarat padatahun 2009 dinilai cukup sehat. Hal
ini ditunjukkan oleh hasil skor IMSdi semuadimens beradapadakategori
cukup sehat, yaitu dimensi struktur (1,75), skor Dimensi Lingkungan
(1,83), skor Dimensi Nilai (2,23) dan skor Dimensi Dampak (2,00).
Terdapat tigaindikator dalam Dimensi Struktur yang dinilai ulang, dua
indikator yaitu Keberadaan Organisasi Payung/Melindungi Bagi OMS

101



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Sumba Barat

dan Jaringan K erjaberada pada Subdimens Tingkat Keorganisasian; satu
indikator lain yaitu Kerja Sama berada pada Subdimensi Interrelasi/
Hubungan. Apabila dibandingkan dengan hasil skor IMS tahun 2007,
kondisi masyarakat sipil padatahun 2009 menunjukkan perubahan pada
dimens struktur dan dimensi lingkungan yang beberapa indikatornya
dilakukan kgji ulang. Sebagian besar indikator yang dikaji ulang mengalami
peningkatan dan penurunan hasil skor IMS. Indikator yang dikaji ulang
tetapi mengalami peningkatan yang signifikasn dibandingkan padatahun
2007 terjadi pada dimensi lingkungan di indikator hak-hak politik dan
konteks sosio ekonomi. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi
masyarakat sipil padaindikator tersebut dibandingkan tahun 2007. Namun
hasil skor IMS pada sebagian indikator lainnya mengalami penurunan
yang terjadi pada dimensi struktur di indikator kerjasama dan jaringan
kerja. Hal ini menunjukkan bahwa padatahun 2009, kondisi masyarakat
sipil padaindikator tersebut memburuk dibandingkan tahun 2007. Peserta
jugasepakat untuk tidak menilai ulang indikator-indikator yang tergabung
dalam dimensi dampak dan dimensi nilai karenaperubahan kondisi pada
indikator tersebut dianggap tidak signifikan untuk dinilai ulang.

Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Sumba Barat ada pada
Dimens Nilai yang memperoleh skor tertinggi (2,23) atau masuk kategori
sehat, walaupun pada pengukuran IM S tahun 2007, hasil skor dimensi
ini tetap sama. Menurut parapesertalokakaryalMS, cukup banyak aksi-
aksi masyarakat sipil dalam promosi demokrasi dan keberlanjutan
lingkungan. Tantangan masyarakat sipil Kabupaten Sumba Barat ada
padadimens struktur yang memperoleh skor terendah (1,75).

DIMENSI STRUKTUR

Dimens struktur Kabupaten SumbaBarat beradapadakondisi cukup
sehat (1,75) pada tahun 2009, mengalami penurunan dari tahun 2007
(1,77). Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari dua subdimens,
yaitu Subdimens Inter-Relas (2,07) dan Keluasan Partisipasi Warga
(1,86). Adatiga subdimensi lain yang masuk kategori cukup sehat, yaitu
Subdimens Keanekaragaman OMS(1,72), Tingkat Keorganisasian (1,79)
dan Kedalaman Partisipasi Warga (1,60). Subdimensi yang memerlukan
perhatian serius adal ah Subdimensi Sumber Dayakarenamasuk kategori
kurang sehat (1,48).
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DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi
warga

Kedalaman partisipasi
warga

Keanekaragaman OMS

Tingkat keorganisasian

Interrelasi

Sumber daya
0.00 0.75 1.50 2.25 3.00
(02007 m2009

Aset-Aset Dimens Struktur

e Terbukanyaruang-ruang yang cukup bagi perempuan untuk
menduduki posisi strategis

e Keberadaan lembaga payung di Sumba Barat sangat efektif
memberikan “nilai tambah” bagi OMS yang ada di Sumba
Barat.

Skor tertinggi Dimensi Struktur diperoleh Sub-dimensi Inter-Relasi
yang masuk kategori cukup sehat (2,07) pada tahun 2009 namun
mengalami penurunan yang cukup signifikan dari kondisi tahun 2007
(2,11). Dua indikator yang tergabung dalam subdimensi ini adalah
Komunikasi (2,24) dan Kerja Sama (1,89) mendapatkan penilaian baik.
Pada tahun 2007 indikator-indikator tersebut mendapatkan penilaian
cukup sehat, yakni 2,24 dan 1,97. Meskipun demikian subdimensi ini
masi h berada dalam status yang samatahun dengan penilaian tahun 2004
(kondisi cukup sehat). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi
peningkatan kerjasamadan komunikasi di kalangan OM S Sumba Barat.
Walaupun masih banyak pula OMS yang bekerja sendiri-sendiri, yang
mengakibatkan sering terjadi benturan dan tumpang tindih program di
satu wilayah. Pada tahun 2009 terdapat perkembangan yang cukup
signifikan, misalnyaterbentuknyaforum lintas aktor yang menghasilkan
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sejumlah agenda kabupaten yang sudah “ dibeli” oleh parapihak (OM S
Pemerintah). Beberapakondis memang sudah berubah tapi belum nampak
pengaruh dalam implementasinya.

Padasubdimens ini terdapat indikator yang dikgji ulang ialah indikator
keberadaan lembaga payung. Banyak OMS menyadari bahwa untuk
memperkuat kerja—kerjaOM Sdi tingkat basis perlu adalembagapayung.
K eberadaan lembagapayung di SumbaBarat seperti Formas sudah cukup
efektif memberikan nilai tambah bagi OMS yang ada di Sumba Barat.
Dengan adanya Formas adabeberapaisu tematik yang dapat memperkuat
kerja-kerja advokasi seperti program CRC, untuk menjamin kesetaraan
gender. Kondisi pada tahun 2009, keberadaan lembaga payung sudah
semakin meluas seperti Gapoktan, Posyantekdes, asosiasi petani, Forum
Koordinasi Peningkatan Kwalitas Hidup Perempuan (FKPKHP) dan
Forkom Antar Umat Beragama (FKUB). Lembaga payung tersebut telah
terorganisir dengan baik dan merancang program yang bersinergis satu
samalain. Untuk indikator jaringan kerja padatahun 2007 gambarannya
adalah berbagal kegiatan FORMASI telah memungkinkan terbukanya
jaringan kerjadengan lembaga nasional maupun propinsi bagi OM Syang
menjadi anggota FORMASI. Sementarajaringan kerja padatahun 2009
menjadi lebih luas spektrumnya. Kerja-kerjaadvokasi anggotajaringan
jugameluas, seperti penyusunan RPIM Desdan renstradesayang dibiayai
melalui APBD dan difasilitasi oleh LSM seperti Satu Visi dan Bahtera.
Pada tahun 2009, telah direncanakan di 44 desa dan 6 kelurahan di
Kabupaten Sumba Barat akan menyusun dokumen perencanaan yang
difasilitasi oleh anggota jaringan. Sementara 3 desa telah memiliki
dokumen perencanaan pembangunan.

Skor terendah Dimens Struktur diperoleh Subdimensi Sumber Daya
yang berada pada kondisi kurang sehat (1,48). Di tahun 2007 kondisi
padaindikator sumber daya OM S Sumba Barat sudah cukup meningkat
walaupun belum merata untuk semua OMS. Kehadiran lembaga donor
seperti ACCESS, YAPPIKA, ICW, IFAD, BirdLife Indonesia (Burung
Indonesia), WV I, Miserior, ProAir, dan jugapemerintah telah memberikan
sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan sumber daya OMS.
Sumber daya yang diberikan oleh berbagai institusi di atas berupa
peningkatan kapasitas dalam hal: pengembangan metodologi dan
perencanaan partisipatif, legislatif drafting (penyusunan peraturan/
kebijakan), advokas anggaran pendidikan, konservasi SDA, disainteknis
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sederhana/desain sipil, microfinance (usaha mikro), lembaga keuangan
mikro, pengarusutamaan gender, living values, pengolahan hasil/
proccesing dan pemasaran, dokumentasi dan publikasi, kesehatan
reproduks, HIV aids, evaluas partispatif sertadukungan finansial. Namun
demikian hasilnya belum signifikan. Hal ini terjadi karena peningkatan
sumber daya masih terbatas untuk LSM dan kelompok dampingannya.
Kondisi sumber daya OMS tidak mengalami perubahan di tahun 2009
yang diakibatkan ol eh keterbatasan sumber pendanaan. Misalnya, dalam
2 tahunterakhir ini FORMASI tidak menunjukkan perubahan yang berarti
dalam sarana dan prasarana, serta SDM (jumlah dan kualitas). Kondisi
sumber daya OM S di tahun 2009 sebenarnya menunjukkan kemunduran.

DIMENSI LINGKUNGAN

o | 1.76
otk ol | YT

Kebebasan dan . 1.94
hak-hak dasar

Konteks | 1.27]
sosio-ekonomi [N Y7
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Konteks Sosil By | ¥
Hukum dan aspek ' 1.85|
legal I T T
Relasi negara- 1.93
masyarakat sipil
Relasi pasar- 1.51
masyarakat sipil
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Aset-Aset Dimens Lingkungan

e Adanyaperubahan polapikir masyarakat terhadap pendidikan
perempuan terutamadi pedesaan

e  Perempuan jauh lebih berani dalam melakukan advokas untuk
memperjuangkan kepentingannya pada pemerintah dan aparat
hukum lain, terutama untuk kasus-kasus KDRT
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Dimensi Lingkungan Kabupaten Sumba Barat berada pada kondisi
cukup sehat (1,83) pada tahun 2009, mengalami penurunan dari tahun
2007 (1,75). Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari dua
subdimensi, yaitu Subdimensi Konteks Sosial Budaya (1,97) dan
K ebebasan hak-hak dasar (1,94). Adaempat subdimens lain yang masuk
kategori cukup sehat, yaitu Subdimens Relasi negara-masyarakat sipil
(1,93), Hukum dan aspek legal (1,85), Konteks Sosio Ekonomi (1,82)
dan Konteks Politik (1,80). Sedangkan subdimensi yang memerlukan
perhatian serius adalah Subdimensi Relasi pasar-masyarakat sipil karena
masuk kategori cukup sehat (1,51).

Skor tertinggi Dimensi Lingkungan diperoleh Sub-dimensi Konteks
Sosial Budayayang masuk kategori cukup sehat (1,97) padatahun 2009
namun kondisinya masih sama dengan kondisi pada tahun 2007. Pada
subdimensi sosio ekonomi adaindikator yang dikaji ulang yaitu konteks
sosio ekonomi. Kondisi sosio-ekonomi di SumbaBarat padatahun 2007
menunjukkan bahwa dalam 2-3 tahun terakhir tidak terjadi banyak
perubahan. Dalam 2-3 tahun terakhir perempuan yang mulai terjun dalam
upaya-upaya perbaikan ekonomi keluarga semakin banyak (kalau dulu
baru dalam tahap penyadaran, saat ini sudah mulai terjun langsung bekerja).
Kondisi lain yang berkontribusi pada subdimensi ini adalah perubahan
polapikir terhadap pendidikan perempuan terutamadi pedesaan. Semakin
banyak orang tua meningkat kesadarannya untuk menyekolahkan anak
termasuk anak perempuan. Sementarakondisi keamanan tidak menentu.
Kasus pencurian dan pembunuhan yang tinggi di Sumba Barat adalah
kondisi yang selama beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan tanda-
tandaperbaikan. Konflik-konflik tanah, baik yang terjadi antar masyarakat
di batas wilayah maupun yang diperebutkan oleh klan/keluarga hingga
kini masih sering terjadi. Di tahun 2009 terjadi perkembangan kondisi
sosial ekonomi, seperti ada perubahan pada pendapatan keluargakarena
adanya program-program pemerintah seperti BLT, TKW, PNPM Mandiri,
P2KP, P2DTK, maupun pendampingan dari L SM dan Pemerintah. Selain
itu, munculnya usaha ekonomi alternatif. Dalam 2 tahun terakhir ada
pengembangan usaha-usaha ekonomi alternatif oleh perempuan dan
pemuda. Muncul fenomena penjua sayur, ikan dan bahan-bahan lain
didominasi oleh orang-orang Sumba Barat, khususnya orang Loli jika
dibanding dengan kondisi tahun 2007.

Selainindikator sosio ekonomi yang dikaji ulang, adajugaindikator
hak-hak politik yang kembali dikaji ulang karena kondisi ini banyak
mengalami perubahan di tahun 2009, seperti adanya peningkatan
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pemahaman masyarakat akan politik, kebebasan untuk berkumpul dan
bersuara semakin terbuka. Sebelumnya politik didominasi oleh tokoh-
tokoh masyarakat, tetapi sekarang sudah menjadi pembicaraan masyarakat
kecil dan perempuan. Akses dan kesempatan perempuan dalam politik
menjadi lebih terbuka. Sebagai buktinyapadapemilu legidatif tahun 2009
ini terdapat ratusan CALEG berasal dari desadi lingkup Kabupaten Sumba
Barat serta warga miskin dan perempuan memiliki akses dalam jabatan
struktural di tingkat desa. Contohnyaterdapat 1 orang perempuan menjadi
kepala desa di Kecamatan lamboya, Lurah Sobawawi, dan Camat di
Kecamatan Loli. Pada tahun 2007, indikator hak-hak politik
menggambarkan bahwaselama 2-3 tahun terakhir, tidak kelihatan dampak
dari ketentuan kuota perempuan 30% dalam |lembaga-lembaga politik
yang ada. Kisah suksestentang terbukanyaakses perempuan dalam politik
(kuota 30% perempuan), seperti beberapa fakta pada tataran lokal
menunjukkan bahwa peran perempuan mulai diperhitungkan, terbukti
semakin banyaknya perempuan yang menempati posis strategisdi berbagai
Parpol. Adabanyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik atau
maju sebagai CALEG memiliki kapasitasterbatas karenatuntutan partai
di tingkat daerah dan pusat. Oleh karenaitu, perlu merumuskan strategi
peningkatan kapasitas dan kualitas CAL EG perempuan, misalnyadengan
mel akukan pendidikan politik dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Indikator sikap sektor pasar memiliki nilainya 1,51 padatahun 2007.
Selamaini tidak terjadi relas yang baik antaramasyarakat dengan sektor
swasta. Daya tawar masyarakat terhadap pasar bahkan sangat rendah.
Hal ini disebabkan olehtidak adanyadialog di antaramasyarakat dengan
pengusaha. Wal aupun pernah ada dial og antar masyarakat untuk bersatu
menyepakati posisi mereka terhadap sektor usaha, hanya saja hasil
kesepakatan tersebut tidak pernah didialogkan dengan sektor swasta.
Sebagai contoh kasus kelompok petani jambu mete. Beberapa contoh
bahkan menunjukkan rendahnyadayatawar masyarakat terhadap kalangan
usaha, seperti terjadi pada komoditi pertanian misalnya kopra, mete,
kemiri. Salah satu faktor yang membuat semakin buruknyarelasi pasar
masyarakat sipil adalah lemahnyaregulasi/pengaturan pemerintah untuk
melindungi masyarakat dari kepentingan sektor swasta. Di tahun 2009
kondis padaindikator ini relatif tidak perubah. Meskipun bisaditambahkan
contoh bahwa mulai terbangun daya tawar masyarakat dengan pihak
swasta melalui kelompok pengelola komoditi. Namun karena tidak
didukung ketersediaan komoditi yang terus menerus dan komoditi
alternatif, dayatawar kelompok ini tidak terlalu kuat. Contoh kelompok
pengelola komoditi adalah dua asosiasi petani di Desa Tanarara dan
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Beradolu. Untuk indikator tanggung jawab sosia perusahaan padatahun
2007 mendapatkan skor 1,31. Faktanya memang hampir tidak pernah
ada kesadaran dan tanggung jawab yang dilakukan ol eh pengusahalokal
untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha
yang dikelolanya. Contohnya penggalian pasir di Desa Kabu Karudi
Kecamatan Lamboya yang berakibat pada kerusakan jalan karena truk
pengangkut pasir. Buruknya kualitas pembangunan fasilitas umum ini
sering beresiko merugikan dan membahayakan masyarakat karenatidak
sesual standar pembangunan. Kondisi ini tidak banyak berubah di tahun
2009. Tanggung jawab pengusaha untuk mereklamasi kerusakan
lingkungan yang diakibatkan usahanyabelum ada. Di sisi lain belum ada
payung hukum yang memungkinkan OMS untuk menuntut perusahan
atau pengusahalokal yang melakukan kerusakan lingkungan.

DIMENSI NILAI

2.15
Demokrasi

Transparansi

Toleransi

Anti kekerasan

Kesetaraan gender

Penanggulangan kemiskinan

Keberanion Unghuncon | vy

Penghargaan nilai-nilai budaya lokal

! B
i HEg

B 4

0,00 0.75 1.50 2.25 3,00

(2007 m2009

Dimensi Nilai Kabupaten Sumba Barat berada pada kondisi cukup
sehat (2,23) padatahun 2009 dan tidak mengalami perubahan padakondis
tahun 2007. Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari tiga
subdimend, yaitu subdimens penanggulangan kemiskinan (2,36), tolerans
(2,33) dan subdimensi penghargaan nilai-nilai budayalokal (2,33). Ada
empat subdimensi lain yang masuk kategori cukup sehat, yaitu subdimens
anti kekerasan (2,30), keberlanjutan lingkungan (2,27) demokrasi (2,15)
dan kesetaraan gender (2,12). Sedangkan subdimensi yang memerlukan
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perhatian serius adalah subdimensi transparansi karena masuk kategori
kurang sehat (1,94).

Di tahun 2007 aktor-aktor OM Stelah merespon i su penanggul angan
kemiskinan. Aktor-aktor masyarakat sipil aktif mempromosikan upaya
penanggulangan kemiskinan seperti dengan mempraktekkan program-
program yang berpihak kepada orang miskin. Hanya sgja belum ada
standar yang jelas untuk indikator kemiskinan. Kondisi ini relatif tidak
berubah di tahun 2009. Masyarakat sipil cukup aktif dalam aksi-aksi untuk
penanggulangan kemiskinan, seperti kegiatan pembentukan,
pendampingan dan pemberdayaan kel ompok-kelompok tenun, tani, ojek,
sopir, kolam ikan Desa Lapale, bantuan-bantuan ternak dan bibit-bibit
pertanian yang dikelola oleh masyarakat serta pengobatan gratis yang
dilakukan oleh lembaga keagamaan dan LSM.

Aset-Aset Dimensi Nilai
e Tingkat partisipass OMS yang makin meningkat dalam
mempraktekkan nilai-nilai budaya.

Subdimens Transparans padatahun 2007 nilainya1.55 (cukup sehat).
Hal ini dipengaruhi adanya dorongan dan praktek yang terus menerus
dilakukan oleh OMS. OMS dan MS menyadari bahwa transparansi
menjadi syarat berlanjutnyasebuah organisasi. Dengan transparans tingkat
kepercayaan masyarakat padaOM Smakintinggi. Selainitu, pemahaman
arti transparans makin mel uas dikel ompok masyarakat dalam OM Sterkait
dengan pelaporan keuangan, diskusi terfokus dll, dan pola pikir ini
meningkat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu, tingkat kritis masyarakat
meningkat. Indikator yang berkontribusi dalam subdimensi ini ialah
Indikator pertanggunggugatan OMS terhadap konstituen (2,27), aksi-
aksi OMS dalam mempromosikan transparansi (2,00). Dalam hal
keuangan, beberapa OM S telah mel akukan prosestransparans keuangan
organisasinya. Misalnya, YAPMAS selalu diperiksa keuangannya oleh
BPP Sinode GK S. Has| auditnyadilaporkan dalam Sidang Mg elis Sinode.
Hampir semua OM S sudah mempunyail sistem dan mekanisme mel akukan
audit keuangan. Namun pada beberapa kasus, implementasinya belum
berjalan secara optimal. Ada korelasi antara semangat menyumbang
masyarakat dan transparansi laporan keuangan. Semakin transparan
laporan keuangan OM S maka semangat menyumbang masyarakat pun
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semakin besar. Beberapa OMS sudah mempunyai mekanisme untuk
memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat
(transparansinya) melaui papan pengumuman yang dapat diakses setiap
waktu oleh masyarakat, buletin internal dan koran lokal. Indikator aksi-
aksi masyarakat sipil untuk mempromosikan transparansi. Misalnya, pada
program P2KP, pelaksananya adalah masyarakat di tingkat bawah dan
KSM (kelompok swadayamasyarakat). Dana-danayang digunakan harus
ditempel (diumumkan) di papan pengumuman yang dapat diakses oleh
seluruh masyarakat. Mulai dari penggalian gagasan sampai penyusunan
dan pelaksanaan program dan evaluasi melibatkan masyarakat secara
langsung di tingkat kelurahan. Serupa dengan contoh indikator di atas,
telah ada OMS yang mempublikasikan laporan keuangannya melalui
buletin internal dan koran lokal seperti organisasi Burung Indonesia,
FORMASI dan LSM lokal.

DIMENSI DAMPAK

1.9
Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab 180
pemerintah dan perusahaan swasta
) . . 2.02
Menanggapi kepentingan sosial

Memberdayakan warga negara

Memenuhi kebutuhan masyarakat

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

02007 W 2009

Dimensi dampak Kabupaten Sumba Barat berada padakondis cukup
sehat (2,00) padatahun 2009 dan tidak mengalami perubahan padakondis
tahun 2007. Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari subdimens,
yaitu subdimensi memberdayakan warganegara (2,17), subdimensi
memenuhi kebutuhan masyarakat (2,12) dan subdimensi mempengaruhi
kebijakan publik (1,91). Sedangkan subdimensi yang memerlukan
perhatian serius adal ah subdimensi mendesakkan terwujudnyatanggung
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jawab pemerintah dan perusahaan swasta karenamasuk kategori cukup
sehat (1,80).

Aset-Aset Dimensi Dampak

e Kepercayaan publik terhadap OM S sangat tinggi. Masyarakat
menganggap OMS sebagai mitra yang dapat membantu
mereka dalam bernegosiasi dengan para pihak untuk
menyampaikan aspirasinyaatau kebutuhannya

e Perkembangan dalam 2 tahun terakhir OMS telah menjadi
perpanjangan tangan dari anggota dan pihak luar dalam
menyal urkan dukungan-dukungan sampai pada masyarakat
terpinggirkan.

Subdimensi memberdayakan warganegara berkontribusi pada
indikator memenuhi kebutuhan kel ompok-kelompok terpinggirkan. Di
tahun 2007 pada indikator memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok
terpinggirkan peserta melihat bahwa 2-3 tahun terakhir cukup banyak
kegiatan yang dilakukan oleh OMS maupun pemerintah yang
menggunakan pendekatan sensitif gender (melibatkan perempuan dalam
setiap kegiatan). Perhatian mulai banyak diberikan kepada perempuan
dan orang-orang miskin. LSM lebih memilih desa dengan jumlah KK
miskin terbanyak sebagai wilayah dampingannya dan menangani isu
perempuan khususnyaibu hamil. Saat ini perempuan jugaterlihat mulai
menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan maupun lembaga
nonpemerintah meskipun jumlahnyamasi h terbatas. M eskipun demikian,
hingga saat ini masih ada kelompok terpinggirkan, seperti orang cacat
dan lansia yang belum mendapat perhatian secara khusus dari OMS. Di
tahun 2009, dilihat bahwa perkembangan dalam 2 tahun terakhir OMS
telah menjadi perpanjangan tangan dari anggota dan pihak luar dalam
menyal urkan dukungan-dukungan sampai padamasyarakat terpinggirkan
yang menjadi anggota dan diluar anggota. Selain itu OMS dapat
meningkatkan posisi tawar dengan pihak luar. Sebagai contoh, kelompok
masyarakat di Desa Ruadan Lapale mampu mendorong pemerintah desa
untuk menghasilkan perencanaan pengelolaan ADD yang lebih fokus pada
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ada juga kelompok
masyarakat sipil berhasil mendorong pemerintah desa untuk menyusun
perencanaan desa yang transparan, akuntaber, jujur dan demokratis.
Keberhasilanini terjadi di DesaRuadan Lapale.
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Kondis padaindikatornyamendesakkan terwujudnyatanggung jawab
pemerintah tidak mengalami perubahan di tahun 2009. Beberapahal yang
dirasa menyumbang pada kondisi ini adalah gerakan FORMASI belum
nyambung dengan gerakan-gerakan OMS anggotanya sehingga kerja
advokas kurang efektif. Kegiatan advokas padapemerintah masih bersifat
sendiri-sendiri dan tentatif, sertabelum dilihat sebagai isu bersamaatau
gerakan bersama. Gambaran kondisi indikator mendesakkan terwujudnya
tanggung jawab perusahaan swastarelatif masih samadi tahun 2009. Di
Kabupaten SumbaBarat masih belum ada OM S yang bekerjadalam isu
ini. KADINDA yang seharusnyabisabekerjadalamisu ini masih belum
bisadiharapkan. K erusakan lingkungan meningkat akibat penambangan
galian C, batu potong dan sampah.
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Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten
/Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah
2.324,55 Km2. Letak geografis Kabupaten Dompu terlentak antara 117°
42" —118° 30’ Bujur Timur dan 8° 06’ — 9° 05’ Lintang Selatan dengan
batas— batas wilayah sebagai berikut:

e Sebelah Utara : Laut Floresdan
Kabupaten Bima

e Sebelah Selatan . Lautan Indonesia

e  Sebelah Timur . Kabupaten Bima

e Sebelah Barat . Kabupaten Sumbawa

Jumlah Penduduk tahun 2007 berjumlah 213.185 jiwa, dengan
komposisi penduduk perempuan 106.944 jiwa dan penduduk laki-laki
106.241 jiwa. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Bima hasil Pemilu
2009 sebagai berikut: Golkar 6 kursi, Partai Bulan Bintang 3 kursi, PAN
3 kursi, Partai Bintang Reformasi 3 kursi, PPP 3 kursi, Partai Merdeka 2
kursl, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 2 kurs, PKB 2 kurs, Partal
NU 1 kursi, PKS 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi sehinggatotal jumlah
kursi DPRD adalah 25.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

OMS di Kabupaten Dompu dapat dikelompokkan menjadi enam
kategori, yaitu organisas kepemudaan, keagamaan, forum/jaringan/koalisi/
aliansi, LSM, organisasi etnis/kesukuan dan profesi. Apabiladilihat dari
tingkat pengaruh, tidak ada OMS yang masuk dalam kategori sangat
berpengaruh. Organisasi keagamaan, kepemudaan dan L SM cukup banyak
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dimasukkan dalam kategori OM S berpengaruh. Dari 29 OM Syang masuk
kategori berpengaruh, 14 di antaranya adalah LSM, seperti LESPEL,
Lensa, YBC, Sambirio, JARPUK, danlain-lain.

Di lingkup isu tata kepemerintahan yang demokratis, L SM men;jadi
motor penggerak kerja-kerjadi ranahini, baik dilakukan sendiri (sebuah
organisasi) maupun melibatkan LSM lain atau OMS lainnya. Ada dua
organisasi yang berhasil diidentifikasi melakukan kerja-kerja advokasi
kebijakan secaraintensif, yaitu L ensa yang melakukan advokasi APBD
bidang pendidikan dan kesehatan serta L espel yang banyak bergerak untuk
advokas isu buruh migran. Dalam melakukan kerja-kerjanya, kedua
lembaga tersebut melibatkan LSM maupun OMS lainnya yang berlatar
bel akang keagamaan, organisas pemudamaupun kemasyarakatan lainnya.
MisalnyaLensamelibatkan YBC, NU, PMII, IPNU, IPPNU, GPAnsor,
Muhammadiyah dan lain sebagainya.

Diagram 4 Peta OMS di Kabupaten Dompu terhadap TKLD Tahun 2009
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Status Masyarakat Sipil Dompu

STRUKTUR
3.00

225 1
1.65
1.50

1.92
DAMPAK ¢ ¢ | LINGKUNGAN

1.71

1.92 +

MILAI
Grafik 5 Intan IMS Kabupaten Dompu

Grafik intan menunjukkan bahwa secara umum kondisi OMS di
Kabupaten Dompu cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh skor cukup pada
keempat dimensi IMS, yaitu dimensi Struktur (1,65), Lingkungan (1,71),
Nilai (1,92) dan Dampak (1,92). Padadimens Struktur, komunikasi dan
kerjasamaantar aktor-aktor masyarakat sipil sangat baik dalam mengusung
isu-isu publik dan semua kelompok sosial berpartisipasi secara setara
daam arenamasyarakat sipil. Padadimens Lingkungan, kondisi eksternal
M S memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas wargadan OMS.

Kekuatan masyarakat sipil Kabupaten Dompu adapadadimens Nila
dan Dampak. Sebagian besar OMS dianggap telah mampu
mempromosikan dan menerapkan prinsip dan nilai-nilai ‘universal’.
Sedangkan hasil-hasi| kerjamasyarakat sipil di Kabupaten Dompu dinilai
berhasil memberikan kontribusi yang cukup aktif dan dalam batas-batas
tertentu, sertadapat memenuhi fungsi-fungsi pokok terhadap pemecahan
masal ah isu-isu sosial, ekonomi, politik yang adadi masyarakat.

Tantangan utama masyarakat sipil Kabupaten Dompu adalah pada
Dimens Struktur yang memperoleh nilai terendah (1,65), walaupun masih
dalam kategori cukup sehat. Aspek yang perlu diperbaiki di antaranya
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adalah kecukupan sumber dayafinansial organisasi, SDM dan teknologi
yangdimiliki OM S, regeneras kemimpinan dan kepemimpinan perempuan
dalam arena OMS serta kuantitas dan kualitas keterlibatan perempuan
dalam OMS.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Dompu
Dimensi Sruktur

e Kuatnyarelas antar aktor M S, di antaranyal. SM —organisasi
keagamaan —organisas kepemudaan — kel ompok masyarakat,
dalam melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan anggaran
dan buruh migran untuk mendorong tata kepemerintahan |okal
yang demokratis dan berpihak kepada kelompok rentan
(miskin, perempuan).

Dimens Lingkungan

e Lingkungan eskternal cukup kondusif bagi MS untuk
berekspresi mengemukakan pendapatnya baik berupa
masukan maupun kritik terhadap pemerintah, tanpa ada
tekanan dari pemerintah maupun aparat keamanan, dalam
rangka memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat.

e Tolerans terhadap perbedaan kepercayaan maupun suku telah
menjadi budaya yang cukup terpelihara dalam kehidupan
keseharian masyarakat.

Dimensi Nilai

e Promosi nilai-nilai anti kekerasan cukup gencar dilakukan
kalangan M S terutamaterkait isu KDRT

e Kesadaran dan praktek nilai anti kekerasan cukup berkembang
terutama dalam mengelola konflik kekerasan antar warga
maupun mula beraninya warga melaporkan kasus KDRT
kepada pihak kepolisian.

e Meningkatnya pemahaman kelompok perempuan terhadap
isu KDRT dan cukup tingginya peran perempuan dalam
mencegah sertamenyel esaikan konflik kekerasan antar warga

Dimensi Dampak
e Kebijakan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis serta
perlindungan buruh migran memberikan jaminan hukum bagi
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kel ompok rentan (misalnyakelompok miskin dan perempuan)
untuk memperoleh hak-hak dasarnya.

e  Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan komoditi |okal
(kacang mete) serta dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi
wa rga

Kedalaman partisipasi
warga

Keanekaragaman OMS
Tingkat keorganisasian
Inter-relasi

Sumber daya

It 1 L 1 L I 1
I -
1 tn
]

0.

[=]

o 0.75 1.50 .25 3.00

Dimens struktur di Kabupaten Dompu mendapatkan penilaian cukup
(1,65). Beberapa subdimens yang menyumbang secarapositif antaralain
Subdimensi Relasi antar aktor-aktor MS (1,99) dan Keragaman Arena
MS (1,69). Sementaraitu, ada 3 subdimensi lainnyayang masuk dalam
kategori cukup sehat namun masih perlu ditingkatkan, yaitu Keluasan
Partisipasi Warga (1,59), Tingkat Organisasi (1,57), dan Kedalaman
Partisipasi warga (1,56). Penilaian buruk diperoleh Subdimensi Sumber
Daya(1,5), yang berarti kecukupan sumber daya OM S untuk mencapai
visi, misi dan tujuan-tujuannyadinilai masih rendah.
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“Sebagian hidup saya lebih tercurah pada aktivitas sosial. Di
Desa Lune, tempat saya tinggal, sebagian besar masyarakatnya
lebih suka mengadu nasib menjadi buruh migran ketimbang
bekerja dikampungnya sendiri. Prosedur pengiriman calon BMI
yang direkrut oleh sponsor PPTKIS, kebanyakan illegal. Kasus-
kasus eksploitasi BMI semakin meningkat tiap tahunnya. Di
desa saya, banyak calon BMI tertipu, disiksa oleh majikan, gaji
tidak dibayar, dll.

Pada bulan Februari 2008, saya berinisiatif mengajak
pemerhati buruh migran, Toga dan Toma, BPD dan Pemdes
untuk merembuk mencoba menyusun draft Perdes TKW/I.
Alasan yang saya sampaikan kepada mereka untuk meberikan
payung hukum dan perlindungan sosial bagi TKW/I. Saya
meminta bantuan LESPEL Dompu , sebuah NGO lokal untuk
menfasilitasi kegiatan tersebut di atas.”

Nurondu, aktivis buruh migran.

Skor tertinggi pada dimensi Struktur diperoleh Subdimensi Relasi
antar Aktor-Aktor Masyarakat Sipil (1,99), artinyamenunjukkan bahwa
komunikas dan kerjasamaantar aktor MSmulai dari tingkat desasampai
dengan kabupaten dianggap cukup sehat. Ini ditunjukkan oleh skor
Indikator Komunikasi (1,96) dan Kerja Sama (2,02) yang merupakan
skor tertinggi. Tukar-menukar informasi dan saling bantu melengkapi
data-data berkaitan dengan kerja-kerja advokasi kebijakan. Biasanya
pertukaran informasi dapat dilakukan jika ada kesamaan program, visi/
mis dan kesamaan sasaran atau kesamaan latar belakang organisasi' yang
kemudian berdampak pada saling mendukung dan menggal ang kekuatan
untuk mendorong isu yang tengah digulirkan kepada kelompok sasaran
mereka. Contoh kerja sama antar OMS di Dompu misalnya dilakukan
oleh Lensadan Dewan Peduli Anggaran yang keduanyajugamelibatkan
OM Slain seperti Muhammadiyah, NU, organisasi kepemudaan maupun
LSM lainnya guna melakukan advokasi anggaran kesehatan dan
pendidikan; Forum Buruh Migran dan Lespel melibatkan YBCM,
Madafaku, LPMP, Lensa, Sambirio, Y BN dan SBMI dalam mendorong
pengesahan RanperdaAnti Trafficking.

' Misalnya sesama organisasi keagamaan, LSM atau organisasi kepemudaan.

118



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Dompu

Skor terendah Dimensi Struktur diperoleh dari Subdimensi Sumber
Daya yang masuk kategori kurang sehat (1,50). SDM MS di Dompu
masi h kurang untuk mendukung kerja-kerjaOM S. Kemampuan riset dan
transfer keahlian dinilai masih kurang. Pelatihan-pel atihan yang pernah
mereka peroleh kurang diimplementasikan sehingga belum atau kurang
memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu,
sumber dayakeuangan dianggap masih lemah karena sebagian besar OMS
masih bergantung kepada donor. Keberadaan BAZIS sebagai lembaga
yang menggal ang danapublik beraliran keagamaan cukup menarik untuk
dikembangkan sebagai strategi pengembangan pendanaan di luar lembaga
donor atau organisas internasiona lainnyabagi OM S. Di bidang teknol ogi
khususnya TIK, meskipun sumber daya di Kabupaten Dompu dapat
dikatakan cukup terjangkau namun pemanfaatannya dianggap belum
optimal.

Rekomendas untuk memperbaiki dimens struktur sebagai
berikut:

e Mempertahankan dan mengembangkan kerja sama dan
komunikasi intensif antar aktor-aktor OMS di arena MS
Kabupaten Dompu untuk saling bertukar pembelajaran
maupun mendorong isu-isu tata kepemerintahan yang
demokratis, anti korupsi, lingkungan, buruh migran maupun
isulainnyayang sedang maupun akan dikembangkan di masa
datang. Peningkatan kemampuan kepemimpinan di arena
masyarakat sipil

DIMENSI LINGKUNGAN
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hak-hak desar
Konbeks

sosial-ekonomi

Konteks Sosial Budaya
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“Bekerja sebagai kader posyandu seperti halnya pekerja sosial
lainnya, tidak hanya meluangkan waktu, tetapi tenaga dan
pikiran ikut berkonstribusi. Kadangkala teman sekampung
berkata kepada saya, kenapa sih mau kerja sukarela, lebih
baik bekerja di lahan, dapat upah yang layak. Saya bilang

kepada mereka, saya ingin hidup ini bermanfaat bagi orang
banyak dan suatu kelak nanti jika saya tua, mungkin ada
orang-orang yang bisa mewarisi cara saya berpikir dan
bertindak untuk peduli sesama dan membangun kesadaran
perilaku dan sikap yang baik.”

Nurhidayati, Kader Posyandu

Dimensi Lingkungan mendapatkan nilai cukup sehat (1,71).
Subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap skor tersebut
adalah Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar dengan nilai 2,21
(cukup sehat), Konteks Sosial-Budaya dengan nilai 2,06 (cukup sehat)
dan Konteks Politik dengan nilai 1,76 (cukup sehat). Subdimensi lain
yang masih beradapadakategori cukup sehat, namun memiliki nilai lebih
rendah dari nilai total adalah Relasi Negaradan Masyarakat (1,70) serta
Subdimensi Hukum dan Kebijakan (1,63). Sementara itu, ada dua
subdimens yang beradapadakondis buruk, yaitu Konteks Sosial Ekonomi
(1,49) dan Relasi Pasar dengan Masyarakat Sipil (1,14).

Skor tertinggi Dimensi Lingkungan diperoleh dari Subdimensi
K ebebasan dan Hak-Hak Dasar (2,21). Hal ini menunjukkan bahwawarga
dan OMS di Dompu dinilai memiliki kebebasan dalam menyuarakan
pendapat, baik secaraindividual maupun melaui organisasi yang diikuiti.
K ebebasan jugadirasakan dalam kemudahan membentuk organisasi dan
beraktivitasdi tengah masyarakat. Indikator yang memiliki nilai tertinggi
adalah Kebebasan Pers (2,59). Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa
media massa di Dompu dapat melaksanakan kegiatannya secara bebas,
tanpa ada hambatan dari pihak pemerintah dan kode etik dalam dunia
perscukup dipatuhi oleh media. Indikator ini belum mencapai nilai tertinggi
karena kadangkala masih terlihat adanya oknum-oknum pers yang
menggunakan pers untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
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Indikator Kebebasan Sipil (2,41) juga memberikan kontribusi yang
tinggi. Hal ini sgalan dengan realitasyang adadi Dompu, yaitu masyarakat
dianggap bebas menyampaikan pendapat terhadap persoal an-persoalan
yang terjadi. Bahkan kegiatan demonstrasi tidak pernah dilarang, selama
kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan melanggar
hukum. Padatingkat masyarakat, secaraindividu maupun kelompok telah
ada kesadaran untuk menyampaikan aspirasinya. OMS juga memiliki
kesempatan mengadakan musyawarah dan rapat-rapat untuk
membi carakan masal ah-masal ah yang merekahadapi tanpaadanyatekanan
dari aparat pemerintah.

Hal menarik dari hasil IMS pada Subdimensi K ebebasan dan Hak-
Hak dasar adalah bahwa laki-laki memberikan nilai lebih tinggi (2,27)
dibandingkan perempuan (2,16). Nilai ini menunjukkan bahwakesempatan
dan ruang beraktivitas laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan
perempuan. Meskipun isu gender sudah berkembang di Dompu, tetapi
diakui atau tidak, perempuan masih lebih banyak bergerak di ranah
domestik, sehingga kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih
terbatas dibandingkan laki-laki. Interaksi laki-laki dengan berbagai pihak,
jugalebih luas dibandingkan perempuan. Selainitu, tidak tersediamedia-
mediayang ditujukan secarakhusus kepada perempuan. Perempuan juga
lebih sering menitipkan aspirasi kepada laki-laki akibat adanya budaya
kacoi angi (rasa sungkan dan hormat).

Skor terendah pada Dimens Lingkungan diperoleh Subdimens Relasi
Pasar—M S (1,14). Keberadaan perusahaan di Dompu belum dirasakan
manfaatnyaoleh masyarakat sipil dan warga. Kondisi ini dipengaruhi oleh
kurangnya kedermawanan perusahaan yang ditunjukkan nilai indikator
0,59 (sangat buruk). Belum adanya kebijakan pemerintah setempat terkait
denganinsentif bagi perusahaan yang memberikan danamelaui mekanisme
Corporate Social Responsibility (CSR), ditengarai berkontribusi terhadap
kurangnyainisiatif CSR tersebut.

Pada Subimens Relasi Pasar—M S, perempuan memberikan penilaian
jauh lebih tinggi (1,29) dibandingkan laki-laki (0,97), walaupun nilai
tersebut masih padakategori buruk. Hal ini disebabkan karenaperempuan
lebih sering menjadi pekerjadari perusahaan, kelompok usaha perempuan
sering berinteraksi dengan perusahaan dan usahajual beli lebih banyak
dilakukan oleh perempuan.
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Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan
sebagai berikut:

OM S membanguninteraksi dengan pers secaralebihintensif

Pemerintah bertindak terbukauntuk menyampaikan informas
kepada publik melalui mediayang mudah diakses masyarakat
Mendorong dibentuk lembagadatadan informas (bank data)
yang diperlukan masyarakat

Pemerintah dan OM S mendorong keterlibatan OM Sminoritas
dalam kegiatan sosialisas kemasyarakatan
Mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang
memantau kinerjaanggotalegidatif dari wilayah pemilihannya
Membangun jaringan kerja dengan |lembaga-lembaga di
tingkat nasional dan lembaga donor untuk mendorong
terbentuknya UU yang menjamin keterwakilan perempuan
di legidatif

Pemerintah meninjau ulang ijin HGU yang ada agar lebih
bermanfaat bagi masyarakat

DIMENSI NILAI

Anti kekerasan

Kesetaraan gender

Penanggulangan
kemiskinan

Keberlanjutan
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2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Dompu

Berdasarkan hasil IMS tahun 2009, Dimens Nilai di Kabupaten
Dompu masuk dalam kategori cukup sehat (1,92). Subdimensi yang
memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai tersebut adalah Anti
Kekerasan 2,32 (sehat), Toleransi 2,03 (cukup sehat) dan Demokrasi 1,95
(cukup sehat). Subdimensi lainnyayang masuk kategori cukup walaupun
skornya di bawah rata-rata adalah Subdimensi Penanggulangan
Kemiskinan 1,89 (cukup), Kesetaraan Gender 1,81 (cukup), Keberlanjutan
Lingkungan (1,76) dan Transparansi (1,68).

Skor tertinggi dimensi Nilai diperoleh subdimensi Anti Kekerasan
(2,32) yang berada pada kondisi sehat. Di Kabupaten Dompu, sebagian
besar masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil mempromosikan
nilai anti kekerasan dan perdamaian di dalam kehidupan sehari-hari,
misalnyasosiaiasas Undang-Undang K ekerasan Dalam Rumah Tangga
di berbagai kecamatan dilakukan oleh LESPEL, SBMI,Y SP, YBC, Plan
Indonesiadan’Y PO. Menurut pengakuan dari beberapawarga, kekerasan
di dusun RendaK elurahan Simpasai, Kelurahan Kandai |1, Wawonduru,
Montabaru dan Nowa sangat berkurang dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Tomas dan Toga berperan akti fdalam upaya pencegahan
maupun perdamaian jika kekerasan terjadi. Contoh lainnya adalah di
lingkungan sekolah-sekolah sudah mulai meningggalkan sistem
pembel g aran dengan kekerasan dan wargamulai sadar untuk melaporkan
kasus-kasus KDRT ke ranah hukum (polisi). Kondisi tersebut di atas
tercermin dari hasil penilaian indikator Anti Kekerasan di dalam Arena
MS (2,60) berada pada kondisi sehat dan indikator Arena MS
Mempromosikan Anti Kekerasan (2,05) beradapadakondisi cukup sehat.

Pada subdimensi Anti Kekerasan ini, kelompok perempuan
memberikan nilai lebih tinggi (2,36) daripada kel ompok laki-laki (2,29).
Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan kelompok
perempuan terhadap perlindungan hukum oleh UU KDRT maupun
keterlibatannya dalam upaya perdamaian atau pencegahan konflik
kekerasan melalui kebiasaan saling menasehati antar wargamasyarakat.

Skor terendah dimens Nilal diperoleh subdimens Transparans (1,68)
yang berada padakondisi cukup sehat. Indikator yang berkontribusi pada
nilai tersebut adalah Transparansi Keuangan OMS yang berada pada
kondis kurang sehat (1,20). Pertanggungjawaban OM S biasanya hanya
terbatas dilakukan kepada lembaga pemberi dana (lembaga donor,
organisas internasional dan pemerintah) dan belum dipublikasikan kepada
konstituen dan/atau masyarakat umum. Bahkan sebagian OM Sdi tingkat
desa belum melakukan pelaporan keuangan baik di internal organisasi
maupun pihak luar.
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Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan

sebagai berikut:

e Mendesak DPRD Il Dompu untuk mengesahkan perda
tentang trafficking perempuan dan anak

e Meningkatkan sosialissai UU KDRT, Perda Miras disetiap
desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Dompu

e Mendorong pihak pemda Dompu untuk membuat perda
transparans informasi

e Diperlukan adanya sebuah wadah/ruang yang
mempertemukan organisasi-organisasi yang peduli terhadap
perempuan dalam rangka memperjuangkan hak-hak
perempuan yang seimbang, adil dan demokratis sehingga
negaradapat menjamin keberlanjutan hak-hak perempuan.

e Mendorong perluasan jaringan antar MS, OMS dan Non
OMS dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan
demokratis yang berkesetaraan gender.

e Pembedahan anggaran responsif gender

DIMENSI DAMPAK

Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab
pemerintah dan perusahaan swasta

Menanggapi kepentingan sosial

Memberdayakan warga negara

Memenuhi kebutuhan masyarakat

0.

[=]

0 0.75 1.50 .25 3.00
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Dimensi dampak di Kabupaten Dompu mendapat nilai 1,92 (cukup
sehat). Nilal ini ditunjang oleh skor pada Subdimensi Respon terhadap
Kepentingan Sosial 2,13 (cukup sehat), Pemberdayaan Masyarakat 2,01
(cukup sehat), serta Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat 1,96 (cukup
sehat). Subdimensi lainnya yang memperoleh nilai cukup walaupun di
bawah rata-rata perolehan nilai dimensi Dampak adalah subdimensi
Mempengaruhi K ebijakan Publik (1,80) dan Akuntabilitas Sektor Negara
dan Pasar (1,68).

“Berinteraksi dan membantu masyarakat bukanlah hal asing
bagi saya. Inilah seni yang saya jalani. Aks yang pernah saya
lakukan bersama masyarakat yaitu pembebasan tanah tambak
yang dikuasai oleh PT Sra di Desa Mbawi. STambak tersebut
mer upakan hak ulayat warga setempat. Sebelum dikuasai PT
Sra, mata pencaharian masyarakat satu-satunya hanya dari
tambak. Pendekatan persuasif kepada perusahaan menemui
jalan buntu. Akhirnya demonstrasi damai sebanyak 7 kali
dalam 7 bulan berhasil membuat PT Sra hengkang dari
Mbawi.”

Julkarnain M S, staf YBN

Skor tertinggi dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Menanggapi
Kepentingan Sosial (2,13) yang berada padakondisi cukup sehat. Hal ini
dipengaruhi oleh adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh OMS terhadap
kebijakan yang terkait dengan ekonomi, sosial dan budaya, misalnya:
adanya jaringan TKI, penanganan kasus KDRT dan kebijakan terkait
dengan Akta Kelahiran. Skor 2,18 (cukup sehat) pada indikator
Memberikan Tanggapan terhadap K epentingan Sosia di bawah subdimens
ini, mempertegas cukup kuatnyarespon OM Sterhadap kepentingan sosial.
Aktor-aktor MS dan OM S cukup aktif memberikan tanggapan terhadap
isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti pengelolaan air bersih,
penanganan gizi buruk, kematian ibu hamil dan bayi, pelayanan kesehatan
gratisyang belum memenuhi standar, peningkatan mutu pendidikan, harga
komoditi pertanian dan perkebunan yang masih tidak sesuai dengan harga
pasar. Kelompok perempuan memberikan skor sehat (2,46) padaindikator
tersebut, lebih tinggi daripadakelompok laki-laki (1,86) yang beradapada
kondisi cukup sehat. Bahkan skor rata-rata dari kelompok perempuan
(2,36) padatotal perolehan nilai subdimensi Menanggapi Kepentingan
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Sosial, jugalebihtinggi daripadakel ompok laki-laki (1,87). Hal ini banyak
dipengaruhi oleh karena perempuan biasanyamenerimamanfaat langsung
dari upaya-upayasosial di bidang Ekonomi, sosia dan budaya, misalnya:
pendidikan dan kesehatan gratis, pembebasan biaya visum et reperturn?

Skor terendah Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Akuntabilitas
Negara dan Sektor Pasar (1,68) yang berada pada kondisi cukup sehat.
Skor buruk yang berkontribusi pada perolehan nilai subdimensi tersebut
adalah Indikator M endesakkan Tanggung Jawab Perusahaan atau Sektor
Pasar (1,39). Keterlibatan pihak swasta dinilai sangat kurang, misalnya
akses layanan modal masyarakat oleh Bank swasta sangat sulit serta
tingginyabeban biayalistrik dan PDAM yang harus dibayar masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah dirasakan cukup berihak kepada
masyarakat, seperti pembudidayaan komoditi unggul an kabupaten Dompu
yaitu mete dan rumput laut serta membuat jaringan dengan luar negeri
seperti dengan M ohan (perusahaan mete dari India); pemerintah mengel uar
kebijakan dana SPP (s mpan pinjam perempuan) untuk menalangi produk
petani dan masyarakat terkait dengan menjagakestabilan harga.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai
berikut:

e Mendesak pemerintah untuk membuka akses yang seluas-
luasnya terhadap aktor-aktor MS, untuk mendapatkan data
yang benar tentang keberpihakan negaraterhadap M S.

e Mendesak kepadanegaradan swastamenyangkut pemasaran
produk

e Mendesak aokas anggaran untuk pemberdayaan perempuan,
minimal 20 %

e Kerjasamayang intensantaraM S, pemerintah dan swasta

e Membentuk forum koordinasi dan komunikasi bagi aktor-
aktor MS

2 Visum et repertum disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam
ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil
pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga
bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk
kepentingan pro yustisia. Visum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara
hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban
yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus
untuk perempuan visum et repertum termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah
seseorang masih perawan atau tidak. Wikipedia Online (diakses Oktober 2011).
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e  Mendesak pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan
dalam program pendidikan gratis

e Mendesak pemerintah agar memberikan pelayanan yang baik
kepadamasyarakat tanpadiskriminasi

e Pelibatan masyarakat sipil, terutamakel ompok miskin, dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber
dayapembangunan
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Kabupaten Bima

Wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur
dan merupakan kabupaten yang letaknya paling timur di Propinsi Nusa
Tenggara Barat. Secara geografis berkedudukan pada 118°44'—-119°22°
BT dan 08°08 —08°57’ LS. Batasadministras wilayahnyaadal ah sebagai
berikut:

e SebelahUtara . Laut Flores.

e Scbelah Selatan : SamudraHindia.

e Sebelah Timur . Selat Sape

e SebelahBarat : Kabupaten Dompu.

Jumlah Penduduk tahun 2007 sebanyak 416.446 jiwa dengan
komposisi penduduk perempuan 210.564 jiwa dan penduduk laki-laki
205.882 jiwa. Sementarajumlah penduduk miskin sebanyak 52.454 jiwa.
Komposisi anggota DPRD Kabupaten Bima hasil Pemilu 2009 sebagai
berikut: Golkar 7 kursi, PAN 6 kursi, PPP 4 kursi, PBB 4 kursi, PKB 4
kursi, PKPI 4 kursi, PKPB 3 kursi, PKS 3 kursi, PDIP 2 kursi, PBR 1
kursi, PIB 1 kursi, Merdeka 1 kursi.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

OMS di Kabupaten BIMA dapat dikelompokkan menjadi enam
kategori, yaitu: organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, forum/
jaringan/koalisi/aliansi, LSM, kel ompok etnis/kesukuan dan koperasi.

Apabila dilihat dari tingkat pengaruh?, ada lima OMS yang
dikategorikan sangat berpengaruh di Kabupaten Bima, yaitu

" Kekuatan pengaruh OMS dilihat dari kriteria berikut: (1) Keaktifan dalam isu-isu yang berkembang
di kabupaten, (2) Besarnya keanggotaan/kelompok dampingan, (38) Sumberdaya keuangan, (4)
Keluasan jaringan pada tingkat desa, kabupaten, propinsi dan/atau nasional
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Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Nasyiatul Aisyiyah, Majelis
Taklim AnnisaKabupaten Bimadan Magjelis Taklim Aisyiyah Kabupaten
Bima. Merekamempunyai perhatian terhadap i su-isu terkait keagamaan
yang berkembang di masyarakat Bimayang mayoritas beragamalslam,
terjun langsung memberikan pel ayanan-pelayanan di bidang pendidikan
melalui pondok pesantren maupun sekolah umum lainnya, di bidang
kesehatan menyediakan fasilitas rumah sakit. Keanggotaan cukup besar
dan pada umumnya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dan jaringan
sangat luas dari desa hingga kota. Sumber daya keuangan cukup kuat
dengan adanyadukungan danadari pusat, publik yang menjadi anggotanya
serta ditunjang sumber daya kesukarelawanan yang tinggi dalam
mendukung setiap kegiatan yang dilakukan. Keempat |embaga tersebut
juga menjadi panutan masyarakat muslim Bima ada umumnya terkait
dengan pilihan sikap terhadap isu-isu sosial tertentu yang dikaitkan dengan
keagamaan.

Sementara itu, OMS yang diidentifikasi berpengaruh berasal dari
kalangan LSM, jaringan organisas keagamaan sertakepemudaan di bawah
payung Muhammadiyah dan NU. Kerja-kerja nyata dalam
pengorganisasian dan/atau pemberdayaan masyarakat yang kemudian
diangkat dalam ranah kerja-kerjaadvokas kebijakan diidentifikas sebagai
faktor berpengarunnya LSM di Bima, misalnya seperti yang dilakukan
oleh LP2DER, SOLUD, HISDI, FMT. Perubahan di tataran kebijakan
publik seperti Alokasi DanaDesa(ADD) yang diadvokas oleh LP2DER
beserta kelompok-kelompok masyarakat dapampingan serta OMS lain
yang menjadi mitra kerjanya, akan berdampak langsung kepada
kesejahteraan masyarakat pedesaan termasuk petani dan perempuan,
mendorong tersedianyapelayanan listrik dan aksesjaan untuk masyarakat;
akan berpengaruh terhadap meningkatnyakesegj ahteraan masyarakat dalam
jangkapanjang.

Di lingkup isu tata kepemerintahan |okal yang demokratis, LSM masih
menjadi motor kerja-kerja di ranah ini, baik dilakukan sendiri maupun
bersama-sama dengan OMS lain. Misalnya, upaya mendorong adanya
kebijakan dan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) cukup intensif
dilakukan oleh LP2DER yang juga melibatkan organisasi lain seperti
LPSM, LP3M, Solud, FMT, GAPOKTAN, FP3M, LAPKP, For Liberal
danlain-lain.
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Status Masyarakat Sipil Kabupaten Bima

STRUKTUR
300 1

1.50 + 1.34

1.66
DAMPAK | g LINGKUNGAN
1.35

1.65

NILAI

Grafik 6 Intan IMS Kabupaten Bima

Dari diagram intan tampak bahwa Dimensi Struktur mendapatkan
nilai kurang sehat (1,34). Ini berarti secara umum bangunan MS di
Kabupaten Bimadalam keadaan yang tidak menggembirakan. Penilaian
buruk jugadidapat Dimens Lingkungan (1,35), yang menandakan bahwa
faktor-faktor eksternal dianggap kurang memberikan ruang bagi
perkembangan M S. Sedangkan dalam hal semangat mempromosikan dan
mempraktikkan norma-norma, MS di Kabupaten Bima dianggap cukup
sehat. Hal ini dapat dilihat dari Dimensi Nilai yang mendapat skor 1,65.
Yang terakhir, Dimensi Dampak mendapatkan nilai 1,66, yang berarti
hasi| kerjadari aktivitasMSdinilal cukup sehat.

K ekuatan masyarakat sipil Kabupaten Bimaadapadadimens Dampak
yang memperoleh nilai tertinggi. Kerja-kerjamasyarakat sipil dinilai telah
memberikan kontribusi positif dan dalam batas-batas tertentu dapat
memenuhi fungsi-fungs pokok terhadap pemecahan masalahisu-isusosia,
ekonomi, maupun politik yang adadi masyarakat. Sedangkan tantangan
utamamasyarakat sipil Kabupaten BimaadapadaDimens Struktur yang
memperoleh nilai terendah. Aspek yang perlu diperbaiki di antaranya
adalah perluasan pendanaan untuk mendukung kerja-kerja masyarakat
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sipil, peningkatan kualitas SDM dalam isu-isu khusus, kemampuan
mengatur diri sendiri seperti polakomunikasi internal yang setara, serta
peningkatan pendukung kerja OMS seperti perpustakaan maupun
kemudahan aksesinformas datakeinstansi pemerintah.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Bima
Dimensi Struktur

e Kedermawanan dan kerja sukarela warga dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan

e Kedermawanan dan keaktifan kelompok perempuan dalam
kerja sukarela berpoteni manjadi pilar gerakan sosial di
Kabupaten Bima.

e Aksi-aks kolektif wargadalam menanggapi persoalan sosial
di lingkungannyatelah menyentuh kelompok minoritaslintas
agamadan suku

e  Sebaran OM S mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten
Bima

Dimens Lingkungan

e Budaya tolerans antar agama/kepercayaan dan suku serta
kesadaran mendahul ukan kepentingan umum tumbuh cukup
baik

e Kebebasan bersuara atau berpendapat berjalan cukup baik,
termasuk di antaranyaada ah OM S mengajukan dial og dengan
pemerintah maupun kebebasan mendirikan OMS,
mencal onkan diri sebagai calon legidatif

Dimensi Nilai

e Nilai tolerans dan anti kekerasan tumbuh subur di kalangan
MSdan OMSBima

e Kelompok perempuan Bimalebih aktif mempromosikan dan
mempraktekkan nilai-nilai MS, misalnya anti kekerasan,
toleransi, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender,
transparans dan keberlanjutan lingkungan.

Dimensi Dampak

e Aktor-aktor masyarakat sipil di Bimatanggap terhadap isu-
isu sosial pokok di masyarakat dan dapat menjadi wakil dari
kepentingan publik.

o Kepercayaan masyarakat terhadap OM S dan aktor-aktor MS
cukup tinggi
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e Beberapa OMS mempunyai kemampuan advokasi yang
berhasi| mendorong kebijakan publik yang bermanfaat untuk
masyarakat (misal Perda ADD, alokast ADD daam APBD
Bima, kenaikan anggaran ikatan bidan)

e OMS mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam
hal peningkatan kapasitas berpendapat dalam forum-forum
formal, memperluas jaringan antar MS, membuat kontrak
politik.

DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi
wAnGA

Kedalaman partisipas:
ARG

Keanekaragaman OMS
Timghat keorganisasian
Inter-relasi

Sumber daya

o

2

o.7% 150 1.2% 3.00

Dari hasil pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) tahun 2009,
dimensi Struktur di kabupaten Bima mendapat penilaian 1,34 (kurang
sehat). Limasubdimens yang mendapatkan penilaian kurang sehat adalah
Keanekaragaman Arena MS (1,29), Sumberdaya (1,03), Kedalaman
partisipasi warga (1,35), Tingkat Keorganisasian (1,41) dan Interrelasi
Antaraktor (1,41). Sedangkan Sub Dimensi Keluasan Partisipasi Warga
mendapatkan penilaian cukup sehat (1,55).

Nilai yang diperoleh Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga
menggambarkan bahwa keterlibatan wargadalam arenaM S dan proporsi
warga yang terlibat dalam beberapa aktivitas di arena MS cukup luas
seperti dalam kerja-kerjasukarela, menyumbang untuk amal dan kegiatan
kolektif komunitas. Ada tiga indikator yang menyumbang pada hasil
penilaian subdimens tersebut. K etiganyadinilai beradapadakondis cukup
sehat yakni Menyumbang Untuk Amal (1,79), KerjaSukarela(1,91) dan
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Kegiatan Kolektif Komunitas(1,72).

Secara umum, sumbangan warga ditujukan untuk pembangunan
saranafisik seperti magjid, jalan, lapangan, dan sebagai nyamaupun untuk
kepentingan sosial kemasyarakatan seperti sumbangan pada hajatan,
kematian, hari besar (agamadan nasional), posyandu dan membantu warga
miskin mengurus kartu Jamkesmas.

“Walaupun OMS banyak membantu namun yang saya tahu
interaks antara OMS dan perusahaan-perusahaan swasta
masih kurang. Itu dikarenakan OMS belum memiliki akses

terhadap perubahan yang ada di dalam komunitas maupun di
luar. Begitu interaksi antara OMS dengan pemerintah. OMS
sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah namun
pemerintah tidak terbuka terhadap peran OMS.

Hayati Nufus (JARPUK)

Bentuk-bentuk kerja suka rela warga di antaranya adalah gotong
royong. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pembersihan masjid,
penanganan wabah muntaber dan membantu wargalain dalam mengurus
pendaftaran Kegjar Paket C oleh PKBM. Terdapat perbedaan penilaian
antara peserta dari kelompok perempuan dan laki-laki. Kelompok
perempuan memberikan skor 1,88, lebih tinggi daripada laki-laki yang
memberikan skor (1,67) pada Indikator Menyumbang untuk amal. Ini
juga terjadi pada Indikator Kerja sukarela. Kelompok perempuan
memberikan penilaian 2,04, yang lebih tinggi dibandingkan kelompok
laki-laki (1,74). Berdasarkan hasi| diskus terungkap bahwa sebagian besar
praktek kerjasukarelamaupun kedermawanan seperti yang dikemukakan
pada contoh-contoh di atas didominasi oleh kaum perempuan. Temuan
lainnyaadal ah keberadaan OM S keagamaan (Islam) perempuan di bawah
naungan Muhammadiyah dan NU, banyak ditemukan di wilayah pedesaan,
kecamatan sampai kabupaten. Selain melakukan syiar, merekajugacukup
banyak melakukan kerja-kerjasosial.

Skor terendah pada Dimensi Struktur diperoleh subdimensi Sumber
Daya (1,03). Salah satu penyebabnya adalah masih tergantungnya
sumberdaya OMS terhadap dana dari pihak lain (lembaga donor,
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pemerintah, swasta, dan sebagainya). Belum adakemampuan pengel olaan
dan keterampilan dalam menggali sumberdaya/potensi diri dari OMSitu
sendiri. Keberadaan lembaga donor yang memungkinkan untuk
memberikan dukungan jugasedikit. Aksesterhadap danadari Pemerintah
Kabupaten belum banyak diketahui OM S kecuali untuk bidang-bidang
pemberdayaan perempuan, koperasi dan usahakecil. Namun akses untuk
memperoleh danatersebut sangat sulit, dan seandainyaberhasi| bisanya
danayang turun mengalami pemotongan. Di sisi lain, kurangnyakapasitas
SDM merupakan tantangan yang harus segeradijawab. K apasitas personil
di OM S cenderung didominasi ol eh beberapaorang sajadan hampir tidak
tampak adanya regenerasi. Sedangkan kemampuan dalam pemanfaatan
teknologi jugamasih tertinggal.

Rekomendas untuk memperbaiki Dimens Struktur sebagai
berikut:

e Membangun dan mengembangkan mekanisme komunikas
dan kerjasama antar aktor-aktor MS guna meningkatkan
sinergi antar OMS.

e Meningkatkan partisipas perempuan untuk mengambil peran
pada posisi strategis dalam sebuah musyawarah maupun
kepemimpinan di organisasi di Kabupaten Bima, guna
mewujudkan kesetaraan posisi antara perempuan dan laki-
laki dalam proses pembangunan.

e Menekankan proses pembelajaran terhadap kaderisasi
kepemi mpinan tanpamembedakan jeniskelamin, kelassosial,
kelompok tua dan muda.

e Memanfaatkan potensi kebersamaan warga dalam hal amal
atau sumbangan sangat memungkinkan untuk mengurangi
angka kemiskinan di masyarakat. Untuk itu warga perlu
didorong untuk memiliki tabungan desa secaraswadaya, yang
dikelolaoleh OMS di desa/lkecamatan setempat.

135



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Bima

DIMENSI LINGKUNGAN
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Dimensi Lingkungan mendapatkan nilai buruk (1,35). Beberapa
subdimens yang berada padakondis kurang sehat adalah K onteks Sosial -
Ekonomi (1,02), Relasi Pasar-M S (1,06), Hukum dan kebijakan (1,33),
Relasi negara-MS (1,40), serta Kebebasan Dasar (1,44). Meskipun
demikian ada beberapa subdimensi yang dapat menjadi aset untuk
memperbaiki kondis yang ada, karenanilainyaberadapadakategori cukup
sehat, yaitu Konteks Sosial Budaya (1,71) dan Konteks Politik (1,53).

Skor tertinggi Dimensi Lingkungan ada pada Subdimensi Konteks
Sosial-Budaya(1,71). Pesertalokakaryamenilai bahwanormadan budaya
setempat masih dapat merekatkan hubungan sosial, tanpa dibatasi oleh
sekat-sekat suku, agama maupun ras. Toleransi dan kerja sama antar
pemel uk agama berbedadipandang cukup baik. Parapemel uk agamayang
berbeda saling menghormati, bahkan saling membantu dalam membangun
rumah ibadah. Di desa Palamadan Mbawa, Kecamatan Donggo, toleransi
yang terjadi antara pemeluk agama Islam, Kristen dan Katolik sangat
tinggi. Jika ada orang yang meninggal dunia, semua masyarakat saling
membantu tanpamelihat agamayang dianutnya. Hal ini dipertegasdengan
hasil IMS pada Indikator Toleransi yang memperoleh skor 1,98.
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K esadaran mendahul ukan kepentingan umum jugadinilai tumbuh di
masyarakat Bima. Skor yang diperoleh pada indikator tersebut berada
padakondisi cukup sehat (1,88). Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat
yang bersedia untuk menyerahkan lahannya dalam pembangunan jalan
dan pelebaran gang, baik lahan kebun maupun halaman rumahnya. Di
desa Palawa, Kecamatan Donggo, masyarakat pun bersedia bergotong
royong untuk memperpanjang pembangunan jalan dari rencana semula
0,5 km (sesuai anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28 juta) menjadi 1,5
km dengan biaya ditanggung masyarakat secara swadaya.

Skor terendah padadimensi ini adapada Subdimens Konteks Sosial-
Ekonomi yang memperolehnilai kurang sehat (1,02). Hal ini terkait dengan
pendapatan masyarakat yang masih di bawah UMR2. Namun perempuan
memberikan nilai lebihtinggi padasubdimensi ini ditunjukkan oleh skor
peserta perempuan 1,08 dan laki-laki 0,95. Dalam lokakaryal M S peserta
menganggap bahwa perempuan lebih memahami pengelolaan ekonomi
rumah tangga.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan

sebagai berikut:

Meéelihat tantangan dan aset di berbagai sudimensi dan indikator

di atas, prioritas rekomendasi untuk perbaikan Dimensi

Lingkungan di antaranyaadal ah:

e ADD disalurkan sesuai dengan UU yang berlaku

e Mendesak terbentuknya Perdatransparans informasi

e Menegakan supremasi hukum untuk memberantas korupsi/
pungli

e Meningkatkan kerjasama OM S dan sektor swasta

e Meningkatkan interaks yang intensif antara OM S dengan
pemerintah agar kepedulian pemerintah terhadap OMS
meningkat

e Mendesak pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk
pelayanan pendidikan, kesehatan dan penanggulangan
kemiskinan.

2 Di Kabupaten Bima pada 2009, Upah Minimum Ratio per hari sebesar Rp. 20.000,-, sementara
pendapatan masyarakat masih berkisar pada pendapatan Rp. 7.000 per hari.
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DIMENSI NILAI
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Pada penilaian IMS tahun 2009, Dimensi Nilai memperoleh skor
cukup (1,65). Subdimens Toleransi (2,01) dan Anti Kekerasan (2,01)
dan Keberlanjutan Lingkungan (1,65) menjadi penyumbang positif.
Subdimensi Transparansi mendapatkan skor 1,58, Demokrasi (1,53).
Sementara dua subdimensi lainnya berada pada kategori kurang sehat
yaitu Penanggulangan K emiskinan 1,47 dan K esetaraan Gender 1,32.

Skor tertinggi pada dimensi Nilai diperoleh subdimens Toleransi
(2,01) dan Anti Kekerasan (2,01), artinya MS Kabupaten Bima dinilai
cukup berhasil dalam mempraktikkan kedua nilai tersebut di dalam
jgarannyadan mempromosikannyakepadamasyarakat |uas. Nila tolerans
jugadikembangkan ol eh organisas keagamaan dalam kegiatan sarasehan
lintas agama yang pernah dimotori oleh NU.

Yang paling membuat saya merasa hebat dan merasa
begitu berharga yaitu pada saat memprotes pemerintah daerah
terhadap rendahnya kesetaraan gender dalam struktur
pemerintahan daerah. Bagi saya ini penting dilakukan karena
sangat banyak perempuan-permpuan potensial yang harus
diberikan kesempatan dalam mengabdikan diri di jenjang yang
sama dengan laki-laki. Pemegang jabatan penting dalam
struktur keperintahan tidak hanya harus di pegang oleh kaum
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adam akan tetapi harus pula ada sentuhan dari kaum hawa, saya
merasa mereka lebih memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi

. Dedi Apriadi (Direktur LEINTSA)

Keompok perempuan memberikan skor Subdimens Toleransi (2,10),
lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (1,90). Menurut penilaian
pesertalokakkaryahal ini disebabkan karenaperempuan dinilai |ebih aktif
biladibandingkan dengan laki-laki dalam kehidupan sosia kemasyarakatan
yang terdiri dari beragam suku dan agama sehingga pemahaman dan
praktik-praktik toleransi lebihtinggi.

Subdimensi Anti K ekerasan mendapat nilai 2,01 (cukup sehat), artinya
di Kabupaten Bima, sebagian besar masyarakatnyamempromosikan anti
kekerasan dan perdamaian di dalam arenaM S kepada masyarakat |uas.
Faktor pendukung nilai tersebut di antaranya adalah UU KDRT sering
disosiaisasikan dalam bentuk seminar, hearing antaraOM S - pemerintah,
diseminarkan oleh berbagai aktivisM S, OM S dan non-OM S ke pemerintah
dan pihak legislatif. Kesadaran perilaku dan sikap anti kekerasan
masyarakat Bima dapat dibuktikan bilamana terjadi perkelahian antar
kampung atau warga, maka ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh
tomas, toga dan pemerintah desa maupun dari pihak keluarga. Pada
umumnya nasehat-menasehati antar warga masyarakat merupakan cara
mempromosikan perdamaian di Kabupaten Bima. Perempuan cukup
berperan dalam mempromosikan anti kekerasan, misalnya ketika ada
perkelahian, perempuan selalu melerai, sehingga kericuhan tidak
merambat.

Skor terendah diperoleh Subdimens K esetaraan Gender yang masuk
kategori kurang sehat (1,32). Perolehan skor ini dipengaruhi oleh fakta
bahwa perempuan masih diposisikan untuk mengurus administrasi di
kalangan OM S yang beranggotakan laki-laki dan perempuan. Misalnya
posis padastruktur organisasi, pengorganisasian seminar, pelatihan, dan
sebagai nya. Walaupun secaraumum berada dalam kondisi buruk, masih
ada indikator yang memperoleh nilai cukup yaitu Mempromosikan
Kesetaraan Gender (1,60). Perempuan banyak terlibat dalam kegiatan
diskusi di komunitas, pelatihan-pelatihan, pendampingan kelompok-
kelompok perempuan usahakecil dan seminar.
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Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Nilai sebagai
berikut:

Adanya upaya OMS, Non OMS dan M'S untuk mendorong
adanyaperdapartisipasi perempuan dalam pembangunan di
tingkat kabupaten Bima

Perlunya ada gerakan bersama anti kekerasan perempuan
oleh MS, OMS dan MSdi ranah publik.

Memperjuangkan kebijakan kepada pihak legislatif dan
eksekutif agar peran perempuan |ebih diutamankan di bidang
sosial budaya, politik dan ekonomi

Peningkatan kapasitas, promosi kesadaran dan praktek
kesetaraan gender di kalangan OMS maupun pemerintah.
Misalnyamelalui pelatihan mainstreaming gender, lokakarya
anti kekerasan terhadap perempuan terutama perempuan yang
termarjinalkan.

DIMENSI DAMPAK

Dimens dampak di Kabupaten Bima mendapat nilai 1,66 (cukup
sehat). Nilai ini ditunjang oleh subdimensi respon terhadap kepentingan
sosia 1,73 (cukup sehat), pemenuhan kebutuhan masyarakat 1,71 (cukup
sehat) dan pemberdayaan masyarakat 1,69 (cukup sehat). Adapun nilai-
nilai yang kurang menyumbang terhadap pencapaian dampak adalah
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subdimensi mempengaruhi kebijakan publik yang memperoleh nilai 1,60

dan akuntabilitas sektor Negara dan pasar mendapat nilai 1,58 walaupun
kedua subdimensi tersebut dalam kategori cukup sehat.

“ Apa yang saya peroleh dari teman, masyarakat, LSV dan
pemerintah melalui diskusi-diskusi, pertemuan atau moment-
moment lainnya, dari pengalaman yang saya dapatkan
tersebut biasanya saya transfer kan/berikan kepada
masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa yang
didapatkan dari semua itu saya terapkan pada diri, keluarga,
lingkungan, misalnya bagaimana merubah perilaku.

Dahlia Jufri (Pengurus Forum Masyarakat Tani Pajurasa).

Skor tertinggi dimensi Dampak diperoleh subdimensi Menanggapi
Kepentingan Sosial (1,73). Aktor-aktor masyarakat sipil di Bimatanggap
terhadap isu-isu sosial pokok di masyarakat dan dapat menjadi wakil dari
kepentingan publik. Beberapa contoh aksi-aksi masyarakat sipil yang
menujukkan kondis tersebut di antaranyaadal ah masyarakat di DesaNgali
Kecamatan Belo berusaha untuk mempengaruhi pemerintah mencabut
izin eksplorasi tambang mangaan, masyarakat Oi Panihi Kecamatan
tambora mengusulkan ke Pemda pengadaan Pembangkit listrik tenaga
Mikro Hidro (PLTMH) untuk penerangan desadan masyarakat di kawasan
Tambora mendorong dicabutnya ijin IPK (ljin Pengelolaan Kayu).
Kelompok perempuan memberikan skor lebih tinggi (1,75) daripada
kelompok laki-l1aki (1,72) pada subdimensi tersebut. Perempuan dinilai
|ebih pekadalam merespon/menanggapi i su-isu sosia yang dekat dengan
kehidupannya. Sebagai contoh, ketika ada kejadian luar biasa (KLB)
malariadan gizi buruk, kelompok perempuan dinilai |ebih cepat tanggap
dibanding laki-laki.

Skor terendah dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Akuntabilitas
Sektor Negara dan Pasar (1,58), walaupun skor tersebut masuk kategori
cukup baik. Beberapa aksi OMS telah dilakukan untuk mendesakkan
pemenuhan tanggung jawab negara, seperti lobi dan hearing ke DPRD
untuk mendesak diimplementasikannyaPerda ADD di Kabupaten Bima
dan aksi damai menuntut penghentian penambangan besi di DesaWera.
Contoh aks OM S dalam menuntut tanggung jawab sektor swastaantara
lain adalah warga Desa Ndano meminta kepada perusahaan air mineral
Lam-Lam mempekerjakan orang lokal.
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Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai
berikut:

Mendorong kesadaran kritis masyarakat sipil terhadap nilai-
nilai transparansi dan akuntabilitas pembangunan di semua
level;

Mendorong lahirnya/meningkatkan peran-peran OMS
terhadap pengawasan/daya kritis terhadap penggunaan dan
pengel ol aan aset-aset daerah yang lebih efektif dan efisien;
Mendorong lahirnya Perda partisipatif, transparansi dan
akuntabilitas serta Perda Pelayanan Publik

M endorong pengusaha-pengusaha untuk bertanggung jawab
terhadap dampak kerusakan lingkungan baik lingkungan
socia maupun lingkungan alam

Mendesak pemerintah dan pengusaha untuk membuka
peluang pasar bagi hasil-hasil industri kecil

Mendorong kepedulian sosial bagi pengusahabesar terhadap
lingkungan sosial

Menciptakan rasa solidaritas dan profesionalisme yang

bertanggung-gugat dalam kerja sama untuk membangun
jaringan kerjaantaraM S.
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Kabupaten
Lombok Tengah

Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provins Nusa
TenggaraBarat. Secarageografis, kabupaten ini beradadi 116° -116°24°
Bujur Timur dan 8°24 - 8°57 Lintang Selatan. Batas wilayah administratif
Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

e Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Barat dan
Lombok Timur

e Sebelah Selatan : Samuderalndonesia

e Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

e ScbelahBarat : Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2009, jumlah penduduk tercatat sebanyak 856.675 jiwadengan
komposisi penduduk laki-laki sebanyak 382.531 jiwa dan penduduk
perempuan sebanyak 474.144 jiwa. Biladibandingkan dengan luaswilayah
seluas 1.208,39 Km persegi, makatercatat kepadatan penduduk sebesar
709 jiwalKm persegi. Dilihat kondisi kecamatan, maka kecamatan Praya
masih merupakan kecamatan terpadat, karena untuk setiap kilo meter
persegi dihuni oleh 1.657 jiwa, posis kedua dan ketiga ditempati oleh
kecamatan Batukliang dan Kopang. Sebaliknya Kecamatan Batukliang
Utara merupakan kecamatan paling jarang karena untuk satu kilo meter
persegi hanyadihuni oleh 254 jiwa penduduk.

Status Organisasi Masyarakat Sipil

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang
dilakukan kaji ulang pengukuran Indeks Masyarakat Sipil pada tahun
2009. Kgji ulang ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi para peserta
lokakaryal M S yang menunjukkan terjadinyaperubahan cukup signifikan
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terhadap kondisi masyarakat sipil di Lombok Tengah pada tahun 2009

dibandingkan tahun 2007. Kgji ulang dilakukan padabeberapaindikator
subdimens di semuadimensi, yaitu:

1. Dimens Struktur
e Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga: Indikator Aksi
Politik Non Partisan dan Indikator Keanggotaan di OMS
e Subdimens Kedalaman Partisipasi Warga: | ndikator
Keanggotaan di OMS
e Subdimensi Keanekaragaman MS: Indikator Keaneka-
ragaman OMS, Indikator Kepemimpinan OMS dan
Indikator Distribusi OMS
e Subdimensi Inter-relasi: Indikator Komunikasi dan
Indikator Kerjasama
2. Dimens Lingkungan
e Subdimensi Konteks Politik: Indikator Hak-Hak Politik,
Indikator Penegakan Hukum dan Pengakuan Hukum Adat
dan Indikator Desentralisasi Anggaran
e Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar: Indikator
K ebebasan Sipil
e Subdimens Konteks Sosio-Ekonomi: Indikator Konteks
Sosio-Ekonomi
e Sudimensi Konteks Sosial Budaya: Indikator Budaya
Patriarkhi
e Subdimens Relasi Negara—Masyarakat Sipil: Indikator
K erjasama/Dukungan
3. Dimens Nilai
e Subdimensi Demokrasi: Indikator Aksi-Aksi MS untuk
Mempromosikan Demokrasi dan Indikator Aksi-Aks MS
untuk Mempromosikan Transparansi

e Subdimensi Kesetaraan Gender: Indikator Kesetaraan
Gender di dalam Arena MS, Indikator Praktek-Praktek
K esetaraan Gender di dalam OM Sdan Indiator Aksi-Aksi
M S untuk Mempromosikan K esetaraan Gender
4. Dimens Dampak

e Subdimens Menanggapi Kepentingan Sosial: Indikator
Memberikan Tanggapan dan Indikator K epercayaan Publik
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e Subdimens Memberdayakan WargaNegara: Subdimensi
Memberikan Informasi/Mendidikan WargaNegara

e Subdimens Memenuhi Kebutuhan Masyarakat: Indikator
Memenuhi Kebutuhan Kelompok-Kelompok Ter—
pinggirkan

Grafik di bawah ini merupakan intan IMS hasil pengukuran tahun
2009 dan 2007.

STRUKTUR
3.00 1

2325
1.67 |,

1.58

DAMPAK } { LINGKUNGAN

—&= 2007
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MILAI

Grafik 7 Intan IMS Kabupaten Lombok Tengah

Secara umum, masyarakat sipil Kabupaten Lombok Tengah pada
tahun 2009 berada pada kondisi cukup sehat. Hal ini digambarkan oleh
perolehan skor IMS di semuadimens yang berada pada kategori cukup
sehat, yaitu struktur (1,67), lingkungan (1,69), nilai (2,06) dan dampak
(1,91). Jikadibandingkan dengan tahun 2007, skor IM S padatahun 2009
mengalami peningkatan di semuadimens, artinyaterjadi perbaikan kondis
masyarakat sipil baik dari sisi struktur, lingkungan, nilai dan dampak pada
tahun tersebut.

K ekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Tengah ada pada
Dimensi Nilai (2,06) yang memperoleh skor paling tinggi. Menurut para
pesertalokakaryalMS, kondisi tersebut didukung oleh cukup banyaknya
aksi-akss OMS untuk mengatasi masalah kemiskinan, baik dengan
dukungan lembaga dana maupun dari program-program pemerintah.
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Program pengentasan kemiskinan biasanya dilakukan melalui
pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kapasitas perempuan.
Sedangkan tantangan utamanya ada pada Dimensi Struktur (1,67) yang
memperol eh skor paling rendah. Sumber daya merupakan tantangan bagi
kemandirian, keberlanjutan dan eksistensi masyarakat sipil di Lombok
Tengah. Kondis ini tidak mengalami perbaikan jikadibandingkan dengan

keadaan pada tahun 2007.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Tengah
Dimensi Sruktur

Semakin banyak aksi masyarakat sipil mempertanyakan
pemenuhan hak-haknya

K edermawanan masyarakat untuk membantu sesamaseperti
sumbangan untuk amal cukup tinggi

Sebaran OM S cukup meluas di wilayah Lombok Tengah dan
aktivitasnyapun cukup beragam

Dimens Lingkungan

Masyarakat cukup |eluasa menggunakan hak-hak politiknya

Dalam konteks desentralisasi, desamempunyai kewenangan
penuh dalam pengel olaan APBDes dengan adanyakebijakan
Alokasi DanaDesa (ADD)

Dimensi Nilai

Promosi kesetaraan gender cukup giat dilakukan oleh
masyarakat sipil

Mulai muncul kelompok-kelompok perempuan seperti
kelompok tani

Keberanian dan keberdayaan perempuan mulai meningkat
dengan munculnya cal eg-cal eg perempuan dalam Pemilu

Dimensi Dampak

Masyarakat sipil relatif tanggap terhadap kepentingan sosial
melaui tindakan-tindakan fasilitas, medias dan menyuarakan
kepentingan masyarakat yang mengalami persoal an/kasus.
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DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi 1
warga

Kedalaman partisipasi 171
warga
{

Keanekaragaman OMS
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Dimensi Struktur menggambarkan sejauh mana kekuatan internal
masyarakat sipil untuk dapat memerankan dirinya sebagai unsur
penye mbang antararanah negaradan sektor pasar. Hasil Kgji UlangIMS
tahun 2009 menunjukkan bahwa Dimens Struktur (1,67) mengalami
peningkatan meskipun tidak siginifikan bila dibandingkan dengan hasil
IMS padatahun 2007 (1,61). Subdimensi yang memberikan sumbangan
positif terhadap kondisi tersebut adalah subdimensi-subdimensi Inter-
Relas (2,02), Partisipas Warga (1,82) dan K eanekaragaman OMS(1,81).
Subdimensi-subdimens yang masih perlu peningkatan adalah K edalaman
Partisipasi Warga (1,66) yang mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan skor padatahun 2007 (1,77). Tingkat Keorganisasian (1,42), dan
Sumber Daya(1,32). Duasubdimens terakhir beradapadakondis kurang
sehat dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2007.

Skor tersebut menunjukkan bahwa di Lombok Tengah, relasi antar
sesama entitas masyarakat sipil terjalin cukup sehat. Keterlibatan warga
dalam ranah sosia dan politik juga cukup luas. Keberadaan OMS juga
cukup beragam, tersebar cukup luasdi wilayah Lombok Tengah dan mulai
muncul penggerak OMS dari kalangan perempuan. Sementara itu,
kemampuan masyarakat sipil Lombok Tengah untuk mengorganisir dan
mengatur dirinya sendiri serta kemampuan sumber daya dalam hal
menggali sumber dayamaupun kapasitas SDM masih lemah.
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Skor tertinggi dimens struktur diperoleh subdimens Inter-Relasi
(2,02) yang masuk kategori cukup cukup sehat. Kondisi ini mengalami
peningkatan cukup signifikan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 yang
memperoleh skor (1,84). Saat ini situasi inter-relasi antar OM Sdi Lombok
Tengah makin baik dan komunikasi maupun kerjasamaantar OM Sjuga
meningkat. Misalnya, ada pertemuan berkal aberkaitan dengan program
atau agendayang akan dilakukan bersama. Sebelumnya, OM S mempunyai
kecenderungan untuk bergerak sendiri-sendiri, namun akhir-akhir ini sudah
mulai membangun jgaring. MisalnyaBerugak Desadan Jarpuk berjaringan
dalam Konsorsium OM S, Suaka dengan Lesa Demarkasi, PKK dengan
Posyandu dan Konsorsium OMS dengan KKMSK. Untuk kasus
Konsorsium OM S, anggotacukup aktif, misalnyamenghadiri pertemuan-
pertemuan atau terlibat dalam kegiatan yang disel enggarakan Konsorsium
atau sesamaanggotawal aupun undangan hanyadisampaikan melalui SMS.

Skor terendah dimensi struktur diperoleh Subdimensi Sumber Daya
(1,32) yang masuk kategori kurang sehat. Kondisi kurang sehat ini sama
dengan kondis pada saat pengukuran IM Stahun 2007 sehinggaindikator-
indikator pada subdimensi ini tidak dilakukan penilaian ulang. Sumber
dayayang dimiliki dan/atau mampu diakses oleh kalangan OM S dinilai
belum mampu mencukupi untuk mendukung keleluasaan kiprah OMS
dalam bekerja di ranah sosial dan non-profit. Diakui oleh para peserta
| okakaryabahwa sebagian besar OM S berada padakondisi survival untuk
menghidupi operasional |lembagadan kerja-kerjanya.

DIMENSI LINGKUNGAN

Konteks ol |
Kebebasan dan | 1.57
hak-hak dasar

Konteks [ 1.07

sosio-ekonomi

e

Hukum dan aspek . 1.64
legal
Relasi negara- 1.80]

masyarakat sipil

Relasi pasar- | 1.52
masyarakat sipil d

o
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o 075 1.50 135 3.00
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Dimensi Lingkungan menggambarkan kondisi lingkungan sosial,
politik, ekonomi, budaya dan aspek legal (hukum) yang berkembang di
sekitar ranah masyarakat sipil. Pada L okakaryal M Stahun 2009 dimensi
terebut mendapatkan penilaian cukup sehat (1,69), dan mengalami
peningkatan 0,07 dibandingkan hasil penilaian tahun 2007 (1,62).
Subdimensi-subdimensi yang memberikan sumbangan positif terhadap
kondisi tersebut adal ah kebebasan dan hak-hak dasar (1,85), konteks sosial
budaya (1,85), kontekspolitik (1,69) dan relasi negara— masyarakat sipil
(1,69). Sedangkan subdimensi yang perlu memperol eh perhatian adalah
Subdimensi Konteks Sosio—Ekonomi, Subdimensi Hukum dan Aspek
Lega (1,64), Subdimens Relasi Pasar — Masyarakat Sipil (1,52).

Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil dan pers di
Lombok Tengah mempunyai kebebasan untuk berekspresi walaupun
cukup terbatas, adarasasaling percayadan menghargai sertalingkungan
politik seperti hak politik dan Pemilu, kebijakan anggaran terkait
desentralisasi dan keberadaan hukum cukup mendukung gerak OMS.

Skor tertinggi Dimensi Lingkungan diperoleh duasubdimensi, yaitu
Subdimens Kebebasan dan Hak-Hak Dasar (1,85) sertaDimens Konteks
Sosia Budaya(1,85). Keduanyamasuk kategori cukup sehat. Subdimensi
K ebebasan dan Hak-Hak Dasar nilainya mengalami penurunan sebesar
0,12 dari skor tahun 2007 yang mencapai angka 1,97. Penurunan ini
disebabkan oleh menurunnya skor pada I ndikator Kebebasan Sipil yang
memperoleh nilai 1,84 padahasil IMS 2009, |ebih rendah dibandingkan
tahun 2007 yang mencapai nilai 2,19. Menurut para peserta lokakarya
IMS, di tahun 2009, kebebasan menyampaikan pendapat agak oleh
kalangan OM S terbelenggu dengan intimidasi dan ancaman dari pihak-
pihak tertentu. Hal ini dialami oleh Suaka, yaitu ketika menyampaikan
pendapat melalui proses hearing dengan Pemda kurang memperoleh
tanggapan. Namun, ketika merekamengubah strategi dengan melakukan
demonstrasi, aktivis OMS memperoleh intimidasi dari oknum pejabat
Pemda.

K ekuatan Subdimens K ebebasan dan Hak-Hak Dasar disumbang oleh
Indikator Kebebasan Pers. Pada L okakarya M S 2007 terungkap bahwa
lahirnya UU Pers memungkinkan pertumbuhan baik media cetak dan
elektronik di berbagai daerah. Radio Komunitas tumbuh subur di
Kabupaten Lombok Tengah, misalnya radio GS (Gema Suara), Radio
Bayangkara, Radio Yatofa, Radio CDS dan Radio Mandalika. Hal yang
samanamun dalam jumlah yang relatif |ebih sedikit jugaterjadi padamedia
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cetak dengan lahirnyaKoran Nurani Rakyat dan Lintas. Jumlah wartawan
di Lombok Tengah jugameningkat dari 3 orang padatahun 2003 menjadi
21 orang pada tahun 2007. Media juga telah leluasa memuat berita
berkaitan dengan isu korupsi dan KDRT meskipun belum adaradio yang
khusus mengangkat isu-isu gender. Meski demikian masih ditemui
sejumlah hambatan dalam kebabasan pers karena ternyata muncul juga
tekanan-tekanan kepada jurnalis yang memberitakan hal-hal bernuansa
buruk tentang Pemda Lombok Tengah. Parajurnalis tersebut mendapat
ancaman melalui telepon. Kondisi ini berdampak padapemberitaan pers
cenderung memuat sisi positif Pemda L oteng. Pada beberapakasus, kalau
adainformas yang mengkritik pemerintah, makaadakemungkinan media
tersebut tidak mendapat ijin terbit.

Subdimensi Konteks Sosial Budaya (1,85) merupakan salah satu
subdimensi yang memperoleh nilai tertinggi pada Dimensi Lingkungan
dan masuk kategori cukup sehat. Nilai tersebut mengalami peningkatan
dibandingkan hasil IM Stahun 2007 (1,72). Perubahan cukup besar terjadi
pada relasi antara perempuan dan laki-laki yang ditunjukkan oleh
meningkatnyapenilaian atas | ndikator BudayaPatriarki, dari kurang sehat
(1,34) pada tahun 2007 menjadi cukup sehat (2,00) pada tahun 2009.
Budaya partriarki mulai mengalami penurunan disebabkan adanya
pendidikan-pendidikan tentang pemahaman gender. Kampanye tentang
kesetaraan gender jugasemakin banyak yang memberikan pengaruh positif
terhadap meningkatnyakesetaraan relasi antaralaki-laki dan perempuan.
Contoh konkret dapat dilihat dari jumlah murid perempuan di sekolah-
sekolah lebih banyak dibandingkan murid laki-laki. Kondisi ini tak lepas
dari kontribusi berbagai program dan inisiatif, baik dari OM S maupun
pemerintah, yang memberikan kesempatan |ebih besar kepada perempuan
untuk bersekolah melalui program-program beasiswa. Contoh lainnya
adal ah semakin banyak perempuan mengajukan diri sebagai calon legidatif
dan semakin banyak perempuan yang memberanikan diri untuk
mel aporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Situasi positif
mengenai relasi perempuan dan laki-laki ini tidak serta merta
mencerminkan bahwa persoalan kesetaraan gender di Lombok Tengah
sudah selesai. Perhatian harusterusdiberikan kepadaisu ini karenadiakuli
oleh pesertalokakaryabahwakondisi tersebut terciptakarenatingginya
dukungan dan desakan dari pihak luar. Sementaraitu, mindset masyarakat
sebenarnya belum mengalami perubahan signifikan terkait upaya
mengedepankan peran dan kesempatan bagi perempuan.
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Skor terendah Dimensi Lingkungan diperoleh Subdimensi Relasi
Pasar—Masyarakat Sipil (1,52) yang masuk kategori sehat. Subdimensi
ini masih tetap sama nilainya dengan hasil IMS tahun 2007. CSR di
Lombok Tengah relatif kecil biladibandingkan dengan skala usaha dari
perusahaan yang ada di Lombok Tengah. Di sektor pasar belum ada
kebijakan perusahaan yang berpihak pada OMS, bahkan juga kepada
usaha-usahakecil dan mikro.

DIMENSI NILAI

) o
g e —

Toleransi

B ekero | Y™

1.61

1.3

Kesstaraan gender

Mengatasi Masalah 235
kemiskinan

Kelestarian .14
Lingkungan

0,00 07s 1.50 3.25 3,00

Dimens Nilai memberikan gambaran tentang nilai-nilai tertentuyang
dikampanyekan maupun dipraktekkan oleh masyarakat sipil. Berdasarkan
hasil IMS 2009, dimensi nilai masuk kategori cukup sehat dengan
perolehan skor 2,06. Skor tersebut merupakan sumbangan dari Subdimens
Mengatasi Masalah Kemiskinan (2,25), Subdimens K esetaraan Gender
(2,19), Subdimens Kelestarian Lingkungan (2,14), Subdimens Toleransi
(2,13) dan Subdimensi Anti Kekerasan (2,08). Subdimens yang perlu
memperoleh perhatian karena perolehan skor di bawah skor total dimensi
adalah Subdimensi Demokrasi (1,91) dan Subdimens Transparans (1,72),
walaupun keduanya masuk kategori cukup sehat.

Hasi| skor tersebut menunjukkan bahwamasyarakat sipil di Lombok
Tengah cukup aktif mengkampanyekan dan mempraktekkan nilai-nilai
keberpihakan kepada masyarakat miskin, kesetaraan gender, melestarikan
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lingkungan, toleransi dan anti kekerasan kepada pihak-pihak lainnya.
Namun promosi dan praktek demokrasi dan transparans dinilai masih
memerlukan banyak perbaikan.

Skor tertinggi Dimens Nilal diperoleh Subdimens Mengatas Masaah
Kemiskinan (2,25) yang masuk kategori cukup sehat. Para peserta
LokakaryaKaji Ulang IMS memandang tidak perlu dilakukan penilaian
pada subdimensi tersebut di atas. Cukup banyak aksi-aksi MS untuk
mengatasi masalah kemiskinan, karena cukup banyak program dari
lembaga dana maupun pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi
masal ah tersebut. Selain pemberdayaan ekonomi, program-program ini
juga mendorong pengembangan kapasitas perempuan. Hal ini juga
menyumbang kepadabesarnyapartisipas perempuan dibandingkan dengan
laki-laki dalam berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Beberapa contoh program yang aktif melibatkan perempuan misalnya
peningkatan kapasitas perempuan buruh migran dalam hal kesetaraan
gender dan pengembangan ekonomi rumah tangga, program dari PEKKA
(Perempuan KepalaK eluarga) dan Program Pengembangan K ecamatan
(PPK) dan P2KP yang salah satunya ada alokasi dana untuk modal
kelompok perempuan. Di Janapria misalnya, ada sekitar 100 kelompok
perempuan, dan masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang.

Skor terendah Dimensi Nilai diperoleh Subdimensi Transparansi
(1,72), mengaami penurunan dibandingkan tahun 2007 yang mencapai
nilai 1,75, walaupun penurunannyatidak signifikan. Penurunan disebabkan
oleh Indikator Korups di ddam OMS(1,61) padahasil IMS 2009, padahal
pada tahun 2007 mencapai 1,77. Contoh yang bisa diambil untuk
menunjukkan penurunan tersebut misalnyadi bidang pengel olaan koperas.
Ddam hal ini pengel olatidak mampu memberikan laporan kepadaanggota
meskipuniuran anggotaditarik secararutin. Hal ini mempengaruhi tingkat
kepercayaan masyarakat padainstitus organisas per-koperasian tersebuit.
Di Batu Tulismisalnya, adakelompok pengrajin yang ketuakelompoknya
tidak bisamempertanggungjawabkan penggunaan uang yang digunakan
untuk perjalanan ke luar negeri. Beberapa sebab yang ditengarai
menyumbang terhadap menurunnya nilai Subdimensi Transparansi di
antaranyaadal ah kapasitas pengel olakeuangan yang masih terbatas yang
menyebabkan rendahnya profesionalisme dalam pengel olaan keuangan
dan masih lemahnyakontrol publik terhadap OMS. Saranadan prasarana
yang kurang memadai sering dijadikan alasan pembenar untuk tidak
mel akukan pertanggunggugatan terhadap konstituen.
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DIMENSI DAMPAK
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Dimensi Dampak memberikan gambaran sgjauh mana masyarakat
sipil aktif dan berhasil (sukses) dalam memenuhi fungsi-fungs pokoknya.
Hasil IMS tahun 2009 menunjukkan bahwa secara umum Dimensi
Lingkungan berada pada kondisi cukup sehat dengan peroleh skor 1,91
dan mengalami peningkatan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 yang
hanya memperoleh skor 1,77. Tiga subdimensi memberikan kontribusi
positif. Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial mendapatkan
penilaian sehat (2,28). Subdimensi Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
(1,97) dan Memberdayakan Warga Negara (1,95) masuk ke dalam
kategori cukup sehat. Subdimensi lainnya yang memerlukan perhatian
lebih besar karena hasil skornya di skor dimensi adalah Subdmensi
Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,72) turun 0,01 dari tahun 2009 dan
Subdimensi Mendesakkan Terwujudnya Tanggung Jawab Pemerintah dan
Perusahaan Swasta (1,61), walaupun keduanya masuk kategori cukup
sehat.

Hasil skor IMS tersebut menunjukkan masyarakat sipil Lombok
Tengah padatahun 2009 |ebih aktif dan lebih berhasil memerankan fungsi-
fungs pokoknya, seperti responsif dalam menanggapi kebutuhan sosial
masyarakat di lingkungannya, aktif mengupayakan pemenuhan kebutuhan
masyarakat serta memberdayakan warga negara. Hasil-hasil kerja pada
tigasubdimens tersebut jugadiakui sertadiapresiasi oleh berbagai pihak
yang terlibat sebagai peserta lokakarya IMS. Namun, upaya-upaya
advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mendesakkan
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tanggung jawab negaramaupun swastamasih dinilai perlu ditingkatkan
dan diupayakan secara serius di masa datang.

Skor tertinggi Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi M enanggapi
Kepentingan Sosia (2,28) yang masuk kategori sehat. Patut dicatat bahwa
skor ini mengalami peningkatan yang signifikan biladibandingkan dengan
keadaan tahun 2007 (1,73). Skor tersebut merupakan sumbangan dari
skor pada | ndikator Memberikan Tanggapan (2,56) yang masuk kategori
sehat. Nilai tersebut dianggap cukup mencerminkan kondisi masyarakat
sipil di Lombok Tengah. OMS dinilai tanggap dalam menyuarakan,
memfasilitasi, maupun memediasi masyarakat yang sedang mengalami
kasus-kasus ketidakadilan. Masyarakat jugamakin sering melapor keOM S
dan Konsorsium ketika menghadapi persoalan dengan pemerintah.
Misanya, kasus BLK. Sejumlah Kepala Desa bahkan menelpon OMS
tentang kasus-kasus menyangkut program pemerintah di desayang bersifat
siluman. YKSSI melakukan advokasi untuk mendorong percepatan
perijinan HKM untuk pengelolaan HKM. Bahkan pemantauan ADD pun
dilakukan oleh beberapa OM S. Namun, terkadang sulit bagi OM S untuk
menindaklanjuti beberapaisu yang diutarakan oleh masyarakat ketikatidak
tersedia bukti-bukti yang akurat. Penurunan skor dari tahun 2007 terjadi
karena para peserta lokakarya menganggap upaya-upaya yang telah
dilakukan tersebut belum membuahkan hasil yang cukup siginifikan dan
dirasakan oleh masyarakat.

Skor terendah Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi Mendesakkan
Terwujudnya Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan Swasta (1,61)
yang masuk kategori cukup sehat. Para peserta |okakarya menyatakan
bahwa upayamaupun hasil-hasi| kerjamasyarakat sipil padasubdimensi
tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada tahun
2009 dibandingkan tahun 2007. Upaya-upaya OMS untuk melakukan
advokas kepada pemerintah terkait dengan pelayanan dasar dinilai belum
membuahkan hasi| karenabelum ada perubahan perilaku pemerintah yang
dapat dilihat atau dirasakan oleh masyarakat. Misalnyadalam pengadaan
air bersih dan pemanfaatan dana-dana program yang disalahgunakan.
Upaya-upaya untuk mempengaruhi sektor perusahaan seperti PLN (di
DesaLantan) dan PDAM (di DesaPropok, Kelurahan Semayan) pernah
dilakukan, namun dinilai masih sangat kecil dari segi upaya maupun
haslnya
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Kabupaten
Lombok Barat

Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Secara geografis, kabupaten ini berada di 115,46° —
116,28° Bujur Timur dan 8,12° — 8,55° Lintang Selatan. Luas wilayah
sebesar 1672,15 Km?yang merupakan kabupaten terluasdi Pulau Lombok
dengan batas-bataswilayah administratif sebagai berikut:

e SebelahUtara : Laut Jawa

e Scbelah Selatan : Samudralndonesia

e ScbelahBarat . Selat Lombok dan Kota Mataram
e Sebelah Timur : Lombok Tengah dan

Lombok Timur

Penduduk Kabupaten Lombok Barat pada akhir tahun 2009*
berjumlah 612.976 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 298.365
jiwa dan prempuan sebanyak 314.611 jiwa. Komposisi anggota DPRD
Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilu 2009 terdiri dari Partai Golkar 5
orang, Partai Demokrat 5 orang, Partai Hanura 5 orang, PBB 5 orang,
PPP 4 orang, PKS 4 orang, PBR 2 orang, PPD 2 orang, PPPI 2 orang,
PKPB 2 orang, Partai Patriot 1 orang, PKB 1 orang, Partai Gerindra 1
orang, PAN 1 orang, PDK 1 orang dan PNBKI 1 orang.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Peta organisasi masyarakat sipil Kabupaten Lombok Barat yang
disgjikan dalam buku ini adalah hasil pemetaan yang dilakukan padatahun
2007. Menurut para peserta diskusi terfokus mengidentifikasi ada 58

' BPS Kabupaten Lombok Barat
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organisasi masyarakat sipil di Lombok Barat yang dapat dikelompokkan
ke dalam lima kategori, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (L SM),
organisasi massa dan keagamaan, forum/koalisi/aliansi, Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) dan Organisasi Rakyat (OR).

Apabiladilihat dari tingkat pengaruh, ada 25 organisasi yang masuk
dalam kategori sangat berpengaruh, sebagian besar di antaranya adalah
kategori lembaga keagamaan dan LSM. Lembaga-lembaga tersebut di
antaranya adalah FK SPP, ASPUK, Kodlata, Kopwan Sandik, SANTAI,
Perakat Ombara, WALUBI, PHDI, ANNISA, Konsepsi, YKPR, YKSSI,
SOMASI, NW, NU, PMKRI, Muhammadiyah, GMKI, Santiri dan PSP,
Keduakategori OMSini cukup banyak berkiprah di isu pendidikan, baik
formal maupun nonformal. Isu pendidikan dianggap merupakan isu
prioritas yang perlu dikelola di Kabupaten Lombok Barat, mengingat
Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten ini termasuk rendah. OMS
keagamaan banyak bergerak menyediakan pelayanan pendidikan formal,
sedangkan L SM banyak melakukan pendidikan kritis kepada kel ompok-
kelompok masyarakat dalam bingkai beberapaisu sosial dan ekonomi
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara itu, ada 14 OMS yang diidentifikasi berpengaruh di
Kabupaten Lombok Barat, yaitu Fatayat NU, SP Mataram, Paradah,
Yayasan dewi uma, Jatam, GravitasPHI, KSM Kartika, Dewan Anggaran,
LesaDemarkasi, YPMP, DharmaWisesa, LPA dan KPI.

Status Masyarakat Sipil

Melalui diskusi, Peserta Lokakarya Kgji Ulang IMS Kabupaten
Lombok Barat 2009 menyepakati untuk menilai ulang sgjumlah indikator
yang diperkirakan mengaami perubahan biladibandingkan dengan kondis
tahun 2007. Indikator-indikator tersebut tertera pada tabel berikut:

Table 5 Indikator IMS Kab. Lombok Barat yang Dinilai Ulang

NO INDIKATOR SUBDIMENSI DIMENSI
1 |Keanekaragaman OMS
2 |Penyebaran OMS

Keanekaragaman MS

Keberadaan S
3 |0 isasi P

rg§n|sa5| ayung Tingkat

Bagi OMS ¢ -
4 Keefektifan Organisasi eorganisasian

Payung OMS
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NO INDIKATOR SUBDIMENSI DIMENSI

5 | Komunikasi .

6 | Kerja Sama Interrelasi STRUKTUR

7 | Efektivitas Negara Konteks Politik

8 Hak-Hak _atas Kebebasan dan Hak- LINGKUNGAN

Informasi Hak Dasar
9 | Kerja Sama/Dukungan | Relasi Negara-M$

Anti Kekerasan di
dalam Ruang MS

Aksi-Aksi MS untuk
Mempromosikan Anti
Kekerasan dan
Perdamaian NILA]

Anti Kekerasan
11

Praktek-Praktek
Kesetaraan Gender di
dalam OMS

12

Aksi-Aksi MS untuk Kesetaraan Gender

13 Mempromosikan
Keadilan Gender

Indikator Aksi-Aksi MS
14 | untuk Melestarikan
Lingkungan

Keberlanjutan
Lingkungan

Peserta juga sepakat untuk tidak menilai ulang indikator-indikator
yang tergabung dalam dimensi dampak karena perubahan kondisi pada
indikator tersebut dianggap tidak signifikan untuk dinilai ulang.
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Grafik 8 Intan IMS Kabupaten Lombok Barat

Grafik di atas menunjukkan bahwa secaraumum, kondisi masyarakat
sipil di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009 dinilai cukup sehat.
Hal ini ditunjukkan oleh hasil skor IMS di semua dimensi berada pada
kategori cukup sehat, yaitu Dimensi Struktur (1,85), skor Dimensi
Lingkungan (1,58), skor Dimensi Nilai (1,90) dan skor Dimensi Dampak
(1,79).

Apabila dibandingkan dengan hasil skor IMS tahun 2007, kondisi
masyarakat sipil padatahun 2009 menunjukkan perubahan pada ketiga
Dimens yang beberapaindikatornyadilakukan kaji ulang. Sebagian besar
indikator yang dikaji ulang mengalami peningkatan hasil skor IMS cukup
signifikan, yang menunjukkan perbaikan kondisi masyarakat sipil pada
indikator tersebut dibandingkan tahun 2007. Namun hasil skor IMS pada
sebagian indikator lainnya mengalami penurunan. Artinya, pada tahun
2009, kondisi masyarakat sipil pada indikator tersebut memburuk
dibandingkan tahun 2007. Beberapaindikator yang mengalami penurunan
tersebut berada di dalam Subdimens Konteks Politik (dalam Dimensi
Lingkungan) dan Subdimensi Anti Kekerasan (dalam Dimensi Nilai).
Penurunan hasil skor padaindikator dalam Subdimensi Anti Kekerasan
cukup signifikan sehingga berpengaruh pada penurunan total skor di
Dimens Nilal.

Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat ada pada
Dimens Nilai yang memperoleh skor tertinggi (1,90) atau masuk kategori
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cukup sehat, walaupun jika dibandingkan pada pengukuran IM S tahun
2007, hasil skor dimensi ini menurun. Menurut para peserta lokakarya
IMS, cukup banyak aksi-aksi masyarakat sipil dalam penanggulangan
kemiskinan, promos demokras dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan
masyarakat sipil Kabupaten Lombok Barat adapada Dimens Lingkungan
yang memperoleh skor terendah (1,58)

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Barat
Dimensi Struktur

® Masyarakat sipil cukup aktif berpartisipasi dalam menuntut
kebutuhan dasar (misal dana BOS an Jamkesmas) dalam
bentuk aksi-aksi damai

® Kader-kader desa cukup aktif mendorong masyarakat untuk
memberikan usulan-usulan terkait implementasi program
pembangunan (misalnya PNPM)

® Budayamenyumbang untuk kepentingan sosial masih tinggi

® Kalangan mudacukup aktif di organisas kepemudaan maupun
organisasi underbow partai politik

® Komunikasi dan kerja sama antar OMS semakin sering
dilakukan

Dimens Lingkungan

® Keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik telah diketahui
oleh pemerintah maupun OMS, bahkan sebagian telah
diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh OMS untuk
mengaksesinformasi dari pemerintah

Dimensi Nilai

® Promosi nilai demokrasi, transparansi dan kesetaraan gender
cukup banyak dilakukan oleh masyarakat sipil

Dimensi Dampak

® Masyarakat sipil cukup tanggap terhadap kepentingan sosia
warga seperti penanganan kasus TK1 dan HIV/AIDS

® Masyarakat sipil aktif memberikan informasi ataupun
penyuluhan kepada warga melalui pertemuan-pertemuan
diskus dan pelatihan maupun pendampingan terkait beberapa
Isu perempuan, kesehatan atau pengembangan ekonomi kecil
(Smpan pinjam)

® Masyarakat sipil cukup banyak melakukan upaya advokas
untuk mempengaruhi kebijakan publik terkait dengan praktek
transparansi pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan
publik
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DIMENSI STRUKTUR

Kelussan partisipasi 191
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Dimensi Struktur Kabupaten Lombok Barat berada pada kondisi
cukup sehat (1,84) padatahun 2009, mengalami kenaikan dari tahun 2007
(1,61). Nilai tersebut merupakan kontribusi positif dari duasubdimens,
yaitu Subdimens Inter-Relas (2,50) dan Keluasan Partisipasi Warga
(1,91). Adatigasubdimens lain yang masuk kategori cukup sehat, namun
masih di bawah skor dimensi, yaitu Subdimensi K eanekaragaman OM S
(1,83), Tingkat Keorganisasian (1,70) dan Kedalaman Partisipasi Warga
(1,67). Subdimens yang memerlukan perhatian seriusadal ah Subdimensi
Sumber Daya karena masuk kategori kurang sehat (1,43).

Skor tertinggi Dimens Struktur diperoleh Sub-dimensi Inter-Relasi
yang masuk kategori sehat (2,50) pada tahun 2009, meningkat cukup
signifikan dari kondisi tahun 2007 (1,78). Duaindikator yang tergabung
dalam subdimensi ini adalah Komunikasi (2,54) dan Kerja Sama (2,46)
mendapatkan penilaian sehat. Padatahun 2007 indikator-indikator tersebut
mendapatkan penilaian cukup sehat, yakni 1,82 dan 1,73. Banyak
pertemuan antar LSM maupun OMS lain seringkali dilakukan secara
swadaya yang dilakukan untuk berbagi informas dan saling memberikan
masukan. Salah satu hasil pentingnya adalah gerakan bersama untuk
mengawal Pemilihan Bupati Lombok Barat. Hasi penting lainnyaadalah
sinergi dalam mepromosikan capai an kerjamaupun pembel g aran berharga
yang terjadi di OMS basis. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh OMS
pendampingnya, namun jugadilakukan oleh OMSlain.
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Skor terendah Dimensi Struktur diperoleh Subdimensi Sumber Daya
yang berada pada kondisi kurang sehat (1,43). Terdapat perkembangan
yang cukup menarik yakni semakin banyak OM Syang saling bantu untuk
mencari sumber-sumber pendanaan. Selain itu terdapat kelompok yang
mampu tumbuh tanpa dukungan dana dari luar, seperti kelompok
dampingan Y SDM. Secara swadaya, mereka membangun lumbung-
lumbung desa sebagai perwujudan gagasan ketahanan pangan padalokal.
Dalam waktu duatahun jumlah lumbung berkembang dari 3 menjadi 39.
Meski demikian, perkembangan tersebut dinilai belum signifikan sehingga
peserta lokakarya sepakat untuk tidak melakukan pengkajian ulang
terhadap subdimensi sumberdaya.

Rekomendas untuk memperbaiki Dimens Struktur sebagai

berikut:

e Diskusi-diskus yang terjadi dikalangan OM S dalam rangka
mel epasketergantungan dari donor perlu terusditindak-lanjuti

e Sustainability yang sering didengungkan oleh donor perlu
ditindaklanjuti dengan langkah konkret, yaitu memberikan
kesempatan bagi OMS yang didukungnya untuk
mengembangkan usaha produktif demi kepentingan gerakan.

DIMENSI LINGKUNGAN

Kotk polti | 7Y

Kebebasan dan 1.81
hak-hek dasar

Kenteks | 1.5
somio-ekonomi |

Konteks Sosial Budaya —
Hukum dan aspek 1.56
legal
Relasi negara- 1.55
masyarakat sipil
Ralasi pasar- 096
masyarakat sipi
.00 o075 1.50 .25 3.00
02007 W 2009

| bl il |
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Dimens Lingkungan Kabupaten Lombok Barat beradapadakondis
cukup sehat (1,58) - meningkat dibandingkan dengan skor tahun 2007
(1,52). Subdimensi yang memberikan sumbangan positif pada hasil
tersebut adalah Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar (2,10),
Konteks Politik (1,75), Relasi Negara—Masyarakat Sipil (1,75) dan
Konteks Sosial Budaya (1,72). Hasil skor tersebut menunjukkan bahwa
lingkungan eksternal yang tercakup dalam ketiga subdimensi tersebut
dinilai cukup mendukung bagi kiprah masyarakat sipil. Subdimensi yang
masuk kategori cukup sehat namun masih di bawah skor dimensi adalah
Hukum dan Aspek Legal (1,56). Sementaraitu, adaduasubdimens yang
berada pada kondisi kurang sehat, yaitu Subdimensi Konteks Sosio-
Ekonomi (1,25) dan Subdimensi Relasi Pasar—Masyarakat Sipil (0,96).
Buruknyanilai padakeduasubdimens tersebut mencerminkan lingkungan
eksternal yang dapat menghambat atau menjadi tantangan bagi kesehatan
masyarakat sipil.

Dari hasil IM Stahun 2009, skor tertinggi padaDimensi Lingkungan
diperoleh Subdimensi Kebebasan dan Hak-Hak Dasar yang berada pada
kondisi cukup sehat (2,10). Kondisi tersebut meningkat cukup signifikan
dibandingkan kondisi tahun 2007 (1,81). Indikator yang memberikan
sumbangan positif terhadap peningkatan kondis tersebut adal ah Indikator
Hak-Hak atas Informasi yang mendapatkan penilaian sehat (2,38),
meningkat secara drastis dari kategori cukup (1,51) pada tahun 2007.
Disahkannya Undang-Undang K eterbukaan Informasi Publik padatahun
2008 —yang dipandang akan mempengaruhi secara signifikan terhadap
hak-hak wargauntuk mengaksesinformas publik- merupakan faktor yang
menjadi dasar penilaian di atas. Meski demikian, kemajuan ini bukannya
tanpacatatan. Sebagai contoh, kepal adesamasi h sering tidak memberikan
informasi yang tepat tentang program pemerintah kepada warganya.
Kurangnyasaranajugamasih menjadi kendalatersendiri bagi masyarakat
untuk berbagi informasi. K etiadaan dukungan finansial membuat radio-
radio komunitas mati suri. Dukungan danayang diharapkan datang dari
alokasi danadesa (ADD) tidak kunjung datang.

Indikator Kebebasan Pers (1,89) tidak dinilai ulang. Secara umum,
mediadijamin kebebasannyadaam mel akukan aktivitasnya Dalam banyak
segi ini membawamanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, sosialisasi
RAPBD Lombok Barat, termasuk proses pembahasannya, dimuat oleh
medialokal (Lombok Pos). Namun, mediajugasering dimanfaatkan untuk
kepentingan politik praktis. Misalnya kampanye tersamar atau
penyampaian dukungan politis secara terselubung terhadap individu
tertentu.
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Skor terendah pada Dimens Lingkungan diperoleh Subdimens Relasi
Pasar—Masyarakat Sipil yang berada pada kondisi kurang sehat (0,96).
Kondisi ini dinilai tidak mengalami perubahan biladibandingkan dengan
keadaan padatahun 2007. Sektor pasar dianggap masih belum kooperatif
terhadap masyarakat sipil, sehinggarelasi pasar-masyarakat sipil dinilai
masih kurang sehat.

DIMENSI NILAI

S d
1.82
Transparans m

T | —T
D e

1.44
Kesataraan gender
Penanggulangan 2.13
kemiskinan
Keberlanjutan 1.84
lingkungan
0,00 075 1.50 2325 3.00
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Dimens Nila di Kabupaten Lombok Barat beradapadakondisi cukup
sehat (1,90) pada tahun 2009, meski menurun bila dibandingkan tahun
2007 (1,92). Penurunan skor dianggap tidak signifikan. Subdimensi yang
memberikan sumbangan positif terhadap Dimens Nilal adalah Subdimens
Penanggulangan Kemiskinan (2,13), Subdimensi Demokrasi (2,08),
Subdimens Keberlanjutan Lingkungan (2,00) dan Subdimens Toleransi
(1,96), subdimens Transparans (1,82), Kesetaraan Gender (1,70) dan
Subdimensi Anti Kekerasan (1,65) jugaberadapadakondis cukup sehat,
namun masih di bawah skor rata-ratadimensi.

Hasil skor Dimensi Nilai di atas menunjukkan bahwa upaya
masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat dalam mempromosikan dan
mempraktikkan nilai-nilai ‘universal’ dianggap cukup efektif. Namun,
perhatian serius perlu diberikan pada upaya promosi dan praktek nilai
anti kekerasan untuk perbaikan di masa datang.
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Skor tertinggi pada Dimensi Nilai diperoleh Subdimensi
Penanggulangan Kemiskinan (2,13) pada IMS tahun 2009. Kondisi ini
masih relatif samadengan kondisi padatahun 2007. Cukup banyak aksi-
aks masyarakat sipil dalam penanggulangan kemiskinan, seperti Bumdes,
simpan pinjam khusus perempuan dan lembaga ekonomi desa. Aksi-aksi
penanggul angan kemiskinan tidak hanyamenitikberatkan pada kebutuhan
praktis berupa pemenuhan kebutuhan dasar (peningkatan pendapatan atau
modal usaha), namun jugaberupa peningkatan kapasitas kel ompok miskin
dan perempuan. Masyarakat digjak untuk menganalisa penyebab atau akar
kemi skinan dan mendi skusi kan bagai mana solusinyaatau menyikapinya.

Skor terendah pada Dimensi Nilai diperoleh Subdimensi Anti
Kekerasan (1,65) padal M Stahun 2009, mengalami penurunan signifikan
dibandingkan hasil IMS tahun 2007 (2,17). Indikator yang mengalami
penurunan paling tinggi terjadi pada Indikator Anti Kekerasan di dalam
Ruang Masyarakat Sipil, dari 2,20 pada tahun 2007 menjadi 1,46 pada
tahun 2009. Hal ini dapat ditunjukkan oleh semakin banyaknya aksi
kekerasan, baik horisontal maupun vertikal, yang dimuat di mediamassa.
Aksi-aksi kekerasan tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan
cara pandang dalam berkeyakinan, misalnya kasus perusakan terhadap
rumah-rumah jamaah Salafiah di Gerung dan Sesela, jugaterhadap jamaah
Ahmadiyah di Lingsar. Tindak kekerasan juga terjadi dalam proses
pemilihan pejabat publik, seperti perusakan kantor desa, pos polisi, dan
gedung dewan sebagai bentuk protes karenacalon yang didukung kalah.
Amuk masa juga terjadi karena dipicu oleh buruknya pelayanan
pemerintah.

Para peserta |okakarya IM S berpendapat bahwa terbukanya ruang
demokrasi tidak memberikan pendidikan politik/pendewasaan masyarakat
sehingga kekerasan masih marak di arena masyarakat sipil. Sebenarnya
nilai-nilai anti kekerasan telah dipahami oleh warga, akan tetapi situasi
eksternal yang memicu lahirnyakekerasan. Pemilihan kadesdi Babussaam
misalnya, ketidaksiapan dalam sistem demokrasi yang terbuka telah
memicu warga untuk melakukan aksi perusakan kantor desa. Upaya
penyel esaian secara kekel uargaan sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil
dan bahkan merambat ke isu yanglain.
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DIMENSI DAMPAK
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Dimensi Dampak di Kabupaten Lombok Barat berada pada kondisi
cukup sehat (1,79) pada IMS tahun 2009. Ini berarti bahwa kerja-kerja
masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat berpengaruh positif terhadap
masyarakat yang menjadi konstituennya. Kondisi ini tidak mengalami
perubahan dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Subdimensi yang
memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian skor Dimensi
Dampak adalah Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (1,96),
Memberdayakan Warga Negara (1,96) dan Memenuhi Kebutuhan
Masyarakat (1,79). Sedangkan Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan
Publik (1,66) dan Subdimens: Mendesakkan Tanggung Jawab Pemerintah
dan Perusahaan Swasta (1,59) beradadalam kategori cukup namun masih
di bawah skor dimensi.

Skor tertinggi pada Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi
Menanggapi Kepentingan Sosial (1,96) yang terdiri dari Indikator
Memberikan tanggapan (2,11) dan K epercayaan Publik (1,83), Subdimens
ini disepakati untuk tidak dinilai ulang. Hasil-hasil LokakaryalM S 2007
menunjukkan penilaian bahwatokoh-tokoh OM S cukup tanggap terhadap
berbagal kebutuhan masyarakat, misalnya Aliansi Masyarakat Peduli
Rakyat Miskin (AMPRM) -gabungan sepuluh LSM di Lombok Barat
dan Mataram- melakukan advokasi kepadamasyarakat yang terkenagizi
buruk di Desa Lingsar, Gerung dan Gunung Sari. Contoh lainnyaadalah
advokas terhadap hak-hak buruh migran (TK1) di DesaPemenang Barat
oleh Koslatadan PancaKarsa. Sementara, LeSA Demarkas melakukan
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pendampingan terhadap masyarakat korban longsor di Desa Pemenang
untuk mendapatkan perhatian pemerintah berkenaan dengan kebutuhan
tempat tinggal yang layak bagi mereka. Dalam menanggapi kepentingan
sosia tersebut, OM S melakukan penguatan di tingkat basis dan bersinergi
dengan OM Slainnya. Kepercayaan publik padaOM Sdinilai cukup tinggi.
Misalnya, community center (di Desa Kekeri, Gerung, Narmada dan
Sentel uk) yang tadinya hanyamenangani pelayanan informasi di bidang
kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan, kini berkembang
dengan dipercayanya para pengelola community center tersebut untuk
menangani permasalahan yang lebih kompleks seperti kesehatan
reproduks, HIV/AIDS, kekerasan dalam rumah tanggadan buruh migran.

Tantangan yang cukup besar terletak pada Subdimensi M endesakkan
Tanggung Jawab Pemerintah dan Perusahaan Swasta (1,59), khususnya
padaindikator M endesakkan Tanggung Jawab Perusahaan Swasta(1,51).
Dari hasil penilaian tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa hasil upaya
OM S untuk mendesak perusahaan swasta dalam mewujudkan tanggung
jawab sosialnyaterhadap masyarakat masih rendah. Salah satunyaadalah
upaya penggalian resources dari perusahaan yang dilakukan oleh
SANTIRI.
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Kabupaten
Buton Utara

Kabupaten Buton Utaraterletak di Provins Sulawes Tenggara, yaitu
meliputi sebagian Pulau Buton bagian utara, serta pulau-pul au kecil yang
tersebar di sekitar kawasan tersebut. Kabupaten ini berdiri berdasarkan
UU 14 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Utaradi Provinsi Sulawes Tenggarayang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Muna.

Kabupaten Buton Utara terletak di bagian selatan katulistiwa pada
garislintang 4°06" sampai 5°15' L Sdan dari barat ketimur 122°59" Bujur
Timur sampai dengan 123°15 Bujur Timur. Adapun Batas-batas
administrasi Kabupaten Buton Utarayaitu®:

e Sebelah Utaraberbatasan dengan Selat Wawonii.
e  Sebelah Timur berbatasan dengan L aut Banda.

e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lasalimu dan
Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buto

e Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasir Putih,
Kecamatan Wakorumba

Kabupaten Buton Utara secaraadministratif terdiri dari 6 kecamatan
definitif selanjutnya terbagi atas 49 desa, 8 kelurahan dan 2 Unit
Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang masih dalam tahap pembinaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten buton Utara.? Jumlah
penduduk® keseluruhan 48.700 jiwa dengan komposisi laki-laki 23.389
jiwa dan perempuan 25.311 jiwa. Data BPS 2009 menyebutkan bahwa
prosentasi penduduk miskin sebesar 22,86%. Gambaran pendapatan per
kapita penduduk sebesar Rp. 162.080, artinya masih di bawah garis
kemiskinan.

"UU no. 14 tahun 2007 pembentukan Kabupaten Buton Utara
2 Kab. Buton Utara Dalam Angka 2009

8 Kab. Buton Utara Dalam Angka 2009
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Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Di Kabupaten Buton Utara terdapat 32 OMS yang berhasil
diidentifikasi. Jumlahini jauhlebih banyak dibandingkan denganjumlah
OMSyang terdaftar di Kantor Kesbang. OM S-OM Stersebut terdiri dari
organisasi berbasis keagamaan (5), organisasi berbasis keanggotaan/
perkumpulan/forum (7), LSM/Yayasan (10), organisasi kepemudaan dan
perempuan (5); dan kel ompok tradisional/klan/keluarga/etnis (5).

Berbagai organisasi yang teridentifikasi ini memiliki aktivitas mulai
dari sangat lokal di lingkungan tempat tinggalnya -seperti pesisir laut,
komunitastertentu, desa- hinggakabupaten. Beberapaorganisas memiliki
relasi hingga tingkat propinsi serta nasional, dan bahkan dua lembaga
berkomunikasi dan berelasi sampai di tingkat internasional.

OMS yang teridentifikasi berpengaruh di Buton Utaraada 3 OMS,
yaitu IDRAP, PAHAM dan KK J. IDRAP berpengaruh kerena memiliki
jumlah kel ompok dampingan yang tersebar di beberapadesadi kabupaten
ini, memiliki jaringan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi
dan nasional. PAHAM -yang aktif melakukan pendampingan hukum di
Buton Utara dan berbagai daerah untuk kasus-kasus pel ecehan seksual,
tindak kriminal- merupakan lembagayang berskalanasional dan memiliki
beberapa kantor perwakilan di beberapa kabupaten. KK J di Kabupaten
Buton Utaramemiliki anggotaaktif ratusan orang yang tersebar di seluruh
kecamatan, memiliki sumber dayakeuangan yang cukup dari iuran bulanan
anggota, dan organisasinyaadadi setiap kabupaten.
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Diagram 5. Peta OMS di Kabupaten Buton Utara terhadap TKLD
Tahun 2009
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KEKAR BAJO

Di Kabupaten Buton Utarabelum adaorganisasi yang bekerjauntuk
advokasi tata kepemerintahan lokal yang demokratis hingga tahap
melahirkan rekomendasi kebijakan. Jugabelum adajaringan koordinasi
OMS untuk mendorong upaya-upaya tata kepemerintahan lokal yang
demokratis.

Beberapa OM S memang telah bekerja dalam beberapatema TKLD
meski padaranah yang masi h terbatas seperti pemberdayaan masyarakat/
kelompoknya, advokasi kasus, dan pengorganisasian anggota untuk
melakukan aksi massa. Selainitu, terdapat OM S (Yayasan Bulelengadan
Al-Higmah) yang telah bekerja untuk memberikan layanan dasar
pendidikan, khususnya bagi pendidikan anak usia dini. Mereka juga
berencanamemberikan layanan Kejar Paket A, B, dan C. IDRAPbekerja
dalam isu lingkungan dan melakukan pemberdayaan masyarakat adat.
Lembaga ini juga memberikan bantuan kredit untuk usaha mikro bagi
perempuan pedesaan. PAHAM bekerja untuk advokasi kasus-kasus
kekerasan yang dialami oleh warga. Pendampingan kasusdilakukan hingga
tingkat kepolisian dan pengadilan. Namun, hingga saat ini belum
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mel akukan upaya untuk mendorong lahirnyakebijakan daerah untuk anti
kekerasan. WA FO -yang fokus bekerjauntuk masyarakat miskin- saat ini
telah mulai bekerja membangun fasilitas air bersih di Desa Jampaka.
KEKAR Bagjo berupayauntuk meningkatkan kesegjahteraan anggotanya,
salah satunya dengan membangun sarana air bersih bagi seluruh warga
yang tinggal di Lingkungan Bajo, melakukan aksi-aksi massa, dan
melakukan advokasi kasus bagi komunitasnya. Forum mahasiswa juga
sangat dikenal oleh peserta sebagai kelompok yang sering melakukan
aksi massa untuk merespon isu yang berkembang di kabupaten, seperti
masalah pemekaran, anggaran dan korupsi. Forum mahasiswa ini
merupakan forum ad hoc yang baru dibentuk jika akan melakukan aksi.
Merekaterdiri dari berbagai himpunan mahasi swakecamatan yang sekolah
di Kendari.

Status Masyarakat Sipil
Grafik 9 Intan IMS Kota Buton Utara
INTAN

STRUKTUR
300 T

DAMPAK |_1£|"E —————hEhi -—%E—l LINGKUNGAN

182 |
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Dari diagram intan di atas status masyarakat sipil Kota Buton Utara
terlihat cukup sehat Hal ini terlihat padaskor-skor Dimens Struktur (1.55),
Lingkungan (1.76), Nilai (1.82) dan Dampak (1.77). Dari skor di atas
dapat dilihat bahwa dimensi nilai merupakan kekuatan utama dengan
subdimens sebagai penyumbang utama. Di sisi lain, dimensi struktur
menjadi tantangan yang harus segeradijawab.
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Buton Utara baru mekar 2 tahun lalu, jadi belum banyak program
OMS yang dilakukan di Buton Utara. Selama ini Program yang
berkembang adalah program dari pemerintah seperti PNPM dan block
grant. OMS yang ada di Buton Utara juga pada umumnya masih baru
dan belum memiliki kegiatan yang nyata. Sehinggamasih adaketerbatasan
informasi yang dimiliki oleh Masyarakat.

Aset-aset utamamasyar akat sipil yang bekerjadi Kabupaten
Buton Utara

Dimensi Struktur

e KerjaSukarela, menyumbang untuk amal

e Perempuan lebih aktif berorganisas

Dimens Lingkungan

e Rasapercayamasyarakat kepada OM Stinggi, terutamapada
masyarakat yang mendapatkan manfaat dari bantuan/
pendampingan program dari OM S

Dimensi Nilai

e nila-nila toleransi, anti kekerasan, kesetaraan gender dan

transparansi cukup baik dipahami dan dipraktekkan di
Kabupaten Buton Utara Dimensi

Dampak

e Pengalaman OMS dalam aksi untuk mendesakkan
terwujudnyatanggung jawab negaramelalui forum-forum

e Pengalaman OMSdaam pel aksanaan program di masyarakat.

Hambatan yang dialami Kabupaten Buton Utarayang masih baru ini
antara lain: SDM masih kurang khususnya dalam melakukan
pengorganisasian, aturan main organisasi tidak tersosialisasi dengan baik
pada semua anggota, banyak organisasi yang belum memiliki anggaran
organisasi, belum banyak jaringan kerja, belum memiliki informasi yang
cukup memadai tentang aturan—aturan Organisasi, dan peraturan
perundang-undangan. Perempuan masi h kurang mendapatkan kesempatan
dalam berorganisasi dan belum banyak ruang bagi perempuan untuk
meningkatkan rasa percayadiri dan kesadaran kritisnya.
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DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi
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Kedalaman partisipasi
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Tingkat keorganisasian
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Dimensi Struktur mendapat skor 1,55, yang menunjukkan susunan
masyarakat sipil Kabupaten Buton Utaradinilai beradapadakondis cukup
sehat. Tetapi, keadaan ini masih mengkhawatirkan karena sangat dekat
dengan ambang batas kondisi kurang sehat (1,50). Adatiga Subdimensi
yang menyumbang secara positif terhadap perolehan skor Dimensi
Struktur, masing-masing adal ah Subdimensi K el uasan Partisipasi Warga
(1,78), Kedalaman Partisipasi Warga (1,78) dan Interrelasi (1,65).
Sementara dua Subdimensi yang mesti menjadi perhatian serius pada
dimens ini adalah Subdimens Tingkat K eorganisasian (1,19) dan Sumber
Daya (1,38). Kedua subdimensi tersebut masuk dalam kategori kurang
sehat.

Subdimens K eluasan Partisipas Wargamendapatkan penilaian yang
cukup sehat, yang artinya proporsi warga yang terlibat dalam MS dan
aktivitasM Sdinilal cukup sehat. Indikator yang paling berkontribusi pada
subdimensi ini adalah Kerja Sukarela (2,45) dan Menyumbang Untuk
Amal (1,75). Kerja sukarela pada umumnya melibatkan cukup banyak
wargadan diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga, seperti membantu
membangun rumah, membantu untuk keperluan hajatan dan sebagainya.
Sedangkan sumbangan diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang
untuk kegiatan keagamaan, pesta perkawinan maupun kematian.
Sementaraitu, kelompok arisan di tingkat desa sudah mulai memberikan

172



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Buton Utara

bantuan untuk pendidikan dan kesehatan bagi wargayang dinilai kurang
mampu. Majelistaklim jugamelakukan hal yang lebih kurang sama.

Skor Subdimensi K edalaman Partisipasi Warga(1,78) menunjukkan
bahwa dari sisi kedalaman, tingkat partisipasi wargajugadinilai cukup
sehat. Skor Indikator Sumbangan Amal (1,95) dan Kerja Sukarela(1,75)
merupakan faktor yang mendukung. Dalam kurun waktu enam bulan
(Oktober 2008-Maret 2009) sumbangan amal dilakukan warga kurang
lebih sebanyak duasampai tigakai, dalam bentuk tenaga, uang dan barang.
Sebagai contoh, dalam bulan Ramadhan sumbangan diwujudkan dalam
bentuk makanan untuk buka puasa di masjid-magjid. Sedangkan kerja
sukareladilakukan secararutin satu kali tiap minggu pada“ Jumat Bersih”
di lingkungannya selama setengah hari. Dalam kegiatan membersihkan
kebun, biasanyadilakukan selamasatu hari.

Hal yang menarik dari subdimensi ini adalah terkait dengan
keanggotaan di OMS yang menjelaskan bahwa organisasi yang
beranggotakan perempuan cenderung lebih aktif dibanding laki-laki dan
hampir semua perempuan menjadi anggota lebih dari satu organisas,
seperti majelistaklim, kelompok arisan dan PKK. Satu-satunyaorganisasi
di tingkat desayang beranggotakan hanyalaki-laki adalah karang taruna,
sedangkan organisasi lain seperti gapoktan, kelompok nelayan, remaja
mesgid memiliki anggotalaki-laki dan perempuan. Hal ini tercermindalam
perbandingan skor Indikator Keanggotaan di OMS antara peserta
LokakaryalM S perempuan dan laki-1aki. Kelompok perempuan menilai
lebih tinggi dibanding dengan kelompok laki-laki. Hal ini terjadi karena
kaum perempuan lebih aktif untuk berorganisasi dibandingkan dengan
laki-laki, perempuan juga lebih punya kemauan berkelompok. Hal ini
ditunjukan dengan masuknya perempuan menjadi anggota PPS, KPPS
dan PPK.

Subdimensi Tingkat K eorganisasian (1,19) menjadi tantangan yang
cukup kuat bagi MS di Buton Utara. Indikator-indikator Keberadaan
Organisasi Payung (0,50) dan Jaringan (0,80) menegaskan hal itu. OMS
yang sudah memiliki payung seperti majelistaklim, PKK, kelompok tani
masih kurang mendapat pembinaan dari organisasi payungnyaterutama
dalam membangun kerjasama dan kebersamaan dengan OMS lainnya.
Sementaraitu, kondis geografis, rusaknyainfrastruktur penghubung (jalan
raya) menjadi sertakurangnya prasaranatelekomunikasi menjadi kendala
untuk membangun jaringan kerja. LembagaBulelenga, misalnya, masih
memiliki kesulitan dalam hal tranportasi sehingga tidak bisa secara
langsung turun ke tingkat desa.
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Sedangkan jaringan telepon seluler —sampai dengan |lokakarya
dilakukan- hanya ada di Ereke sgja. Komunikasi antar aktor OMS,
khususnyaantarayang adadi desadan kotasangat sulit dilakukan. Masalah
lainnya, OMS yang ada di Kabupaten Buton Utara masih cenderung
bergerak sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi antara satu dengan yang
lain. Sebagai contoh, organisasi mahasiswayang selamaini bergerak di

Buton Utara masih sebatas menggarap isu-isu politik tertentu saja.

Rekomendasi untuk memperbaik Dimensi Struktur sebagai
berikut:

Membuat stategi penyebaran informasi dan membangun
komunikasi yang |ebih luas ke masyarakt mengingat kondisi
geografis Buton Utarayang masih sulit. OM S dan aktor-aktor
yang adadi pedesaan harus pro-aktif mencari informasi yang
diperlukan.

Organisasi masyarakat perlu mencari informasi yang
dibutuhkan kepada DPRD setempat tentang program-
program pembangunan yang akan dilakukan di daerah Buton
Utara.

Memperbanyak pendidikan atau pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat
(termasuk perempuan). Terutama pendidikan pemberdayaan
dan pendidikan kritis warga untuk mendorong kesadaran
kol ektif masyarakat.

Mengintensifkan forum-forum diskusi dengan mengangkat
isu arena M S dengan menghadirkan banyak pihak terutama
OMS-OMS baik di desa maupun di kabupaten. Diskusi ini
diharapkan menjadi sarana komunikasi antar aktor untuk
membangun agenda aksi bersama. Forum diskusi jugaharus
diperluastidak sgja di ibukota kabupaten tapi harus sampai
ke desa-desa.

Meningkatan keterampilan OMS untuk membangun
kreatifitas dalam menggali sumber dayasesua dengan potensi
yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

OM S dan pemerintah harus membukaaksesinformasi paling
tidak menginsias pembentukan jaringan kerjasamayang lebih
luas misal nya dengan menciptakan mediayang efektif sebagai
sarana komunkasi antar aktor maupun antar OMS.
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DIMENSI LINGKUNGAN
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Dimens Lingkungan Kabupaten Buton Utaramemperolehnilai 1,76,
yang berarti faktor-faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kekuatan
masyarakat sipil dinilai cukup sehat. Kondisi ini disumbang secarapositif
oleh Subdimensi K ebebasan dan Hak-Hak Dasar (2,19), Konteks Sosial-
Budaya (2,11), Konteks-Politik (1,91), Relas Negara-M S (1,90) dan
Konteks Sosial-Ekonomi (1,60). Hanya ada satu subdimensi yang
dianggap kurang sehat, yaitu Subdimensi Relasi Pasar-M S (1,13).

Secaraumum, meskipun Dimens Lingkungan mendapatkan penilaian
cukup sehat, tetapi dianggap tidak sepenuhnyasesuai dengan faktayang
sesungguhnya, bahkan hampir bertolak bel akang dengan gambaran umum
yang ada di Buton Utara. Gambaran ketidaksesuaian tersebut muncul
dalam diskus pesertalokakaryalMS. Merujuk padahasil penilaian, salah
satuindikator yang berkontribusi pada perolehan skor Subdimens Konteks
Politik (1,91) adalah Indikator Hak-hak Palitik (2,45). Tetapi, hal ini dinilai
sangat berbeda dengan kondisi yang ada. Meskipun secara formal hak-
hak politik wargauntuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum sudah
cukup terjamin, ternyata masih banyak intimidasi yang dilakukan oleh
oknum birokrasi. Paracamat ditekan supayawilayah merekasatu warna.
Kalau tidak, ada kemungkinan mereka dimutasi. Akibatnya terjadi
intimidasi terhadap warga. Politik uang jugamemberi andil dalam situasi
di atas.
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K esenjangan antarahasi| penilaian dan dengan kondis sesungguhnya
jugaterjadi pada pembahasan Indikator Korupsi yang memperoleh skor
1,80. Menurut peserta lokakarya, terdapat sejumlah kasus korupsi —
mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kendaraan dinas, sampai
dengan pemotongan dana BLT— yang menunjukkan bahwa tingkat
korupsi di daerah ini masih cukup tinggi.

Pada Indikator Budaya Patriarki (1,45) peserta perempuan
memberikan nilai kurang sehat (1,09) yang dinilai mendekati keadaan
sebenarnya. Sementara laki-laki memberikan nilai cukup sehat (1,89).
Faktanya, perempuan belum banyak diberi kesempatan untuk mengisi
beberapajabatan dalam struktur pemerintahan, meskipun memiliki potensi
dan kemampuan yang memadai. Dalam masyarakat pedesaan seperti di
Kelurahan Bonelipu, masih terjadi penomorduaan perempuan dalam hal
kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pesertalaki-laki tidak terlalu
melihat kondisi ini sebagai sebuah persoalan mendasar. Cara pandang
yang bersifat patriarki ini yang turut mempengaruhi tingginyanilai yang
diberikan laki-laki.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan

sebagai berikut;

e Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki
infrastruktur penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, serta
pengadilan.

e Meningkatan kapasitas dalam analisis anggaran bagi OMS
penggiat advokasi anggaran. Termasuk mendorong
konsistensi dalam melakukan advokasi kasus-kasus korupsi
di tingkat Organisasi Masyarakat Sipil.

e Mendorong Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang makanisme dan tata cara memperoleh
dokumen-dokumen publik yang diperlukan seperti dokument
APBD, Perda, danlain-lain.

e Mendesak Pemerintah untuk melakukan pemenuhan
pelayanan dasar pada warganya. Menambah kapasitas
pembangkit listrik agar mampu melayani masyarakat secara
keseluruhan, jaringan telepon sertafasilitasjalan raya.
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e Mendorong adanyalembagapengontrol yang akan mengawas
setiap bantuan yang turun ke desa. Mengingat saat ini sudah
cukup banyak bantuan untuk pengentasan kemiskinan, hanya
sgjaimplementasinyabelum tepat sasaran.

e OMS-OMS yang ada perlu melakukan pemantauan atas
pel aksanaan musrenbang di desa sampai tingkat K abupaten
dan mendorong Peraturan Daerah (PERDA) tentang tatacara
pel aksanaan MUSRENBANG yang menegaskan keterlibatan
masyarakat khususnya perempuan.

DIMENSI NILAI

Dermokrasi
Transparansi
Toleransi

Anti kekerasan

Kesetaraan gender

Penanggulangan
kemiskinan

Keberlanjutan
lingkungan

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

Secaraumumdimensi nilai mendapatkan penilaian cukup sehat (1,82).
Penyumbang-penyumbang terbaik dalam dimensi ini adalah Subdimensi
Tolerang (2,35), Demokras (2,03) danAnti Kekerasan (1,90). Subdimens
Kesetaraan Gender memperoleh 1,73 dan Transparansi mendapatkan
1,65. Satu-satunya subdimensi yang berada dalam kondisi kurang sehat
adal ah K eberlanjutan Lingkungan (1,35).
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Dana PNPM di desa kami sebesar 320 juta. Masyarakat
mendukung program ini, tidak ada kecemburuan yang muncul
dari masyarakat. Saya merasa bangga karena program
dilaksanakan tepat waktu, dikerjakan sesuai bestek, masih ada
saldo yang diumumkan kepada masyarakat. Pada saat yang
samamasyarakat saya perhatikan sangat senang karena
keuangan program dikel ola secara transparan.

LA UTE Ketua BPD Desa Morindino

Meski penilaiandimens nilai menunjukkan kondis cukup sehat namun
menurut pesertalokakaryalM S 2009, jika dibandingkan dengan kondisi
nyatadi Buton Utaraagak jauh berbeda, yakni masih kurang sehat (buruk).
Perbedaan kondisi ini disebabkan oleh kurangnyainformas yang diterima
sehingga pengetahuan yang didapat hanyal ah yang ada dikel ompoknya.
Basis pengetahuan itu sgja yang kemudian dijadikan pijakan dalam
memberikan penilaian.

Subdimens toleransi memperol eh skor tertinggi padasubdimensi ini
yaitu 2,36 nilai-nilai toleransi cukup baik dipahami dan dipraktekkan di
Kabupaten Buton Utara. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat
Kabupaten Buton Utara yaitu saling tolong menolong dan saling
menghargai masih terbangun diantara sesama OMS di Buton Utara.
Sampal saat ini belum ada konflik antara sesama OMS. Hampir semua
nilai di kabupaten ini cukup baik dipahami dan dipraktekkan seperti nilai
demokrasi, anti kekerasan, kesetaraan gender dan transparansi.

Untuk subdimensi transparans, meskipun nilainyacukup sehat, namun
sebagian besar indikator menunjukkan berada padaposisi kurang sehat.
Padaindikator transparans keuangan OM Snilainya 1,50 (kurang sehat),
pertanggunggugatan OM S (1,30) dan arena M S untuk mempromosikan
Transparans nilainya 1,50 (kurang sehat). Hanyaindikator korups yang
memiliki nilal yang tinggi 2,30 (cukup sehat) yang memberikan kontribusi
pada subdimensi transparansi. Tingginya nilai dari indikator korupsi
disebabkan oleh tidak banyak ditemukan Informas yang cukup memadai
dan contoh-contoh korupsi. Namun ada satu kasus penggel apan/
manipulasi uang PPK oleh Ketua di Kelurahan Lakonea dan Bonelipu.
Di kelurahan Lakonea, Bendahara PPK kemudian mengundurkan diri
karenakerjanyadiambilalih oleh Ketua. Contohini memberikan gambaran
bahwa transparansi keuangan tidak terjadi dan mekanisme
pertanggungjawaban jugatidak dilakukan, termasuk dalam pengel olaan
danablock grant pada program pemerintah.
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Subdimensi keberlanjutan lingkungan mendapatkan skor terendah
yaitu 1,35 artinyakurang sehat. Pada subdimensi ini belum banyak contoh
yang ditemukan. Yang adaadal ah program M CK untuk menghindari buang
air besar di sembarang tempat dan sosialisas tentang pelestarian hutan
yang dilakukan oleh IDRAP.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Nilai sebagai
berikut:

e Melakukan penguatan ekonomi pada masyarakat untuk
memberdayakan masyarakat secara ekonomi dengan
bekerjasama dengan OMS diluar BUTON UTARA,
pemerintah kabupaten maupun donor.

e Melakukan penguatan kelembagaan, untuk mengetahui
tentang sistem pengaturan organisasi (struktur, pembagian
tugas, dan aturan main).

e Mengaktifkan OM Syang adadan membangun jaringan yang
Kuat.

e Melakukan pendidikan politik/kritiskepadamasyarakat untuk
meningkatkan pemahamannya tentang hak-haknya sebagai
warga sehinggamampu menjalankan demokrasi.

DIMENSI DAMPAK

Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab
pemerintah dan perusahaan swasta

Menanggapi kepentingan sosial

Memberdayakan warga negara

Memenuhi kebutuhan masyarakat

0.00 0.75 1.50 2.2% 3.00
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Dimens Dampak mendapat penilaian cukup sehat (1,77). Subdimens
yang dianggap menyumbang secara positif adalah Menanggapi
Kepentingan Sosial (2,08), Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,92) dan
Pemberdayaan Masyarakat (1,81). Namun, terdapat hal yang menarik
untuk dianalisa, yakni kesenjangan yang cukup tinggi antara penilaian
danrealitasyang terungkap dalam diskusi.

Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial mendapatkan skor
tertinggi yaitu 2.08 yang berarti MS dianggap responsif terhadap
kepentingan sosial di Kabupaten Buton Utara. Dalam diskusi terungkap
bahwakondisi ini dinilai sangat berbedadengan kenyataan di lapangan.
Kenyataanya, belum banyak ditemukan OMS dan aktor-aktornya yang
memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang menjadi persoalan pokok
masyarakat (penerangan, pendidikan, akses/saranainformasi, kesehatan,
aksestrangportasi). Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada
OMS dan aktor-aktor jugatidak kuat, karenamasyarakat belum melihat
ada aktivitas berarti yang dilakukan oleh aktor OMS yang sifatnya
mewakili kepentingan kel ompok-kel ompok masyarakat.

Saya mengharapkan OMS seharusnya bekerja untuk
kepentingan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan,
seperti PNPM yang dikelola di desa masih didasarkan pada
orientas keuntungan ekonomi. Nilai-nilai yang seharusnya
dimiliki aktor MSOMS adalah terbuka, jujur dan
bertanggung jawab

GUSRIN Warga/K etua Kerukunan Keluarga Bajo

Demikian jugauntuk Subdimens: Pemenuhan K ebutuhan Masyarakat
(1,92). Redlitasnya, tidak banyak ditemukan upaya-upaya lobi untuk
penyediaan pelayanan negara yang dilakukan oleh OMS dan aktor-
aktornya. Kalaupun ada, upayayang dilakukan OM S lingkupnyamasih
sangat kecil, misalnya Kekar Bajo melakukan lobbi untuk pelayanan
pendidikan, kesehatan, dan penerangan (listrik) tetapi hanyauntuk lingkup
kelompok masyarakat Bajo, bukan representasi dari kepentingan pada
lingkup kabupaten. Begitu jugalobi-lobi yang ada di tingkat desa yang
dilakukan oleh beberapatokoh OM S hanyauntuk isu-isu di tingkat desa,
misalnyamelobi pemerintah desauntuk pembagian raskin dan BLT secara
adil. Indikator lainnyaadal ah Memenuhi Kebutuhan Kelompok-K el ompok
Terpinggirkan (2,00). Beberapa OM S memang memberikan kebutuhan
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langsung, misalnyamemberikan bantuan danabergulir kepadamasyarakat,
tapi lingkupnya sangat terbatas seperti yang dilakukan oleh IDRAP.

Contoh lain yang menjel askan bahwahasi| penilaian berbedadengan
kondisi nyata ada pada Subdimensi Pemberdayaan Masyarakat (1,81).
Ddam kenyataannya, hanya sedikit ditemukan upaya pemberdayaan yang
diberikan kepada masyarakat oleh OMS dan aktor-aktornya. Contoh
detilnya bisa dilihat pada Indikator Dukungan Terhadap Lapangan
Pekerjaan (1,85). Kenyataannya hanya IDRAP yang melakukan tetapi
sangat terbatas hanya pada beberapa desa dan untuk isu tertentu sgja
seperti program DKP. Sementara pemberdayaan untuk pemenuhan hak
dasar lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, belum ditemukan aktivitas
yang dilakukan OMS lain. Indikator lainnya adalah Indikator
Memberdayakan Perempuan (1,95). Realitasnya, belum banyak upaya
pemberdayaan kepada perempuan, termasuk memberikan kesadaran kritis
atas hak-haknya. Belum ada penyadaran-penyadaran kritisyang dilakukan
di masyarakat untuk isu kesetaraan gender yang dilakukan, khususnya
yang dilakukan oleh kalangan OMS.

Beberapafaktor penyebab terjadinyakesenjangan yang cukup besar
antara kenyataan lapangan dan penilaian adalah adanya kesenjangan
informasi antara organisasi-organisasi di tingkat desadengan organsias
yang di perkotaan dan kesenjangan pemahaman di berbagai kelompok
dalam masyarakat terhadap isu-isu penyadaran kritis, sehinggabeberapa
isukritisdalam penilaian IM Syang sangat rel evan terhadap kondis OM S
tidak dipahami peserta. Faktor lainnya adalah tidak tersedianya ruang-
ruang komunikasi dan jaringan antara organisasi kemasyarakatan yang
dapat dijadikan tempat bertukar informasi, pengalaman dan belgar
bersama; dan masih kurangnyakerja-kerjapemberdayaan yang dilakukan
oleh OM S kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan.

Rekomendas untuk memperbaiki Dimensi Dampak:

e OMSme akukan pendampingan atau pemberdayaan kepada
masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kritis di
masyarakat.

e OMS mendesakkan tanggungjawab Pemerintah dalam hal
pemenuhan kebutuhan kel ompok masyarakat terpinggirkan

e Memperluas dan memperbanyak kelompok-kelompok
masyarakat terorganisir di Kabupaten Buton Utara
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Kota Bau-Bau

Secara geografis Kota Bau-Bau terletak di bagian Selatan Propinsi
Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat sekitar 0,5015° hingga
0,5032p Lintang Selatan dan 122,046°, Bujur Timur. K otaBau-Bau berada
di Pulau Buton, dan tepat terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama
menghadap Utara. Di kawasan selat inilah aktivitas lalu lintas perairan
baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif. Batas-batas
administratif:

e Utara . Berbatasan dengan Kecamatan Kapontori
Kabupaten Buton.

e Timur . Batasan dengan K ecamatan Pasarwajo
Kabupaten Buton.

e Sdatan . Berbatasan dengan Kecamatan Batauga
Kabupaten Buton.

e Barat . Berbatasan dengan Selat Buton.

Jumlah penduduk® sebanyak 30.859 KK yang terdiri atas 25.988
kepala keluarga yang laki-laki, 4.871 kepala kel uarga yang perempuan.
Anggota DPRD K ota Baubau tahun 20107 sebanyak 25 orang terdiri dari
5 orang dari Fraks Partai Persatuan Pembangunan, 4 orang dari Fraksi
Partai Demokrat, 5 orang dari Fraksi Bulan Bintang Amanat, 5 orang
Fraks Pgjuang PekerjaNasionalis Sgjahteradan 6 orang dari Fraks Karya
K esgjahteraan Daerah.

" Data BKKBN Kota Bau-Bau, Tahun 2008
2 BPS Kota Baubau tahun 2011



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kota Bau-Bau

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Di KotaBau-Bau dapat terdapat berbagat OM S, organisasi tradisional,
organisasi berbasis keagamaan, organisas berbasis keanggotaan, dan
organisasi gerakan sosial.

Berdasarkan kriteria keaktifan dalam isu yang dikembangkan di
kabupaten, besarnya anggota’kelompok dampingan, sumber daya
keuangan dan keluasan jaringan pada tingkat desa, kabupaten, propinsi
dan/atau nasional, teridentifikasi adadua OM S yang sangat berpengaruh
di KotaBau-Bau, yaitu JPKP dan SINTESA. Kedualembagaini dinilai
sangat berpengaruh karena merupakan organisasi yang sangat aktif
mendiskusikan isu-isu yang berkembang di Kota Bau-Bau, memiliki
kel ompok dampingan yang cukup banyak, memiliki sumber dayakeuangan
yang memadai dilihat dari program-program yang dilaksanakannya, serta
memiliki jaringan hinggadi tingkat propinsi.

Terdapat 14 OMS yang berada pada kategori berpengaruh. OMS
yang berpengaruhini dinilai cukup aktif dalam mendiskusikan isu-isuyang
berkembang di kabupaten, namun kondisinyabervariasi padatigakriteria
yang lain seperti keanggotaan atau jumlah kel ompok dampingan, sumber
daya keuangan, dan keberadaan jaringan kerjanya. Pada umumnya,
jaringan kerjayang dimiliki masih di tingkat kabupaten. Ke 14 OM Syang
berpengaruhitu adalah PRIMA, HUMANIORA, LAKAMALI, LINTAS,
LBH BAU-BAU, LSAIN, PELINTAS, YASNAWAN, YAMANSIDA,
YASINTA, IMS, PMII, HMI, dan AMB Kota Bau-Bau. Sementara itu
54 OM S lainnya masuk dalam kategori agak berpengaruh dan 19 OMS
yang kurang berpengaruh.

Kekuatan OMS di Kota Bau-Bau dalam advokasi kebijakan
mendorong TK LD adapada PRIMA dan JPKP. Advokas kebijakan yang
dimaksudkan adalah kerja-kerja untuk menyusun rancangan kebijakan
daerah seperti Ranperda atau menyusun dan mengajukan rekomendasi
kebijakan kepada pemerintah kabupaten. PRIMA melakukan advokasi
anggaran pendidikan dengan mengajukan rekomendas hasil penelitian/
pemantauan menggunakan Citizen Report Card (CRC). Sedangkan JPKP
mel akukan advokasi dalam isu pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang
pendidikan JPKP telah mengajukan rekomendasi berdasarkan hasil
penelitiannya namun belum disetujui oleh pemda. Untuk isu kesehatan,
JPKP telah mengajukan rancangan standar pelayanan prima bidang
kesehatan. Selain itu, JPKP juga melakukan advokasi rancangan Perda
pesisir melalui Program Driving Change.
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Selain PRIMA dan JPK P sebenarnyaada 27 lembagayang dianggap
telah bekerjadalam isu-isu TKLD meskipun belum sampai mengajukan
usulan kebijakan kepada pemda. Beberapa lembaga bekerja dalam isu
pemenuhan hak dasar masyarakat atau anggotanyakhususnyapadabidang
pemenuhan mata pencarian, seperti memberikan bantuan ekonomi,
melakukan pendampingan usaha mikro dan melakukan studi ekonomi
bawah. Selain itu ada organisasi-organisasi yang sering mel akukan aksi
untuk merespon kebijakan pemda yang tidak memihak rakyat misalnya
mengangkat isu tambang, listrik dan air.

Diagram 6. Peta OM S di K ota Baubau terhadap TKLD
Tahun 2009

Status Masyarakat Sipil

Grafik intan menunjukkan status masyarakat sipil Kota Bau-Bau
terlihat cukup sehat. Hal ini nampak pada dimensi struktur (1,68),
lingkungan (1,61), nilai (1,76) dan dampak (1,86). Padadimensi struktur,
aktor-aktor masyarakat sipil di KotaBau-Bau dinilai cukup sehat bermain
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di arenamasyarakat sipil, memiliki karakteristik dan relasi baik diantara
mereka. Pada dimensi lingkungan, kondisi lingkungan berbagai faktor
luar Kota Bau-Bau dinilai memberi pengaruh cukup sehat atau
memberikan kontribusi bagi perkembangan arah masyarakat sipil yang
kuat. Faktor-faktor luar tersebut mencakup lingkungan politik,
ingtitusional, sosial, kultural dan ekonomi. Pada dimensi nilai nampak
terlihat bahwa masyarakat sipil di Kota Bau-Bau ini cukup baik dalam
memfokuskan perhatiannya pada prinsip dan nilai-nilai yang dianut,
dipraktekkan dan dipromosikan. Sedangkan pada dimensi dampak,
masyarakat sipil di KotaBau-Bau dinilai cukup baik memberikan dampak
terhadap kehidupan warganegara dan masyarakat secara keseluruhan.

Grafik 10 Intan IMS Kota Baubau
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K ekuatan masyarakat sipil di kota Bau-Bau adapadadimensi dampak
yang mendapat skor tertinggi (1,86). Dampak kerjamasyarakat sipil dinilai
telah berhasil memberdayakan masyarakat. Sedangkan skor terendah ada
pada dimens lingkungan. Aspek yang masih perlu diperbaiki adalah
kemudahan proses pendaftaran OMS yang dinilai masih dipersulit.
Tantangan lainnyaadalah komunikas antaraperusahan-perusahaan swasta
dan OM Syang perlu diperbaiki, sertatanggungjawab sosial perusahaan
(CSR) yang belum terealisasi. Selain itu masih ada kelemahan pada
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indikator korupsi karena sering terjadi kesepakatan di luar aturan main
resmi dalam proses belanja publik. Sejauh ini praktek transparansi dan
akuntabilitas dalam penganggaran publik belum menguat.

DIMENSI STRUKTUR

Keluasanm partisipasi
warga

Kedalaman partisipasi
warga

Tingkat keorganisasian
Inter-relasi

Sumber daya

+ T T T
0,00 .75 1.50 .25 .00

Hasil pengukuran IMS Kota Bau-Bau tahun 2009 menunjukkan
bahwadimens struktur padakondisi cukup sehat (1,56). Kategori cukup
sehat ini disumbang oleh subdimens keragaman arenaOM S (1,92), relasi
antar aktor-aktor M S (1,85) dan kedalaman partisipasi warga (1,52).

Meskipun ketigasubdimens di atasberadadalam kondis cukup sehat,
masih adatigasubdimens lain dalam dimensi struktur yang beradadalam
kategori kurang sehat yaitu: Subdimensi Keluasan Partisipas Warga
(1,43), Tingkat Organisas (1,44), dan Sumber Daya (1,22).

Subdimens K eragaman Arena OM S mendapatkan skor tertinggi pada
dimensi ini (1,92) yang menunjukkan bahwakeragamaan OM S di Kota
Bau-Bau dirasakan cukup baik terdistribusi di semuawilayah kotadengan
karakteristik yang beragam dan telah mewakili semua kelompok sosial
yang ada. Berdasarkan hasil penelitian terdapat |ebih dari sepuluh jenis
OMS.

Keragaman OMS yang ada di wilayah Bau-bau dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti keragaman aktivitas masyarakat, keragaman
kebutuhan dan kepentingan, dan keragaman isu, keragaman suku.
Kepentingan ekonomi misalnya ditunjukan oleh adanya organisasi
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koperasi, kepentingan agamaditunjukkan oleh organisasi majelistaklim
dan remaja mesjid. Selain itu terdapat organisasi yang dibentuk
berdasarkan mata pencarian seperti organisas pedagang, pengrgin, petani,
pedagang asongan, kelompok ojek, penjual RB, tukang kayu/meubel,
pengamen, waria, buruh, kelompok orang tuamurid, kelompok nelayan,
kel ompok budidayarumput laut, kelompok guru dan lain-lain. Munculnya
banyak OM Sjugadisebabkan karenaadanyaisu aktual yang berkembang,
seperti isu lingkungan (forum masyakarat Bungi Sorawolio/Buso), isu
pendidikan (kelompok orang tuamurid, kelompok guru), isu kemiskinan
(forum BKM, kelompok belgjar perkotaan) danlain-lain. Selain itu banyak
OM Sberbasi sanggota perempuan seperti PKK, majelista lim, kelompok
arisan, kelompok penenun dan fatayat NU. Keberadaan organisasi-
organisas tersebut tersebar luas baik di kota maupun dipelosok desa/
kelurahan. Banyak perempuan terlibat atau menjadi anggotadalam lebih
dari satu organisasi, populasi perempuan lebih banyak dibanding laki-
laki, serta banyak program-program dari OMS yang mengharuskan
keterlibatan perempuan dalam programnya.

Subdimensi yang memperoleh skor paling rendah pada dimensi
struktur adalah sumber daya (1,22) yang artinya berada pada kondisi
kurang sehat. Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnyasumber dayayang
dimiliki sertarendahnyakemampuan OM S dalam menggali sumber daya
yang dibutuhkan. Sumber dayafinansial menjadi masalah paling krusial
bagi OMS terutama pada kelompok OKP dan sebagian LSM. Hampir
seluruh OKP tidak memiliki sumber pendanaan untuk menjalankan
aktivitas organisasinya dan sebagian LSM tidak memiliki sumber
pendanaan untuk menghidupkan organi sasinya. Rendahnya kemampuan
mengggali sumber-sumber keuangan menjadi penyebab kurangnyasumber
dayafinansial.

K eterbatasan sumber dayateknologi di kalangan OMSdi KotaBau-
Bau juga merupakan tantangan serius. Hanya lembaga-lembaga yang
sudah cukup mapanlah dan yang sudah memiliki pengalaman sertajaringan
kerja lebih luas saja yang mampu mencukupi kebutuhan teknologi
termasuk aksesinternet untuk kerja-kerjanya, seperti Sintesa, Primadan
JPKP. Di sis lain, walaupun cukup tersediatempat untuk dapat mengakses
internet namun tidak semuaaktor-aktor MS mempunyai kapasitas untuk
memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini terkait dengan masih perlu
ditingkatkannya pengetahuan dan ketrampilan aktor-aktor MSitu sendiri.
Peralatan kantor seperti komputer jugabelum dimiliki ol eh sebagian besar
OMS. Tantangan lainnya adalah kapasitas pada sumber daya manusia
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yang terkait dengan kapasitasindividu. K eterampilan mengel olaekonomi,
mengorganisasi diri, kemampuan menangkap peluang sumber daya
finansial dari luar (pasar dan pemerintah) hanya bisa ditemukan pada
beberapa LSM sgja, sedangkan bagi kebanyakan OMS keterampilan/
kemampuan tersebut belum dimiliki. Demikian juga dengan kapasitas
sumber dayamanusiaOM S untuk menanggapi isu-isu yang berkembang
di masyarakat, kapasitas membangun jaringan dengan lembaga donor
hanya bisa dilakukan oleh LSM tertentu saja seperti JKPP, Sintesa dan
Prima.

Rekomendas untuk memperbaiki Dimens Struktur sebagai
berikut:

e Memperkuat kepemimpinan OMS terutama kepemimpinan
perempuan dengan memberikan kesempatan kepada semua
kelompok sosia secarasetarauntuk menjadi memimpin OMS,
memberi ruang yang cukup kepada semua kelompok yang
memiliki semangat keorganisasian untuk melakukan proses
belajar dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan OMS.

e Membangun kerja-kerjajaringan di tingkat lokal, regional
dan nasional yang lebih luas dan lintas isu, sehingga terjadi
interaks yang saling memperkuat terutamadalam mengusung
ide-ide perubahan.

e Meningkatkan kemampuan organisass OMS agar terjadi
pemerataan dalam mengakses sumber dayayang diperlukan
untuk memperkuat kelembagaan OM S dan masyarakatat sipil
dan membuat mekanismebelgar bersama, distribus informas
untuk membangun kapasitas OM S yang ada di Bau-Bau.

e Memperkuat jaringan kerjaOM Sdi semuawilayah dan secara
aktif melakukan aksi-aksi promos demokrasi, khususnya
berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan anti-kekerasan
di wilayah kerjanya
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DIMENSI LINGKUNGAN

Konteks politik

Kebebasan dan
hak-hak dasar

Konteks
sosial-ekonomi

Konteks Sosial Budaya

Hukum dan kebijakan

Relasi negara-
masyarakat sipil

Relasi pasar-
masyarakat sipil

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

Dimensi lingkungan di Kota Bau-Bau berada pada kondisi cukup
sehat (1,51). Subdimensi yang menyumbang perol ehan cukup sehat pada
dimensi ini adalah kebebasan dan hak-hak dasar (1,83), konteks sosial
budaya (1,76), relasi antara Negara dengan masyarakat sipil (1,75),
konteks sosial—ekonomi (1,65) serta konteks politik (1,61).

Di sinilah letak beberapa kekuatan masyarakat sipil di Kota Bau-
Bau. Dialog antaramasyarakat sipil dengan pemerintah terbangun dengan
cukup baik, kebebasan persyang terjamin, sikap toleran masyarakat yang
tinggi terhadap orang yang berbeda agama, suku, ras, serta dibarengi
dengan kesadaran masyarakat yang lebih mendahulukan kepentingan
umum. Selainitu, aktivitas untuk melakukan advokasi kebijakan publik
jugaberjalan dengan cukup intensdi kalangan OMS.

Subdimens kebebasan dan hak-hak dasar mendapatkan skor tertinggi
(1,83) yang menunjukkan kebebasan dasar di Kota Bau-bau cukup baik
dijamin oleh hukum dan dilaksanakan dalam prakteknya. K ebebasan sipil
di KotaBau-Bau dijamin oleh negara seperti kebebasan dalam berkumpul
dan mendirikan organisasi. Begitu juga kebebasan berekspresi cukup
terakomodasi dengan diberinya kebebasan untuk penyampaian aspirasi
di mukaumum.
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Tantangan Kota Bau-Bau ada pada subdimensi relasi antara pasar
dengan masyarakat sipil (0,78). Ini berarti sifat dan kualitasrelas antara
masyarakat sipil dengan pasar dinilai kurang sehat. Dalam ha relas pasar-
masyarakat sipil, indikasi di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi
antara perusahaan-perusahaan swasta dan OM S masih perlu diperbaiki.
Sementara, tanggung jawab sosial perusahaan juga banyak yang belum
terealisas.

Hal yang cukup menarik terkait penilaian yang berbeda antaralaki-
laki dan perempuan misalnyapadaindikator hak-hak atasinformas dalam
subdimensi kebebasan dan hak-hak dasar, perempuan memberikan
penilaian cukup sehat (1,64) sementara laki-laki memberikan penilaian
kurang sehat (0,78). Perbedaan penilaian ini disebabkan karenaperempuan
lebih proaktif dalam mencari informasi-informasi yang terkait dengan
dokumen publik dan sifatnyalebih ringan sementaral aki-laki menilai bahwa
dokumen-dokumen publik mulai dari dokumen-dokumen pada tingkat
RT/RW sampai dengan RPIM sangat sulit diperoleh.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan

sebagai berikut:

e Meningkatkan partisipas masyarakat dalam mengunakan hak
politik misalnyadalam perumusan perda.

e Proses pelelangan proyek-proyek belanja publik secara
transparan; masyarakat diberi akses untuk memperoleh dan
menilai dokumen laporan pertanggung jawaban pel aksanaan
project. Disisi lain masyarakat harus lebih pro aktif dalam
mengawasl proses pengelolaan pemerintahan; melakukan
advokasl terhadap kasus-kasus korupsi, membangun posko
pengaduan tentang pelayanan publik dil.

e Melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang
kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan publik.
Memberikan pengetahuan kepadamasyarakat tentang proses
dan tata cara dalam mengaksesinformasi di daerah.

e Optimalisas pelayanan dengan mekanisme yang sederhana,
murah, dan cepat dalam hal pendaftaran OMS.

e Porsi anggaran yang cukup dalam APBD untuk dukungan
organisas masyarakat sipil dalam melakukan kerja-kerjasosa
maupun peningkatan kapasitas.

191



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kota Bau-Bau

e Interaks intensif antaramasyarakat sipil dengan perusahaan-
perusahaan swasta di kota Bau-Bau.

e Membuat aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan swastayang ada di Kota Bau-Bau.

DIMENSI NILAI

Demokrasi
Transparansi
Toleransi

Anti kekerasan

Kesetaraan gender
Fenanggulangan
kemiskinan

Keberlanjutan
lingkungan

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

Dimensi Nilai di Kota Bau-Bau mendapat nilai yang cukup sehat
(1,76). Artinyamasyarakat sipil kota Bau-Bau memiliki prinsip-prinsip
dan nilai-nilai yang diyakini, dipraktekkan, dan dipromosikan di dalam
arenaMS. Sumbangan nilai cukup sehat padadimens ini disumbang oleh
subdimensi anti kekerasan dengan nilai 2,07, demokrasi (1,89), toleransi
(1,87), kesetaraan gender (1,64), penanggul angan kemiskinan (1,83) dan
keberlanjutan lingkungan (1,65). Namun adasubdimens yang masih daam
kategori kurang sehat yaitu subdimensi transparansi (1,41).

Di Kabupaten Bau-Bau tingkat pemahaman OMS tentang anti
kekerasan cukup baik. Kaum perempuan yang selamaini dianggap sering
menjadi korban kekerasan juga sudah mampu mengadvokasi dirinyajika
mengalami tindak kekerasan. Selain itu ada upaya saling mengingatkan
diantaraaktor OM Sjikaterjadi tindak kekerasan dalam melakukan aksi.

Faktor yang mempengaruhi dimensi nilai ini adalah kesadaranOM S
untuk mempraktekkan nilai anti kekerasan, demokrasi, toleransi dalam
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kerja-kerjaOMS. Masyarakat dinilai memiliki rasasaling menghargai yang
cukup tinggi yang dibuktikan dengan kebiasaan saling mengunjungi pada
hari |ebaran termasuk dengan yang mereka yang berbeda agama. Pada
saat Natal kaum muslim ikut meramaikan di Pantai Kamali. Masyarakat
menerima keberadaan kaum waria. Sedangkan yang masih perlu
ditingkatkan adalah penanggulangan kemiskinan. Mekipun telah ada
bantuan berupa pelibatan pengangguran dalam pembangunan fisik
(misalnya MCK, dan drainase), namun upayaini sebagian besar dilakukan
di daerah pinggiran kotadan tidak terlalu memperhatikan kaum miskin di
tengah kota seperti pengemis, anak-anak putus sekolah yang mengelola
parkir (pekerja anak). Tantangan lainnya adalah pada subdimensi
kesetaraan gender. M eskipun perempuan sudah dilibatkan dalam program
pemberdayaan tapi belum dilibatkan dalam semua aspek perencanaan
pembangunan seperti Musrenbang. Keterlibatan perempuan pada
Musrenbang hanyadi tingkat kelurahan.

Faktor lain yang masih menjadi tantangan adal ah pemahaman beberapa
OM Sterkait dengan transpansi keuangan. Subdimensi transpansi (1,41),
menjadi tantangan tersendiri bagi OMS di Kota Bau-Bau. Indikator
transparansi keuangan OMS memang mendapatkan skor rendah (1,09).
Bahkan kelompok perempuan memberikan nilai lebih rendah lagi, yakni
hanya 0,86. Secara umum ini disebabkan belum banyak OMS yang
mempublikasikan laporan keuangan kepadamasyarakat secaraluas sebagai
wujud pertanggungjawaban terhadap publik. Bahkan di kalangan anggota
organisasi banyak yang tidak mengetahui keuangan lembaganyakecuali
diamenjabat sebagai pengurus. Selainitu jugadisebabkan oleh pemahaman
sebagian kecil OM Syang masih perlu ditingkatkan dalam hal keterbukaan
dalam pengel olaan keuangan.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Nilai sebagai
berikut:

e Adanya perhatian khusus tentang peningkatan peran
perempuan. OM S harus memperjuangkan aturan yang lebih
tegas tentang affirmative action baik dalam kerja OMS
maupun pemerintah kota. Membuka ruang yang lebih luas
kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam proses
pengambilan keputusan dalam organisasi dan memberikan
peluang bagi perempuan untuk menjadi ketua atau pengurus
inti dalam struktur organisasi.
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e OMS dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus
bagi anak-anak jalanan, membuat program pemberdayaan
anak-anak jalanan sehingga mereka bisa mandiri dan
memperoleh hak-haknya. Seperti membuat: rumah singgah,
pendidikan alternatif (penyediaan tenagapengajar sukarel a,
rumah baca), mengadakan ajang-ajang kreatif untuk
menyalurkan bakat seperti lombadll

e OMS harus melakukan pengawasan agar dana alokasi
anggaran APBD khusus untuk anak-anak putus sekolah dan
anak jalanan sampai pada sasaran.

e OMS bersama dengan masyarakat serta pemerintah dan
pihak swasta harus melakukan pengawasan kerusakan
terumbu karang di wilayah pantai Lakorapu sebagai upaya
mel estarikan terumbu karang.

e OMS dan masyarakat melakukan kerja bakti sekaligus
memberikan pendidikan dan penyuluhan agar tidak
membuang sampah sembarangan

e  Meningkatkan kemampuan/kapasitas OM S dalam pelaporan
keuangan berdasarkan SAI (standar akuntasi internasional).
Saling belgjar dan saling tukar informasi dan pengalaman
dalam melakukan pelaporan keuangan antar sesama OM S
dengan jaringannyadengan berbagi format |aporan keuangan)

e Mendorong adanya PERDA Transparansi di kotaBau-Bau.

DIMENSI DAMPAK

Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mendesaklan tersujudnya mnggung jawab
pemerintah dan perusahaan swasta

Menanggapi kepentingan sosial

Memberdayakan warga negara

Memenuhi kebutuhan masyarakat

.00 0.75 1.50 .25 3.00
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Dimensi dampak, memperoleh nilai 1,65, yang artinya kinerja
masyarakat sipil sebagai arenayang efektif untuk memecahkan problem
sosial/ekonomi/politik dan melayani kebai kan bersamadinilai cukup sehat.
Kondis ini disumbang oleh subdimens pemberdayaan masyarakat (1,87),
subdimensi pemenuhan kebutuhan masyarakat (1,72), subdimensi
mempengaruhi kebijakan publik (1,65) dan subdimensi respon terhadap
kepentingan sosid (1,57). Adasatu subdimens yang beradadalam kondisi
kurang sehat yaitu subdimens akuntabilitas sektor negaradan pasar (1,44).

Skor tertinggi dimens dampak ada pada subdimens memberdayakan
warga negara (1,87) yang artinya kinerja masyarakat sipil dalam
memberdayakan masyarakat dinilai cukup sehat. Indikator yang paling
menyumbang terhadap subdimensi ini adalah membangun modal sosial
(2,09). Kondisi ini sesuai dengan beberapafaktayang ditemukan di kota
Bau-Bau, yaitu tingginyakerjasama pada organisasi-organisas yang ada
di tingkat masyarakat, masih ada agenda-agenda kerja bakti untuk
pembersihan lingkungan yang digagas ol eh kel ompok-kel ompok remaja
magjid, karang taruna, dsb. OMS juga kerap mengajak anggota dan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kerja-kerja bersama.
K elompok-kelompok di masyarakat jugamasih menekankan toleransi di
antara anggota kelompok dalam organisasi, misalnya toleransi antara
anggotakelompok yang muslim dan non-muslim. Contoh lain, masih ada
kelompok dasawismayang melakukan sumbangan kol ektif untuk warga
lain yang membutuhkan.

Faktor yang mendukung dimensi dampak ini adalah dukungan
berbagal donor untuk pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh
OMS, selain itu OMS sendiri telah berhasil melaksanakan program-
programnhya dan mendesakkan kepentingan masyarakat terhadap
pemerintah. Inisiatif tidak hanyamuncul dari laki-l1aki tapi jugaperempuan.
Banyaknya inisiatif yang muncul dari aktor-aktor OM S perempuan di
tingkat masyarakat, seperti menuntut akses pelayanan persalinan bagi ibu
melahirkan, mempersoalkan minimnya air bersih dan sebagainya.
Sementaralaki-laki biasanyacenderung lebih sering merespon kasus-kasus
yang lebih politis, misalnyakasus korupsi, pelanggaran pemilu, dan lain-
lain.

Tantangan pada dimensi dampak ada pada subdimensi akuntabilitas
sektor negara dan pasar yang mendapat nilai kurang, pada indikator
mendesakkaan terwujudnya tanggungjawab perusahaan swasta (1,09).
Kondis di lapangan menunjukkan aktivitas-aktivitas aktor-aktor M Syang
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mendesak perusahaan untuk mewujudkan tanggungjawabnya belum
kelihatan signifikan. Misalnyaaktor MSdi kelurahan Sula atelah berupaya
mel akukan desakan terhadap limbah ikan perusahaan ikan yang berdampak
pada kerusakan rumput laut, namun belum berhasil. Gerakan untuk
mendesak tanggungjawab perusahaan biasanya baru muncul jika ada
kasus-kasus yang memberikan kerusakan skala besar di lingkungan dan
masyarakat. Padahal, dari beberapa perusahaan yang ada, berpotensi
menyebabkan terjadinyakerusakan lingkungan dan kerugian di masyarakat
cukup besar.

Tantangan lain OMS di Kabupaten Bau-Bau adalah belum
maksimalnyaindentifikas awal yang dilakukan oleh OM S untuk melihat
kebutuhan masyarakat terkait dengan program-program yang mereka
jalankan. Kebutuhan di tingkat masyarakat kadang kala mengalami
perubahan dipengaruhi oleh adanya program-program baru yang masuk
melalui berbagai pihak, baik OMS maupun program yang dilakukan
pemerintah. Selainitu, masih adaanggapan-anggapan di masyarakat yang
melihat bahwa program-program bantuan modal usaha yang diberikan
L SM merupakan dana hibah yang berasal dari bantuan luar negeri yang
tidak perlu dikembalikan, sehingga menyebabkan rendahnya
tanggungjawab untuk mengembangkan bantuan yang ada. Persoalan
lainnya adal ah beberapa program-program modal usahayang dilakukan
oleh OM Stidak berkelanjutan di tingkat komunitas.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai
berikut:

e Perlu memperkuat efektivitas bantuan-bantuan OMS di
tingkat masyarakat agar bantuan yang diberikan OM Skepada
masyarakat |ebih berkelanjutan. Strategi yang dapat dil akukan:

v Memberi penyadaran kritis kepada masyarakat bahwa
dana-dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat
meskipun hibah tapi merupakan milik bersama. Sehingga
perlu ada tanggungjawab bersama untuk menjaga dan
memeliharakeberlanjutan program-program tersebuit.

v Mengajak masyarakat untuk membangun mekanisme
kontrol di internal kelompoknya untuk mengawasi
program-programnya.

e Membangun komunikas dan relasi yang intensif diantara

OMS untuk menggulirkan wacana dan mular memetakan
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dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh keberadaan
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kota Bau-Bau.

Memperluas gerakan OMS untuk melakukan advokasi
kebijakan terutama kebijakan-kebijakan yang terkait dengan
pelayanan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan,
administrasi kependudukan. Strategi yang bisa dilakukan
misalnya, mengembangkan jaringan OM Suntuk isu kebijakan
dengan memanfaatkan OM S-OM S yang sebelumnya sudah
melakukan advokas kebijakan, misalnyadengan JM S Buton.
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Kabupaten Buton

Kabupaten Buton secara geografis terletak di bagian selatan garis
katulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara4,96°- 6.25°LS
(dan membentang dari barat ke timur diantara 120,00° — 123,34° BT,
meliputi sebagian P. Muna, Buton dan sebagian wilayahnya berada di
jazirah TenggaraP. Sulawesi. Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan
seluas + 2.488,71 km? atau 248.871 ha dan wilayah perairan laut
diperkirakan seluas + 21.054 km2. Penduduk di Kabupaten Buton pada
tahun 2008 berjumlah 265.724 Jwa. Batasadministras wilayahnyasebagai
berikut:

e Sebelah Utara : Kabupaten Muna.

e Sebelah Selatan : Laut Flores.

e Sebelah Timur : Kabupaten Wakatobi.
e SebelahBarat : Kabupaten Bombana.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Buton 2009 anggota DPRD
berjumlah 30 orang. Komposisi anggota DPRD K abupaten Buton menurut
partal sebagai berikut: PBB berjumlah 3 orang, PPP berjumlah 3 orang,
PNBK berjumlah 3, Keadilan & Persatuan Indonesiaberjumlah 1 orang,
PAN berjumlah 3 orang, Karya Peduli Bangsa berjumlah lorang, PDIP
berjumlah 3, Golkar berjumlah 6 orang, Indonesiaberjumlah 1 orang, PK
Sejahtera berjumlah 2 orang, PBR berjumlah 2 orang, Demokrasi
K ebangsaan berjumlah 1 orang, PKB berjumlah 1 orang,

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

OMS Kabupaten Buton terdistribusi di pusat kabupaten, wilayah
kecamatan dan daerah terpencil. Dari 28 OMS yang ada di Kabupaten

! Buton Dalam Angka, BPS 2008



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Buton

Buton, 25 OM S (89,28%) berdomisili di kotaBau-Bau, 1 OM S (3.58%)
beradadi kecamatan, 2 OM S(7.14%) merupakan OMSNasiona (PEKKA
& KPl) yang tidak mempunyai sekretariat hanyamenempatkan FO/Fokal
Point. Sedang organisasi LDII dan BKMT terdapat hampir di seluruh
wilayah Indonesia. Untuk organisasi kemahasiswaan seperti HMI &
KOHATI adapada setiap fakultas perguruan tinggi di Kabupaten Buton.
Persentase OM Syang memiliki jaringan kerjaadal ah sebagai berikut 19
OMS (87.85%) memiliki jaringan kerja dari desa sampai kabupaten.
Kelompok swadaya masyarakat dan pengrajin hanya ada ditingkat desa
dan khususHMI, KOHATI BKMT & LDII adalah lembaga payung yang
mempunyai jaringan sampai tingkat pusat dan mempunyai cabang pada
tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Sedangkan OM S yang mel akukan/mengorganisasi aksi politik non-
partisan tercatat 12 OMS (42,85%) sudah melakukan aksi politik non
partisan dengan menggelar aksi massa, menulis opini, dan tayang TV.
Sisanya(57,15%) masi h sebatas simpatisan dalam aksi masa sgja. Untuk
kemampuan OMS menggali sumberdaya, dari hasil pemetaan OMS
Kabupaten Buton tahun 2007 tecatat ada8 OM S memperol eh dukungan
danadari donor internasional. Sumber danalain didapat dari dukungan
bisnisjual buah danjual buletin seperti LBH-R. untuk HM1 dan KOHATI
mendapat dukungan dana dari alumni. Sedangkan Organisasi bisnis
mendapat dukungan sumberdayadari rekanan. Baru sekitar 28.57% OM S
yang sudah punya mekani sme penggal angan dana swadaya (fundraising)
cukup memadai bagi keberlanjutan organisasinya.

Berdasarkan kriteria keaktifan dalam isu yang dikembangkan di
kabupaten, besarnya anggota’kelompok dampingan, sumber daya
keuangan dan keluasan jaringan padatingkat desa, kabupaten, propinsi
dan/atau nasional, teridentifikasi ada4 organisas yang memiliki pengaruh
danrelas OMSyaitu; (1) SINTESA: sebagai anggota/pemberi mandat
JMS-B, aktif dalam pertemuan dan kegiatan IMS-B seperti melakukan
riset pemetaan masal ah perempuan dan berkontribus dalam kepengurusan
JMS-B. (2) PRIMA: sebaga lembaga payung JMS-B yang menaungi
secarahukum dan memberikan asisistens keuangan & program padaJMS-
B, (3) JPKP: terlibat dalam desain program-program JIM S-B, jugaterlibat
dalam lokakarya penguatan OMS dan (4) YASINTA: anggota/pemberi
mandat IMS-B, sering terlibat dalam pertemuan JIMS-B, sebagai tim
implementasi riset pemetaan masal ah perempuan K abupaten Buton.
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OMS yang memiliki pengaruh besar terhadap agenda perubahan
adalah SINTESA, PRIMA dan YASINTA, ketigalembagaini mempunyai
hubungan kedekatan yang samakarenaselalu berhubungan secarainstitusi
yang saling bersinergi dalam mobilisasi sumberdayadan finansial. Ketiga
lembagaini saling mendukung dalam upaya pel aksanaan program baik
programinternal lembagamaupun eksternal dan sering melakukan sharing
pembel gjaran. Sedangkan lembagayang dinilai berpengaruh di Kabupaten
Buton lamaadalah Y LAI, Pdlintas, Yamansida, Humaniora, TunasKarya,
LBH-R dan LSM PEKKA.

Status Masyarakat Sipil

STRUKTUR
3.00 T

225 T
11-.32 T1.26

1.8 1.44
DAMPAK ! t f { LINGKUNGAN

1.57 e

1.1 181
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--2009

NILAI
Grafik 11 Intan IM S Kabupaten Buton

Dari grafik di atas status masyarakat sipil Kabupaten Buton nampak
cukup sehat padaDimensi Nilai (1,81) dan Dampak (1,57). Namun untuk
Dimensi Struktur dan Lingkungan terlihat kurang sehat. Hal ini nampak
pada perolehan skor pada dimensi Struktur yaitu 1,26 dan Lingkungan
mendapat skor 1,44.

Kekuatan masyarakat sipil di kabupaten Buton ada pada Dimensi
Nilai. Masyarakat sipil Kabupaten Buton dianggap cukup sehat dalam
mempraktikkan dan mempromosikan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini
didalam arenaM S. Pada Subdimensi Penanggul angan kemiskinan, aktor-
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aktor MS terlihat cukup responsif dan mempromosikan kebijakan
penanggulangan kemiskinan, seperti yang dilakukan Sintesa yang
mendampingi Lembaga Ekonomi Desa (LED) di 50 desa dari 12
kecamatan, dan Bahteramas untuk seluruh desa.

Tantangan Kabupaten Buton terletak pada Dimensi Struktur,
khususnya pada Subdimensi Tingkat K eorganisasian. Tantangan lainnya
adalah gerakan bersama karena secara politik kelompok-kelompok MS
terpolarisasi pada kelompok kepentingan tertentu. Partai politik juga
belum memiliki kader perempuan yang cukup memadai. Hambatan lainnya
yang dialami M S adal ah kurangnya sumber dayadan sumber dana untuk
dapat mengunakan hak politiknyauntuk dipilih baik dalam pilkadamaupun
pemilu.

Peserta Lokakarya IMS 2009 K abupaten Buton menyepakati tidak
melakukan penilaian ulang terhadap indikator-indikator IMS karena
menilal belum terjadi perubahan yang signifikan selamaduatahun terakhir.
Dengan demikian perolehan nilai IMS 2007 menjadi pijakan dalam
mengkaji kondisi dimensi IM S untuk tahun 2009.

DIMENSI STRUKTUR

o]

Keluasan partisipasi 1.24
warga

Kedalaman partisipasi 1.25
warga

1.21
Keanekaragaman OMS

1.18
Tingkat keorganisasian

. 1.44
e

1.24

Sumber daya

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00
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Secaraumum, hasi| penilaian dimens struktur padalM S 2009 berpijak
padapenilaian IM S padatahun 2007 menunjukkan kondisi kurang sehat
(1,26). Semuapenilaian subdimens ini berkontribus padadimens struktur
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yang kurang sehat. Hal ini terlihat padasubdimensi keluasan partisipasi
(1,24), kedalaman partisipasi (1,25), keanekaragaman OM S(1,21), tingkat
keorganisasian (1,18), interrelas M S (1,44) dan sumber daya (1,23).

Dari semua subdimensi yang ada di dimensi struktur, subdimensi
interrelas memiliki nilai paling tinggi yaitu 1,44. Faktalapangan memang
menunjukkan sedikit perkembangan pada subdimensi ini. Komunikasi
antar sesama OM Stelah terbangun untuk mendorong sebuah isu seperti
pendidikan politik di masyarakat. Selain itu Program ACCESS, JPKP,
LEAD UNDP, LBHR, AMB dIl, mendorong komunikasi dan interaksi
antaraaktor OM S di Buton. Komunikasi/interaksi tidak hanyaterjadi di
antara OMS tapi juga OM S dengan masyarakat desa. Meski demikian
kerjasama antar sesama OMS dirasa masih kurang. Meskipun terjadi
peningkatan frekuensi pertemuan antaraaktor M'S maupun antar anggota
jaringan OM Sdi Buton, namun belum mendorong peningkatan kolaboras
dan kerja-kerja bersama. Kecenderungan yang terjadi saat ini,
meningkatnya jumlah program di Buton mengakibatkan OM S maupun
aktor M S sibuk dengan programnyasendiri-sendiri (termasuk kel ompok-
kelompok di desa). Kondisi ini menjadi tantangan bagi relasi antar OM S
ke depan.

Salah satu tantangan di Kabupaten Buton terletak pada subdimensi
tingkat keorganisasian (1,18). yang ditandai dengan kurangnyaefektivitas
organisasi payung. Selain IM S, di Buton jugaterdapat beberapajaringan
atau organisasi payung lain, seperti JPKP, PNPM Mandiri, PEKKA.
Namun keberadaan organisasi payung ini masih belum maksimal.
Tantangan lainnyapadaindikator pengaturan diri. Meskipun cukup banyak
OMSdi Kabupaten Buton yang sudah memiliki AD/ART, namun dalam
pel aksanaannyabel um berjalan sesuai dengan standar pengel olaan lembaga
yang baku dan masih berdasarkan kebutuhan sgja.

Dimensi Struktur di Kabupaten Buton ini dipengaruhi oleh
peningkatan dukungan dari luar (donor) dan relasi negara-masyarakat
sipil. Dukungan donor ini memberikan peningkatan aktivitas warga di
masyarakat desa maupun Kkota seiring meningkatnya jumlah program di
masyarakat. Hal ini berkontribus pada pengembangan budaya masyarakat
dalam berswadaya dan gotong royong. Hubungan masyarakat sipil dengan
pihak pemerintah yang relatif harmonis (tidak banyak gesekan) mendorong
pemerintah turut mendukung/meningkatkan program-programyang dilakukan
OMSmeaui program-program pemerintah yang dikelolaolen OMS.
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Faktor penghambat untuk dimensi struktur ini adalah adanya
kecenderungan elitis dalam pola pikir dan kerja-kerja yang dilakukan
OMS. Selain itu jugaterlihat kurangnya keterlibatan dan rasa memiliki
warga terhadap program yang sedang dijalankan. Di antara OMS juga
belum terjadi kolaborasi untuk mengusung isu bersama, walau
sesungguhnyasudah adajenisisu yang diperjuangkan oleh beberapa OMS.

Rekomendasi untuk memper baiki Dimens Struktur sebagai
berikut:

e Meningkatkan inisiatif dan penggerak dalam mendorong
kerja-kerja kolaborasi atas isu yang prioritas dalam
masyarakat yang sesungguhnya merupakan fokus program
beberapa OM S di Buton.

e OMSkhususnyal SM di Buton |ebih seriusmengawal kerja
kerja masyarakat sipil yang dilakukan di tingkat desa dan
mempromosikannya ketingkat yang lebih luas (kecamatan
maupun kabupaten).

e Internaisas nilai-nilai padaaktor M'S maupun OM S menjadi
mutlak, untuk memperjelas jati dirinya dalam
memperjuangkan kepentingan masyarakat termarginal.
Sehinggayang dilakukan bukan sekedar melakukan aktivitas
dan menyel esaikan program.

e Perlufokusmendorong aliansi/serikat bagi masyarakat sipil
di tingkat desa seperti serikat tani, serikat nelayan dl|

e Membangun kekuatan bersamamelal ui kel ompok-kelompok.

e Memberikan motivas terhadap warga untuk berpartisipas
dalam kegiatan OM S

e Membangun kembali kesadaran MS/OMS dalam
meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap kegiatan-
kegiatan sosial

e Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan warga negara
dalam memenuhi kebutuhan sosial.
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DIMENSI LINGKUNGAN
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Dimensi ini menguraikan dan menganalisiskeseluruhan lingkungan
politik, sosial, ekonomi, kultural dan hukum (legal) di manamasyarakat
sipil berada dan berfungsi. Secara umum, hasil penilaian Dimensi
Lingkungan pada IM S 2007 menunjukkan kondisi kurang sehat (1,44).
Sebagian besar subdimensi pada dimensi ini berkontribusi terhadap
perolehan kondisi tersebut. Subdimensi Konteks Sosio-Ekonomi (1,02),
Relasi Pasar-M S (1,24), Konteks Politik (1,40) dan Hukum dan Aspek
Legal (1,49) mendapatkan nilai kurang sehat. Tiga Subdimensi lainnya
yakni Subdimensi Konteks Sosial-Budaya (1,76), K ebebasan dan Hak-
hak Dasar (1,60) dan Relasi Negara-M S (1,58) beradapadakondis cukup
sehat;.

Kekuatan di dimens ini adapada Subdimens: Konteks Sosia-Budaya
(1,76). Subdimens ini dinilai cukup sehat yang menunjukkan bahwanorma
dan sikap wargamasyarakat dinilai cukup kondusif dalam perkembangan
masyarakat sipil. Beberapafaktadi |apangan yang dapat dijadikan contoh
adalah tingkat kepercayaan antar warga mulai terbangun dengan baik,
semakin transparannya kelompok-kelompok masyarakat dalam
berorganisas yang mendorong peningkatan kepercayaan di antarasesama
warga, dan semakin terbukanyamasyarakat terhadap perbedaan identitas.
Kekuatan lainnya ada pada pemahaman relasi gender di masyarakat
semakin meningkat, meskipun belum sepenuhnyamenyejgjarkan relasi
laki-laki dan perempuan di masyarakat. Semakin berkembangnya
pemahaman pluralisme (keberagaman) di masyarakat, sehingga
memperkecil praktik-praktik feodalisme.
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Tantangan Kabupaten Buton terletak pada Subdimensi Konteks
Sosial-Ekonomi (1,02) yang artinyakurang sehat. Kondis sosial ekonomi
Kabupaten Buton memang nampak kurang sehat. Namun demikian ada
beberapa fakta yang menunjukkan perubahan yang lebih baik seperti
program penanggul angan kemiskinan oleh pemerintah, hubungan OM S
dan Masyarakat yang berjalan baik, pengetahuan dan keterampilan
pengel olaan usahameningkat, adanya skema-skemakredit yang berpihak
kepadaUKM dan ikliminvestas terbukabagi pengusahadari luar daerah.

Perubahan iklim ketatanegaran yang memberikan ruang bagi
kebebasan masyarakat untuk berorganisasi dan mengel uarkan pendapat
mempengarungi dimensi lingkungan di kabupaten Buton, yang mendorong
minat masyarakat sipil untuk memanfaatkan hak-haknya. Selain itu
pelayanan administrasi semakin baik, tidak berbelit-belit dan semakin
transparan yang memudahkan pelayanan administrasi dalam kegiatan
OMS. Sedangkan faktor yang masih membutuhkan perhatian adalah
pelaksanaan desentralisasi kewenangan yang masih didominasi oleh
penentu kebijakan ditingkat daerah, juga masuknya budaya luar lewat
teknologi yang menyebabkan terjepitnyabudayaloka masyarakat.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan

sebagai berikut:

e Supermasi hukum dalam pemberantasan korupsi harus
ditegaskan dan tidak tebang pilih.

e Kewenangan dalam desentralisas harus disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi yang diberikan padamasing-masing
pihak.

e  Memilih pimpinan berdasarkanvisi & misinya

e Ruang advokas untuk mendorong minat masyarakat sipil
dalam memanfaatkan hak-hak sipilnya

e Aksesinformas dan prosedur tentang skem daninvestas oleh
semualapisan masyarakat.

e Tindak lanjut rencanaaks terhadap pelatihan-pelatihan yang
dibuat.

e Pengawasan padaskem-skem kredit yang lebih ketat, seperti:
skem kredit yang diberikan oleh pemerintah dan OMS.

e Meningkatkan budayatransparans
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e Pdestariankearifanloka yang mendukung orang miskin dan
keadilan gender

e Meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang
pluralisme

e Meningkatkan pemahaman kaum perempuan dalam hal
pendidikan politik.

e Pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan
administras dan legalitasOM S

e Mendorong sektor swasta yang lain untuk mengal okasikan
sebagai an keuntungannyabagi kegiatan sosial kemasyarakatan

DIMENSI NILAI

-
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Andisisddamdimens nilai akan meninjau prinsip dan nilai-nilai yang
diyakini, dipraktikkan, dan dipromosikan di dalam arena MS. Secara
umum, hasil penilaian Dimensi Nilai menunjukkan kondisi cukup sehat
(1,81). Hampir seluruh subdimens padadimens ini memberikan kontribus
positif. Subdimens Penanggulangan Kemiskinan (2,10), Anti-kekerasan
(1,98), Keberlanjutan Lingkungan (1,92), Toleransi (1,90), Kesetaraan
Gender (1,65) dan Transparans (1,63). Satu-satunya subdimens yang
berada dalam kondisi kurang sehat adalah Demokrasi (1,49).

Kekuatan dimensi ini terletak pada Subdimensi Penanggulangan
K emiskinan yang mendapat nilai cukup sehat (2,10) yang artinyaaktor-
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aktor MS dinilai cukup responsif terhadap isu kemiskinan dan
mempromos kan upaya-upaya penanggul angan kemiskinan. Upaya-upaya
tersebut memang sudah dilakukan beberapa OM S di Kabupaten Buton,
seperti Sintesayang mendampingi Lembaga Ekonomi Desa(LED) di 50
desadari 12 kecamatan, dan Bahteramas untuk seluruh desa. Hanyasagja
sebagian besar upayayang dilakukan oleh OM S masih dilatar belakangi

oleh kepentingan program. Di tingkat desa sendiri ada upaya-upaya
penanggul angan kemi skinan yang dilakukan melalui pendirian kelompok-
kelompok yang diinisiasi oleh masyarakat desa, seperti kegiatan simpan
pinjam yang dilakukan oleh kel ompok tani di Desa Siomanuru, Koperasi

SerbaUsaha (K SU) di DesaK ambe-kambero dan kel ompok danabergulir
di DesaWasuemba. Dari berbagai upayayang dilakukan, sebagian kecil

sudah mampu melakukan aksi nyata untuk mengurangi kemiskinan di

masyarakat. Selain itu ada upaya-upaya OM S untuk penguatan kapasitas
masyarakat melalui pelatihan kepemimpian perempuan, keterampilan
usaha, managemen usaha, pengembangan pemasaran, dan lain-lain. Cukup
berkembangnyaarisan di kalangan kel ompok-kelompok masyarakat juga
mampu membantu perekonomian masyarkaat.

Tantangan Dimensi Nilai ada pada Subdimensi Demokras yang
mendapat skor terkecil yaitu 1,49. Subdimens ini, merupakan satu-satunya
yang berada dalam kondisi kurang sehat pada Dimensi Nilai. Meskipun
demokrasi sudah menjadi diskursusdi kalangan OM S, tetapi padatataran
praktik belum semua OM S melakukannya dengan baik. Pada kaji ulang
tahun 2009, terjadi sedikit perubahan, walaupun dianggap belum
signifikan. Upaya OMS untuk mendorong praktik demokrasi pada
beberapa mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
di Pemerintah juga belum maksimal. Dalam praktiknya, proses
Musbangdes dan M usrenbang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi
masyarakat. Desakan OM S untuk kondisi ini jugamasih dirasakurang.

Dimens Nila di kabupaten Butonini dipengaruhi oleh kebijakan donor
dan pemerintah yang memberikan ruang dan kesempatan kepada
perempuan dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan.
Biasanya mereka mensyaratkan adanya kuota perempuan minimal 30%
dalam setiap kegiatan, seperti dalam program CLAPP-ACCESS, program
PEKA (pemerintah). Selain itu banyaknya program penganggulangan
kemiskinan baik pemerintah maupun donor seperti program P2KP,
Kompensasi BBM melalui PKPS-BBM, Dana berguilir, MCRMP,
CEREPAM, PEMP, dan pengram ACCESS, CREED, BO, BANTESA,
serta PKM.
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Sedangkan faktor yang dirasakan masih perlu mendapat perhatian
adal ah belum adanya Perda/Perdes yang menjamin pel aksanaan demokrasi.
Di Kabupaten Buton ini Perdapartisipasi belum disahkan. Belum semua
desalkel urahan mel akukan Musrenbang seperti desa L asalimu, dan Waara.
Keterlibatan masyarakat dalam MUSRENBANG juga belum
menggambarkan komposisi keterwakilan masyarakat. Untuk penerapan
demokrasi pun dinilai belum murni. Hal ini karena ada intimidasi dari
pihak tertentu dalam Pilkada 2005 di Desa K aimbulawadan Holimombo,
konflik rumah tanggaatas perbedaan pilihan calon kepaladaerah di Desa
Kapoajugamencederai pel aksanaan demokras di kabupatenini, ditambah
lagi banyaknya pejabat PNSyang di non-jobkan karenatidak mendukung
calon tertentu. Faktor lain yang dirasakan masih ada hambatan dalam
dimensi nilai ini adalah belum banyak OMS yang mempraktikkan dan
mempromosikan nilai-nilai transparansi dan Kesadaran MS untuk
mengakses pengel olaan keuangan OM S masih rendah, seperti misalnya
di LPM, BKM NUSPP di Palabusa.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Nilai sebagai
berikut:

e Perlu memaksimalkan pendidikan politik bagi MS secara
berkesinambungan

e MendoronglahirnyaPERDA Partisipasi melalui JM S Buton
e Mendorong upaya pelibatan masyarakat berdasarkan
komposisi keterwakilan yang ada di desa khususnya

masyarakat miskin dan perempuan pada kegiatan
MUSRENBANG.
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DIMENSI DAMPAK
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Secaraumum, hasil penilaian dimens dampak menunjukkan kondisi
cukup sehat (1,57). Kondisi cukup sehat ini dikontribusikan oleh
subdimensi memenuhi kebutuhan masyarakat (1,72), memberdayakan
warganegara(1,67), dan menanggulangi kepentingan sosial (1,62). Selain
itu, adaduasubdimens yang beradadalam kondisi kurang sehat; mendesak
terwujudnya tanggungjawab pemerintah dan perusahaan swasta (1,46)
dan mempengaruhi kebijakan publik (1,41).

Kekuatan di dimensi ini adapada Subdimensi Memenuhi K ebutuhan
Masyarakat yang mendapatkan penilaian cukup sehat (1,72) yang sekaligus
menjadi skor tertinggi di dimensi ini. Ini berarti kinerjamasyarakat sipil
sebagal arenayang efektif untuk memecahkan problem sosial/ekonomi/
politik dan melayani kebaikan bersama dinilai cukup sehat. Fakta di
lapangan menunjukkan bahwaM S mampu melakukan lobi/negosiasi ke
pihak pemerintah untuk penyediaan air bersih di pulau Makassar. Di Buton
sendiri sudah tersediaair bersih di Wakaokili, Batauga, Ambuau, Hendea,
dan Winning. OM S juga mendesak pemerintah untuk pengadaan listrik
masuk desa. Pelayanan PLN saat ini menjadi lebih baik meskipun
pelayanannyadinilai masih lamban dibanding dengan animo masyarakat
untuk mendapatkan sambungan baru maupun penambahan daya. L obby
OMS juga berdampak pada layanan raskin yang lebih cepat dan tepat
sasaran, meskipun masih ada beberapa desa atau kelurahan yang masih
menyal ahgunakan raskin seperti di Kelurahan Masiri, K ecamatan Batauga.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak
secaralangsung, OM S memberikan layanan seperti penyediakan makanan

210



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Buton

bagi pengungsi yang tibadi pelabuhan Bau-bau. OM S melobi Pemerintah
untuk penyediaan danabencanaalam, seperti pemberian bantuan kepada
korban KM Acitadalam bentuk barang dan uang. OM S K abupaten Buton
juga menyalurkan bantuan permodalan untuk usaha ekonomi bagi
masyarakat miskin dan perempuan, mendekatkan masyarakat dengan
sumber air bersih dan membantu memberikan pelayanan bagi pengungsi
miskin, contohnya dengan melakukan sunatan massal yang di
koordinasikan oleh PKK di Kecamatan Pasarwajo

Untuk upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok
terpinggirkan beberapa OM S melakukan pendampingan terhadap anak
jalanan, beasi swapendidikan bagi anak-anak PEKK A yang kurang mampu
di SMP 2 di Pogalampadan memberikan pinjaman lunak bagi orang miskin
untuk pengembangan usaha

Tantangan dimensi dampak pada Subdimensi Mempengaruhi
K ebijakan Publik yang mendapatkan skor paling rendah (1,41) yang artinya
tingkat keaktifan dan keberhasilan arena MS dalam mempengaruhi
kebijakan publik dinilai kurang.

Kondis eksternal yang memberikan pengaruh kondisi dampak ini
adal ah kebijakan Pemdauntuk mengal okasi kan stafnya sebagai fasilitator
CLAPP kawasan. Pemdajugamulai terbukamembangun diskus dengan
OMS dalam penyelesaian masalah bersama. Faktor lainnya adalah
berkembangnya beberapa program yang mendukung pencapai an dampak
kinerja OMS seperti program JMS, program CRC, program PEKKA,
dan program CL A PP sertadukungan dari masyarakat yang cukup tinggi.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai
berikut:

e Peningkatan kapasitas SDM OMSdan MS

e Peningkatan aks untuk mendesak tanggung jawab pemerintah
olehOMSdan MS

e Meningkatkan kesadaran OM S dan M S untuk padakegiatan
sosial
e Membangun kekuatan bersamaantar OMSdan MS

e Maeakukan upaya-upayamembangun moda sosia baik dalam
OMS, MS dan masyarakat.

e OMSdan MS mempertahankan kepercayaan masyarakat
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Kabupaten Muna

Kabupaten Munaterletak di Sulawes Tenggara, meliputi bagian utara
Pulau Buton dan bagian utara Pulau M una serta pulau-pul au kecil yang
tersebar di sekitar kawasan tersebut. Secara gografis, Kabupaten Muna
terletak di bagian selatan K hatulistiwayang beradapada4°15° - 4°30° LS
dan 122°15° - 123°00° BT. Luas keseluruhan daratan Kabupaten Muna
adalah 2.963,97 Km?~ atau 296.397 Ha. Batas-batas wilayah sebagai
beikut:

e Utara - Selat Tiworo dan Kabupaten Kendari
e Timur : Laut Banda

e Selatan : Kabupaten Buton

e Barat : Selat Spelman

Berdasarkan Data K abupaten Munadalam Angka, pada 2009 anggota
DPRD Kabupaten M unaberjumlah 30 orang, hanya 3 diantaranyaadalah
perempuan. Komposisi anggota DPRD menurut fraksi sebagal berikuit.
Fraks KaryaPembangunan berjumlah 12 orang, Fraks PAN berjumlah 3
orang, Fraksi PDIP berjumlah 3 orang, Frakss Demokrat Pembaruan
Bangsa (PKB, Demokrat, PDP) berjumlah 6 orang, Frakst Madani (PKS,
Partai Patriot, PBB, PKPB, Gerindra) berjumlah 6 orang.
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Grafik 12 Intan IMS Kabupaten Muna

Peserta Lokakarya Kaji Ulang IMS Kabupaten Muna 2009
menyepakati tidak mel akukan penilaian ulang terhadap indikator-indikator
IM S karena dianggap belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap
dimensi ini, selamaduatahun terakhir. Dengan demikian perolehan nilai
IMS 2007 menjadi pijakan dalam mengkaji kondisi dimensi IM S untuk
tahun 2009.

Grafik intan menunjukkan bahwa status masyarakat sipil Kabupaten
Munanampak cukup sehat. Meskipun pada Dimensi Struktur mendapat
skor kurang sehat (1,36), namun dimensi lainnya mendapat skor cukup
sehat. Dimensi Lingkungan mendapatkan nilai 1,53, Nilai 2,00 dan
Dampak 1.74. Nilai Dimensi Struktur menunjukkan bahwa secaraumum
kondis ‘bangunan’ MS di Kabupaten Muna agak rapuh. Sedangkan
kondis faktor eksternal yang ditunjukkan oleh skor Dimens Lingkungan
dinilai cukup mendukung perkembangan MS. Meski demikian
pembenahan secara serius harus dilakukan pada aspek-aspek dalam
dimensi tersebut. Sementara semangat mempromosi kan dan menerapkan
nilai-nilai ‘universal’ dinilai cukup. Skor Dimens Dampak mengindikasikan
bahwaM Sdi Kabupaten Munajugadinilai telah cukup mampu memainkan
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memainkan peran yang efektif untuk memecahkan problem sosial,
ekonomi dan politik dan melayani kebaikan bersama.

Kekuatan MS di Kabupaten Muna terletak pada Dimensi Nilai.
Masyarakat sipil dinilai telah cukup sehat dalam mempromosikan dan
mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini di dadlam arenaMS.
Pada Subdimens Penanggul angan K emiskinan, cukup banyak OM Syang
bekerjada am penanggul angan kemiskinan seperti pembentukan koperasi
simpan pinjam, pendampingan untuk mendapatkan pelayanan air minum
dan listrik juga pembentukan kel ompok arisan, baik uang maupun barang.
Selain penanggul angan kemiskinan, masyarakat sipil di Kabupaten Muna
dipandang cukup sehat dalam mempromosikan dan mempraktikkan nilai
anti kekerasan, toleransi, keberlanjutan lingkungan, transparansi,
demokrasi dan kesetaraan gender.

Hal yang masih menjadi tantangan di kabupaten Muna ada pada
Dimensi Struktur. Kurang efektifnyaorganisasi payung OM S dan masih
terbatasnya keluasan partisipass OMS menjadi tantangan yang penting
untuk diperhatikan.

DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi 1.15
warga

Kedalaman partisipasi 1.25
warga

Keanekaragaman OMS

Tingkat keorganisasian
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. 1.67
aa ﬁ
1.50
0 0.75

Sumber daya

0.0 1.50 2.25 3.00
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Berdasarkan hasil penilaian, Dimensi Struktur beradakondisi kurang
sehat. Kondisi ini disebabkan oleh buruknya skor-skor Subdimensi
Keluasan Partisipasi Warga (1,15). Kedalaman Partisipasi Warga (1,25),
K eanekaragaman OM S(1,14), Tingkat K eorganisasian (1,44) dan Sumber
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Daya (1,50). Meskipun secara umum Dimensi Struktur mendapatkan
penilaian kurang sehat, namun masih ada subdimensi yang mendapatkan
skor cukup, yakni Subdimens Interrelasi (1,67), yang sekaligusdianggap
sebagai kekuatan padadimensi ini.

Skor Indikator Komunikasi (1,75) dan Kerja Sama (1,58)
menunjukkan bahwa hubungan antara OMS dipandang sudah terjalin
dengan baik dan mulai mengarah pada hubungan kerja samayang baik.
Faktor-faktor yang mendukung di antaranyaadal ah tumbuhnyarasasaling
percaya, adanya isu-isu yang dipetakan dan didorong bersama, dan
terbangunnyakomunikas antar OM Syang lancar. Beberapa contoh yang
dapat disebutkan adalah koalisi-koalist OM Suntuk mendorongisulistrik,
otonomi desa dan isu korupsi APBD.

Salah satu tantangan yang dihadapi M S di Kabupaten Muna adalah
keanekaragaman OMS. Skor Indikator Keanekaragaman OMS (1,19)
menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan dinilai masih rendah. Selain
Itu, kepemimpinan organisasi jugadianggap belum mewakili kepentingan
banyak kelompok. Ini ditunjukkan oleh Indikator Kepemimpinan OMS
yang masih rendah (1,00).

Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan keluasan
partisipas warga. Indikator Aksi Politik Non-Partisan hanyamemperoleh
nilai 0,73 yang berarti sakit. Sedangkan Indikator Menyumbang Untuk
Amal (0,98), Keanggotaan di OMS (1,06) dan Kegiatan Kolektif
Komunitas (1,27) dianggap berada pada kondisi kurang sehat. Satu-
satunya indikator yang memberikan kontribusi positif adalah Kerja
Sukarelayang mendapatkan nilai cukup (1,71).

Rekomendas untuk memper baiki Dimens Struktur sebagai

berikut;

e Mendorong agar OM Stidak hanyaberkembang di kotatetapi
menyebar sampai ke pedesaan.

e Mendorong agar |ebih memperhatikan kelompok masyarakat

lain yang belum terwakili seperti buruh, kelompok difabel,
PKL dan APS.
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DIMENSI LINGKUNGAN
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Dimensi Lingkungan memperoleh skor cukup sehat (1,53).
Subdimensi-subdimensi yang berkontribusi positif adalah Sosial-Budaya
(1,80), Kebebasan Hak-hak Dasar (1,79), Hukum dan Aspek Legal (1,67),
dan Relasi Negara—M S (1,56). Sedangkan tigasubdimensi lainnya, yaitu
KonteksPolitik (1,32), Sosia-ekonomi (1,37) dan Relas Pasar-MS(1,21)
dianggap sebagai faktor yang belum mendukung.

K ekuatan utamaM S Kabupaten Munapadadimens ini terletak pada
Subdimensi Konteks Sosial-Budayayang memperoleh skor 1,85, meski
bukannya tanpa catatan. Walaupun Indikator Budaya Patriarki dinilai
cukup sehat (1,75), namun di dalam diskus terungkap bahwa budaya
patriarki dipandang masih sangat kuat, sehingga menyebabkan
terhambatnya partisipas perempuan. Skor Indikator Kepercayaan (1,33)
jugamenunjukkan bahwa kepercayaan antar wargamasih dalam kondisi
kurang sehat.

Kekuatan lainnya adalah Subdimensi Kebebasan Hak-hak Dasar
(1,79). Kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat dinilai sudah cukup
sehat. Di beberapatempat dalam menentukan keputusan di tingkat desa
sudah melibatkan masyarakat. Penyal uran hak-hak sipil masyarakat juga
sudah tidak ada halangan lagi, bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah
berani mengeluarkan aspirasinya seperti saat aksi PNS menuntut uang
makan. Indikator Hak-hak Sipil (1,85) mengindikasikan hal ini. Indikator
K ebebasan Pers (2,11) mempertegas penilaian bahwadergjat kebebasan
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pers di kabupaten ini cukup tinggi. Di sisi lain, pers juga digunakan
pemerintah daerah dalam mengamankan kebijakan pemerintah daerah.
K ebebasan untuk memperoleh informasi di ruang-ruang negara mulai
terbuka. Meskipun demikian masih terdapat hambatan dalam akses
terhadap dokumen negaraseperti RAPBD dan PERDA danini ditunjukkan
oleh Indikator Hak-hak Atasinformasi (1,42).

Paling tidak terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi MS
Kabupaten Munayang tercermin dari skor-skor Subdimensi Relasi Pasar-
MS (1,21), Konteks Poltik (1,32) dan Konteks Sosial-Ekonomi (1,37).
Sumbangsi h dan tanggung jawab perusahaan dinilai masih sangat rendah
bagi penguatan MS. Penilaian ini ditunjukkan oleh skor Indikator
Kedermawanan Perusahaan (1,04) dan Tanggung jawab Perusahaan
(1,08). Pada Subdimensi Konteks Palitik, lima dari sembilan indikator
mendapatkan penilaian kurang sehat. Bahkan Indikator Desentralisasi
Dana mendapatkan skor sakit (0,74). Sedangkan pada Konteks Sosial-
Ekonomi program-program pemerintah seperti BLT, bantuan untuk UKM,
dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan masih dianggap belum
mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Di sisi
lain pemasaran hasil-hasil produksi/komoditi masyarakat masih sulit dan
harga barang kebutuhan pokok makin meningkat.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan

sebagai berikut:

e Memperbanyak program-program yang mendukung posisi
dan peran perempuan.

e Advokas tentang kesetaraan gender dan kebebasan informas

e Perlu perluasan terhadap pemahaman kebebasan dan hak-hak
dasar di masyarakat dengan melakukan penyadaran kritis bagi
wargaatas hak-hak dan kewajibannyatermasuk didalamnya
kebebasan pers.

e Advokas terhadap UKM/koperasi agar memiliki akses untuk
mendapatkan modal tanpadiskriminasi dan pungutan liar.

e Mendorong semua UKM dan koperasi agar dapat memiliki
landasan hukum (akte)

e Mengintensifkan komunikas intensOM S/M S dan pemerintah
untuk membahasisu kepentingan rakyat.

e Pemerintah (dari desa sampai kabupaten) membuka ruang
partsisipasi dan menjalankan permendagri 13/2004.
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e Mendorong kesadaran partisipasi masyarakat untuk terlibat
dalam Musrenbang.

e Mendesak pemerintah untuk membukaruang investor (pasar)
agar hasil-hasi| pertanian, perkebunan dan perikanan (produk
Lokal) masyarakat Muna lebih baik pemasarannya dan ini
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Muna.

e Menuntut/mendesak pemerintah (dinas) untuk mengirimkan
PPL yang bermutu sesuai bidangnya

e Mendorong gerakan advokasi untuk memperjuangkan hak-
hak dasar rakyat dan melakukan pemberdayaan rakyat.

DIMENSI NILAI

-
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Toleransi
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Kesetaraan gender
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Keberlanjutan 2.04
lingkungan
0.00 0.75 1.50 2.25 3.00
[0 2007 W 2009

Secaraumum, Dimens Nilai beradadalam kondisi cukup sehat (2,00).
Seluruh subdimens berkontribusi positif terhadap pencapaian nilai dimens
ini. Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan (2,23), Anti Kekerasan
(2,14), Toleransi (2,05), Keberlanjutan Lingkungan (2,04), Transparansi
(1,85), Demokrasi (1,85) dan Kesetaraan gender (1,82), seluruhnya
mendapat penilaian cukup sehat.

Kekuatan dimensi nilai terletak pada Subdimensi Penanggulangan
Kemiskinan. Cukup banyak OM Syang mel akukan upaya penanggulangan
kemiskinan seperti membentuk koperas simpan pinjam dan pendampingan
OMS untuk mendapatkan akses terhadap air minum dan listrik.
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Masyarakat jugamembuat kelompok arisan uang dan barang. Kekuatan
lainnya adalah aktor-aktor OM S sudah cukup menjunjung tinggi nilai
toleransi. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan kesempatan pada
perempuan untuk terlibat dan datang bersama anaknya pada pertemuan-
pertemuan. Selainitu, jadwal pertemuan disesuai kan dengan waktu aktor-
aktor M S khususnya pada kelompok perempuan.

Sebagian OM Sjugatel ah mulai mempraktikkan demokrasi di lembaga
mereka. Proses-proses pengambilan keputusan, kontrol, pemilihan
kepemimpinan, sertaregenerasi mulai dilaksanakan melalui mekanisme
yang demokratis. Selain itu, sebagian OMS ataupun aktor-aktor OMS
jugagencar mempromosikan nilai-nilai demokras padaOM Slain, lembaga
pemerintahan, maupun pengel olaprogram-program blok grant. Salah satu
contohnyaadalah ketika OM S mempengaruhi pengel olaprogram NUSS,
P2KP, dan PPK untuk mendorong proses-proses penentuan program
pembangunan di tingkat warga secara partisipatif.

Nilai-nilal kesetaraan gender juga mula dipromosikan oleh OMS-
OMS yang bekerja padaisu tersebut. Keberhasilanyapun mulai terlihat
dari peningkatan peran perempuan dalam posisi-posisi strategisdi desa.
Beberapa desa yang berhasil mendorong perempuan menduduki posisi
sebagai kepala desa dan Ketua LPM. Beberapa OM S dan aparatus desa
juga mulai menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, transparasi, dan
akuntabilitas, seperti RAT pada beberapa koperasi di Muna dan pola-
polapelibatan warga dalam pengel ol aan anggaran pembangunan.

Meskipun Nilai Subdimens Anti Kekerasan tinggi, bukan berarti tanpa
tantangan. Masih ada aktor-aktor OM S yang menggunakan cara-cara
intimidasi kepada para pihak dalam memperjuangkan kepentingannya.
Seperti ancaman yang diberikan oleh beberapa aktor OM S kepada para
kepal a desa berkaitan dengan pengel olaan dana-dana bantuan desayang
berujung pada keharusan kepal a desa untuk memberikan sejumah uang
kepada aktor-aktor OMS. Meskipun demikian ada sebagian kecil OMS
mulai melakukan promosi (termasuk mengadvokasi) anti kekerasan
terhadap perempuan dan anak dan melakukan pendampingan terhadap
perempuan korban kekerasan fisik dan seksual.
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Rekomendasi

e Mendorong pemerintah untuk transparan dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program
pembangunan di daerah

e Mendorong OM Suntuk melakukan transparansi padasemua
program yang dijalankan

e Perlu peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan.

e Sosialisas tentang kesetaraan gender dilakukan secara
berkesinambungan

e Advokas revis UU Parpol tentang quota 30% perempuan
dapat menjadi wajib

e Mula mempromosikan dan mengagendakan diskusi tentang
keadilan gender di forum-forum adat

e Penyelesaian persoalan-persoalan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan hukum.

e Melakukan kampanye anti kekerasan

DIMENSI DAMPAK
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Dimens Dampak masuk dalam kondis cukup sehat, dengan perolehan
1,74. Perolehan nilai dimens dampak ini disumbang oleh semuasubdimens
yang mendapat skor cukup sehat, seperti yang ditunjukkan oleh skor-
skor. Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial (1,88), Mem-
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berdayakan WargaNegara(1,81), Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,74),
Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (1,74), serta Mendesakkan
Terwujudnya Tanggung Jawab Pemerintah dan Tanggung Jawab
Swasta (1,55).

Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial dianggap sebagai
kekuatan Dimensi Dampak. Indikator Memberikan Tanggapan
mendapatkan penilaian cukup sehat (2,15). Sejumlah fakta menunjukkan
bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan OMS dalam menanggapi
kepentingan sosial, seperti upaya pengaduan atas kebutuhan masyarakat
dalam mendapatkan penerangan (listrik). Selain itu, sgjumlah OMS di
Munamemberikan respon atas pengaduan warga seputar penyimpangan
bantuan BLT ketikaada dugaan kecurangan dalam menentukan penerima
BLT. Sedangkan kelompok generasi muda K ecamatan L awamembangun
diskusi-diskusi intensif untuk membahasisu-isu sosial. Dari sisi tingkat
kepercayaan publik, nilai yang diperoleh jugacukup sehat (1,61), meskipun
masi h harus ditingkatkan.

K ekuatan lain ada pada Subdimens Pemberdayaan WargaNegara. Hal
ini terlihat pada aspek memberikan informas kepada warga yang dapat
dilihat dari sgjumlah kegiatan antaralain forum pendidikan tentang KDRT
di 22 desa, sosiadisasi Permendagri 32 tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan APBD di 5 Kecamatan, Permendagri 13 tahun 2006 dan
permendagri 56 tahun 2007. Modal sosia yang dimiliki oleh masyarakat
sipil di Kabupaten Muna adalah toleransi antar umat beragama. Ada
perkumpulan masyarakat yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat seperti arisan kain kawan, pengadaan pecah belah untuk hajatan
dil. Inisiatif penyediaan lapangan pekerjaanpun muncul misalnyadengan
koperas purnama di desa Malingano yang memberi kesempatan pada
masyarakat miskin dan perempuan untuk mengembangkan usahanyadengan
membuat aturan yang mudah untuk mengakses modal, terbentuknya
beberapa kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan
usahanya, seperti pengrajin Nentu dan Kasur di desaKorihi.

Tantangan dimensi dampak ada pada mendesakkan terwujudnya
tanggungjawab pemerintah dan tanggungjawab swasta. Ada upaya-upaya
yang telah dilakukan untuk menuntut pertanggugjawaban pemerintah dan
sektor swasta; seperti tuntutan implementasi Perdal PKR yang menuntut
tangungjawab pemerintah dan swasta untuk mengakomodasi hak-hak
rakyat dalam pengel olaan kayu, desakan masyarakat ke pemerintah desa
untuk mencari pasar lain selain PT. Daewo lewat dinas pertanian agar
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hargajuangan kuning sesuai dengan harga pasar. Namun upaya-upayaini

belum nampak hasilnya. Upaya mengadvokasi Amdal penimbunan laut
sampai saat ini jugabelumterealisasi.

Rekomendasi:

e Perlu ada pemberdayaan yang dilakukan OMS untuk
mendorong gerakan dari masyarakat sipil dalam mengawal
usulan prioritas desa sampai tingkat kabupaten.
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Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat Il di propinsi
Sulawes Selatan, Indonesia. 1bu kota kabupaten ini terletak di Kota
Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km? dan
berpenduduk sebanyak + 500.000 jiwa.

BatasWilayah Administratif Kabupaten Gowa:

e Utara . KotaMakasar, Kabupaten Maros dan
Kabupaten Bone.

e Timur . Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba
dan Kabupaten Bantaeng.

e Sdatan . Kabupaten Takalar dan
Kabupeten Jeneponto.

e Baat :  Kabupaten Takalar dan
Selat Makasar (Kota Makassar).

Wilayah administratif Kabupaten Gowa padatahun 2007 terdiri dari
18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.888,33
kilometer persegi (3,01 % luas Sulawesi Selatan). Sebagian besar
merupakan dataran tinggi (72,26%) yang meliputi 9 kecamatan yakni:
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya,
Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Wilayah-wilayah inilah yang
memiliki akses|ebih kecil dalam percepatan pembangunan dibandingkan
dengan wilayah dataran rendah.
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Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk K abupaten Gowatercatat
sebesar 594 423 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak
293.956 Jiwadan penduduk perempuan sebanyak 300.467 Jwa. Persentas
penduduk miskin di Kabupaten Gowa mencapai 12,79% dengan
pendapatan per kapitapenduduk Rp. 162.063 yang artinyamasih di bawah
gariskemiskinan.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Di Kabupaten Gowaterdapat banyak organisas masyarakat sipil yang
telah melakukan aktivitas kemasyarakatan secaraintensif. Teridentifikasi
ada41 OM Syang tersebar di Kelompok tradisional sebanyak 7 lembaga,
Kelompok Keagamaan sebanyak 7 lembaga, Kelompok gerakan sosial
ada 13 lembaga dan Kelompok Asosiasi ada 14 lembaga.

Dalam kelompok tradisional terlihat bahwa kelompok etnis dan
keluarga sangat mendominasi. Hal ini dikarenakan ikatan kekeluargaan
baik yang berasal dari kel uargadan kekerabatan yang samaataupun berasal
dari etnisyang samamasih menjadi perhatian dalam masyarakat di Gowa.
Sementaraitu, kelompok keagamaan terlihat bahwa kel ompok beragama
Islam menjadi sangat mendominasi. Namun demikian, tidak terlihat
kekuatan lain di luar kekuatan mayoritas agama Islam (NU dan
Muhammadiyah) yang berhasil diidentifikasi.

Daam kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalamisu pelayanan
publik dan pemerintahan, terlihat jel as bahwa sebagian besar kelompok
bermain dalamisu lingkungan hidup. Di samping itu, isu kepermerintahan
seperti pelayanan publik jugamenjadi perhatian kalangan LSM di Gowa.
| su perempuan dan petani jugatidak luput menjadi perhatian dari kekuatan
masyarakat sipil yang adadi Gowa. Terakhir, dalam kelompok asosiasi
terlihat beragamnyakelompok asosiasi. Baik karenaikatan profes ataupun
kesamaan hobi dan kelompok lainnya.

Sebagian besar organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu
advokas beradadalam tingkat berpengaruh, seperti KTNA, FKPG, LPPPR,
YPL, JAKER P3G, GP3A. Salah satu kelemahan organisasi ini adalah
menyangkut kemampuan finansial, meski telah memiliki kekuatan dan
besaran jaringan pendukung. Sama halnya seperti PGRI, Forwa Gowa,
HIPMA, JARPUK, kekuatannyaterletak dalam kemampuan membangun
jaringan dan menyampaikan isu-isu yang ingin didorong, namun tidak
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memiliki sumber keuangan yang memadai. Sedangkan organisasi seperti
GAPENSI, SINOMAN, ataupun Forum Massa, dianggap kurang memiliki
kemampuan untuk merespon isu-isu yang menyangkut permasalahan
masyarakat secaranyata, meski memiliki indikator keberpengaruhanlain
yang kuat.

Dalam melihat peta kekuatan masyarakat sipil yang terkait dengan
isu tata kepemerintahan lokal yang demokratis (TKLD), adaOMSyang
telah melakukan advokasi kebijakan dalamisuini seperti Karaeng puang,
LP3, Jaker P3G APKAN, LBI, LP2KL, FKPG Kaukus Perempuan Batara
Gowa. OMS ini yang bermain di isu menyangkut transparansi,
akuntabilitas, pelayanan publik (pendidikan dan kebaikan gratis), KDRT,
affirmative action, pelestarian lingkungan dalam tata pemerintahan.

OMS yang bermain dalam isu TKLD berperan sebagal pengawal
terhadap tata laksana pemerintahan lokal yang demokratis. Adapun
pengawalan yang dilakukan lebih banyak menyangkut pengawasan,
memberi kritik dan masukan baik teknis ataupun substantif dalam
pel ayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.

Beberapatemakerjayang dilakukan oleh OM Syang berperan dalam
isu TKLD adalah pertama, bekerja dalam ranah advokasi terhadap
pelayanan publik dalam hal ini pengawal an terhadap pel aksanaan program
pendidikan gratisyang menjadi program andalan pemerintah. Namun ada
jugayang bekerja dalam ranah akuntabilitas dan kinerja parlemen serta
aparat pemerintah, terutamamelihat performance lembagaeksekutif dan
legidatif. Kedua, dalam ranah advokasi KDRT serta partisipasi politik
perempuan, mendorong perda KDRT serta mendorong implementasi
kuota 30 persen dalam parlemen yang nantinya berdampak terhadap
peningkatan peran perempuan di ranah pemerintahan. Ketiga, dalamisu
pelestarian lingkungan hidup; mendorong SRTPK (Strategi Rencana
Tindak Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Gowa, dan juga
termasuk juga mendorong perda transparansi dan partisipasi. Meski
demikian saat ini didorong adanya kemitraan penyelamatan air yang
dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.
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Status Masyarakat Sipil
INTAN
STRUKTUR
3.00 T
225 1
1.69

1.96
DAMPAK | t

{ LINGKUNGAN

2027

NILAI
Grafik 13 Intan IM S Kabupaten Gowa
Dari grafik intan di atas status masyarakat sipil Kabupaten Gowa
nampak terlihat cukup sehat. Hal ini terlihat pada Dimens Struktur (1,69),

lingkungan (1,86), nilai (2,02) dan dampak (1,96) yang skornya semua
terlihat cukup sehat.

Aset-aset utama masyar akat sipil yang bekerjadi Kabupaten

Gowa

Dimens Struktur

e Komunikas dan bekerjasama yang baik satu dengan yang
lain dalam memecahkan masalah bersama

e Menjunjung tinggi nilai saling menghargai dan menghormati
(sipakatau) sehinggakomunikas antar OM S berjalan lancar

Dimens Lingkungan

e Kebebasan berekspresi dan berkumpul yang telah

mendapatkan jaminan baik dari pemerintah dan dipraktikkan
dengan baik.
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e Pemerintah memberikan perhatian penuh kepada OM Syang
ada untuk melakukan kerja-kerja bersama dalam berbagai
program kemitraan.

Dimensi Nilai

e nilai-nilai tolerang, anti kekerasan, kesetaraan gender dan
transparansi cukup baik dipahami dan dipraktikkan di
Kabupaten Gowa

e OMSteah mempraktikkan transparans dengan membuat LPJ
yang disosialisasikan ke publik

Dampak

e Organisasi-organisasi kemasyarakatan atau OMS cukup
terlatih dan tanggap terhadap isu-isu sosia

e OMS tanggap pada keluhan masyarakat dan responsif
terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.

e Keterbukaan Pemerintah di bidanginformasi publik

Kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Gowa ada pada Dimensi
Nilai. Masyarakat sipil Kabupaten Gowa cukup sehat mempraktikan dan
mempromosikan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini di dalam arenaMS.
Nilai-nilai anti kekerasan, kesetaraan gender, toleransi, keberlanjutan
lingkungan, demokrasi, penangulangan kemiskinan dan tranparansi
menjadi kekuatan bagi perkembangan OM S di Kabupaten Gowaini.

Skor terendah ada pada Dimensi Struktur (1,69), pada dimensi ini
memang faktor terlemah ada pada sumber dayaOM Sdi Kabupaten Gowa.
Sumber dayaOM S memang masih sangat minim, baik teknologi, finansid,
maupun jaringan-jaringan yang dimiliki diluar wilayah. OMSdi desasangat
tergantung pada anggaran dan program pembangunan pemerintah.

DIMENSI STRUKTUR

Dimens Struktur di Kabupaten Gowamendapat penilaian cukup sehat
(1,69). Kondis tersebut tersebut utamanyadidukung oleh duasubdimens,
yaitu: Subdimensi Keragaman ArenaM S (1,73) dan Relasi Antar Aktor-
aktor Masyarakat Sipil (2,19). Dua subdimensi lain juga berada dalam
kategori cukup sehat yaitu Subdimensi Kedalaman Partisipasi (1,57) dan
Tingkat Organisasi (1,62). Subdimensi yang masih menjadi ‘ pekerjaan
rumah’ adalah Sumber daya (1,44). Sumber daya OM S memang masih
sangat minim, baik teknologi, finansial, maupun jaringan-jaringan yang
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dimiliki diluar wilayah. OMS di desa sangat tergantung pada anggaran
dan program pembangunan pemerintah.

DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi
warga

Kedalaman partisipasi
warga

Keanekaragaman OMS

Tingkat keorganisasian

Inter-relasi

Sumber daya

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

L etak kekuatan M S di Kabupaten Gowadalam Dimensi Struktur ini
ada pada Dimensi Relasi Antar Aktor-aktor Masyarakat Sipil (2,19).
Aktor-aktor MS di Kabupaten Gowa dinilai mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik untuk memecahkan masalah bersama, seperti
yang ditunjukkan oleh skor Indikator Komunikasi (2,33) dan KerjaSama
(2,04). Contoh sederhanamengenai hal ini dapat dijumpai padakehidupan
masyarakat. Di Desa Parigi, setiap musim hujan, semuawarga khawatir
akan diri, lingkungan serta sawah-sawah pertaniannya, sehingga semua
warga singsingkan lengan baju untuk saling melindungi dan
memperingatkan satu dengan yang lainnya, proses ini mendorong
koordinas dan kerjasama yang baik antara aktor-aktor MS di wilayah
tersebut.

Di perkotaan komunikasi dibangun dengan diskusi-diskusi, baik
formal maupuninformal. Oleh karenanya, di antaraaktor OM Skomunikas
dan kerjasama sudah terjalin dengan baik. Beberapa forum ataupun
jaringan yang terbentuk | ebih banyak disebabkan karenakomunikas yang
intensif tersebut.
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Saya ber sama kawan-kawan terjun langsung ke masyarakat,
memberikan penyuluhan, bimbingan dan advokas terhadap
perempuan bagaimana menyiapkan diri dan lingkungannya
untuk menerapkan perilaku kehidupan yang sehat... Tampak
terlihat perbedaan yang nyata dari perubahan perilaku ma-
syarakat khususnya perempuan. Masyarakat khususnya
perempuan dampingan kami sekarang semakin mengerti
bagaimana hidup sehat, dan terutama se-makin memahami
hak dan kewajiban terhadap keluarga dan lingkungannya.

Hasniati Hayat anggota Kaukus Perempuan Batara Gowa)

Tantangan OM S di Kabupaten Gowa ada pada Subdimensi Sumber
Daya(1,41). Duaindikator padasubdimens ini, yakni Sumber Daya(1,35)
dan Kemampuan Sumber Daya (1,48) berada padakondisi kurang sehat.
Sumber dayamanusiaOM Sdi K abupaten Gowa sebenarnyacukup sehat,
tetapi tidak ditopang dengan sarana dan prasarana kerja, finansial yang
mendukung, serta akses-akses sumber dana yang bisa diraih. Hampir
semua OMS yang berada di desa masih sangat bertumpu pada proyek-
proyek untuk desa, sehingga sangat bergantung dari program-program
pemerintah. Jikapun ingin menggal ang sumber dayadari anggota, masih
sangat kecil kontribusi yang diperoleh. Seperti di Desa Bontonompo,
OMSdi desatersebut sangat jarang ditemukan adanyapengga angan iuran
dari anggota untuk lembaganya. Demikian pula di desa Panakkukang,
kerja-kerja yang dilakukan oleh OMS setempat Iebih banyak aktivitas
gotong royong warga sertakegiatan sosia antar warga. Program-program
yang dilakukan melalui dukungan dari luar sangat jarang sekai. Jarangnya
sumber dayatersebut akibat kurangnyainformasi yang diperoleh OMS
di desa atas potensi mengalang sumber dayaitu sendiri.

Kondisi ini juga terjadi pada OMS di kota. Penggalangan sumber
dayadari publik masih sangat jarang. Penggalangan dana |ebih banyak
bertumpu kepada kerjasama dengan program-program yang
dikembangkan pemerintah. Sementara penggal angan sumber daya dari
anggota, publik maupun lembaga donor masih sangat jarang.

Hal menarik adalah perbedaan penilaian Subdimensi Sumber Daya
antara kelompok peserta perempuan dan laki-laki. Kelompok peserta
perempuan memberikan penilaian 1,48, sedangkan | aki-laki memberikan
skor 1,28. Dalam diskusi terungkap bahwa kelompok perempuan dalam
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melakukan aktivitasnya(misanyadi PKK atau kelompok pengajian) tidak
membutuhkan dana cukup besar. Bahkan terkadang dapat memobilisasi
pendanaan dari masing-asing anggota, khususnya pada saat dilakukan
pertemuan-pertemuan rutin organisasi/perkumpulan.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Struktur sebagai
berikut:

e Meningkatkan kemampuan OMS dalam menggalang
sumberdaya baik di desamaupun di kota.

e Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah yang
mengelolaprogram di desa, sehinggaterjadi harmonisas antara
kerjayang dilakukan oleh pemerintah dengan kerja-kerjaOM S
di desa-desa.

e Bagi OMS di kota akan membangun kerjasama lebih luas
dengan berbagai pihak sehingga memilik pengetahuan dan
kemampuan yang semakin baik dalam menggalang sumber-
sumber daya.

DIMENSI LINGKUNGAN

Konteks politik

Kebebasan dan
hak-hak dasar

Konteks
sosial-ekonomi

Konteks Sosial Budaya

Hukum dan kebijakan

Relasi negara-
masyarakat sipil

Relasi pasar-
masyarakat sipil

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

Dimens Lingkungan (1,86) dinilai dalam kondisi cukup sehat. Empat
subdimensi, yaitu Konteks Politik (2,12), K ebebasan dan Hak-hak Dasar
(2,10), Konteks Sosial-Budaya (2,01), Relasi Negara-M S (1,88)
memberikan sumbangan positif. Sedangkan skor Subdimensi Konteks

232



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Gowa

Sosial-Ekonomi (1,76) dan Hukum dan K ebijakan (1,73) wal apun masuk
ke dalam kategori cukup sehat namun masih di bawah skor dimensi. Hanya
adasatu subdimens yang adapadakategori kurang sehat yaitu Subdimensi
Relasi Pasar-Masyarakat Sipil (1,44).

OMStidak perlu alergi berhubungan dengan kekuasaan
dan dunia usaha. Karena bagaimanapun secara realitas,
OMS belum bisa mandiri secara finansial. Apalagi perhatian
pemerintah Kabupaten Gowa terhadap OMS sangat tinggi.
Buktinya melalui kerja Kerjasama Jaringan antar OMS
melalui “ JAKER (Jaringan Kerja) telah melibatkan berbagai
OMS untuk bersama-sama membangun masyarakat di bidang
pemberdayaan sosial.

(Kurniaty Sulaiman anggota pemuda Pancasila dan P2TP2A)

Kekuatan OM S pada Kabupaten Gowa pada Dimensi Lingkungan
utamanya pada Subdimensi Konteks Politik. Hal ini ditunjukkan dari
efektifitas negara yang dinilai sehat, penegakan hukum yang berjalan
termasuk hukum adat. Selain Konteks politik, kekuatan OMS di
Kabupaten Gowa ada pada kebebasan berekspresi dan berkumpul yang
telah mendapatkan jaminan baik dari pemerintah dan dipraktikkan dengan
baik. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnyaberbagal organisas masyarakat
sipil di Kabupaten Gowa. Pemerintah juga dinilai telah memberikan
perhatian penuh kepada OMS yang ada untuk melakukan kerja-kerja
bersamadalam berbagai program kemitraan. K ebebasan pers dipandang
telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, Indikator Hak Atas
Informasi dinilai masih belum maksimal. Meskipun secarahukum sudah
dijamin, dan masyarakat jugatelah memahami hak-haknyaatas berbagai
informasi, namun bel um semuadapat mengaksesinformas dengan mudah.
Orang-orang tertentu sgjayang bisamengaksesinformasi khusus secara
langsung pada pusat kekuasaan.

Tantangan terbesar bagi OMS di Kabupaten Gowa ada pada
Subdimens Relas Pasar—-M S(1,44) yang mendapatkan penilaian terendah.
Dua indikator pada subdimensi ini yakni Kedermawanan Perusahaan
mendapat (0,96) dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (1,48)
mendapatkan penilaian kurang sehat. Sektor swasta (perusahaan) dinilai
masih kurang memperhatikan dan mendukung aktivitas OMS. Meski
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diakui ada sektor swastayang membantu dalam kegiatan-kegiatan OM S,
namun jumlahnyatidak begitu banyak. Secaraumum banyak OM Syang
mengalami kerumitan dan kesulitan dalam mendapatkan bantuan dari
sektor swasta. Terkadang OM Sjustru mengel uarkan biayaproposal yang
lebih besar daripada bantuan yang diterimadari sektor swasta.

Alasan klasik dari perusahaan apabiladimintai bantuan adalah perlu
waktu yang lama untuk diproses karena akan dikoordinasikan dengan
' perusahaan pusat’ . Alasan lainnya, kegiatan yang dilakukan OM Stidak
ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan, sehingga tidak
mendapatkan jatah anggaran dari perusahaan. Banyak perusahaan yang
tidak memperhatikan dampak lingkungan akibat operasional
perusahaannya. Meskipun Indikator Sikap Perusahaan Terhadap Aktor-
aktor OM S mendapatkan penilaian cukup sehat, namun lebih ditujukan
untuk kepentingan merekasendiri. Sikap ramah yang ditunjukkan hanya
untuk melapangkan tujuan mereka. Namun apabilatujuan telah tercapai,
sering lupauntuk berbagi dengan masyarakat.

Rekomendasi untuk memperbaiki Dimensi Lingkungan

sebagai berikut:

e Pemerintah dapat memfasilitas pertemuan antar pihak, baik
dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (OMS atau
aktor MS)

e Bilaakan dibangun pabrik baru, makadibuatlah kontrak sosial
antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dimana
perusahaan wajib mengakomodir potensi lokal baik dari segi
penerimaan karyawan maupun pemanfaatan bahan baku.

e Pemerintah memfasilitas pembukaan aksesjaringan pasar bagi
hasil produk keterampilan rakyat (homeindustry).

e Keterlibatan masyarakat sipil khususnyaperempuan dan kaum
termarjinal dalam berbagai tahapan pembangunan mulai dari
masa persiapan, perencanaan, pengambilan keputusan,
pel aksanaan, monitoring dan evaluasi |ebih diperhatikan.
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DIMENSI NILAI

Demokrasi
Transparansi
Toleransi

Anti kekerasan

Kesetaraan gender

Penanggulangan
kemiskinan

Keberlanjutan
lingkungan

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

Dimens Nilai di Kabupaten Gowamendapatkan skor tertinggi (2,02),
yang berarti masyarakat sipil di daerah ini dipandang sukses dalam
mempromosikan dan mempraktikkan nilai-nilai tertentu. Seluruh
subdimensi pada dimensi ini memperoleh penilaian sehat yaitu Anti
Kekerasan (2,37), Kesetaraan Gender (2,09), Toleransi (1,96),
Keberlanjutan Lingkungan (1,98), Demokras (1,96), Penangulangan
Kemiskinan (1,91) dan Tranparansi (1,88).

Kekuatan Dimensi Nilai adapada Subdimensi Anti Kekerasan yang
mendapat nilai sehat yaitu 2,37. Ini berarti yang artinyamasyarakat sipil
di Kabupaten Gowa dianggap berhasil dalam mempraktikkan dan
mempromosikan nilai-nilai anti-kekerasan. Penilaianini bersandar pada
praktik-praktik kekerasan oleh M S sudah semakin jarang dilakukan oleh
aktor MS. Aktor-aktor M S sudah semakin banyak referensi tentang nilai-
nilai anti kekerasan. Beberapa kondisi yang mendukung praktik anti
kekerasanini antaralain:

e Akses informasi semakin mudah oleh masyarakat sehingga
mempersempit peluang terjadinyapraktik kekerasan.

e Tingkat pendidikan MSdi Kabupaten Gowa semakin meningkat
utamanyabagi perempuan yang berdampak pada meningkatnya
posisi tawar.

235



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Gowa

e Perempuan Kabupaten Gowa sudah semakin menyadari peran
dan fungsinyanyasebagai masyarakat
e Sosidisas tentang kesetaraan gender semakin berhasil

e Pengaruh budaya sangat terasa dalam hal memposisikan
perempuan sebagai makhluk yang perlu dilindungi oleh laki-laki

Nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh aktor OMS untuk
mendorong kondisi 1ebih baik adalah saling menghargai dan
mener apkan kearifan budaya local, tidak harus karena ada
kerjasama dengan donor luar negeri maka budaya mereka
ditelan mentah-mentah. Nilai lain dapat menempatkan diri di
manapun berada. Dari segi kapasitas actor OMSini harus
memiliki KAS (knowledge, Attitude, Skill). Knowledge; memiliki
wawasan tentang sesuatu yang diperjuangkan, Attitude; mampu
menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, Skill; Mampu
berkomunikasi dan membina hubungan dengan orang lain.

(Kaharuddin Muji - Yayasan Wakil)

Dalam pemberikan skor pada Subdimensi Anti Kekerasan ini,
perempuan memberikan skor sedikit lebih rendah dari laki-laki. Hal ini
terjadi karena kelompok peserta perempuan menilai bahwa praktik
kekerasan sebenarnyamasih terjadi, namun karenatereduks oleh budaya
malu sehinggatidak terungkap ke publik.

Tantangan Dimensi Nilai ada pada Subdimensi Transparans yang
mendapat skor terendah yaitu 1,88. PesertaL okakarnyal M Smenilai meski
upaya-upayauntuk melakukan praktik pengel olaan keuangan secara sehat
dan transparan sudah banyak dilakukan, namun masih ada korups di
lingkungan OMS. Dalam kenyataan beberapa OMS dinilai sudah
mempraktikkan transparansi dalam organisasinya. Selain itu, dukungan
kontrol masyarakat atas transparansi OMS semakin meningkat.
Transparanst OM Sditengarai dengan adanyalaporan pertanggungjawaban
yang disebarluaskan kepada publik. Selain itu aktor-aktor MS di Gowa
menganggap penting untuk mempromosikan transparansi agar adanya
keterbukaan pemerintah atas akses data dan informasi untuk masyarakat
luas sehinggaterjadi korelasi yang sehat dari semua el emen masyarakat
baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas.
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DIMENSI DAMPAK

Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab
pemerintah dan perusahaan swasta

Menanggapi kepentingan sosial
Memberdayakan warga negara

Memenuhi kebutuhan masyarakat

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

Dimensi Dampak mendapat nilai 1,96 yang menunjukkan bahwa
kinerjamasyarakat sipil di Kabupaten Gowadinilai cukup sehat. Kontribusi
besar diberikan oleh Subdimensi Respon Terhadap Kepentingan Sosial
(2,10) dan Memberdayakan WargaNegara(2,03). Sementaraitu Subdimens
Mendesakkan Terwujudnya Tanggungjawab Pemerintah dan Perusahaan
Swasta (1,91), Mempengaruhi Kebijakan Publik (1,89), Memenuhi
Kebutuhan Masyarakat (1,86) jugadinilai dalam kondisi cukup sehat.

Saya menekankan kepada teman-teman aktor
pemberdayaan untuk membuka mata, telinga dan hati
terhadap keluh kesah masyarakat, Berkomunikasilah dengan
hati, sampaikan tutur kata dengan ramah dan berbudaya .
Tingkatkan kepedulian, karena kalau bukan kita yang peduli
dengan nasib mereka, lalu kepada siapa kita berharap
perubahan itu.

(Syariful Alam -Yayasan Baruga Cipta)

Kekuatan Dimensi Dampak ada pada Subdimensi menanggapi isu-
isu kepentingan sosial dengan nilai 2,10 artinya aktor-aktor masyarakat
sipil dinilai cukup sehat dalam menanggapi kepentingan masyarakat.
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K ekuatan/aset yang dimiliki di Kabupaten Gowaini adalah organisasi-
organisas kemasyarakatan atau OM S cukup terlatih dan tanggap terhadap
isu-isu sosial, seperti Pramuka, Palang Merah Indonesia, tim-tim tanggap
bencana dari parpol, dan sukarelawan. OMS di Kabupaten Gowa juga
tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di kabupaten seperti gizi
buruk yang telah berhasil tertangani dengan memberikan makanan
tambahan seperti susu dan telur bagi anak dan balitayang beradadi bawah
garis merah dalam Kartu Menuju Sehat (KMS):. OMS memberikan
pelayanan dan pemerintah menyiapkan sehingga bantuan-bantuan yang
diberikan cukup terorganisasi, meskipun sarana dan prasarana seperti
ambulansmasih minim di Kabupaten Gowa. Masyarakat Sipil jugatanggap
dan bereaks cepat terhadap isu-isu sosial meskipun merekasecaraformal
bukan anggota salah satu OMS.

Faktor pendukung lain adalah aktor M S dikenal dan dipercayaoleh
masyarakat. M erekajugacepat dan tanggap terhadap kel uhan masyarakat.
Gotong royong dan kekeluargaan memang kental menjadi budaya di
masyarakat seperti sipakatau?, siri’ na pacce?, an akbul o sibatang accera
sitongka-tongka. Selain perhatian terhadap tetangga yang sakit,
membangun rumah dan acara perkawinan, kepedulian jugaterlihat dari
keterlibatan OMS dari NGO dalam rangka pendataan KK miskin,
kepesertaan ASKESKIN, dan kontrol terhadap implementasi pendidikan
gratis. Pemerintah membuka diri di bidang informasi publik dengan
membuat informasi |ayanan umum di Pemda, SM S Bupati, semua SKPD
yang adadi Gowa.

Tantangan Dimens Dampak pada Subdimens: Pemenuhan K ebutuhan
Masyarakat. Subdimensi ini nilainyapaling rendah di antara subdimensi
lain yaitu 1,86 walau demikian masih tergolong cukup sehat. Indikator
yang menunjukkan nilai rendah adal ah infrastruktur yang belum memadai,
sanitasi dan penerangan yang belum meratadi semuawilayah.

! Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak dan
balita berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur.

2 Sipakatau bermakna Saling memanusiakan, menghormati/menghargai harkat dan martabat
kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan Tuhan tanpa membeda-bedakan, siapa saja
orangnya harus patuh dan taat terhadap norma adat/hukum yang berlaku.

3 Semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan. Secara
lafdzhiyah Sini’ berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis
disebu Pesse yang berarti : Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi Pacce berarti
semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu
lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).
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Rekomendas untuk memperbaiki Dimensi Dampak sebagai
berikut:

e Perlu peningkatan penguatan MS dan OM S agar tetap eksis
dalam menuju kemandiriannya

e Melibatkan OMS dalam perencanaan-perencanaan
pembangunan pemerintah baik di tingkat Musrembang desa,
kecamatan dan kabupaten sampai tingkat provinsi.
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Kabupaten Takalar

Kabupaten Takal ar dengan | bukota Pattal asang terletak 29 Km arah
selatan dari Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawes Selatan. Secara
geografis, Kabupaten Takalar beradaantara5.°3° —5.°38° L S dan antara
119.922° - 119.°39° BT. Luas wilayah Kabupaten Takalar sekitar 566,51
Km?2, dengan wilayah pesisir sekitar 240,88 Km2 dan panjang garis pantai
sekitar 74 Km. Batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan kota Makasar dan Kabupaten Gowa
Sebelah Selatan dengan Laut Flores
Sebelah Barat dengan Selat M akassar

Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten
Gowa

Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan hasil Survey Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2008 berjumlah 255.154 Jiwa.
Penduduknyatersebar di 9 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar berada
di Kecamatan Polombangkeng Utara, yakni 43.347 Jiwa. Penduduk | aki-
laki berjumlah 123.173 Jwadan penduduk perempuan berjumlah 131.981.
Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar pada tahun 2008 mencapai
450 JiwalKm?, K ecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada
di Kecamatan Galesong Utara, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.215
JwalKm?, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada
di Kecamatan Polombangkeng Utara dengan angkakepadatan 204 Jiwa/
Km?,
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Potensi sumber dayaaam Kabupaten Takalar meliputi perikanan laut,
pertanian, perkebunan dan peternakan. Luas areal budidaya ikan pada
tahun 2006 sekitar 4.856 Ha, budidaya tambak dengan luas 4.343 Ha
yang tersebar di hampir setiap kecamatan Produksi ikan laut di Kabupaten
Takalar pada tahun 2006 mencapai 26.776 Ton. Selain itu Kabupaten
Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan rumput laut. Dalam
Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangat potensial dijadikan
sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil

Di kabupaten Takalar terdapat banyak organisasi masyarakat sipil
yang telah mel akukan aktivitaskemasyarakatan secaraintensif, yang secara
terinci dapat dilihat padatabel di bawahini.

Tabel 6. Daftar Kelompok Masyarakat Sipil di Kabupaten Takalar
No Jenis Kelompok Nama Organisasi Masyarakat Sipil

1 |Kelompok tradisional Kerukunan Karaeng SanroboneSASTRA
PalongbongkengKerukunan Keluarga
Sayye’Kerukunan
PolongbangkengKelompok
PaddekoKerukunan Keluarga Gallesong

2 | Kelompok Keagamaan MuhammadiyahNahdhatul
UlamaBKPRM (Badan Kordinasi Remaja
Masjid)BKMT (Badan Kordinasi Majelis
Taklim)YAPPIS (yayasan pendidikan
Islam)WahdahJamaah TabliqlQQAH
(ikatan gori dan qoriah)

3 | Kelompok gerakan sosial | YATBA (pendidikan anak)GAPOKTANI
Kabupaten (kelompok tani)Asosiasi
RAPPIKA (remaja pecinta alam)KTNA
(petani dan nelayan)Yayasan Hasanudin
(petani)POKWASMAS (pengawas
masyarakat pesisir)LPMT (perencanaan
musrenbang)LEMBARA (pendidikan
anak)YBS Takalar (ekonomi
kerakyatan)FIAT (pendidikan
anak)Forum Kordinasi BKM (masyarakat
miskin)MILENIUM (pendidikan
anak)WAPELHUM (lingkungan
hidup)Induk P3A (petani)FPPA
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No Jenis Kelompok Nama Organisasi Masyarakat Sipil

(perempuan dan anak)FIK-KSM
(pemberdayaan perempuan)

4 Kelompok Asosiasi PMII (mahasiswa IsIam)GAPENSI
(pedagang konstruksi)JARPUK
(perempuan pedagang)Asosiasi Petani
Rumput LautGEMARINTA (perajin)KNPI
(kepemudaan)GAPEKNAS
(pengusaha)SENEGAL (nelayan)PGRI
(guru)TAGANA (karang taruna)AMPI
(kepemudaan)AKLI (asosiasi pengusaha

listrik)

Sumber: Diskusi terbatas OMS tanggal 4 April 2009, dikutip dari Laporan Penelitian Kondisi Organisasi
Masyarakat Sipil (OMS) Kabupaten Takalar

Dalam kategori kelompok tradisional, kelompok karaeng dan adat
yang berdomisili di kecamatan namun memiliki jaringan yang luas, karena
ada beberapa pejabat atau tokoh yang juga merupakan bagian dari
kelompok tersebut. Sementara itu, kelompok agama seperti NU,
Muhammadiyah jugamemiliki kekuatan yang dipandang ol eh masyarakat.
Di luar itu, ada Jamaah Tablig, Wahdah, dan Yappis (sebuah lembaga
pendidikanislam).

Ddam kategori kelompok gerakan advokasi, kelompok yang bergerak
di isu pemberdayaan ekonomi mikro, dalam sektor pendidikan,
perlindungan anak, perempuan dan lingkungan hidup memiliki peran
signifikan. Di samping itu, ada juga kelompok yang bermain di isu
pertanian ataupun perikanan. Sedangkan, kelompok asosiasi, seperti
kelompok pemuda dan mahasiswa, memiliki peran yang juga lumayan.
Kelompok lainnya seperti guru, petani rumput laut, serikat nelayan,
pengusahakonstruksi jugadikenal keberadaannyaoleh masyarakat.

Tabel berikut ini memuat tingkat pengaruh OM Sdi kabupaten Takalar.

Tabel 7. Tingkat Pengaruh Organisasi Masyarakat Sipil
di Kabupaten Takalar

No Tingkat Pengaruh Nama Organisasi Masyarakat Sipil
1 Sangat Berpengaruh NU

Muhammadiyah

BKPRMI

LEMBARA
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No

Tingkat Pengaruh

Nama Organisasi Masyarakat Sipil

2

Berpengaruh

YAPPIS

Gapoktan Kabupaten
BKMT
KTNA
FIK-KSM
Induk P3A
JARPUK
LPMT
FPPA
PGRI

KNPI
AMPI

Agak Berpengaruh

Asosiasi Petani Rumput Laut
IQQAH

Jamaah Tabliq

AKLI

FIAT

GAPEKNAS

GEMARITA

YBS Takalar

Wapelhum

PMII

GAPENSI

Yayasan Hasanuddin

TAGANA

Kerukunan Karaeng Sanrobone
Kerukunan Keluarga Gallesong
Kerukunan Palengbongkang
Sastra Palengbongkang

Kurang Berpengaruh

YATBA

WAHDAH

Asosiasi RAPPIKA
POKWASMAS

Milenium

SENEGAL

Kerukunan Keluarga Sayye’

Kelompok Paddeko

Padakategori “ sangat berpengaruh” terdapat kelompok agama seperti
NU, Muhammadiyah, BKPRM menjadi kelompok yang memiliki
keanggotaaan sertajaringan yang luas. Di samping itu, kelompok ini juga
mampu merespon isu dalam program dengan aktif, termasuk pendanaan
yang cukup memadai. LEMBARA, merupakan LSM yang dianggap
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sangat berpengaruh, karenamemiliki kelompok dampingan yang besar di
Takalar, memiliki jaringan ke internasional yang cukup memadai serta
memiliki respon yang positif terhadap isu, termasuk aktornyayang aktif
berperan dalam pemerintahan.

Pada kategori “berpengaruh” terdapat kelompok gerakan advokasi
lebih mendominas daripadakelompok lainnya. Kelompok advokas seperti
LPMT, FIK KSM, JARPUK dianggap memiliki perhatian terhadap isu
yang dominan, memiliki jaringan kerja yang lumayan besar serta
keanggotaan dan juga dukungan kel ompok dampingan yang signifikan.
Salah satu persoalan utamanyaadal ah basisfinancial yang kurang/lemah
yang dimiliki kelompok ini.

Pada kategori “agak berpengaruh” terdiri dari kelompok yang lebih
beragam. Biladilihat dari kelompok tradisional, kelompok ini hanyalah
mengandal kan jaringan serta dukungan keanggotaan yang cukup besar.
Namun perhatian terhadap isu kemasyarakatan tidaklah dominan dan
dukungan sumber daya ekonomi belum terlalu besar. Kelompok yang
berasal dari asosias jugatidak jauh berbeda. Kaaupun kuat secarafinansia
seperti GAPENSI, mereka kesulitan dalam merespon isu masyarakat
secaraintensif.

Pada kategori “kurang berpengaruh” terdapat kelompok yang
bergabung lebih banyak menonjol dalam satu aspek saja. Seperti
Kerukunan Sayye' yang lebih menekankan aspek keanggotaannya, atau
SENEGAL yang hanyamemperhatikan kepentingan kelompoknyayaitu
paranelayan.

Organisasi Masyarakat Sipil di Takalar memiliki kedekatan dan saling
berkomunikasi satu sama lain meskipun berbeda isu maupun jaringan.
Hubungan kekerabatan diantara para aktor OMS telah memudahkan
komunikasi dan kerjasama antar organisasi. Di samping itu, para aktor
OMS ini juga memiliki perhatian yang relatif sama terhadap isu
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masing-
masing OM S. Unsur lain yang menyebabkan kedekatan adalah beberapa
aktivis OM S pernah terlibat dalam aktivitas keagamaan yang sama atau
berasal dari satu organisasi kemahasi swaan yang sama.

Secara skematis, peta kekuatan OMS di Kabupaten Takaar dapat
dilihat dalam diagram berikut.

245



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Takalar

Diagram 7. Peta OM S di Kabupaten Takalar terhadap TKLD Tahun 2009

a\luh:l Petani
Rumput Laut

OM Syang bergerak di isu tatakepemerintahan lokal di Takalar lebih
banyak berperan sebagai mitrapemerintah untuk melakukan pengawasan
dan jugamemberi masukan terhadap proses pembangunan yang dil akukan.
Beberapatemayang diangkat, antaralain, adalah:

e BeberagpaOM Smemiliki inisatif mendesakkan agendayangingin
ditawarkanterkait denganisu perlindungan anak dan pendidikan,
seperti yang dilakukan LEMBARA. Lembaga ini telah telah
berhasil mendorong keluarnya Perda dan membongkar cara
pandang parapembuat kebijakan tentang isu perlindungan anak.

e Tema yang menyangkut proses kontrol terhadap pembuatan
kebijakan dan pel aksanaan M usrenbang sebagai bagian dari upaya
memperbaiki sistem Musrenbang di Takalar, seperti yang
dilakukanLPMT

e Temakesetaraan gender yang banyak memberi kesadaran kritis
dan pemberdayaan bagi kelompok perempuan untuk dapat
berpartisipas dalam pengambilan keputusan.
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Status Masyarakat Sipil

Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di Kabupaten Takalar
dilakukan pada tahun 2009, yang hasilnya dapat dilihat pada grafik di
bawahini.

Grafik 14 Intan IMS Kabupaten Takalar

STRUKTUR
3.00 1

225 T

150 & 1-42

1.53
DAMPAK | t t i LINGKUNGAN

1.45

1.60

NILAI

Secaraumum, masyarakat sipil Kabupaten Takalar padatahun 2009
berada pada kondisi antara kurang sehat dan cukup sehat. Hasil
pengukuran IM S menunjukkan bahwaduadimens, yaitu dimens dimens
struktur dan dimensi lingkungan berada dalam kategori kurang sehat,
dengan perolehan skor masing-masing 1,42 dan 1,45. Sementaraitu, dua
dimensi lainnya, yakni dimensi nilai dan dampak berada dalam kategori
cukup sehat dengan skor 1,60 dan 1,53. Hal ini menunjukkan bahwa
masi h terdapat kel emahan-kelemahan dalam kelembagaan internal OM S
dan kurang kondusifnya kondisi lingkungan eksternal dimana OMS
beraktivitasyang perlu mendapat perhatian pada masa-masamendatang.
Meskipun demikian, dengan keterbatasan seperti yang disebutkan itu,
sudah terlihat hasil-hasil kerja (dampak) masyarakat sipil di Takalar,
berbasi skan padanilai-nila yang dianutnya.
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Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Takalar

Dimensi Struktur
Keterlibatan OM S dalam Musrenbang
Relas dan Komunikasi yang baik antar OM S, maupun antara
OM S dengan pengambil keputusan
Tingginyaketerlibatan perempuan dalam OM S dan berbagai
aktivitasnya

Dimens Lingkungan
Ruang untuk menyampaikan pendapat terbukaluas
Pengaruh nilai feodalisme sudah mulai berkurang
AdanyaPerdaTransparans dan Partisipasi
AdanyaPerda Pelindungan Anak

Dimensi Nilai
Tolerans antaramasyarakat tinggi
Pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan secara
partisipatif

Dimensi Dampak
Pengalaman keberhasilan OMS dalam melakukan respon
terhadap kepentingan sosial
Pengal aman pendampingan terhadap kelompok marjinal -
Pengal aman keberhasilan dalam melakukan advokasi Perda
transparansi dan Perda Perlindungan Anak

DIMENSI STRUKTUR

Dimensi struktur masuk dalam kategori kurang sehat, hal itu
ditunjukkan dengan skor (1,42). Dari enam subdimensi yang ada dalam
dimensi ini, hanya satu dimensi yang berada pada kategori cukup sehat,
yaitu subdimens interrelas (1,69). Sementaralima subdimens lainnya
memiliki skor dibawah (1,5), yaitu subdimens keluasan partisipas warga
(1,41), kedalaman partisipasi warga (1,43), keanekaragamaan OM S
(1,43), tingkat keorganisasian (1,33) serta sumber daya (1,19).

Subdimensi Interelasi merupakan aset/kekuatan yang menopang
dimensi ini. Duaindikator yang terdapat didalamnyaberada padatataran
cukup baik, yaituindikator kerjasama (1,62) dan komunikasi (1,76). Hal-
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hal yang menggambarkan tentang komunikasi yang baik dalam M S di
antaranya adalah kegiatan musrenbang dapat berjalan dengan
menghadirkan aktor-aktor MS, serta pemerintah desa. Kegiatan ini
menunjukan komunikasi yang baik terjadi di Desal agaruda. KasusBLT
tahun 2006 dapat diketahui oleh berbagai masyarakat. Pendataan BLT
yang tidak akurat dapat diketahui dari proses komunikasi masyarakat
kepada aktor-aktor masyarakat sipil yang kemudian ditindaklanjuti dengan
demonstrasi bersama ke pemerintah desa sampai ke tingkat kecamatan;
Komunikasi yang dibangun oleh GP3A kepada tokoh masyarakat yang
dituakan di Kelurahan Manangkoki. Pada akhirnya komunikasi ini
mendorong warga aktif untuk gotong royong membangun saluran air.

DIMENSI STRUKTUR

Keluasan partisipasi
warga

Kedalaman partisipasi
warga

Keanekaragaman OMS

Tingkat keorganisasian

Inter-relasi

Sumber daya

0.00 0.75 1.50 2,25 3.00

Partisipas perempuan dalam aktivitas masyarakat sipil di desajauh
lebih besar. Hal itu ditunjukan dengan banyaknyaorganisasi yang diikuti
oleh perempuan, seperti: PKK, MgeisTaklim, RemgaMagid, kel ompok-
kelompok industri rumah tangga, seperti: kergjinan dari daun lontar,
anyaman daun pandan, gerabah, menjahit yang banyak tersebar di
Kabupaten Takalar. Selain itu, aktor-aktor M'S perempuan yang berada
posisi strategisyang ditempati, seperti menjadi inisiator dalam advokasi
kebijakan perlindungan anak, ketuadalam K SM maupun kel ompok tani.

Subdimens yang memiliki skor paling rendah dalam dimens struktur
adalah subdimensi sumber daya (1,19). Terdapat tiga indikator dalam
subdimens ini yang berada dalam kategori kurang sehat, yaitu sumber
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daya manusia dan teknologi (1,19), sumber daya keuangan (1,02) serta
kemampuan menggali sumber daya (1,29).

Sumber daya manusia memiliki skor rendah akibat penempatan
seseorang dalam struktur organisasi masyarakat sipil di desa-desatidak
sesuai dengan kapasitas/bidangnya dan anggota OMS kurang percaya
kepada aktor-aktor yang terlibat dalam kepengurusan. Selainitu, sumber
daya keuangan OMS masih sangat tergantung dari pihak luar, baik
pemerintah maupun lembagadonor. Sumber pendanaan dari anggotamasih
sangat kurang dan anggotarelatif tidak percayauntuk membayarkaniuran
(wajib, pokok, sukarela) kepada organisasi. Selain itu, penggalangan
sumber dayajuga sangat bergantung pada tokoh yang berpengaruh atau
memiliki sumber daya finansial. Artinya, jika dalam kepengurusan
melibatkan golongan elit, maka sumber pendanaan OM S tersebut lebih
baik. Sumber pendanaan juga dipengaruhi situasi politik dan aksesyang
dimiliki OMS. Inilah yang menjadi tantangan bagi OM S di Takalar pada
masamendatang.

DIMENSI LINGKUNGAN

DIMENSI LINGKUNGAN

Konteks politik

Kebebasan dan
hak-hak dasar
Konteks
sosial-ekonomi

Konteks Sosial Budaya

Hukum dan kebijakan

Relasi negara-
masyarakat sipil

Relasi pasar-
masyarakat sipil

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

Dimensi lingkungan memperoleh skor 1,45 yang berarti beradadalam
kondisi kurang sehat. Dari tujuh subdimensi pada dimensi lingkungan,
tampak bahwasubdimensi yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah
padasubdimens kebebasan dan hak-hak dasar (1,82) yang berarti berada
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pada kategori cukup sehat. Sementara yang mendapatkan nilai paling
rendah adalah sub dimensi konteks sosial-ekonomi (1,07) dan masuk pada
kategori kurang sehat.

Faktayang terlihat dan dialami oleh Masyarakat Sipil di kabupaten
Takalar adalah bahwa Kebebasan dan Hak-hak dasar sudah cukup
dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah sudah membukaruang yang luas
bagi OMS untuk mengekspresikan pendapat. Dapat dibuktikan dengan
dibukanya berbagai tempat aduan untuk menampung berbagai keluhan
dan saran dari masyarakat tentang berbagai hal (unit pengaduan
masyarakat), termasuk melalui kegiatan demonstrasi yang dilakukan secara
bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang/
kesempatan yang cukup luas dalam kebebasan pers. Pemerintah daerah
memberikan fasilitas dan kebebasan kepada Pers untuk mengakses
berbagai informasi tentang daerah, tanpa mengurangi independensi dan
dayakritis pers.

Pemerintah daerah jugamemberikan kemudahan kepada masyarakat
untuk memperoleh informasi pembangunan melalui berbagai media,
termasuk melalui internet yang dapat diakses dengan mudah. Namun,
aksesinformas bagi masyarakat di desamasih sulit diperoleh karenabelum
dilakukan secara total oleh Pemerintah Desa. Informasi yang penting
diketahui oleh masyarakat, seperti dalam hal transparansi penyusunan
dan pengelolaan ADD masih sulit diakses. Padasisi 1ain, masyarakat juga
sudah dilibatkan dalam Musrenbang, meskipun masi h terdapat beberapa
kekurangan disana-sini, misalnya hanya orang-orang yang dekat dan
dikenal kepala desa sgja yang dilibatkan dalam Musrenbang. Upaya
perbaikan sudah mulai dilakukan Pemkab dengan menyampaikan kepda
Pemdes tentang aturan dan kriteria orang yang ikut musrenbang.

Subdimensi Konteks Politik memiliki skor 1,73 padakategori cukup
sehat. Indikator yang paling tinggi adalah kompetisi politik yakni 2,16.
Masyarakat bebas menentukan hak pilihannya. Persaingan dan kompetisi
antar partai politik dalam memperebutkan suararakyat berlangsung secara
damai, tidak ditemukan kejadian konflik antar partai maupun antar
pendukung. Namun secara sembunyi-sembunyi masih ditemukan aktor-
aktor politik yang menggunakan strategi “ pemberian bantuan/sumbangan”
untuk membujuk pemilik agar mau memilih dirinya.

Subdimens Konteks Sosial Budayamemiliki skor sebesar 1,54, artinya
cukup sehat, dan indikator paling tinggi adalah indikator feodalismeyaitu
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2,11, artinya cukup sehat. Pemahaman tentang feodalisme sudah mulai
baik, dimana pengaruh nilai feodalisme sudah mulai berkurang. Tidak
adalagi perbedaan yang menonjol antarakaum bangsawan dengan rakyat
jelata(biasa). Contohnyadalam adat pernikahan, status* darah biru” tidak
terlalu nampak lagi di masyarakat. Nilai Indikator yang paling rendah
adal ah Budaya Patriarki dengan skor 1,09 artinyakurang sehat. L aki-laki
memberikan penilaian bahwa masyarakat masih menempatkan laki-laki
padaposisi yang lebih dominan dan kuat dibanding perempuan.

Tantangan yang masi h harus dihadapi pada masa-masa menadatang
adalah Kondisi Sosial Ekonomi yang memiliki skor 1,07 sekaligus
menempati posis terendah dibandingkan dengan dimensi-dimens lainnya.
Adabeberapapenyebab Subdimens Konteks Sosia Ekonomi mempunyai
nilai rendah, yaitu; 1) Pemerintah K abupaten telah membuat aturan yang
jelas dan ketat dalam mekani sme pemberian bantuan. Akan tetapi, lagi-
lagi fakta menunjukkan, bahwa dalam impel ementasinya masih banyak
oknum aparat Desa/kel urahan yang tidak menjalankan aturan itu dengan
baik. Contohnya, banyak ditemukan penerima raskin yang tidak tepat
sasaran, bahkan jumlah Raskin yang semestinyamendapat 10 liter/orang
disunat (dikurangi/dipotong) menjadi 5 liter/orang, dengan berbagai
alasan; 2) Dari segi permberantasan buta huruf, pemerintah telah
menggal akkan program K g ar Pgjet A dan K eaksaraan Fungsiona . Namun
belum dirasakan secara merata oleh masyarakat khususnyda di daerah
pedesaan; 3). Minimnyainfrakstruktur teknologi informasi. Aksesinternet
dan telepon rumah belum merata kekecamatan, hanya dapat dinikmati
oleh masyarakat perkotaan atau kabupaten.

DIMENSI NILAI

Dimensi Nilai di Kabupaten Takalar mempunyai skor paling tinggi
yaitu 1,60, artinyacukup sehat, diantaradimens yanglain. Kondis nyata
di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa penerapan hukum sudah
semakin baik, terbitnya Perda mengenai Perlindungan Anak, organisasi
masyarakat telah mengambil bagian, masyarakat semakin tanggap terhadap
kondisi-kondisi yang ada, serta jiwa sosial budaya dan komunikasi
masyarakat Takal ar yang tetap mempertahankan nilai-nilai budayalokal
mendukung keadaan ini menjadi cukup baik.

Sub dimensi anti kekerasan bernilai tinggi yaitu 1,96, artinya cukup
sehat. Hal ini karena praktek-praktek kekerasan oleh masyarakat sipil
sudah semakin jarang dilakukan oleh aktor M S, dan aktor-aktor M S sudah
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semakin banyak referensi tentang nilai-nilai anti kekerasan. Selain itu,
aksesinformas semakin mudah oleh masyarakat sehinggamempersempit
peluang terjadinya praktek kekerasan seperti adanya informasi perda
tentang perlindungan anak.

DIMENSI NILAI

Demokrasi

Transparansi

Toleransi

Anti kekerasan

Kesetaraan gender

Penanggulangan
kemiskinan

Keberlanjutan
lingkungan

0.00 0.75 1.50 2,25 3.00

Subdimensi Toleransi memperoleh skor 1,78 artinya cukup sehat.
Hal ini sesuai dengan kenyataan di Kabupaten Takalar karenamasyarakat
mas htetap menjunjung nilai-nilai kearifanlokal, misalnya: Sri’ Na Pacce,
Spassiriki (saling menjagakehormatan), Spakatau sehinggaarenaM S
dapat dikatakan cukup toleran. Masyarakat Takalar tetap mempertahankan
nilai-nilai budayaloka dan mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan
sehari-hari dalam masyarakat, sertamengajarkan padaanak-anak mereka.
Di sisi lain, terdapat juga peraturan daerah yang turut berperan dalam
mempertahankan nilai-nilai sosial yang ada. Salah satunyaadalah Perda
mengenai Perlindungan Anak dimana salah satu pasalnya menyatakan
bahwa salah satu kewajiban anak adalah mempertahankan nilai-nilai
budayalokal yang ada.

Subdimens K esetaraan Gender memperoleh skor 1,51 (cukup sehat).
yang dipengaruhi oleh tigaindikator yaitu K esetaraan Gender di Dalam
Arena Masyarakat Sipil (1,64), Arena Masyarakat Sipil Untuk
Mempromosi kan K esetaraan Gender (1,53), Praktek-Praktek K esetaraan
Gender di Dalam Organisasi Masyarakat Sipil (1,36) meskipun tergolong
cukup sehat tetapi nilai pada subdimensi ini jauh lebih rendah dari
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subdimens yang lain. Alasannya, program atau kegiatan yang mendorong
kesetaraan gender masih sangat kurang. Pada penilaian ini, perempuan
memberikan skor lebih rendah (1,49) padakesetaraan gender di Kabupaten
Takalar denganinterpretasi bahwa perempuan belum banyak memperoleh
pel uang/kesempatan. Sedangkan lel aki memberikan skor lebihtinggi (1,53)
dengan interpretasi bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan
pembangunan semakin membaik terutamadengan adanyaprogram PNPM.
Contoh lain, yaitu keterlibatan perempuan dalam segala bidang sudah
cukup luas misalnya dalam pentas politik Caleg terpilih sudah ada
perempuan dibandingkan periode sebelumnya.

Tantangan yang dihadapi Masyarakat Sipil Kabupaten Takalar terkait
dengan beberapa sub dimensi yang masih berada dalam kategori kurang
sehat dengan perolehan skor di bawah 1,50 yaitu sub demokrasi dan
transparansi. Pada subdimensi demokrasi, skor yang diperoleh sebesar
1,44, sementara sub dimensi transparansi memperoleh skor 1,38. Kedua
sub dimensi ini cukup peting untuk diperhatikan, terutamauntuk hal-hal
terkait dengan praktek demokrasi dan transparansi di dalam OMS, agar
OMS memiliki legitimasi pada saat melakukan advokasi kepada
pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

DIMENSI DAMPAK

Dimensi Dampak mendapat nilai 1,53 berada dalam kategori cukup
sehat. Hal ini didukung oleh Subdimens Menanggapi K epentingan Sosia
dengannilai 1,68 dan Subdimensi Memberdayakan WargaNegaradengan
total nilai 1,55.

DIMENSI DAMPAK

Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab
pemerintah dan perusahaan swasta

Menanggapi kepentingan sosial
Memberdayakan warga negara

Memenuhi kebutuhan masyarakat

0.00 0.75 1.50 225 3.00
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Subdimensi respon terhadap kepentingan sosia memperoleh skor 1,68
(cukup sehat). Hal ini ditunjang dengan kenyataan bahwaaktivitasOM S
mampu memperjuangkan ketersediaan sarana air bersih di Desa Patani,
Kelurahan Takalar Lama, DesaBanggae, dan DesaPopo’ sertapengadaan
pompaair untuk kepentingan kelompok tani oleh yang diprakarsai oleh
Kelompok Wanita Tani Fitrah, demikian juga FIAT berhasil membantu
menguruskan/memfasilitasi anak-anak akta kelahiran sebanyak kurang
lebih 1.000 lembar, Kelompok Tani Nelayan Abbulo Sibatang mampu
membantu pengadaan mesin ketinting bagi Nelayan.

Subdimensi Pemberdayaan Warga Negara memperoleh skor 1,55
dengan kategori cukup sehat. Indikator yang memberikan kontribusi skor
tinggi adalah Pemberdayaan Perempuan (1,66). Proses musrenbang sudah
melibatkan perempuan karena semua SKPD memberi prasyarat adanya
keterwakilan perempuan. Selain kepadakelompok perempuan, OMSjuga
telah berupaya memberikan informasi dan mendidik warga Negara. Hal
ini dibuktikan dengan pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan
Fungsional dan bebasbacatulisAlqurandi TK/TPA. Beberapakel ompok-
kelompok telah terbentuk pada masyarakat terpinggirkan sekaligus
mendampingi dan dan melakukan aktivitas-aktivitas pemberdayaan, antara
lain Kelompok Anak Mangindaramampu membinateman-temannyauntuk
belgjar komputer dan bermain bersama sekaligus adanya tutor sebaya
dalam kelompok tersebut untuk memperjuangkan isu anak secarabersama
sampai padapenemuan solusi.

Subdimensi Mempengaruhi K ebijakan Publik memperoleh skor 1,43
yang sekaligus menjadi subdimensi dengan skor terendah. Meskipun
demikian, sebuah keberhasilan telah dicapai OMS Kabupaten Takalar
dalam mendorong lahirnya Perda Transparans dan Partisipas, sertaPerda
Perlindungan Anak.
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Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang
terbentang sepanjang + 95 Km di bagian selatan pulau Sulawesi. Secara
geografis, Jeneponto terletak diantara 5°23°12" — 5°42°1,2" Lintang
Selatan dan 119°29°12" — 119°56’ 44.9" Bujur Timur. Secaraadministratif,
batas K abupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

e Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
e Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores

e Sebelah Barat berbatasan dengan K abupaten Takalar

e Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 749,79 Knm?. Kondisi
topografi Kabupaten Jeneponto sangat bervariasi. Pada bagian Utara
terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari Barat
ke Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas
permukaan laut yang cocok sebagai areal pengembangan tanaman
hortikultura dan sayur-sayuran. Di bagian tengah Kabupaten Jeneponto
meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan
500 meter di atas permukaan laut, sehingga cukup potensial untuk
pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan.
Sementara itu, pada bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran
rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan
laut. Daerah ini telah dimanfaatkan sebagai areal usaha penggaraman
rakyat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto pada
tahun 2009, jumlah penduduk K abupaten Jeneponto sekitar 334.175 Jiwa,
dengan komposisi penduduk perempuan sekitar 172.761 jiwa dan
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penduduk laki-laki sebesar 161.414 jiwa. Dilihat dari komposisi anggota
DPRD padatahun 2009, anggota DPRD K abupaten Jeneponto sebanyak
35 orang yang terdiri dari Fraksi PGolkar sebanyak 4 orang, Fraksi PPP
3orang, Fraksi PAN sebanyak 4 orang, Fraksi Nurani Rakyat sebanyak 3
orang, Fraksi Demokrat sebanyak 3 orang, Fraksi Kesatuan sebanyak 7
orang dan Fraksi Barisan K ebangsaan sebanyak 8 orang.

Peta Organisasi Masyarakat Sipil*

Sebagian besar OMS yang ada di Jeneponto lahir dari inisiatif
masyarakat dan terjadi padamasaerareformasi, saat tidak adalarangan
atau tekanan dari pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga.
Pengecualian terjadi untuk beberapa OM S yang dilahirkan pemerintah.
Mereka telah ada sejak era orde baru karena ada aturan yang
mengharuskan pembentukannya.

Ideologi pembentukan OM Sdi Jeneponto dilandas oleh kepentingan
kelompok yang bersifat |okal, misalnyakelompok tani, kelompok usaha
dan seterusnya. OMS yang bergerak di bidang advokasi paling banyak
jumlahnya, disamping organisas jaringan dan usaha(lihat tabel 8). Namun
karenasumber dayayang dimiliki OM S padaumumnyaterbatas sehingga
visi dan misi yang diperjuangkan kadang tidak dapat dilakukan. Memang
ada OMS yang berhasil melakukan advokasi untuk memperjuangan
kepentingan publik, misalnya Forum Pembela K eadilan yang menyoroti
masal ah raskin, tetapi OM S lain yang berhasil seperti itu sangat sedikit
jumlahnya.

Tabel 8. Daftar OM S Kabupaten Jeneponto

Advokasi Pertanian Kelljl:;:nh;;ok Perempuan | Pendidikan | Agama Jaringan
Harapan Kelompok | Koperasi Jaringan Pusat BKPRMI BKPRMI
Bangsa Tani Perempuan Kegiatan

Usaha Kecil Belajar
(JarPUK) Masyaraka
| t (PKBM)
Pattiro Jeka Kelompok Muham Dekopinda
Swadaya madyah
Masyarakat Turatea
(KSM)
Yaspalm KPA (Kelompok NU KTNA
Pengguna Air)

' Faisal, Ahmad, 2007. Hasil Pemetaan OMS Kabupaten Jeneponto. Makalah disampaikan dalam
Lokakarya IMS Kabupaten Jeneponto.
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Advokasi Pertanian Kell;l:h:ok Perempuan | Pendidikan | Agama Jaringan
Mitra Kelompok Maijlis APDESI
Turatea Usaha Pemuda Ta'lim

Produktif
(KUPP) |
Bina Bakti BKM ' Pmi Karang
Taruna
| Indonesia

Jalin Turatea Dekopinda Dewan KNPI
Dakwah
Turatea

P3l 1JABI FKPPI

Permata PMII

APSEMI DDI

Gema Anshor

Turatea

Dewan Anak Aisyiah

Jeneponto

Karang Fathayat

Taruna NU

Asy-Syuro Muslimat
NU

Forum

Pembela

Keadilan

LP2MT

PIPO

Yapentar

Yapem

Forum

Massa

Organisasi jaringan yang ada seperti AMS-T, KTNA, APDESI,
BKPRMI dan DEKOPINDA mempunyai jaringan tersendiri, dan masing-
masing memperjuangkan vis dan misinya. AMS-T mempunyal anggota
26 anggota OM S padahal di Kabupaten Jeneponto ada sekitar kurang
lebih 100 OMS. Potensi untuk menyatukan beberapaorganisasi jaringan
sangat terbuka karenahubungan emosional aktor-aktor OM S cukup dekat.

Berdasarkan lingkup pengaruh yang dimilikinya, OMS-OMS di
Jeneponto terbagi atas 4 kategori, yaitu:

1. Sangat berpengaruh, dengan kriteria sebagai berikut:

OM Syang menjalankan programnyasecaramandiri,

Kemampuan OMS berjaringan dengan dengan lembaga/
institusi 1ain berdasarkan kesetaraan dan keterbukaan mulai
dari tingkat kabupaten, propinsi, nasional sampai tingkat
internasional.
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Ada banyak perubahan di masyarakat dari dampak
organisasi, misalnyaBK PRMI yang memprogramkan anak-
anak bebas buta baca Alquran dan APDESI yang mampu
meningkatkan alokasi anggaran pembangunan desa.

K apasitas keorganisasian dan sumber dayayang tersediakuat
dan menyeluruh dalam organisasi.

OMS mempunyai kekuatan finansial yang diandalkan.
Mempunyai keahlian dalam menggalang dana

OM Sbekerjaprofessiona dan konflik yang sewaktu—waktu
akan muncul dapat diatasi dengan baik.

Sangat kuat menjaga komitmen dalam menjaankan kode
etik lembaga.

OMS memiliki visi dan misi yang kuat dan jelas.
Mempunyai nilai posisi tawar yang tinggi

2. Berpengaruh dengan kriteria:

Struktur organisasi yang sudah efektif.

Adanya pengkaderan dalam tubuh organisasi, sehingga
kapasitas cukup merata

Hubungan antara OM S dengan pihak pengambil keputusan
sudah membaik.

3. Agak Berpengaruh

Kurang atau bahkan tidak mempunyai kegiatan yang
menyentuhisu publik.

Sumberdayayang dimiliki masih lemah.

Tidak jelas peran-peran dalam organisasi

4. Kurang Berpengaruh

LSM bentukan pemerintah untuk menjadi alat kekuasaan
dan kepentingan penguasa. Pelaksana lembaga ini pada
umumnyaadal ah bagian dari penguasa
Rekruitmen/kaderisasi yang kurang/ tidak berkesinam—
bungan.

Secaraskematis, lingkup pengaruh danrelasi antar OM Sdi kabupaten
Jeneponto dapat dilihat pdadiagram sebagai berikut ini.
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Diagram 8. Peta OM S di Kabupaten Jeneponto terhadap TKL D Tahun 2009

- - BINABAKTI
ey | [
_ MITRALEPSEM - _
SAMATURU AMST - B
YAPENTARI i
LSM
T e [
- o [F1s-sarpux | [EHHA - SR
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TR BN [ avpion |
BANGSA

Status Masyarakat Sipil

Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di Kabupaten Jeneponto
telah dilakukan pada tahun 2004, 2007 dan 2009. Khusus untuk tahun
2009, pengukuran IMS hanya berupa penilaian ulang untuk beberapa
indikator yang dipandang mengalami perubahan signifikan jika
dibandingkan dengan situasi tahun 2007. Berdasarkan hasil kesepakatan
peserta yang hadir dalam kegiatan kaji ulang, beberapa indikator yang
disepakati untuk dilakukan penilaian ulang adal ah:

Dimensi Sruktur
e Subdimens Keluasan Partisipasi Warga: Indikator kegiatan
bersamadi kelompok masyarakat
e Subdimens Inter-relasi: Indikator Komunikasi
. Dimens Lingkungan
e Subdimensi Konteks Poalitik: Indikator Hak-Hak Politik dan
Indikator Desentralisasi

=
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e Subdimens Konteks Sosio-Ekonomi: Indikator Konteks
Sosio-Ekonomi

e  Subdimens Relas Negara—Masyarakat Sipil: Indikator
Kerjasama/Dukungan

3. Dimens Nilai

e Subdimensi Demokrasi: Praktek-praktek Demokrasi
dadamOMS

e Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan: Indikator
Aksi-aks M S untuk penanggulangan kemiskinan

4. Dimensi Dampak
e  Subdimens Mempengaruhi Kebijakan Publik: Indikator
Pengaruh M S dalam K ebijakan Publik

e Subdimensi Menanggapi Kebutuhan Sosial: Indikator

Memberikan Tanggapan dan Indikator Kepercayaan
Publik

STRUKTUR

3.00 T

1 LINGKUNGAN

=-2007
2009

Grafik 15 Intan IMS Kabupaten Jeneponto

262



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Jeneponto

Secaraumum, masyarakat sipil Kabupaten Jeneponto padatahun 2009
beradapadakondisi cukup sehat. Hal ini terlihat dari perolehan skor IMS
di semuadimensi yang beradapadakategori cukup sehat, yaitu Dimensi
Struktur (1,64), Dimens Lingkungan (1,83), Dimens Nilai (2,00) dan
Dimensi Dampak (1,94). Apabiladibandingkan dengan tahun 2007, skor
IMS pada tahun 2009 mengalami peningkatan di semua dimensi. Ini
berarti, dalam jangka waktu 2 tahun, telah terjadi perbaikan kondisi
masyarakat sipil di Jeneponto.

K ekuatan utamamasyarakat sipil di Kabupaten Jeneponto padatahun
2009 terletak pada Dimensi Nilai (2,00). Hal ini menunjukkan bahwa
nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh kalangan OMS, seperti nilai
Demokrasi, Transparansi, Kesetaraan Gender, Anti Kekerasan,
Penanggul angan K emiskinan dan K el estarian Lingkungan, dalam derajat
tertentu sudah dipraktikkan dan dipromos kan kepadakal angan yang lebih
luas melalui berbagai aktivitas yang dilakukan OMS di Jeneponto.
Tantangan yang masi h harus dihadapi masyarakat sipil di Jeneponto adalah
bagai mana meningkatkan skor Dimensi Struktur yang pada pengukuran
tahun 2009 memperoleh skor terendah (1,64) dibandingkan dengan
dimensi-dimensi lainnya. Beberapa indikator yang perlu mendapat
perhatian diantaranyaadalah Aksi Politik Non-Partisan, Kepemimpinan
Di OMS, Prasarana Pendukung dan Sumberdaya.

Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Jeneponto

Dimens Struktur

e Organisas masyarakat di desa-desasemakin berkembang dan
selau dilibatkan dalam rapat-rapat perencanaan, pengambilan
keputusan dan evaluas program-program yang dilaksanakan
di desa.

e Partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan di desa
semakin meningkat

e Jaringan kerja, intensitas pertemuan/komunikasi antar OMS
semakin meningkat.

Dimens Lingkungan

e Telah ada Perdatata kelola air dan komisi Irigasi sehingga
perebutan air semakin menurun

e Pada tingkat kabupaten, OMS sudah menjadi mitra
pemerintah secara positif. Beberapa program Pemerintah
melibatkan OM S, misalnyaPNPM, WISMP, NICE, dll.
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Dimensi Nilai
e Selain menerapkan kesetaraan gender pada tingkat

kepengurusan, OM S juga aktif
mempromosi kan kesetaraan gender di ruang publik

Kesempatan perempuan di ranah politik semakin besar,
sehingga sudah banyak yang menempati posisi kunci dalam
organisasi masyarakat di desa-desa (KSM), bahkan ada
perempuan yang menjadi kepaladesa

Nilai-nilai demokrasi sudah dipahami dan diinternalisasikan
di kalanganOM S

Aksi-aksi MS untuk penanggulangan kemiskinan semakin
meningkat melalui berbagai program yang dilakukan oleh
OMS, Pemda maupun lembaga donor.

Dimensi Dampak

Kapasitas Jaringan OM S dalam mempengaruhi sektor Negara
dan Pasar semakin meningkat

OMS semakin tanggap terhadap isu-isu yang ada di warga,
seperti isu air bersih, kesehatan, kebersihan lingkungan, dil.-
Keterlibatan aktif warga (laki-laki, perempuan) dalam
Musrenbang untuk mendorong pemenuhan kebutuhan sosial
makin meningkat

DIMENSI STRUKTUR

-

Keluasan partisipasi 1.55
warga
Kedalaman partisipasi 1.67
warga

1.56

Keanekaragaman OMS

Tingkat keorganisasian
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1.80

Inter-relasi
1.46
Sumber daya —ﬁ
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Dimensi Struktur menggambarkan kondisi aktor-aktor dalam arena
masyarakat sipil, karakteristik utamadari aktor-aktor tersebut dan relasi
diantara mereka. Secara umum, skor dimensi struktur di Kabupaten
Jeneponto padatahun 2009 sebesar 1,64 meningkat dibandingkan tahun
2007 yang beradapadaskor 1,60. Perubahan skor ini terjadi akibat adanya
perubahan kondis yang signifikan pada Subdimens K eluasan Partisipasi
Warga, khususnya pada Indikator Kegiatan Bersama di Kelompok
Masyarakat (dari 1,56 ke 1,88) dan Subdimens Inter-Relas padalndikator
Komunikasi Antar Aktor Ms (1,86 ke 2,24). Subdimensi-subdimensi
lainnya tidak mengalami perubahan siginifikan. Namun demikian ada
beberapa tambahan informasi yang menguatkan atau memperkaya
informasi hasi| interpretasi tahun 2007.

Perubahan skor pada indikator-indikator tersebut menunjukkan
adanya perkembangan yang terjadi di Jeneponto. Semakin berkembangnya
program-program berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat pada
tingkat perencanaan maupun evaluasi telah menyebabkan kegiatan
bersama di kelompok semakin meningkat pula. Jika pada tahun 2007,
hanya program CLAPP yang cukup menonjol mengembangkan
pendekatan berbasis masyarakat, padatahun 2009 pendekatan itu terlihat
pula dalam program PNPM. Apalagi pelaksanaan program pun banyak
diorganisas langsung oleh masyarakat, sehingga semakin meningkatkan
intensitas kerjasama antar sesama masyarakat. Komunikasi antar aktor
dalam arena MS, terlihat semakin meningkat. Jika pada tahun 2007,
kerjasamaantara beberapa OM S masih belum banyak terjadi, padatahun
2009 sudah terjadi diskusi-diskusi yang intens antar aktor M'S, bahkan
adakeinginan bersamauntuk mengawal implementasi visi Jeneponto ke
depan.

Tantangan yang tetap harus diperhatikan adalah Subdimensi
Sumberdaya yang berada dalam kategori kurang sehat (1,46). Belum
terlihat perubahan yang signifikan pada subdimensi ini dibandingkan
dengan pengukuran tahun 2007. Meskipun sudah mulai tumbuh kesadaran
untuk menggali berbagai peluang untuk keberlanjutan organisasi, namun
sebagian besar OM Sdi Jeneponto masih belum mampu menggali sumber
daya finansialnya; baik melalui pengumpulan iuran anggota maupun
melalui kegiatan fundraising lainnya.
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DIMENSI LINGKUNGAN

-

Konteks politik

1.81

Kebebasan dan 1.93
hak-hak dasar

Konteks 1.40
sosio-ekonomi

Konteks Sosial Budaya

Hukum dan aspek 1.95
legal

Relasi negara- 1.98
masyarakat sipil

Relasi pasar- 1.48
masyarakat sipil

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

£ 2007 W 2009

Dimens lingkungan menggambarkan kondis sosial, politik, ekonomi,
budaya dan aspek legal (hukum) yang berpengaruh terhadap
perkembangan masyarakat sipil. Dimensi lingkungan masyarakat sipil
Kabupaten Jeneponto menurut hasil pengukuran IM Stahun 2009 berada
pada kondisi cukup sehat (1,83) atau sedikit mengalami peningkatan
dibandingkan hasil pengkuran IM Stahun 2007 sebesar 1,78. Subdimensi
yang mengalami peningkatan pada tahun 2009 sehingga memberikan
sumbangan positif terhadap kondisi tersebut diantaranya adalah
Subdimensi Relas Negara—Masyarakat Sipil (2,02), Subdimens Konteks
Politik (1,86) dan Subdimensi Konteks Sosio-Ekonomi yang mengalami
peningkatan dari 1,40 menjadi 1,65. Yang masih perlu memperoleh
perhatian adalah Subdimens Relasi Pasar —Masyarakat Sipil (1,48) yang
tidak mengalami perubahan skor samasekali, sekaligus menempati urutan
terbawah dalam dimensi ini.

Subdimens Relasi Negara dan Masyarakat Sipil (2,02) merupakan
skor yang tertinggi untuk Dimensi Lingkungan. Skor subdimensi ini
mengalami peningkatan dibadingkan tahun 2007 (1,98) akibat adanya
perubahan pada Indikator Kerjasama/Dukungan Negara Terhadap
Masyarakat Sipil. Jikapadatahun 2007, skor kerjasama/dukungan Negara
terhadap masyarakat sipil sebesar 1,53 padatahun 2009 meningkat menjadi
1,65. Perubahan angkaini ditandai dengan makin intensifnyakerjasama
OMS dengan pemerintah kabupaten. Terjadi pemahaman antara kedua
belah pihak bahwa dalam membangun daerah Jeneponto diperlukan
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kerjasamayang baik antara OM S dan Pemerintah Daerah, bahkan sudah
ada dukungan finansial yang diberikan Pemda kepada beberapa OMS,
utamanya kepada OM S yang memiliki kedekatan dengan pihak Pemda.
Di tingkat desa, OM S-OM S pun sudah mulai dilibatkan dalam penyusunan
Anggaran DanaDesa(ADD). Tantangannyaadal ah bagaimanamendorong
pemerintah daerah untuk memberikan dukungan anggaran khusus bagi
kegiatan OMS secara transparan, akuntabel dan melalui proses yang
terbuka sehingga tidak hanya diberikan kepada OMS yang memiliki
kedekatan dengan pihak pemerintah daerah sgja, tetapi dapat puladiakses
oleh semua OM S yang beraktivitas di daerah bersangkutan.

Subdimensi Konteks Politik mengalami peningkatan dari 1,81 pada
tahun 2007 menjadi 1,86 padatahun 2009, akibat adanya perubahan pada
Indikator Hak-hak Politik dan Desentralisasi dari 1,72 (2007) menjadi
1,82 (2009). Hal ini sejalan dengan perubahan kondisi di Jeneponto yang
menunj ukkan adanya peningkatan pemahaman hak-hak politik masyarakat
dalam prosespemilihan legidatif maupun kepaladaerah. Masyarakat sudah
berani secaraterbuka menyampaikan siapa yang mereka dukung, tanpa
perasaan was-was seperti masa-masa sebelumnya. Masyarakat pun
memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, meskipun masih tetap
dilatarbel akangi oleh hubungan kekerabatan dan pertemanan atau pihak-
pihak yang memberikan bantuan berupa uang, sembako maupun bentuk-
bentuk lainnya; belum merujuk padavis dan mis dari calon bersangkutan.
Namun, hal itu sudah tidak lagi didasarkan atas tekanan atau paksaan
dari salah satu pihak yang berkompetisi. Semakin terbukanyaruang-ruang
politik bagi masyarakat jugatercermin dari pemilihan kepala desayang
tidak lagi terlalu didominasi oleh €lit-elit desa. Dalam beberapa kasus
pemilihan kepala desa di Jeneponto, masyarakat tidak segan-segan lagi
memilih kepaladesayang berasal dari kalangan masyarakat biasayang
merekapercaya.

Indikator Desentralisasi mengalami peningkatan yang cukup
signifikan, yakni dari 1,35 (2007) menjadi 1,59 (2009) sehingga
meningkatkan status indikator tersebut dari kategori kurang menjadi
kategori cukup. Peningkatan skor ini ditunjang oleh perubahan kondisi
di Jeneponto, khususnya terkait dengan Anggaran Dana Desa (ADD)
yang diberlakukan dalam 2 tahun terakhir. Adanya ADD ini telah
memberikan peluang lebih besar bagi desentralisasi pembangunan pada
tingkat desa, karena masing-masing desa memiliki keleluasaan untuk
mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhannya masing-
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masing, tanpa harus tergantung pada kucuran anggaran dari instansi
pemerintah di atasnya.

Subdimensi Konteks Sosial-Ekonomi mengalami peningkatan skor
dari 1,40 (2007) menjadi 1,65 (2009). Peningkatan skor ini sekaligus
mengubah sub-dimensi konteks sosial ekonomi dari kategori kurang
menjadi cukup. Hal ini didukung oleh perubahan positif yang berkembang
di tengah masyarakat dalam 2 tahun terakhir ini, baik dalam hal
menurunnyakonflik kekerasan di tengah masyarakat, menurunnyatingkat
buta huruf, berkembangnya usaha-usaha ekonomi produktif dan
meningkatnya pendapatan masyarakat.

Berkaitan dengan kondis butahuruf, belakangan ini tingkat buta huruf
di kabupaten Jeneponto menurun dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnyakarena semakin intensifnya program K eaksaraan Fungsional
yang dikembangkan pemerintah ke seluruh desa. Hasi| nyatadari program
ini terlihat dari makin berkurangnyasuarayang batal dalam pemilu/pilkada
karenatingkat buta huruf yang semakin berkurang.

Perubahan juga terjadi dalam hal pendapatan masyarakat dengan
berkembangnya usaha budidayajagung kuning dan rumput laut. Lembaga
Ekonomi Desa (L ED) amat membantu permodal an petani. Dengan adanya
LED menyebabkan ketergantungan petani terhadap rentenir makin
berkurang. Petani yang di desanya ada Lembaga Ekonomi Desa (LED)
sudah mulai menjual hasil panen jagung kuning dan rumput laut kepada
pembeli secaralangsung. Sementara untuk petani yang di desanyatidak
ada LED, pemasarannya masih bergantung pada pengumpul di desa.
Pemerintah Daerah pun sudah memberikan bantuan berupa perahu, bibit
tali dan para-parakepada beberapa kel ompok tani rumput laut. Jikapada
tahun 2007 tidak ada bantuan berupa permodalan kepada para petani
tetapi di tahun 2009 sudah ada meskipun hanya 20 desa. Dalam bidang
pendidikan, Pemerintah Daerah mengembangkan crash programberupa
bantuan alat tulis dan pakaian seragam untuk siswa sehingga dapat
meringankan beban masyarakat, meskipun program BLT sudah dihentikan.
Peningkatan hargarumput laut dalam waktu terakhir ini jugamendongkrak
penghasilan petani, bahkan beberapa diantaranya memanfaatkan
pendapatan dari penjualan rumput laut ini untuk memperbaiki rumah dan
menuaikan ibadah haji.
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Dimens Nilai memberikan gambaran tentang nilai-nilai universal yang
dikampanyekan maupun dipraktekkan oleh masyarakat sipil. Berdasarkan
hasil IMS 2009, secaraumum Dimensi Nilai yang dikampanyekan dan
dipromosikan oleh masyarakat sipil di Jeneponto masuk kategori cukup
sehat dengan skor 2,00. Skor ini mengalami peningkatan dari pengukuran
IMS tahun 2007 yang memperoleh skor 1,90. Peningkatan skor ini
disumbangkan oleh sub-dimensi demokrasi dan penanggulangan
kemiskinan. Hal ini berarti, dalam periode 2007-2009 masyarakat sipil di
Jeneponto cukup aktif melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan
pengembangan demokrasi dan penanggulangan kemiskinan. Sementara
untuk subdimensi lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan
dengan pengukuran tahun 2007. Perhatian masih perlu diberikan untuk
sub-dimensi keberlanjutan lingkungan yang berada pada skor terendah,
meskipun masih masuk dalam kategori cukup.

Perkembangan yang cukup signifikan dalam Dimensi Nilai terjadi
pada Subdimensi Penanggulangan K emiskinan. Pengukuran tahun 2009
memberikan skor untuk subdimensi teersebut sebesar 2,71 (masuk dalam
kategori sehat) meningkat jauh dibandingkan dengan pengukuran tahun
2007 dengan skor 2,05 (kategori cukup). Peningkatan ini sekaligus
menjadikan subdimens tersebut menempati skor tertinggi dalam Dimensi
Nilal. Hal ini sgjalan dengan adanyakebijakan penanggulangan kemiskinan
dari pemerintah daerah Jeneponto. Kebijakan ini diikuti dengan
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berkembangnya program-program (crash program) yang memberikan
perhatian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, seperti pembuatan
pupuk organik yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian. Selainitu, beberapa
OMS pun tetap aktif melakukan program-program penanggulangan
kemi skinan bekerjasama dengan |embaga-lembaga donor internasional,
seperti WISLK, WISMP dan NICE. Program PNPM juga memberikan
kontribusi terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di
Jeneponto.

Perkembangan lain dari Dimensi Nilai terjadi dalam Subdimensi
Demokrasi, khususnya padalndikator Praktik-praktik Demokrasi Dalam
OMS. Pada pengukuran tahun 2009, skor untuk indikator ini mengalami
peningkatan, dari sebesar 1,84 (2007) menjadi 1,92. Peningkatan skor ini
sejalan dengan perubahan yang terjadi di jeneponto. Sepanjang periode
2007-2009 terbuka ruang untuk aktor-aktor MS mempromosikan isu
demokrasi, karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Alumni sekolah demokrasi Jeneponto, misalnya, sangat giat melakukan
diskusi mengenai isu-isu terkait dengan demokrasi. Beberapa OM S pun
melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai
demokrasi melalui kegiatan debat caleg. Upaya-upaya ini telah
menyebabkan pemahaman demokrasi tersebar merata di kalangan
masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Di kalangan OMS, nilai-nilai
demokrasi tidak hanyadiinternalisasikan, tetapi jugasudah dipraktekkan
daam keseharian. Hal ini jelasterlihat dari semakin banyaknyaperempuan
menempati posisi kunci dalam OM Sdi desa-desa, bahkan ada perempuan
yang terpilih sebagai kepaladesa.

Untuk subdimens lainnya, tidak adaperubahan yang signifikan terjadi
di Jeneponto. Perhatian penting diberikan untuk subdimens keberlanjutan
lingkungan yang menempati skor terendah dalam Dimensi Nilai. Meskipun
sudah ada upaya-upayauntuk melakukan pelestarian lingkungan melalui
program “Go Green” namun kondisinya masih belum mengalami
perubahan yang signifikan. Kemauan masyarakat yang instant masih
menjadi hambatan bagi OM S-OM S untuk mempromosi kan keberlanjutan
lingkungan karenawarga masyarakat masih didesak dengan pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari.
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Dimensi Dampak memberikan gambaran sgjauh mana masyarakat
sipil aktif dan berhasil dalam memenuhi fungsi-fungsi pokoknya. Hasil
IMSdi Jeneponto tahun 2009 menunjukkan bahwa secaraumum Dimens
Dampak berada pada kondisi cukup sehat dengan peroleh skor 1,94 dan
mengalami peningkatan dibandingkan hasil IMS tahun 2007 yang
memperoleh skor 1,76. Adaduasubdimens yang amat berperan dalam
peningkatan skor ini, yaitu Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik
dan Subdimensi Menanggapi Kepentingan Sosial. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat sipil di Jeneponto sangat aktif dalam melakukan
kegiatan advokasi dan kampanye untuk perbaikan kebijakan publik yang
berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Namun upaya-upaya
advokas untuk mendesakkan tanggung jawab negara maupun swasta
masih dinilai perlu ditingkatkan dan diupayakan secara serius di masa
datang, karenamasih memiliki skor yang paling rendah.

Skor tertinggi Dimensi Dampak diperoleh Subdimensi M enanggapi
Kepentingan Sosial (2,32) yang masuk kategori sehat. Skor tersebut
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan
perolehan pada pengukuran IMS 2007 sebesar 1,86 (kategori cukup).
Dari dua indikator yang terdapat dalam subdimensi ini, yang berperan
besar dalam meningkatkan skor adal ah indikator memberikan tanggapan
dari 1,98 (kategori cukup) padatahun 2007 menjadi 2,71 (kategori sehat)
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pada tahun 2009. Peningkatan skor tersebut dianggap cukup
mencerminkan kondisi masyarakat sipil di Jeneponto. Aktor-aktor MS
semakin tanggap terhadap isu-isu yang ada di warga, seperti isu tentang
air bersih, kesehatan, kebersihan lingkungan. Keterlibatan aktif warga
baik laki-laki maupun perempuan dalam Musrenbang untuk mendorong
pemenuhan kebutuhan sosial semakin meningkat. Selain itu, aktor-aktor
M S pun semakin aktif mencari layanan-layanan untuk wargadari negara,
misalnya PAUD, PMD-sekolah, Pendidikan Luar Sekolah dan
memfasilitasi masyarakat mengakses berbagai inisiatif program yang
dicanangkan pemerintah seperti Jamkesmas, Jamkesda dan pendidikan
gratis.

Subdimensi mempengaruhi kebijakan publik mengalami peningkatan
skor dari 1,86 (2007) menjadi 2,24 (2009). Peningkatan skor ini sgjalan
dengan kian meningkatnya kemampuan OMS, sehat secara individual
maupuan dalam bentuk jaringan/koalisi mempengaruhi pengambil
kebijakan dari kalangan pemerintah maupun legidatif. Beberapakebijakan
yang didesakkan oleh OM Sdi Jeneponto adal ah Perda perlindungan anak,
Perda partisipasi dan transparans serta Perda pelayanan publik. Selain
itu, sebagai langkah lanjutan dari beberapa Perdayang sudah disyahkan,
OMS-OMS di Jeneponto pun sangat giat mengupayakan implementasi
komis irigasi, dan mengupayakan pembentukan komis pelayanan publik.

Subdimens yang masi h perlu mendapat perhatian adalah mendesakkan
tanggung jawab Negara dan perusahaan swasta, karena belum ada
perubahan yang signifikan terhadap kondisi nyatadari subdimensi ini di
Jeneponto. Perubahan-perubahan kecil memang sudah terlihat, misalnya,
di Desa Bulu Sibatang OMS berhasil mendesak perusahaan untuk
memperbaiki gorong-gorong yang rusak diakibatkan oleh pengambilan
galian C. Sementaraitu, beberapa agendayang saat ini didesakkan oleh
OMS adalah advokasi waduk Kareloe untuk prasarana pengairan dan
pertanian, Penyediaan air bersih lebih luas lagi di desa-desa, serta
pengerjaanirigas dilakukan olen GP3A.
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Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak padatitik 5°21' 23" -
5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42" - 120°5'26" Bujur Timur.
Berjarak 125 Km ke arah selatan dari ibukota Provins Sulawesi Selatan.
Luaswilayahnyamencapai 395,83 Km?, dengan jumlah penduduk 170.057
Jiwa (data BPS tahun 2006) dengan rincian Laki-laki sebanyak 82.605
Jwa dan perempuan 87.452 Jiwa. Terbagi atas 8 kecamatan serta 46
desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran
tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian
selatan membujur dari barat ketimur terdapat dataran rendah yang melipuiti
pesisir pantai dan persawahan. Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan
produksi terbatas 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha. secara
keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten
Bantaeng sebesar 6.222 Ha.

Sebagian besar penduduk K abupaten Bantaeng adal ah petani. Kentang
adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Selain
kentang, holtikulturalainnyaadalah kool, wortel dan buah-buahan seperti
pisang dan mangga. Perkembangan produks perkebunan, khususnya
komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti. Sementara
itu, industri-industri yang berkembang di Kabupaten Bantaeng antaralain
adalahindustri pembersih biji kemiri, pembuatan gulamerah, pertenunan
godongan, pembuatan perabot rumah tanggadari kayu, anyaman bambu
atau daun lontar, dan lain-lain.
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Peta Masyarakat Sipil?

Secara umum OMS yang ada di Bantaeng lahir dari inisiatif
masyarakat dan pemerintah. OMS yang lahir dari inisiatif masyarakat
biasanyadilandas oleh kepentingan yang bersifat lokal misalnyakelompok
tani, kelompok hobi dan seterusnya. Sedangkan OMS yang lahir dari
pemerintah biasanyalahir karenaadaaturan yang mengharuskan organisas
tersebut ada atau berasal dari struktur yang lebih tinggi.

Dari pemetaan yang dilakukan, banyak masyarakat yang beraktifitas
melalui berbagai bentuk organisasi, seperti Organisasi Keagamaan,
Organisas Hobby, LSM, Ormas, Kelompok usahadan kelompok profesi.
Dari sini terlihat ada kesadaran sebagian masyarakat bahwa untuk
mencapai tujuan bersama diupayakan melalui wadah organisasi. Di
Bantaeng, ada orang yang aktif di beberapa organisasi karena ingin
merasakan suasanayang berbedadalam setiap organisasi, ingin mengikuti
banyak proses pembel gjaran, mudah untuk membentuk ormas (tidak perlu
AD/ART), efek dari OKP yang konflik, budaya ikut-ikutan, mudah
menarik anggotatanpaperlu persyaratan khusus. Berikut ini adalah jenis
OMSyang ada di Kabupaten Bantaeng.

Tabel 9. Jenis OM S di Kabupaten Bantaeng

Ormas Keagamaan LSM Hobby Profesi e
Usaha
DPD AMPI IPNU JARPUK BVC PWI GAPENSI
ASSAMATURU
JARMANI NASYIATUL LSM SSBT IPHI GAPEKSINDO
AISYIAH SIPAKALABBIRI (Ikatan

Penasehat

Hukum

Indonesia)
KTNA BKPRM| WAPALA PANSELFM | MBS HIPPI
PEMUDA MU LPSM SEHATI MASTER FM | KONI HIMAS PAPOJI
PANCASILA
KNPI IPPNU YBT IKS KUBAH KOMPRAN TANI

SMU 1 PARAGITTE

GP3A AISYIAH YAJALINDO PCB KOPPAS
TODDO ATIA | BANTAENG
HISBUL IRM APD HRC KSM
WATHAN SIPAKAINGA
GERAKAN PMU LSM ORARI LED
PEMUDA SOKO MAWAR SIPANAIKANG
KA'BAH
KARANG 1IPM BBT KOMPLEN
TARUNA

" Buntus, Muh Nasir dan M. Taufik, 2007. Dimensi Struktur dan Pemetaan OMS Kabupaten
Bantaeng. Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya IMS Kabupaten Bantaeng, 2007.
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Ormas Keagamaan LSM Hobby Profesi LGe
Usaha
IKA SMU 2 FATAYAT NU YAINASTRI BAT
IKA SMU 1 MUSLIMAT NU | SMART 1551
KOMUNITAS | BEMT YASKO SARI JAYA
OJEK
FORUM F.TPA SEGI  TIGA
KALBA FC
FKPSM GP.ANSOR TARUNA
BOTLEM
BANSER VO
SEGITIGA
BAKOM PKB
KOSKAR
AMPG
HPMB
GP3A SAMA
BINTOENG
GORA
IPHI
KSM BAHARI

Untuk mengetahui tingkat pengarun OM S di Kabupaten Bantaeng,
digunakan kriteriasebagai berikut:

1. Sangat berpengaruh:

OM Syang menjalankan programnyasecaramandiri,
Kemampuan OMS berjaringan dengan dengan lembaga/
institusi lain berdasarkan kesetaraan dan keterbukaan mulai
dari tingkat kabupaten, propinsi,nasional sampai tingkat
internasional.

Ada banyak perubahan di masyarakat dari dampak
organisasi, misalnyaBK PRMI yang memprogramkan anak-
anak bebas buta baca Alquran dan APDESI yang mampu
meningkatkan alokasi anggaran pembangunan desa.

K apasitaskeorganisasian dan sumber dayayang tersediakuat
dan menyeluruh dalam organisasi.

OMS mempunyai kekuatan finansial yang diandalkan.
Mempunyai keahlian dalam menggalang dana

OM Sbekerjaprofessiona dan konflik yang sewaktu—waktu
akan muncul dapat diatasi dengan baik.

Sangat kuat menjaga komitmen dalam menjalankan kode
etik lembaga.

OMS memiliki visi dan misi yang kuat dan jelas.
Mempunyai nilal posisi tawar yang tinggi
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2. Berpengaruh:

Struktur organisasi yang sudah efektif.
Adanya pengkaderan dalam tubuh organisasi, sehingga
kapasitas cukup merata

Hubungan antara OM S dengan pihak pengambil keputusan
sudah membaik.

3. Agak Berpengaruh:

Kurang atau bahkan tidak mempunyai kegiatan yang
menyentuhisu publik.

Sumberdayayang dimiliki masih lemah.

Tidak jelas peran-peran dalam organisasi

4. Kurang Berpengaruh:

276

LSM bentukan pemerintah untuk menjadi alat kekuasaan
dan kepentingan penguasa. Pelaksana lembaga ini pada
umumnyaadal ah bagian dari penguasa
Rekruitmen/kaderisasi yang kurang/ tidak berke—
sinambungan.

Berdasarkan kriteriatersebut, peta OM Sdi Kabupaten adalah
sebagai berikut:

Sangat Berpengaruh

Tidak ada OM S yang sangat berpengaruh di Bantaeng, dengan
alasan:

1.

Tidak ada OMS yang menjalankan programnya secara
mandiri, semuabergantung padapihak luar ( Pemda, Donor).

Organisasi tidak dijalankan secara utuh, tetapi lebih
dipengaruhi oleh tendens “mobilitas politik vertikal”/Iebih
banyak bergantung pada kemampuan ketua/kordinator.

Ada OMS berbentuk dadakan atau karbitan tergantung
moment misal nyauntuk sekedar membuat dukungan politik
padamusim suksesi . Sifatnya sangat temporer.

L emahnya kapasitas keorgani sasian dan sumberdayayang
tersedia karena masi h terbatas pada segelintir orang.

OMS tidak intensif dalam menggulirkan isu-isu yang
ditangani karena masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan
finanga.
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Isu gerakan biasa-biasa sgja, belum mampu melakukan
booming isuyang tajam.

OM S bekerjatidak profesional dan sering muncul konflik.
Kurang menjagakomitmen dalam menjalankan lembagaatau
hanya sekedar pasang nama dalam kepengurusan.
K ebanggaan pribadi mempunyal sebuah atribut.

Banyak OM Skhususnya L SM yang dibangun tidak memiliki
visi dan misi yang kuat dan jelas.

2. Berpengaruh
Adabeberapa OM Syang berpengaruh, dengan penjel asan sebagai
berikut:

Hanya L SM dan Organisasi Massayang memiliki visi dan
misi yang kuat.

Untuk ormas yang punya massa, sudah mampu
memanfaatkan massa untuk mendorong kepentingannya.
Organisasi yang ada sudah memiliki struktur yang bagus,
menyebar sampai ke bawah.

Keancaran kaderisas dan kader yang dihasilkan sudah cukup
berkualitas.

Jaringan ke pengambilan kekuasaan cukup besar, contoh :
MajelisUlamalndonesiaBantaeng

3. Agak Berpengaruh
Ada beberapa OMS yang masuk dalam kategori ini, dengan
penjelasan sebagai berikut:

K egiatan-kegiatannyamasih belum menyentuhisu publik.
Sumberdayamasih lemah.

Struktur organisasi tidak efektif bekerja terutama ormas-
ormas yang hanyaberpengaruh jika mewakili kepentingan
kekuasaan.

4. Kurang Berpengaruh

Ada beberapa OMS yang masuk dalam kategori ini, dengan
penjelasan sebagai berikut:

Ormas & LSM yang hanya menjadi mesin kekuasaan &
kepentingan penguasa, bahkan terkesan menempel pada
kekuasaan.
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e Rekrutmen/kaderisasi yang kurang maksimal pada
organisasi.
OM Syang masuk dalam masing-masing kategori di atasdapat dilihat
dalamtabel di bawahini.

Tabel 10. Tingkat Pengaruh OM S di Bantaeng

SANGAT BERPENGARUH AGAK KURANG
BERPENGARUH BERPENGARUH BERPENGARUH
Yajalindo YBT Bantaeng Bantaeng Sport Club
(BSC)
HPMB BBT Bantaeng FC. Segi tiga
APD Bantaeng Jarppuk REPLI BT.Bulaeng
MUI Bantaeng KSM Sipakainga’ Forum TPA
AMPG Bantaeng Banser IVO Segitiga
DPD AMPI Master FM IPPNU
KNPI Bantaeng Karang Taruna GP3A Sama Bintoeng
Radio MBS Yasko Bantaeng Vespa Club
(BVC)
BKPRMI Bakom PKB GP3A Toddo Atia
HIPMI 1551 Bantaeng
KOMPLEN GP.Ansor
LED Sipanaikang PW!I Bantaeng
SSBT lkatan Penasehat

Hukum Indonesia

GAPENSI FK.PSM
Jaring Mas Taruna Botlem FC
KOPPAS PMII

KORPALA

LSM Soko Mawar

Pemuda Pancasila

Mapancas

Hisbul Wathan

Honda Racing Club
(HRC)

Kelompok Seni
Kubah SMA 1

KSM Bahari

Forum  Silaturahmi

Masy.Pallantikang

Pemuda
Muhammadiyah

LSM SMART
Bantaeng

Ikatan Remaja
Muhammadiyah

Aisyiah

LSM Gunung Sahara

LKM Madani
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Secaraskematis, lingkup pengaruh danrelasi antar OM Sdi kabupaten
Bantaeng dapat dilihat pda gambar berikut ini.

PETA KEKUATAN OMS
Kab. Bantaeng

LSM GP3A
SMART Toddoatia

o= LSM GP3A
Gunung SaharJ Lapablntoeng} M

LSM

okomawa KOPPAS -
|.Iarmanﬂ/ |YASKO|  LED Sipanaikang B.
IJARNGMAS | JWPUN
L ' YBT

Dari pemetaan OM Syang dilakukan di Kabupaten bantaeng, beberapa
catatan pentingnyaadal ah sebagai berikut:

Relas OM S |ebih kuat jika dibangun atas dasar relasi individu
berupa hubungan emosional, daripada berdasarkan hubungan
antar organisasi.

K edekatan OM S biasanya hanya didasarkan padakedekatan isu
kegiatan.

Individu yang ada kebanyakan terlibat di beberapaorganisasi.
OM Syang besar, mampu dan mau memfasilitass OM Syang baru
terbentuk karena adanya pertemanan yang kuat selama yang
dilakukan oleh yang dibantu tidak bertentangan dengan
pemahaman terhadap isu yang dikerjakan oleh lembagainduk.
AdaOM Syang tidak bisasaling bekerjasamaantarasatu dengan
yang lain karena perbedaan kepentingan yang di usung.
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Status Masyarakat Sipil

Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di Kabupaten Bantaeng
telah dilakukan pada tahun 2004, 2007 dan 2009. Khusus untuk tahun
2009, pengukuran IMS hanya berupa penilaian ulang untuk beberapa
indikator yang dipandang mengalami perubahan signifikan jika
dibandingkan dengan situasi tahun 2007. Berdasarkan hasil kesepakatan
peserta yang hadir dalam kegiatan kaji ulang, beberapa indikator yang
disepakati untuk dilakukan penilaian ulang adal ah:

1. DIMENSI STRUKTUR
e Subdimensi keluasan partisipasi warga: indikator kerja
sukareladan kegiatan bersama masyarakat
e Subdimensi Kedalaman partisipasi warga: indikator kerja
sukarela
2. DIMENSI LINGKUNGAN
e Subdimensi Konteks Politik: indikator desentralisasi
e Subdimensi Relasi Negaradan MS: indikator dialog
e Subdimensi Relasi Pasar dan MS: indikator sikap sector
pasar
3. DIMENSI NILAI
e Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan: indikator Aksi-
aksi M Suntuk penanggulangan kemiskinan

e  Subdmens Keberlanjutan Lingkungan: Indikator Aksi-aksi
M S dan OM S untuk keberlanjutan lingkungan

4. DIMENSI DAMPAK

e Sub Dimensi Memberdayakan Warga: Indikator
Pemberdayaan perempuan

Secaraumum, masyarakat sipil Kabupaten Bantaeng padatahun 2009
beradapadakondisi cukup sehat. Hal ini terlihat dari perolehan skor IMS
di semuadimens yang berada pada kategori cukup sehat, yaitu Struktur
(1,53), Lingkungan (1,78), Nilai (2,15) dan Dampak (1,87). Apabila
dibandingkan dengan tahun 2007, skor IM S pada tahun 2009 mengal ami
peningkatan padaDimens Struktur, Lingkungan dan Dampak. Sementara
untuk dimensi nilai mengalami penurunan, meskipun dengan angkayang
sangat kecil. Ini berarti, dalam jangka waktu dua tahun, telah terjadi
perbaikan kondis masyarakat sipil di Bantaeng, khususnyauntuk dimensi-

280



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Bantaeng

dimens yang angkanyamengalami peningkatan, dan padasisi lain, terjadi
perubahan kondisi yang kurang menggembirakan terkait dengan dimensi

nilai. Meskipun demikian, dimens nilai masih menempati urutan tertinggi
dibandingkan dengan dimensi

Grafik 16 Intan IMS Kabupaten Bantaeng
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Aset-Aset Masyarakat Sipil Kabupaten Bantaeng
Dimensi Struktur

e Makin meluasnya sebaran OMS di tingkat desa yang lahir
atasinisiatif masyarakat setempat dan memiliki pengurusyang
mencerminkan keterwakilan kelompok perempuan, kelompok
miskin dan komponen lain yang adadi desa. OMSini terlibat
aktif dalam proses musrenbang

e Jaringan Kkerja, intensitas pertemuan/komunikasi dan
kerjasama antar OMS semakin meningkat, bukan sekedar
antar aktor melainkan antar lembaga

e keluasan partisipasi wargadalam bentuk kerjagotong royong
dan kerjasukarelamasih tinggi

Dimens Lingkungan

e Ruang berinteraksi dan dialog dengan pengambil keputusan
semakin terbukadan adatindak lanjut dari dialog-dialog yang
telah dilaksanakan
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e Kerjasamaantar etnis dan agamasemakin meningkat

e Program desa mandiri yang mengembangkan kredit usaha
rakyat (KUR) semakin membukaakseskredit di Bank melalui
rekomendasi Bumdes (tidak perlu ada agunan)

e Implementass ADD menyediakan anggaran untuk bantuan
sosa

Dimens Nilai

e Semakin meningkat jumlah OMS yang membuat
pertanggungjawaban sebagai bentuk dari transparansi
lembagamereka

e Nilai-nilai kesetaraan gender sudah terinternalisasi dan
dipraktekkan dalam lembaga maupun ruang publik, ditandai
dengan semakin berkembangnyaorganisas perempuan di desa

Dimensi Dampak

e Semakin meningkatnya daya tawar OMS dan masyarakat
terhadap pengambil keputusan di tingkat kabupaten maupun
desa, sehingga beberapa agenda kegiatan OMS diadopsi/
diakomodas kedalam agendakegiatan Pemerintah

e Keompok-kelompok perempuan terlibat aktif dalam kegiatan
Musrenbang

DIMENSI STRUKTUR

-
Keluasan partisipasi 1.37
warga

Kedalaman partisipasi 1.40
warga

Keanekaragaman OMS

Tingkat keorganisasian

. 1.89
Inter-relasi

1.33
Sumber daya

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

22007 W 2009
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Dimensi Struktur menggambarkan kondisi aktor-aktor dalam arena
masyarakat sipil, karakteristik utamadari aktor-aktor tersebut dan relasi
di antara mereka. Secara umum skor dimensi struktur di Kabupaten
Bantaeng pada tahun 2009 sebesar 1,53 meningkat dibandingkan tahun
2007 yang berada pada skor 1,48. Peningkatan skor ini sekaligus
meningkatkan Dimensi Struktur dari kategori kurang sehat menjadi
kategori cukup sehat. Hal ini dikontribusikan oleh perubahan kondisi pada
Subdimens Keluasan Partisipas Wargadan K eda aman Partisipas Warga,
khususnya pada Indikator Kerja Sukarela dan Kegiatan Bersama Di
Kelompok Masyarakat. Perubahan juga terjadi pada Subdimensi Inter-
Relasi, terutama pada Indikator K erjasama.

Pengukuran IM S 2009 memberikan skor untuk Subdimensi Keluasan
Partisipasi Warga sebesar 1,47, meningkat 0,1 dibandingkan pengukuran
2007 dengan skor 1,37. Meskipun masih berada dalam kategori kurang
sehat, tetapi mulai terlihat adanya perubahan ke arah positif untuk
subdimens ini, yang dikontribusikan oleh peningkatan skor indikator kerja
sukarela dan kegiatan bersamadi kelompok masyarakat. Hal ini sgjalan
dengan perkembangan kondis yang terjadi di desa-desadalam Kabupaten
Bantaeng. Jika sebelumnya kerja-kerja sukarela dan kegiatan bersama
diantara masyarakat banyak dikaitkan dengan unsur keagamaan dan
budaya seperti membangun rumah ibadah dan pesta adat perkawinan,
saat ini gotong royong secara sukarela dan kegiatan bersama diantara
masyarakat dilakukan juga untuk kegiatan pembangunan desa, bahkan
ada masyarakat yang bersedia memberikan tanahnya untuk pembuatan
jaantani. Kerjasukarelajugadilakukan aktivis OM S dalam mendampingi/
memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan berdialog
dengan pengambil keputusan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.
Semakin berkembangnya program-program berbasis masyarakat di
pedesaan telah menyebabkan kerjasama diantara masyarakat maupun
antaramasyarakat dengan OM S semakin meningkat pula.

Subdimensi lain yang berkontribusi terhadap peningkatan skor
Dimensi Struktur adalah Subdimensi Inter-Relasi, khususnya Indikator
K erjasama yang mengalami peningkatan skor dari 1,63 (2007) menjadi
2,00 (2009). Peningkatan skor tersebut mencerminkan perubahan yang
terjadi di Bantaeng terkait dengan polakerjasamayang berlangsung. Jika
padatahun-tahun sebelumnyakerjasamalebih banyak bersifat individual,
saat ini kerjasamayang berlangsung lebih bersifat kelembagaan baik antar
sesama OM S maupun antaraOM S dengan pengambil keputusan. Sebagai
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contoh, pembelian pupuk oleh petani yang sebelumnyadilakukan secara
individual, sekarang sudah mulai dikoordinasi oleh kelompok tani,
sehinggadayatawarnyamenjadi lebih tinggi. Telahterjadi pulakerjasama
antara CLAPP-Jarpuk dengan Jaringmas dan PKK di satu desa dengan
PKK di desalainnya. Kerjasama juga sudah berlangsung antara OM S
dengan instansi pemerintah, seperti kerjasama yang terjalin antara
organisasi perempuan di desadengan instansi pemberdayaan perempuan
tingkat kabupaten.

Tantangan yang tetap harus di perhatikan adalah Subdimensi Tingkat
Keorganisasian yang beradadalam kategori kurang sehat (1,37). Belum
terlihat indikasi perubahan yang signifikan terkait dengan subdimensi ini
dibandingkan dengan pengukuran tahun 2007, khususnyaterkait dengan
keberadaan dan keefektifan lembaga payung. Pola komunikasi antara
lembaga payung dan OM S anggotanya masih dirasakan kurang efektif,
sehingga manfaat keberadaan lembaga payung masih kurang dirasakan
oleh OM Syang menjadi anggotanya.

DIMENSI LINGKUNGAN

-

Konteks politik

Kebebasan dan
hak-hak dasar

Konteks 1.64
sosio-ekonomi
Konbsi Sosial Budere ﬂ

Hukum dan aspek
legal

Relasi negara- 1.59
masyarakat sipil

Relasi pasar- 1.49
masyarakat sipil

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

[2007 W 2009

Dimensi lingkungan menggambarkan kondis sosial, politik, ekonomi,
budaya dan aspek legal (hukum) yang berpengaruh terhadap
perkembangan masyarakat sipil. Dimens Lingkungan masyarakat sipil
Kabupaten Bantaeng menurut hasil pengukuran IM S tahun 2009 berada
pada kondisi cukup sehat (1,78), sedikit mengalami peningkatan

284



Bagian Kedua

2 Perspektif Kabupaten/Kota: Kabupaten Bantaeng

dibandingkan hasil pengkuran IMS tahun 2007 yang memperoleh skor
sebesar 1,72. Subdimens yang mengalami peningkatan padatahun 2009
sehinggamemberikan sumbangan positif terhadap kondis tersebut adalah
Subdimensi Konteks Politik (1,92), Relasi Negara—Masyarakat Sipil
(1,79), dan Relasi Pasar—Masyarakat Sipil (1,59). Beberapa subdimensi
lainnyatidak mengalami perubahan yang signifikan, termasuk subdimensi
kondis sosial budaya yang menempati skor tertinggi dalam Dimensi
Lingkungan.

Skor Subdimensi Konteks Politik mengalami peningkatan dari 1,79
(2007) menjadi 1,92 (2009). Ini terjadi akibat adanya peningkatan skor
padaindikator desentralisasi. Jika pada pengukuran IMS 2007, skornya
sebesar 1,11 (kategori kurang sehat), pada tahun 2009 meningkat tajam
mencapai 1,89 (kategori cukup sehat). Peningkatan skor yang cukup tinggi
ini sgjalan dengan perubahan positif di Kabupaten Bantaeng. Sejak tahun
2008 sudah diimplementasikan Anggaran Dana Desa (ADD) yang
memberikan kesempatan bagi pemerintahan desamengel olaanggarannya
secaramandiri, tidak hanyauntuk kepentingan mel aksanakan tugas-tugas
tata pemerintahan tetapi jugaanggaran untuk memberikan bantuan sosia
kepada masyarakat, memberikan tambahan insentif bagi guru mengaji,
membiayai peningkatan kapasitas aparat desa dalam bidang komputer,
dan tunjangan bagi aparat desa sehinggamerekalebih giat mel aksanakan
tugas-tugasnya. Selain dalam bentuk ADD, desentralisasi tercermin juga
dari program-program pembangunan yang pengel olaannyadilimpahkan
ke desa, misalnyaBumdes, sehinggaterbukaruang bagi masyarakat untuk
mel akukan pengawasan secaraintensif. Masyarakat pun dilibatkan dalam
penyusunan rencana pembangunan untuk memberikan usulan dan
pandangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Subdimensi Relasi Negara-Masyarakat Sipil di Bantaeng dalam
pengukuran IMS 2009 memperoleh skor sebesar 1,79 atau meningkat
dibandingkan pengukuran 2007 yang mendapatkan skor 1,59 yang terjadi
akibat adanya perubahan pada Indikator Dialog MS Dan Negara dari
1,50 menjadi 2,11. Dalam kenyataan di Bantaeng, Dialog AntaraM S dan
Negara memang semakin meningkat. Kesempatan untuk berdialog
semakin terbukabaik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Setiap
adaprogram atau masal ah yang terjadi di desaselalu didialogkan dengan
aparat/kepal a desa secaraterbukadan sebagian besar mendapatkan respon
yang baik meskipun tidak jarang juga ada yang tidak tuntas. Jika ada
persoalan yang tidak selesai di tingkat desa, masyarakat pun selalu
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melakukan dia og dengan aparat pemerintah di tingkat kabupaten bahkan
dengan bupati atau DPRD melalui OMS yang memiliki relasi dengan
Bupati atau anggota dewan. Di kantor pemerintah daerah pun sudah
tersediapusat pengaduan dari masyarakat yang akan disampaikan kepada
Bupati, meskipun belum dapat diukur efektifitasnya. Dalam kasus-kasus
tertentu, masyarakat tetap melakukan aks demonstrasi ketikaforum dialog
tidak memberikan penyel esaian yang diharapkan.

Subdimensi Relasi Pasar-Masyarakat Sipil mengalami peningkatan
skor dari 1,49 padapengukuran IMS 2007 menjadi 1,57 padapengukuran
2009. Peningkatan skor ini menyebabkan Subdimensi Relasi Pasar-M S
bergerak dari kategori kurang sehat menjadi kategori cukup sehat, akibat
adanya perubahan pada indikator sektor pasar. Jika pada tahun 2007,
skor indikator tersebut adalah 2,04 (cukup) maka pada pengukuran 2009
skornya berubah menjadi 2,28 (sehat). Hal ini sgjalan dengan kondisi di
Bantaeng yang menunjukkan terjadinya peningkatan |apangan kerjayang
disediakan sektor pasar sehingga memberikan kesempatan lebih besar
kepada perempuan. Selain itu, akses masyarakat untuk mendapatkan
kredit di bank semakin terbukadengan adanyakredit usaharakyat sebagai
bagian dari program pengembangan desamandiri. Dengan adanyaprogram
ini, masyarakat tidak perlu lagi menyediakan agunan untuk mendapatkan
kredit di bank, cukup menunjukkan rekomendasi yang diperoleh dari
Bumdes.

Terlepas dari perkembangan positif yang terjadi dalam Subdimensi
Relasi Pasar-M S seperti yang diuraikan di atas, perhatian tetap perlu
diberikan mengingat subdimensi ini masih menempati urutan terendah
dalam Dimensi Lingkungan. Diperlukan upaya-upayayang lebih kreatif
untuk meningkatkan relasi yang lebih intensif antara sektor pasar danM S
di kemudian hari.

DIMENSI NILAI

Dimens Nilai memberikan gambaran tentang nilai-nilai universal yang
dikampanyekan maupun dipraktekkan oleh masyarakat sipil. Berdasarkan
hasil IMS 2009, secaraumum Dimensi Nilai yang dikampanyekan dan
dipromosikan oleh masyarakat sipil di Bantaeng masuk kategori cukup
sehat dengan skor 2,15. Meskipun masih menempati posis tertinggi
dibandingkan beberapadimensi lainnya, skor yang diperoleh padatahun
2009 ini mengalami sedikit penurunan dari pengukuran M Stahun 2007
yang memperoleh skor 2,18. Penurunan skor ini disebabkan oleh
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menurunnyaskor subdimens aksi-aksi untuk penanggulangan kemiskinan
dan subdimensi aksi-aksi pelestarian lingkungan. Hal ini berarti, dalam
periode 2007-2009 perhatian masyarakat sipil di Bantaeng terhadap i su-
isu kemiskinan dan lingkungan sedikit berkurang dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya.

Demokrasi

Transparansi

Toleransi

Anti kekerasan

1
Kesetaraan gender

Penanggulangan

i

kemiskinan
Keberlanjutan 1
lingkungan
0.00 o.75 1.50 2.25 3.00
0 2007 W 2009

Pengukuran tahun 2009 memberikan skor untuk subdimensi
penanggulangan kemiskinan sebesar 2,22 sedikit menurun dibandingkan
pengukuran tahun 2007 dengan skor 2,29. Selama periode 2007-20009,
OMS yang ada di Bantaeng tetap mempraktekkan nilai-nilai
penanggul angan kemiskinan melalui pendampingan masyarakat di daerah
pedesaan. Masuknyaprogram PNPM telah meningkatkan inisiatif OMS
untuk terlibat dalam program penanggul angan kemiskinan. Namun, banyak
kegiatan program PNPM yang sudah berlangsung masih merupakan
inisatif Pemda. Inisiatif dari kalangan OM S masih dalam proses persiapan
sehingga perhatian OM S banyak tercurah ke dalam penyusunan rencana
kegiatan. Aksi-aksi di lapangan masih belumintensif dilakukan. Hal inilah
yang dapat menjelaskan mengapa dalam penilaian 2009, terjadi sedikit
penurunan skor dibandingkan tahuan 2007. Sebuah tantangan yang
dihadapi OMS dengan adanya program PNPM adalah bagaimana
memastikan keterlibatan OM S betul -betul untuk kegiatan penanggulangan
kemi skinan secaramendasar, bukan sekedar mel aksanakan proyek.

Subdimensi K eberlanjutan Lingkungan mengalami penurunan skor,
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dari 2,11 pada pengukuran 2007 menjadi 2,00 pada tahun 2009.
Berkurangnyaskor subdimens ini berbanding terbalik dengan gencarnya
kampanye Pemda mengenai program-program yang berorientasi
pelestarian lingkungan, seperti Desa Hutan, Desa Hijau, Jumat Bersih,
dan Sabtu Menanam melalui penyediaan bibit tanaman keras yang
dibagikan kepada masyarakat. Kalangan OMS pun giat mendorong
masyarakat untuk mel akukan penanaman pohon di sekitar desa mereka,
seperti yang dilakukan di Desa Baruga, Uluere, Batu Karaeng, Biang
Loe dan lain-lain. Masyarakat juga sangat antusias melakukan kegiatan
penanaman pohon/penghijauan di sekitar desa mereka. Hal yang masih
perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga konsistensi dan menjaga
komitmen yang terus menerusdari pemerintah daerah, masyarakat maupun
lingkungan memerlukan waktu yang cukup panjang dan rentan terhadap
inisiatif-inisiatif yang berbau ekonomi. Hal inilah yang menjadi catatan
penting dari turunnyaskor pada Subdimensi K eberlanjutan Lingkungan.

DIMENSI DAMPAK

A

Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab
pemerintah dan perusahaan swasta

Menanggapi kepentingan sosial H

1.89
1.68
1.74
2.04
1.92
‘I.ISO 2.I2

Memberdayakan warga negara

Memenuhi kebutuhan masyarakat

0.00 0.75 5 3.00

02007 W 2009

Dimensi Dampak memberikan gambaran sejauh mana masyarakat
sipil aktif dan berhasil dalam memenuhi fungsi-fungsi pokoknya. Hasil
IMSdi Bantaeng tahun 2009 menunjukkan bahwa secaraumum dimensi
ini berada pada kondisi cukup sehat dengan peroleh skor 1,87 dan
mengalami sedikit peningkatan dibandingkan hasil IM Stahun 2007 yang
memperoleh skor 1,85. Peningkatan skor ini dikontribusikan oleh sub
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dimensi memberdayakan warga yang mengalami peningkatan dari 2,04
pada pengukuran tahun 2007 menjadi 2,12 pada tahun 2009. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Bantaeng sangat aktif dalam
melakukan pemberdayaan warga, khususnya melalui pengembangan
kel ompok-kel ompok perempuan di daerah pedesaan. Yang perlu mendapat
perhatian ke depan adalah bagaimana OMS melakukan upaya-upaya
advokas untuk mendesakkan tanggung jawab negara maupun swasta
karenamasih memiliki skor yang paling rendah.

Satu-satunyasubdimens yang dipandang memiliki perubahan kondisi
yang signifikan di Kabupaten Bantaeng adalah memberdayakan warga,
sementara subdimensi lainnya dipandang tidak mengalami perubahan.
Cerminan atas perubahan sub dimensi tersebut dapat dilihat dari
peningkatan skor sub dimensi pemberdayaan warga, khususnya akibat
perubahan yang terjadi padaindikator memberdayakan perempuan. Jika
padatahun 2007 skor untuk indkator memberdayakan perempuan berada
dalam kategori cukup sehat (2,20), maka pada tahun 2009 hasil
pengukurannya berada dalam kategori sehat (2,67). Lonjakan skor yang
cukup tinggi padaindikator ini menunjukkan bahwa upaya-upayaMS
Bantaeng dalam melakukan pemberdayaan perempuan cukup berhasil.
Di seluruh desadalam Kabupaten Bantaeng tel ah berkembang kel ompok
perempuan dalam berbagai bentuknya, seperti PKK, SPP, kelompok tani
perempuan, kelompok diskusi perempuan dan sebagainya. Keberadaan
kelompok-kelompok perempuan ini cukup diperhitungkan sehingga
mereka selalu diundang dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di
desanya masing-masing, termasuk dalam kegiatan musrenbang.
K eterlibatan kelompok perempuan dalam berbagai kegiatan tersebut telah
berhasil mendorong program-program yang sensititf gender, termasuk
dalam pelaksanaan program PNPM yang dilaksanakan di Kabupaten
Bantaeng.

Terkait dengan subdimensi lainnya, tidak ada perubahan yang
signifikan di Kabupaten Bantaeng. Upaya-upaya OMS untuk
mempengaruhi kebijakan publik, menanggapi kepentingan sosial,
memenuhi kebutuhan masyarakat terusberlangsung secaraintensif dengan
dampak yang tidak jauh berbedaseperti penilaian padatahun 2007. Catatan
penting terkait dimensi dampak ini adalah bagaimana OMS terus
mendesakkan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan swasta, yang
memiliki skor terendah dalam dimensi dampak ini.
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o . Membangun masyarakat sipil membutuhkan

: - waktu dan kesabaran. Perubahan yang terjadi

sangat dipengaruhi oleh banyak faktor,

diantaranya adalah komitmen pemerintah dan

tokoh politik daerah. Pasang-surut peran

masyarakat sipil dalam pembangunan tidak

{1 A g menyusutkan semangat perubahan yang ingin

Ll B dicapai meskipun terkadang cukup melelahkan.

Demikian pula dengan indeks masyarakat sipil

(IMS) yang dialami oleh 16 kabupaten/kota mitra

ACCESS, tidak jarang dijumpai ada yang turun atau naik. Ini adalah hal

yang biasa karena indeks masyarakat sipil bukan sebuah perubahan
yang linier, melainkan sangat dinamis.

Namun perubahan peran masyarakat sipil adalah sesuatu yang perlu
terus diperjuangkan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik.
Kesetaraan menghormati seluruh warga, termasuk perempuan, warga
miskin dan marginal sangat penting diperjuangkan. Dan Indonesia yang
telah berhasil memancarkan cahaya demokrasi di Asia akan
menginsipirasi dan membuka mata dunia. Tentu proses ini belum
berhenti dan semakin menarik di waktu yang akan datang. Indeks
Masyarakat Sipil sebagai salah satu parameter pembangunan
membutuhkan dukungan terus-menerus sehingga mampu
meningkatkan peran warga di segala lini. Dengan demikian
kemungkinan kesenjangan pembangunan dapat diperkecil.

Dengan terbitnya buku ini, kami berharap dapat menambah khasanah
perbincangan mengenai masyarakat sipil. Buku ini juga diharapkan
dapat berkontribusi pada penguatan peran masyarakat sipil sebagai
salah satu pilar dalam pembangunan. Buku ini sangat berguna bagi
para praktisi organisasi masyarakat sipil, pemerintah serta aktor-aktor
pembangunan lainnya sebagai referensi atau rujukan untuk
membangun agenda-agenda tata kepemerintahan lokal demokratis.

Australian Community Development and Australian “
Civil Soclety Strangthening Scheme AID et
(ACCESS) Phase II - %

ey s A) maraged by 1053 on boht of Ayl

YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat
Indonesia), adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergiat mewujudkan
masyarakat sipil yang demokratis & mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya.

YAPPIKA didirikan tahun 1997 sebagai kelanjutan dari Yayasan Persahabatan
Indonesia-Kanada yang telah ada sejak tahun 1991.

YAPPIKA memiliki kompetensi sebagai Penyedia Layanan Pengembangan
Kapasitas OMS, Riset & Advokasi Kebijakan Publik, Evaluasi & Pengkajian Program,
Pengkajian Kapasitas Lembaga, Mengukur Indeks Masyarakat Sipil, Fasilitasi
(Lokakarya, Perencanaan Strategis), Mengelola Dana Hibah untuk OMS.
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